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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang diawali 

dengan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan peran serta 

masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD Tahun 

2025. 

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten 

Tangerang melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan ini juga menjadi acuan dalam penyusunan 

dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 

Anggaran 2025 dengan tetap mempedomani Kebijakan Akuntansi dan Sistem 

Akuntansi yang berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati 

Tangerang atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Laporan keuangan entitas pelaporan merupakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.  

Tujuan dari Laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan 

realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu 

entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 
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mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan 

untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan 

informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan 

untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang 

berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga 

menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 

1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; 

dan 

2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, 

termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi 

mengenai entitas pelaporan dalam hal: 

1) Pendapatan-LRA; 

2) Belanja; 

3) Transfer; 

4) Pembiayaan;  

5) Pendapatan-LO; 

6) Beban; 

7) Arus Kas; 

8) Aset; 

9) Kewajiban; dan 

10) Ekuitas. 

 
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan: 

1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah dan perubahannya; 

2) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

ekonomi; 

3) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 
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4) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan 

memenuhi kebutuhan kasnya; 

5) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

6) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain: 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah; 

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6) Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di 

Provinsi Banten; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang 

Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam 

Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 
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12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepala Daerah; 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah; 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan 

Fiskal Nasional; 

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu 

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; 

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah; 

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 

23) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan; 

24) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; 

25) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
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26) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang; 

27) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025; 

28) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025; 

29) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur 

Penatausahaan Persediaan; 

30) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 74 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur 

Penyusunan Laporan Keuangan; 

31) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025; 

33) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Tangerang; 

34) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Tangerang; dan 

35) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 64 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 

 
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Bab I Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian 

Kinerja Keuangan 

2.1. Ekonomi Makro  

2.2. Kebijakan Keuangan 
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2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

3.1.  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD 

3.2 Pergeseran dan Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan Tahun 2025 

3.3    Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah 

Ditetapkan  

Bab IV   Kebijakan Akuntansi  

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada 

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

Bab V    Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan  

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

5.2. Penjelasan Pos-pos Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca  

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 

5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK) 

Bab VI Penjelasan Non Keuangan 

Bab VII Penutup 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR 

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

 

2.1. Ekonomi Makro 

Ekonomi makro secara umum dapat digunakan dalam mengukur kinerja 

perekonomian suatu entitas pemerintah. Parameter-parameter ekonomi makro dapat 

menggambarkan dan menganalisis ketercapaian target-target kebijakan yang secara 

luas dituangkan dalam visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah dalam periode 

tertentu. 

 

2.1.1. Visi dan Misi 

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati mengacu kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 

2025-2029 yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, visi dan 

misi sebagaimana tertuang dalam dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 

adalah: 

 
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG 

SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING" 

 
a) Sejahtera 

Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang 

diindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupan sosial (seperti 

kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta daya dukung lingkungan 

sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama. 

Didefinisikan dan diindikasikan dengan, Menurunnya Angka Kemiskinan 

serta Menurunnya Angka Pengangguran, Menipisnya Angka Gini Rasio, 

Tingginya Kerukunan Umat Beragama, Tingginya akses masyarakat terhadap 
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sarana dan prasarana keagamaan, serta adanya stimulan/dukungan Pemda 

terhadap Kelompok Masyarakat yang berfokus di dunia keagamaan. 

 

b) Berdaya Saing 

Berdaya saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program 

dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia 

yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan 

lingkungan hidup yang berkualitas. 

Didefinisikan dan diindikasikan dengan Menurunnya angka stunting dan gizi 

buruk, Kemudahan berinvestasi, Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, 

Infrastruktur yang Merata, Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif serta 

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah 

Kabupaten Tangerang sebagai berikut: 

1. Misi Pertama: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan 

yang Efektif dan Efisien 

Pemerintahan yang akuntabel dan efisien merupakan bagian dari prinsip 

good governance. Prinsip akuntabel menjadi acuan dalam menjalankan 

program dan kebijakan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap 

masyaraka sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepercayaan publik. 

Efisiensi diperlukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk 

memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif. 

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Tangerang berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang 

optimal serta pencegahan terhadap gangguan keamanan masyarakat yang 

efektif. Perwujudan pelayanan publik yang optimal mulai dari administrasi 

hingga layanan pengaduan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan kualitas 

layanan melalui pendekatan yang lebih responsif. Melalui penerapan sistem 

yang lebih sederhana dan efisien dapat membantu masyarakat dalam 

menyelesaiakan keperluan administrasi tanpa melewati birokrasi yang berbelit. 

Selain itu, hal yang menjadi prioritas adalah penguatan SDM sektor pelayanan 
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yang diharapkan dapat menciptakan aparat/birokrat memiliki kompetensi dan 

sikap profesional dalam melayani masyarakat.  

 

2. Misi Kedua: Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan 

Berdaya Saing 

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang kuat, produktif, dan berdaya 

saing menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang solid, penurunan 

tingkat kemiskinan, menekan ketimpangan, kapasitas tenaga kerja yang 

berdaya saing, serta adaptif terhadap tantangan global dan nasional (seperti 

geoekonomi, pembangunan bekerlanjutan, penurunan GRK, transisi EBT, dan 

lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah mengembangkan 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pondasi ekonomi 

kerakyatan serta memperkuat sistem perdagangan dan jasa untuk 

pengembangan ekonomi daerah. 

Perekonomian yang maju ditunjukkan melalui akselerasi pertumbuhan 

ekonomi dengan peningkatan nilai tambah sektor unggulan (seperti industri, 

perdagangan dan jasa, serta manufaktur) dan sektor potensial (seperti 

pertanian, perikanan, peternakan, serta pariwisata). Peningkatan nilai tambah 

perekonomian didorong melalui daya saing tenaga kerja untuk berinovasi dan 

menghasilkan produk dengan keunggalan kompetitif. Selain itu, perekonomian 

yang maju ditunjang dengan infrastruktur penghubung dalam integrasi 

ekonomi domestik dan regional dalam mengakses pasar dan kemudahan 

pergerakan orang - barang. Selain itu, akses terhadap pasar juga berhubungan 

dengan menjaga kestabilan kebutuhan pokok agar distribusi barang dan daya 

beli masyarakat tetap terjaga demi ketahanan sosial-ekonomi daerah. Integrasi 

ekonomi membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan lintas stakeholder 

(seperti pemerintah, badan usaha, swasta, dan lain sebagainya) yang dilandasi 

dengan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif.  

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkeadilan diwujudkan 

melalui peningkatan daya saing dan skalabilitas ekonomi di akar rumput yang 

meliputi UMKM, koperasi, badan usaha desa, serta kewirausahaan. 

Skalabilitas ekonomi mikro didorong melalui kemudahan akses terhadap 
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pemodalan, pengembangan kapasitas tenaga kerja dalam manajemen usaha, 

inkubasi bisnis kewirausahaan, serta kemudahan akses terhadap pasar.   

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkelanjutan menunjukkan 

komitmen untuk transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Hal 

ini diwujudkan melalui pengetatan regulasi untuk aktivitas perekonomian 

dengan prinsip berkelanjutan dan sirkular serta investasi terhadap transisi 

energi baru terbarukan (EBT).  

 

3. Misi Ketiga: Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas 

Kesehatan masyarakat yang berkualitas di Kabupaten Tangerang dapat 

diwujudkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang didukung 

oleh optimalisasi pemberian layanan kesehatan dengan infrastruktur dan 

fasilitas kesehatan yang berkualitas di setiap kecamatan, serta peningkatan pola 

hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat. Pengoptimalan layanan 

kesehatan diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga 

kesehatan. Selain peningkatan kuantitas, perlu ditunjang dengan pelatihan bagi 

tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM kesehatan. 

Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi rekrutmen tenaga kesehatan serta 

pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Di sisi lain, pemberian jaminan 

kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu perlu dilakukan secara 

merata di seluruh wilayah dan untuk seluruh lapisan. 

Terwujudnya kesehatan yang berkualitas juga perlu didukung melalui 

pemenuhan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. 

Pembangunan dan perbaikan unit-unit layanan kesehatan menjadi prioritas 

untuk memastikan pemerataan layanan serta pemenuhan kebutuhan peralatan 

medis yang sesuai standar. Upaya tersebut juga sejalan dengan target untuk 

menekan angka kesakitan dan stunting, yang diimbangi dengan peningkatan 

pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai 

program kesehatan yang bersifat preventif, seperti edukasi, pemeriksaan 

kesehatan berkala, pemenuhan gizi masyarakat, dan penerapan PHBS, 

digalakkan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. 
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4. Misi Keempat: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas 

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, optimalisasi layanan 

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif menjadi salah satu 

komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Komitmen tersebut 

diwujudkan melalui upaya yang memastikan bahwa setiap anak memiliki akses 

yang sama terhadap pendidikan, baik dari kelompok disabilitas maupun anak-

anak di daerah terpencil, dengan fasilitas pendidikan sesuai standar yang 

tersedia secara merata. Peningkatan kualitas pembelajaran salah satunya 

ditunjukkan dengan penguatan literasi dan numerasi sebagai dasar kemampuan 

akademik peserta didik. Kemampuan akademik perlu diimbangi dengan 

pembentukan karakter peserta didik melalui pendekatan kurikulum muatan 

lokal. Selain penghayatan nilai budaya, nilai-nilai toleransi perlu disisipkan 

dalam pendidikan sejak dini, sebagai modal dalam mewujudkan kerukunan 

antar umat beragama di Kabupaten Tangerang. 

  Upaya-upaya sebelumnya perlu didukung dengan pengoptimalan 

kuantitas dan kualitas maupun kompetensi tenaga pendidik, melalui 

pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan 

pengadaan pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Di samping itu, 

perwujudan sistem pendidikan yang berkualitas juga didukung melalui 

pengembangan potensi kepemudaan, seni budaya, dan olahraga. Hal tersebut 

dapat menumbuhkan kecakapan dalam bekerja sama, memiliki kedisiplinan 

tinggi, serta akan menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang 

yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kaya 

akan nilai-nilai luhur. 

 

5. Misi Kelima: Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan 

Infrastruktur 

Pengembangan infrastruktur terpadu merupakan landasan dalam 

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan Quality 

of Life bagi wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud melalui 

peningkatan penyediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas 

dan berkeadilan. Infrastruktur dasar menjadi fondasi dalam mendorong daya 
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saing sumber daya manusia (seperti pendidikan, kesehatan, dan permukiman) 

serta mengakselerasi aktivitas perekonomian wilayah (seperti nilai tambah 

sektor, perhubungan dan perdagangan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan 

lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah meningkatkan 

ketersediaan infrastruktur dasar serta mewujudkan konektivitas antar wilayah 

di Kabupaten Tangerang. 

Pengembangan infrastruktur wilayah harus berlandaskan pada prinsip 

berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Hal ini terwujud melalui: 

1) Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta 

peningkatan kualitas udara; 

2) Pengembangan Blue-Green Infrastructure dan infrastruktur penunjang 

Energi Baru Terbarukan (EBT); 

3) Keterpaduan penataan bangunan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan 

perencanaan tata ruang serta daya dukung lingkungan. 

 

Pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan 

membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas wilayah dan lintas stakeholder. 

Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Tangerang dalam bagian aglomerasi 

Jabodetabek yang memiliki agenda kerjasama pembangunan dan layanan yang 

infrastruktur terintegrasi. Selain itu, juga beberapa proyeks strategis nasional 

di Kabupaten Tangerang yang membutuhkan kerjasama lintas K/L dan 

stakeholder terkait. Berbagai opsi skema pembiayaan kreatif seperti KPBU 

diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar di 

Kabupaten Tangerang. Kerjasama dan kolaborasi juga membuka peluang 

untuk mendorong realisasi investasi dan inovasi dalam pengembangan 

infrastruktur.  

 

6. Misi Keenam: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologis menjadi landasan dan 

penyangga pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud 

melalui: 

1) Peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan daerah 
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2) Peningkatan perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta 

pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup; 

3) Peningkatan manajemen risiko bencana yang responsif.  

 

Strategi dalam pencapaian misi ini adalah meningkatkan penanganan 

masalah lingkungan, serta melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati 

untuk generasi masa depan. 

Ketahanan air, pangan, dan energi merupakan kebutuhan dasar manusia 

dan harus dapat terpenuhi dalam jangka panjang. Dalam mewujudkan 

ketahanan air, pangan, dan energi memerlukan langkah strategis dalam 

efisiensi pendayagunaan sumber daya alam, diversifikasi dan konservasi 

energi, dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.  

Perlindungan kawasan konservasi dan lindung berperan penting dalam 

menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Maka dari itu, 

diperlukan arahan strategis dalam perlindungan ekosistem melalui optimalisasi 

tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi, penegakan 

regulasi pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, serta 

pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki risiko terhadap bencana, 

sehingga manajemen risiko bencana yang responsif dan terpadu menjadi kunci 

dalam adaptasi dan mitigasi bencana. Manajemen risiko bencana diwujudkan 

melalui peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta 

peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana. 

 

2.1.2. Parameter Ekonomi Makro 

Produk Domestik Regional Bruto 

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk 

mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan 

jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 14  
 

akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan 

apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. 

Setelah pulih dari Pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Tangerang 

terus bertumbuh, mulai dari 4,70% pada 2021 meningkat menjadi 5,47% pada 2022 

dan pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,18% pada tahun 2023 lalu kembali 

sedikit menurun pada 2024 menjadi 5,00% dan mengalami peningkatan cukup 

signifikan menjadi 5,67% pada 2025. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Tangerang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2021–2025 

 

 
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara 
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2026 

 

 Laju ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2025 mengalami 

pertumbuhan yang tinggi dibandingkan tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Tangerang meningkat menjadi 5,67% di tahun 2025 sedangkan tahun 

2024 sekitar 5,00%, atau mengalami kenaikan sebesar 0,67% Peningkatan volume 

ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi maupun sisi permintaan akhir.  

Pada tahun 2025, industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar bagi 

PDRB Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 33,69 persen, diikuti oleh sektor 

konstruksi dan perdagangan besar, eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 

masing-masing sebesar 16,50 persen dan 11,23 persen. Beberapa sektor PDRB 

mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 yaitu: 

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,61%), 

2. Real estate (8,19%), 

3. Jasa Lainnya (6,72%), 

4. Transportasi dan Pergudangan (7,51%), 

5. Jasa Pendidikan (8,35%), 

4,7
5,47 5,18 5,00 5,67

2021 2022 2023 2024* 2025**
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6. Industri Pengolahan (5,37%), 

7. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (2,22%). 

 
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut 

Kategori Lapangan Usaha (persen), Tahun 2019-2025 
Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 2.25 2.84 -0.84 2.26 1.74 -0.28 11.61 

B Pertambangan dan Penggalian 2,30 (5,90) (9,45) -
12.35 0.25 4.8 4.02 

C Industri Pengolahan 3,20 (8,74) 4,26 5.44 7.01 4.61 5.37 

D Pengadaan Listrik dan Gas (4,23) (12,35) 11,69 5.59 -0.45 -13.42 0.95 

E 
Pengadaan Air; Pengelolaan 
Sampah, Limbah, dan Daur 
Ulang 

6,71 8,60 5,81 1.35 5.69 1.93 2.22 

F Konstruksi 9,44 (3,29) 11,96 8.25 1.74 5.98 5.92 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor 

6,22 (3,70) 1,82 3.27 4.83 5.94 5 

H Transportasi dan Pergudangan 9,55 (5,32) 9,90 7.89 5.84 6.04 7.51 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 7,86 (5,63) 4,45 8.33 8.93 9.15 6.45 

J Informasi dan Komunikasi 9,69 9,12 5,17 6.84 9.34 6.47 5.03 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,72 1,56 6,07 6.81 -0.48 0.9 -3.17 

L Real Estat 9,49 1,96 3,07 5.19 5.2 5.33 8.19 

M,N Jasa Perusahaan 9,20 (6,00) (2,25) 4.46 8.52 8.39 5.44 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan, dan Jaminan Sosial 
Wajib 

8,75 (0,38) (0,76) 1.09 3.17 26.36 6.53 

P Jasa Pendidikan 8,30 0,69 (1,10) -0.02 6.82 7.01 8.35 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 11,13 4,41 9,14 2.94 8.94 13.23 0.14 

R,S,T,U Jasa Lainnya 9,36 (6,11) 1,39 7.77 10.98 4.68 6.72 

Produk Domestik Regional Bruto 5,56 (3,76) 4,70 5.47 5.18 5 5.67 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang tumbuh di tahun 2025, 

dikarenakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Real estate, Jasa Lainnya, 

Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan, Industri Pengolahan, Pengadaan 

Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sektor industri pengolahan tetap 

sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi karena menyerap banyak tenaga 

kerja di Kabupaten Tangerang. 

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2019-2025, nilainya berkisar di atas angka 

5,67% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten 
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(5,37%) dan nasional (5,11%). Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten dan 

Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, 

pada tahun 2021-2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,70% di 

tahun 2021, dan meningkat di tahun 2022 diangka 5,47%, dan tahun 2025 sebesar 

5,67%, tetapi Provinsi Banten dibawah Kabupaten Tangerang yang tumbuh sekitar 

5,37%. 
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional  

Tahun 2019-2025 

 
Di tahun 2025, Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 

pada tahun 2025 kontribusi sektor lapangan usaha yang paling besar dari sector 

lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 42,468.50 miliar rupiah, sector lapangan 

usaha Konstruksi sebesar 17,289.40 miliar rupiah, lapangan usaha Perdagangan 

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,787.49 miliar 

rupiah, real estate sebesar 11,144.80 miliar Rupiah. 

Tahun 2025 PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) 

sebesar 199.839,37 (miliar Rp.) meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 186.104,15 

miliar Rupiah, sedangkan pada tahun 2025, PDRB atas dasar harga konstan (PDB 

riil) adalah sebesar 120.464,02 (miliar Rp), sedangkan tahun 2024 hanya sekitar 

113.998,21 miliar rupiah meningkat dari tahun 2024. 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (miliar rupiah), 2021 – 2025 
Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

A Pertanian Kehutanan dan 
Perikanan 5,732.64 5,862.06 5,964.16 5,947.36 6,637.64 

B Pertambangan dan 
Penggalian 33.05 28.97 29.04 30.44 31.66 

C Industri Pengolahan 34,147.21 36,005.02 38,527.96 40,305.36 42,468.50 

D Pengadaan Listrik dan Gas/ 1,397.36 1,475.50 1,468.83 1,271.76 1,283.90 

5,58

-3,76

4,70
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5,18

5,00

5,67
5,26
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Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

E 
Pengadaan Air; 
Pengelolaan Sampah 
Limbah dan Daur Ulang 

90.97 92.20 97.45 99.33 101.53 

F Konstruksi 13,985.16 15,138.50 15,402.03 16,323.70 17,289.40 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

11,449.34 11,823.97 12,395.24 13,131.18 13,787.49 

H Transportasi dan 
Pergudangan 3,074.77 3,317.46 3,511.10 3,723.23 4,002.79 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 1,504.19 1,629.55 1,775.02 1,937.37 2,062.26 

J Informasi dan Komunikasi 6,051.14 6,465.30 7,069.44 7,527.07 7,905.80 

K Jasa Keuangan dan 
Asuransi 5,055.38 5,399.52 5,373.70 5,421.83 5,247.28 

L Real Estat 8,838.72 9,297.17 9,780.22 10,301.27 11,144.80 
M 
N Jasa Perusahaan 876.14 915.25 993.21 1,076.52 1,135.06 

O 
Administrasi Pemerintahan 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

1,432.30 1,447.94 1,493.82 1,887.52 2,014.03 

P Jasa Pendidikan 2,312.76 2,310.68 2,468.21 2,641.30 2,861.88 

Q Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 507.53 522.35 569.05 644.33 645.25 

R 
S 
T 
U 

Jasa Lainnya 1,380.70 1,487.98 1,651.37 1,728.64 1,844.73 

Produk Domestik Regional 
Bruto 97,869.36 103,219.44 108,569.83 113,998.21 120,464.02 

*Angka Sementara 
**) Angka Sangat Sementara 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2026 

 
PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 

 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2025 (miliar Rupiah) 
Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

A 
Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

9,473.10 10,135.880 10,921.340 11,456.580 13,275.07 

B Pertambangan dan 
Penggalian 50.93 46.080 47.240 51.190 54.02 

C Industri Pengolahan 48,117.52 53,174.960 58,318.290 62,789.240 67,325.08 

D Pengadaan Listrik 
dan Gas 4,630.76 4,936.400 4,893.850 4,053.440 4,169.59 

E 

Pengadaan Air; 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah, dan Daur 
Ulang 

100.24 102.860 110.400 119.980 124.30 

F Konstruksi 23,459.65 26,925.330 28.336,15 30,437.510 32,973.12 

G 

Perdagangan Besar 
dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda 
Motor 

16,403.33 17,698.470 19.324,82 21,127.950 22,434.90 

H Transportasi dan 
Pergudangan 4,651.38 5,330.790 6.083,52 6,711.580 7,286.73 
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Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

I 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

2,123.07 2,342.570 2.586,71 2,904.430 3,167.91 

J Informasi dan 
Komunikasi 5,144.75 5,553.030 6.132,02 6,587.770 6,940.87 

K Jasa Keuangan dan 
Asuransi 8,239.97 9,595.970 9.774,50 9,966.910 9,707.74 

L Real Estat 11,859.43 12,705.760 13.853,03 15,035.630 16,385.78 

M,N Jasa Perusahaan 1,454.75 1,569.840 1.769,91 1,974.520 2,093.77 

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan, dan 
Jaminan Sosial Wajib 

2,618.05 2,742.840 2.941,08 3,813.070 4,102.81 

P Jasa Pendidikan 3,957.24 4,031.200 4.404,58 4,941.950 5,417.19 

Q Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 774.48 811.660 917,22 1,063.500 1,082.61 

R,S,T,U Jasa Lainnya 2,225.00 2,461.190 2.886,59 3,068.900 3,297.87 
Produk Domestik Regional 
Bruto 145,283.65 160.164,84 173.301,26 186.104,15 199,839.37 

*Angka Sementara 
**) Angka Sangat Sementara 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2026 

 

Apabila dilihat berdasarkan distribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar 

harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2025, distribusi terbesar pada tahun 

2025 dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 33,69 % dari PDRB, 

sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,5 persen, sector lapangan usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,23% 

dari PDRB, sector lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sekitar 

6,64% dari share PDRB. 
Distribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 

2019-2025 

Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024 2025 

A Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 6.52 6.33 6.3 6.16 6.64 

B Pertambangan dan Penggalian 0,04 0.03 0.03 0.03 0.03 

C Industri Pengolahan 33.12 33.2 33.65 33.74 33.69 

D Pengadaan Listrik dan Gas 3,19 3.08 2.82 2.18 2.09 

E Pengadaan Air; Pengelolaan 
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,07 0.06 0.06 0.06 0.06 

F Konstruksi 16.15 16.81 16.35 16.36 16.5 

G Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11.29 11.05 11.15 11.35 11.23 

H Transportasi dan Pergudangan 3,20 3.33 3.51 3.61 3.65 
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Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024 2025 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 1,46 1.46 1.49 1.56 1.59 

J Informasi dan Komunikasi 3,54 3.47 3.54 3.54 3.47 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 5.67 5.99 5.64 5.36 4.86 

L Real Estat 8.16 7.93 7.99 8.08 8.2 

M,N Jasa Perusahaan 1,00 0.98 1.02 1.06 1.05 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan, dan Jaminan Sosial 
Wajib 

1,80 1.71 1.7 2.05 2.05 

P Jasa Pendidikan 2.72 2.52 2.54 2.66 2.71 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,53 0.51 0.53 0.57 0.54 

R,S,T,U Jasa Lainnya 1,53 1.54 1.67 1.65 1.65 

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
*Angka Sementara 
**) Angka Sangat Sementara 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2026 

 

PDRB per Kapita 

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan 

setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi 

keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang 

ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat 

dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan 

setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas 

penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. 

Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi 

harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. 

Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini, PDRB per kapita menurut harga 

berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2019-2025. PDRB per kapita mencapai 

titik tertinggi di tahun 2025 yaitu sebesar Rp58.174,78 (miliar rupiah). PDRB per 

kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2025 sebesar 

Rp35.068,00 (miliar rupiah). 
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Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 

2019-2025 (miliar rupiah) 

 
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025 

      

Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2025 (000 rupiah) 

 

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025 

 

Indeks Pembangunan Manusia 

Capaian angka IPM Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan ditahun 
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Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang 
Tahun 2019-2025 

 
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 

 

Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata 

Lama Sekolah, Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita 

Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas 

daya beli (purchasing power parity), dan Umur panjang dan hidup sehat ini 

digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Rata-rata lama sekolah di 

Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar 9,16 tahun, dengan harapan lama sekolah 

(HLS) tahun 2025 selama 12,89 tahun, dengan usia harapan hidup (AHH) selama 

75,63 tahun. 
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025 

 
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 
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Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025 

 
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 

 
Usia Harapan Hidup Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025 

 
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025 

 
Pengeluaran Perkapita Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025 

 
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025 
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Indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan 

pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan 

pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak, daya beli 

masyarakat ditahun 2025 meningkat menjadi Rp13.625.000, sedangkan tahun 2024 

sebesar Rp13.254.000 sedang tahun 2023 Rp12.749.000 Perkapita/tahun. 

Pertumbuhan daya beli yang naik itu terkait dengan pemulihan ekonomi daerah yang 

mulai pulih daya beli masyarakatnya. 

 

Tingkat Pengangguran 

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang termasuk 

dalam angkatan kerja mencapai 1.728.942 orang, terdiri dari 11.110.105 laki-laki dan 

618.837 perempuan. Dari jumlah tersebut, 1.626.227 orang bekerja, sementara 

102.715 orang menganggur. 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang Periode 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2026 

 
Dari grafik diatas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang terus mengalami penurunan. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sekitar 

5,94%, menurun jika dibandingkan tahun 2024 sekitar 0,12% dari 6,06%. 

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk dari Hasil SP2020, Kabupaten 

Tangerang merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di Provinsi Banten 

yaitu sebanyak 3.516.095 jiwa. Seiring dengan besarnya jumlah penduduk 

Kabupaten Tangerang, yang sangat jauh selisihnya dengan 7 kabupaten/kota lainnya 

di Provinsi Banten, jumlah penduduk miskin Kabupaten Tangerang juga yang 

terbanyak di Provinsi Banten, yaitu sebesar 265,90 jiwa atau sekitar 6,42%.  
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Kemiskinan 

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan 

sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup 

layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang 

mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut 

sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang 

menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Data dan informasi kemiskinan dirilis 

oleh BPS pada bulan Maret dan September tiap tahun, untuk bulan Maret BPS akan 

merilis Data dan Informasi Kemiskinan meliputi Kabupaten/Kota dan Provinsi, 

untuk bulan September BPS mempublikasikan data dan Informasi Kemiskinan per 

provinsi. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan jumlah penduduk miskin 

Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025

 

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS RI bersumber dari data Susenas 
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penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin 

jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. 
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025 

 
Sedangkan pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,29 

dan tahun 2023 mencapai 0,39, tahun 2024 indeks keparahan kemiskinan (P2) sekitar 

0,34, tahun 2025 menjadi 0,209. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indeks 

yang menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, menunjukkan 

seberapa besar ketimpangan pengeluaran di kalangan mereka yang hidup di bawah 

garis kemiskinan. 

Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2021 

sekitar 7,12% atau sebanyak 272.350 orang, tahun 2022 turun menjadi 270.520 orang 

atau sekitar 6,92 persen, tahun 2023 jumlah penduduk miskin menjadi 276.330, 

jumlah penduduk miskin tahun 2024 turun menjadi 266.430 orang, tahun 2025 

jumlah penduduk miskin turun menjadi 265.900 orang Persentase penduduk miskin 

yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022 senilai Rp576.122,-

/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2023 sekitar  Rp604.362,-/kapita/bulan, 

sedangkan pada tahun 2024 sekitar Rp632.941,-/kapita/bulan, tahun 2025 menjadi 

Rp655.324,- /kapita/bulan. 
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Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan) di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2025

 

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi 

nilainya, pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sekitar 5,09%, mengalami 

kenaikan pada tahun 2020-2021 sebesar 5,92% dan 7,12% dampak dari Pandemi 

Covid, pada tahun 2022 kembali turun diangka 6,92%, pada tahun 2023 meningkat 

menjadi 6,93% dan tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 6,55%, tahun 2025 turun 

Kembali menjadi 6,42%. Sementara itu, Perkembangan Persentase Penduduk Miskin 

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada Tahun 2019-2025 dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini. 
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional 

Tahun 2019-2025 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 
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intervensi antara lain mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan 

meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.  

Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Pandemi 

Covid-19 turut memberikan dampak meningkatnya persentase penduduk miskin baik 

di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maupun di tingkat Nasional. Di 

Kabupaten Tangerang, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 7,12% 

ditahun 2021 tahun 2022 menurun diangka 6,92%, tahun 2024 kembali mengalami 

kenaikan diangka 6,55%, sedangkan di level Provinsi Banten tahun 2024, persentase 

penduduk miskin juga meningkat menjadi 5,84%. Di level nasional, persentase 

penduduk miskin meningkat hingga menjadi 9,03%, tahun 2024 angka kemiskinan 

baik di provinsi dan di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan. 

 
Indeks Gini 

Indeks Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan 

agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan 

sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya penurunan tingkat 

ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio. Gini Ratio dibagi 

atas tiga level. Level pertama. menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu 

berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua ketimpangan menengah yaitu antara 

0,3 hingga 0,5. Level ketiga ketimpangan tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Ratio 

Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar 0,261. Angka ini menurun 0,08 jika 

dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 0,269. Namun demikian, rasio 

tersebut menandakan level ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten 

Tangerang masih tergolong pada level rendah. 
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2.2. Kebijakan Keuangan 

2.2.1. Kebijakan Pendapatan  

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan 

Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu: 

A. Pajak Daerah; 

B. Retribusi Daerah; 

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

2) Pendapatan Transfer terdiri dari dua jenis pendapatan yaitu: 

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 

B. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari tiga jenis pendapatan yaitu: 

A. Pendapatan Hibah; 

B. Dana Darurat; 

C. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Dari segi pendapatan, pada perubahan dilakukan perubahan asumsi pendapatan 

daerah, yaitu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Arah kebijakan anggaran pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan 

adalah sebagai berikut : 

1) Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan mencakup : 

A. Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu 

serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi 

masing-masing jenis penerimaan daerah; 

B. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan 

retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi 

daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan 

PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan 

kecepatan pelayanan; 
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C. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum 

dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam 

rangka meningkatkan PAD; 

D. Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta 

melakukan pendekatan persuasif, agar mereka mampu memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

E. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam 

pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit 

bagi seluruh subyek pajak dan/atau retribusi daerah; 

F. Kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan 

mendukung kelancaran pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah 

lainnya; 

G. Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

H. Mengkaji ulang sejumlah peraturan yang berkenaan dengan Lain-lain PAD 

yang Sah, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sejalan 

dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 

2) Untuk kelompok Pendapatan Transfer, arah kebijakannya mencakup: 

A. Peningkatan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka 

meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah 

Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

B. Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga di tingkat pusat dan 

provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan 

mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota; 

C. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi 

anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus 

mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten. 

3) Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, arah kebijakannya 

mencakup rencana penerimaan Hibah Sanitasi Air Limbah Setempat dari 

Pemerintah Pusat. 
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2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja adalah sebagai 

berikut:  

1) Belanja Operasi, terdiri dari enam jenis belanja, yaitu: 

A. Belanja Pegawai; 

B. Belanja Barang dan Jasa; 

C. Belanja Bunga; 

D. Belanja Subsidi; 

E. Belanja Hibah; dan 

F. Belanja Bantuan Sosial; 

2) Belanja Modal, terdiri dari enam jenis belanja, yaitu: 

A. Belanja Tanah; 

B. Belanja Peralatan dan Mesin; 

C. Belanja Gedung dan Bangunan; 

D. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 

E. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan 

F. Belanja Aset Lainnya. 

3) Belanja Tidak Terduga; 

4) Belanja Transfer, terdiri dari dua jenis belanja, yaitu: 

A. Belanja Bagi Hasil; dan 

B. Belanja Bantuan Keuangan. 

Arah kebijakan anggaran belanja untuk setiap kelompok belanja adalah sebagai 

berikut: 

1) Belanja Operasi 

Arah kebijakan Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Tahun 

Anggaran 2025 adalah penetapan anggaran belanja yang dilakukan secara rasional 

dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2024, melakukan estimasi 

terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, 

penanggulangan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim dan percepatan belanja 

daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi direncanakan akan 

mencapai Rp6.670.630.746.805,94. 
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2) Belanja Modal 

Arah kebijakan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Tahun 

Anggaran 2025 adalah merencanakan alokasi belanja kegiatan pembangunan 

yang bersifat fisik lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja 

barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan 

belanja barang/jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik 

dan diatur dalam peraturan kepala daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja 

Modal direncanakan akan mencapai Rp1.806.583.369.450,06. 

3) Belanja Tidak Terduga 

Arah kebijakan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Tangerang pada 

Tahun Anggaran 2025 adalah penetapan anggaran belanja yang dilakukan secara 

rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 serta 

kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam di Kabupaten 

Tangerang dan stimulan bagi korban bencana alam. Pada Tahun Anggaran 2025, 

Belanja Tidak Terduga direncanakan akan mencapai Rp37.574.124.991,00. 

4) Belanja Transfer 

Arah kebijakan Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Tahun 

Anggaran 2025 adalah pengalokasian kegiatan-kegiatan yang menjadi 

kewenangan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa dengan proporsi anggaran 70% untuk pemberdayaan 

masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan 30% untuk biaya 

operasional Pemerintahan Desa. Selain itu, Belanja Transfer juga dialokasikan 

untuk kegiatan prioritas desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, 

melalui 1) peningkatan kapasitas desa pembangunan, 2) pemanfaatan dan 

pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, sarana prasarana kesehatan, 

pendidikan dan kebudayaan, 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta 

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, 4)

 pelestarian lingkungan hidup, dan 5) peningkatan kapasitas masyarakat. Pada 
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Tahun Anggaran 2025, Belanja Transfer direncanakan akan mencapai 

Rp980.820.189.016,00. 

 

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua kelompok pembiayaan yaitu penerimaan 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

1) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: 

A. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); 

B. Pencairan Dana Cadangan; 

C. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 

D. Penerimaan Pinjaman Daerah; 

E. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 

F. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : 

A. Pembentukan Dana Cadangan; 

B. Penyertaan Modal Daerah; 

C. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; 

D. Pemberian Pinjaman Daerah. 

E. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Arah kebijakan anggaran Pembiayaan Daerah untuk setiap kelompok 

pembiayaan, yaitu: 

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Arah kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten 

Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah dengan mengoptimalisasikan 

penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun 2025, Penerimaan 

Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang direncanakan sebesar 

Rp788.153.857.662,00. 
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2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah  

Dalam APBD 2025, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang 

direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk keperluan penyertaan modal 

kepada BUMD. 

 

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah 

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata 

lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang 

bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten 

Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan 

reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Untuk mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja, dilakukan perbandingan antara 

realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis. Dengan cara ini, Pemerintah 

Kabupaten Tangerang dapat mengevaluasi kinerja mereka dan mengidentifikasi area 

yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam 

periode yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama 

Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut: 

No. Tujuan Sasaran Indikator  Kinerja Target Realisasi Capaian 
% 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Sumber  Daya 
Manusia 

 Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

73,82 76,74 103,96 

Meningkatkan 
Kualitas Pendidikan 

Indeks Pendidikan 0,70 0,66 94,77 

Meningkatkan 
Kualitas Kesehatan 

Indeks Kesehatan 0,860 0,856 99,52 

Meningkatkan Daya 
Saing Pemuda 

Indeks Pembangunan 
Pemuda 

53 57,50* 108,49 

Meningkatkan 
Partisipasi Perempuan 
dalam Pembangunan 

Indeks Pemberdayaan 
Gender 

64 69,37* 108,39 

Meningkatkan 
Pengendalian 
Penduduk 

Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

1,15 1,20 95,83 
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No. Tujuan Sasaran Indikator  Kinerja Target Realisasi Capaian 
% 

2 Meningkatkan 
Kondusifitas 
Daerah dengan 
Pengembangan 
Perilaku 
Masyarakat yang 
Berlandaskan 
Keagamaan, 
Toleransi, dan 
Gotong Royong 
 

 Indeks Kesalehan Sosial 76 82,73 108,86 
Mewujudkan Lingkungan 
yang Kondusif, Aman, dan 
Tertib 

Indeks Ketentraman dan 
Ketertiban 

1 1 100 

3 Meningkatkan 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
berkelanjutan 
dalam rangka 
mewujudkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
secara 
komprehensif 

 Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

5,20- 
5,33 

5,67 106,38 

 Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

7,36 5,94 123,91 

 Persentase Penduduk 
Miskin 

5,74 6,42 111,85 

Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah Sektor  Unggulan 

Laju Pertumbuhan Sektor 
Pertanian dan  Perikanan 

3,48 11,61 333,62 

Persentase Realisasi 
Investasi (PMA/ PMDN) 

5,12 43,2 843,74 

Persentase Daya Saing 
Produk Unggulan Lokal 

26,52 26,52 100 

Persentase Peningkatan 
Kunjungan Wisatawan 

3,57 4,83 135,29 

 Meningkatkan 
Kemandirian Desa 

Indeks Desa Membangun 0,7853 0,7853 100 

 Meningkatnya Ketahanan 
Pangan 

Indeks Ketahanan Pangan 78 79,39 101,78 

 Meningkatnya daya saing 
tenaga kerja 

Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 

67,85 66,26 97,66 

 Meningkatnya cakupan 
penanganan PPKS 

Persentase PPKS yang 
Berdaya 

1,69 1,69 100 

4 Meningkatkan 
Kualitas Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
yang Baik 
melalui 
Digitalisasi dan 
Integrasi 
Pelayanan Publik 

 Indeks Reformasi 
Birokrasi 

65 78,57 120,88 

Meningkatkan Kualitas 
Tata Kelola Pemerintah 

Nilai SAKIP 78 77,87 99,83 
Nilai Indeks Kemandirian 
Fiskal 

0,525 0,605 115,24 

Opini BPK WTP WTP* 100 
Indeks Profesionalitas 
ASN 

75 83,65 111,53 

Maturitas SPIP 
Terintegrasi 

3 2,6 86,67 

Indeks SPBE 3,19 3,91* 122,57 
Indeks Pelayanan Publik 4,3 4,22 98,14 

5 Meningkatkan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
yang Terpadu 
dan 
Berkelanjutan 

 Indeks 
Kepuasan Layanan 
Infrastruktur 

78 72,41 92,83 

Meningkatkan 
Pemerataan dan Kualitas 
Infrastruktur 

Persentase Infrastruktur 
dalam kondisi baik 

95 97* 102,11 

 Persentase Realisasi Pola 
Pemanfaatan Ruang 
Sesuai RTRW 

55 57,72 104,95 

 Rasio Luas Kawasan 
Permukiman, Perumahan 
dan Pemakaman yang 
layak 

0,9442 0,9473 100,33 

 Rasio Konektivitas 
Kabupaten 

0,83 0,6 72,29 

Meningkatkan Kualitas 
Hidup yang Sehat dan 
Tangguh Terhadap 
Bencana 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

56,89 60,18 105,78 

 Indeks Resiko Bencana 
(IRBI) 

115 125,22 91,84 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

 

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang 

Tahun 2025 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada SKPD 

sesuai struktur organisasi dan tata kerja. 

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 

dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan mencapai sebesar Rp9.052.357.832.360,76 atau 103,60% dari anggaran 

sebesar Rp8.737.454.572.601,00. 

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Tangerang 

dilaksanakan oleh 60 SKPD, 44 BLUD Puskesmas, tiga BLUD Rumah Sakit Daerah, 

satu BLUD UPTD Pengelola Dana Bergulir dan satu BLUD Laboratorium Kesehatan 

Daerah yang dijabarkan melalui program dan kegiatan dengan jumlah keseluruhan 

anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.514.788.241.247,00 dengan realisasi sebesar 

Rp8.209.588.472.473,00. 

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Tangerang selama Tahun Anggaran 

2025 sebesar Rp929.060.600.413,00 atau 94,72% dari anggaran sebesar 

Rp980.820.189.016,00. 

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diperoleh selama tahun 

anggaran 2025 mencapai sebesar Rp788.153.857.662,54 atau 100,00% dari anggaran 

yang ditetapkan. Sedangkan, realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 

2025 mencapai sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang 

ditetapkan.  

Ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja masing-masing SKPD 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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3.1.1. Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya 

Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

(Mandatory Spending) 

Mandatory Spending merupakan kebijakan belanja untuk mendanai urusan 

pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, antara lain fungsi pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur. Anggaran mandatory spending Tahun Anggaran 2025 diatur 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025. 

1. Fungsi Pendidikan 

Pada tahun anggaran 2025, belanja fungsi pendidikan dianggarkan sebesar 

Rp2.290.971.671.133,00 dengan realisasi sebesar Rp2.250.552.170.828,00 atau 

98,24% dengan rincian program sebagai berikut: 

Nama SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)  %  
Dinas Pendidikan   2.175.990.715.704,00   2.139.849.784.710,00    98,34  
Dinas Kesehatan          9.528.037.200,00           9.483.835.267,00   99,54  
BLUD Puskesmas Rajeg               14.564.000,00                14.564.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Teluknaga                 9.470.000,00                  9.396.000,00    99,22  
BLUD Puskesmas Kronjo                 8.662.000,00                  8.662.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Sindang Jaya               10.655.082,00                10.610.000,00    99,58  
BLUD Puskesmas Curug              11.345.560,00                11.345.560,00  100,00  
BLUD Puskesmas Cikupa                 7.330.065,00                  7.100.000,00    96,86  
BLUD Puskesmas Mauk                 4.816.732,00                  4.804.000,00    99,74  
BLUD Puskesmas Balaraja              11.416.000,00                11.016.000,00    96,50  
BLUD Puskesmas Kutabumi                4.300.000,00                  4.300.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Sepatan                 2.918.275,00                  2.898.000,00    99,31  
BLUD Puskesmas Cikuya                 8.326.000,00                  8.326.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Cisoka                 9.469.203,00                  9.416.000,00    99,44  
BLUD Puskesmas Gembong                 5.066.000,00                  5.066.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Kelapa Dua                4.628.649,00                  4.590.000,00    99,17  
BLUD Puskesmas Kedaung Barat                 7.130.370,00                  7.020.000,00    98,45  
BLUD Puskesmas Jambe                5.012.000,00                  5.012.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Jalan Emas                 5.463.384,00                  5.330.000,00    97,56  
BLUD Puskesmas Pagedangan               16.461.463,00                16.428.800,00    99,80  
BLUD Puskesmas Jayanti                 1.000.000,00                  1.000.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Pakuhaji                 8.264.241,00                  8.185.000,00    99,04  
BLUD Puskesmas Pasir Nangka                 9.385.619,00                  9.336.000,00    99,47  
BLUD Puskesmas Sukamulya                 4.600.000,00                  2.700.000,00    58,70  
BLUD Puskesmas Sukadiri                 9.271.848,00                  9.184.000,00    99,05  
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Nama SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)  %  
BLUD Puskesmas Tigaraksa                 9.983.300,00                 9.800.000,00    98,16  
BLUD Puskesmas Kresek                 5.466.000,00                  5.466.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Binong                 9.105.076,00                  9.104.000,00    99,99  
BLUD Puskesmas Bojong Kamal                 4.230.011,00                  4.229.750,00    99,99  
BLUD Puskesmas Bojong Nangka                 8.441.650,00                  8.428.000,00    99,84  
BLUD Puskesmas Cisauk                 3.658.248,00                  3.600.000,00    98,41  
BLUD Puskesmas Gunung Kaler                2.800.000,00                  2.800.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Jalan Kutai                 9.945.987,00                 9.945.760,00  100,00  
BLUD Puskesmas Kemiri                    800.000,00                   800.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Kosambi                 1.200.000,00                 1.200.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Legok                 6.625.000,00                  6.625.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Mekar Baru                 5.166.000,00                  5.166.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Panongan               13.349.114,00                13.307.800,00    99,69  
BLUD Puskesmas Pasir Jaya               14.627.850,00                14.627.350,00  100,00  
BLUD Puskesmas Salembaran Jaya                 3.845.180,00                  3.625.000,00    94,27  
BLUD Puskesmas Sukatani                4.598.347,00                  4.597.800,00    99,99  
BLUD Puskesmas Sukawali                4.800.000,00                  4.800.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Suradita                 7.474.000,00                  7.474.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Tegal Angus                 8.908.000,00                  8.908.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Pasar Kemis                9.510.000,00                  9.510.000,00  100,00  
BLUD Puskesmas Caringin                 6.211.000,00                  6.211.000,00  100,00  
Dinas Tata Ruang dan Bangunan            151.942.000,00              151.422.000,00    99,66  
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

           197.472.050,00              196.564.392,00    99,54  

Dinas Perumahan, Pemukiman dan 
Pemakaman 

              97.207.500,00                95.504.930,00   98,25  

Dinas Sosial             759.787.809,00              748.465.939,00    98,51  
Dinas Tenaga Kerja        14.536.520.040,00         13.522.281.827,00    93,02  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

         1.994.388.530,00           1.984.647.860,00    99,51  

Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan 

         1.008.256.000,00              986.636.482,00    97,86  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 

            154.270.000,00              149.320.000,00    96,79  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa 

       30.998.736.130,00         28.720.639.980,00    92,65  

Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

         2.888.248.076,00           2.858.881.510,00    98,98  

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro          3.225.288.790,00           3.037.543.871,00    94,18  
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

              91.048.110,00                91.046.160,00  100,00  

Dinas Pemuda, Olah Raga, 
Kebudayaan dan Pariwisata 

       40.001.020.580,00         39.407.635.040,00    98,52  

Dinas Perpustakaan dan Arsip          1.712.591.910,00           1.685.481.028,00    98,42  
Dinas Perikanan             837.644.350,00              830.268.312,00    99,12  
Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan 

            150.788.600,00              144.717.400,00    95,97  

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

         2.640.130.300,00           2.632.650.300,00    99,72  

Badan Pendapatan Daerah             524.500.000,00              515.892.000,00    98,36  
Kecamatan Legok             327.177.400,00              326.677.400,00    99,85  
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Nama SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)  %  
Kecamatan Pagedangan             242.407.500,00              240.865.100,00    99,36  
Kecamatan Cisauk             227.692.000,00              222.578.000,00    97,75  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik          2.365.499.300,00           2.352.316.500,00    99,44  

Total Belanja Pendidikan (a)   2.290.971.671.133,00    2.250.552.170.828,00   98,24  
Total Belanja Daerah (b)   9.495.608.430.263,00    9.138.649.072.886,00   96,24  

Persentase Belanja Pendidikan 
( a : b ) x 100% 

24,13% 24,63%   

 
Berdasarkan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan, anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan 

pada sektor pendidikan sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja 

daerah. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa baik pagu anggaran maupun realisasi 

belanja bidang pendidikan telah memenuhi rasio batasan minimal yang diatur 

dalam undang-undang, dimana rasio pagu anggaran mencapai 23,02% dan 

realisasinya mencapai 24,63%. Rincian belanja per subkegiatan dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 
 
2. Kesehatan 

Belanja kesehatan tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 

Rp2.042.817.197.951,00 atau 95,95% dari pagu anggaran sebesar 

Rp2.129.104.481.986,00 dengan rincian sebagai berikut: 
No. Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 
1.471.752.236.807,00 1.394.640.335.449,00 94,76 

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 
Perorangan dan Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

634.058.703.362,00 625.317.285.365,00 98,62 

3. Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia Kesehatan 

12.658.278.500,00 12.281.761.500,00 97,03 

4. Program Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan Dan Makanan Minuman 

912.850.200,00 902.531.550,00 98,87 

5. Program Pemberdayaan Masyarakat 
Bidang Kesehatan 

9.722.413.117,00 9.675.284.087,00 99,52 

Jumlah (a) 2.129.104.481.986,00  2.042.817.197.951,00 95,95 
Total Belanja Daerah diluar gaji (b) 8.710.741.700.356,68  8.363.023.865.398,00 96,01 

Rasio Belanja Bidang Kesehatan 
(a : b) x 100% 

24,44% 24,43%  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, besar 

anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan 

minimal 10% dari APBD di luar gaji. Dari tabel diatas terlihat bahwa baik pagu 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 39  
 

anggaran maupun realisasi belanja bidang kesehatan telah memenuhi rasio 

batasan minimal yang diatur dalam undang-undang, dimana rasio pagu anggaran 

mencapai 24,44% dan realisasinya mencapai 24,43%. 

 

3. Infrastruktur Pelayanan Publik 

Pada tahun anggaran 2025, belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan 

sebesar Rp3.985.216.345.650,42 dengan realisasi sebesar 

Rp3.813.773.629.658,00 atau 95,70% dengan rincian satker sebagai berikut: 
Kode 

Urusan Nama Satker Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

01.01 Urusan Pemerintahan Bidang 
Pendidikan 

 277.291.249.752,00   267.044.692.156,00   96,30  

01.02 Urusan Pemerintahan Bidang 
Kesehatan 

1.082.472.774.680,00  1.013.010.888.026,00 93,58 

01.03 Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

 972.745.107.023,68   931.105.324.113,00   95,72  

01.04 Urusan Pemerintahan Bidang 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

 457.195.365.591,00   447.942.939.451,00   97,98  

01.05 Urusan Pemerintahan Bidang 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum Serta Perlindungan 
Masyarakat 

 11.147.128.491,00   10.675.369.759,00   95,77  

01.06 Urusan Pemerintahan Bidang 
Sosial 

 3.206.314.896,00   3.138.869.573,00   97,90  

02.07 Urusan Pemerintahan Bidang 
Tenaga Kerja 

 13.597.507.235,00   12.833.312.556,00   94,38  

02.08 Urusan Pemerintahan Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

 2.626.826.224,00   2.420.697.327,00   92,15  

02.11 Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

 204.237.224.306,00   192.627.666.743,00   94,32  

02.12 Urusan Pemerintahan Bidang 
Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

 12.988.531.106,00   12.659.118.598,00   97,46  

02.13 Urusan Pemerintahan Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

 3.379.123.260,00   3.065.219.744,00   90,71  

02.14 Urusan Pemerintahan Bidang 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

 14.747.907.592,00   14.222.681.213,00   96,44  

02.15 Urusan Pemerintahan Bidang 
Perhubungan 

 95.919.580.564,00   91.993.340.988,00   95,91  

02.16 Urusan Pemerintahan Bidang 
Komunikasi dan Informatika 

 64.411.688.613,00   62.312.669.500,00   96,74  

02.17 Urusan Pemerintahan Bidang 
Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah 

 13.948.715.268,00   13.134.286.635,00   94,16  

02.18 Urusan Pemerintahan Bidang 
Penanaman Modal 

 3.495.146.236,00   3.360.853.730,00   96,16  

02.19 Urusan Pemerintahan Bidang 
Kepemudaan dan Olahraga 

 8.215.603.184,00   7.868.980.247,00   95,78  
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Kode 
Urusan Nama Satker Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

02.23 Urusan Pemerintahan Bidang 
Perpustakaan 

 4.929.767.082,00   4.805.994.514,00   97,49  

03.25 Urusan Pemerintahan Bidang 
Kelautan dan Perikanan 

 20.877.351.778,00   20.000.212.146,00   95,80  

03.27 Urusan Pemerintahan Bidang 
Pertanian 

 19.288.026.194,00   18.350.469.679,00   95,14  

03.31 Urusan Pemerintahan Bidang 
Perindustrian 

 6.493.832.418,00   6.042.751.839,00   93,05  

04.01 Sekretariat Daerah  59.938.330.370,00   55.165.369.186,00   92,04  
04.02 Sekretariat DPRD  8.558.519.902,00   7.856.147.870,00   91,79  
05.01 Perencanaan  26.499.224.007,00   24.855.886.185,00   93,80  
05.02 Keuangan  41.507.007.195,00   39.122.379.944,00   94,25  
05.03 Kepegawaian  4.688.591.206,00   4.502.415.955,00   96,03  
6.01 Inspektorat Daerah  7.107.403.513,00   6.613.008.413,00   93,04  

07.01 Kecamatan  540.700.196.119,74   534.073.684.518,00   98,77  
08.01 Kesatuan Bangsa dan Politik  3.002.301.844,00   2.968.399.050,00   98,87  

Jumlah 3.985.216.345.650,42  3.813.773.629.658,00 95,70 
 

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, alokasi belanja 

infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sekurang-kurangnya 40% (empat 

puluh persen) dari total Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer 

kepada daerah dan/atau desa. Perhitungan alokasi dan realisasi belanja 

infrastruktur pelayanan publik tahun 2025 adalah sebagai berikut:  
No. Komponen Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
1 Total Belanja Daerah 9.495.608.430.263,00 9.138.649.072.886,00 96,24 
2 Belanja Bagi Hasil dan/atau 

transfer kepada daerah dan/atau 
desa: 
a. Belanja Bagi Hasil 
b. Bantuan Keuangan 

 
 

426.814.057.516,00 
554.006.131.500,00 

 
 

426.642.348.716,00 
502.418.251.697,00 

 
 

99,96 
90,69 

3 Selisih (1 - 2) 8.514.788.241.247,00 8.209.588.472.473,00 96,42 
4 Minimal Belanja 

Infrastruktur Pelayanan 
Publik (40% x 3) 

3.405.915.296.498,80 3.283.835.388.989,20 96,42 

     
5. Jumlah Belanja Infrastruktur 

Pelayanan Publik  
3.985.216.345.650,42 3.813.773.629.658,00 95,70 

6. Rasio Belanja Infrastruktur 
Pelayanan Publik (5 : 3) x 
100% 

46,80% 46,46%  

 
Dari tabel diatas terlihat bahwa baik pagu anggaran maupun realisasi belanja 

infrastruktur pelayanan publik telah memenuhi batasan minimal yang diatur 

dalam undang-undang, dimana rasio pagu anggaran mencapai 46,80% dan 

realisasinya mencapai 46,46%. Rincian belanja infrastruktur pelayanan publik per 

subkegiatan disajikan dalam Lampiran 3. 
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3.1.1.1. Belanja Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah 

Belanja Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah 

terealisasi sebesar Rp21.161.106.350,00 atau sebesar 93,79% dari anggaran 

sebesar Rp22.561.675.613,00 dengan rincian sebagai berikut: 
No. Nama Program  Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
1 Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 
11.401.571.013,00 10.407.812.153,00 91,28 

2 Penyelenggaraan Pengawasan 6.837.508.400,00 6.769.979.497,00 99,01 
3 Perumusan Kebijakan, 

Pendampingan dan Asistensi 
4.322.596.200,00 3.983.314.700,00 92,15 

Jumlah 22.561.675.613,00 21.161.106.350,00 93,79 
Total Belanja Daerah 9.495.608.430.263,00 9.138.649.072.886,00 96,24 

Persentase Belanja Penguatan 
Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat 

Daerah 

0,24% 0,23%  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025, pemerintah daerah kabupaten/kota dengan klasifikasi total 

belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) 

menganggarkan Belanja Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat 

Daerah paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Mengacu pada aturan tersebut, 

pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana persentase 

anggaran dan realisasi belanja tersebut sebesar 0,24% dan 0,23%. 
 

3.1.1.2. Belanja Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah 

Belanja Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah 

terealisasi sebesar Rp14.071.523.631,00 atau sebesar 93,32% dari anggaran 

sebesar Rp15.079.006.440,00 dengan rincian sebagai berikut: 
No. Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
1 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / 
Kota 

3.474.708.540,00 3.337.748.140,00 96,06 

2 Program Kepegawaian Daerah 5.263.265.900,00 5.057.229.856,00 96,09 
3 Program Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 
6.341.032.000,00 5.676.545.635,00 89,52 

Jumlah 15.079.006.440,00 14.071.523.631,00 93,32 
Total Belanja Daerah 9.495.608.430.263,00 9.138.649.072.886,00 96,24 

Persentase Belanja Pengembangan 
Kompetensi Penyelenggara Pemerintah 

Daerah 

0,16% 0,15%  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025, pemerintah daerah kabupaten/kota harus menganggarkan 

Belanja Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling 

sedikit sebesar 0,16%. Mengacu pada aturan tersebut, alokasi anggaran Belanja 

Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah tahun anggaran 

2025 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan persentase 0,16%, namun realisasinya belum memenuhi ketentuan 

dimana persentasenya hanya mencapai 0,15%. 

 
3.2. Pergeseran dan Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

Tahun 2025 

1) Pergeseran Pertama Setelah APBD 2025 

Pergeseran Pertama Setelah APBD 2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati 

Tangerang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025. Pergeseran tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti: 

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam 

Negeri Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 Hal Penyesuaian Pendapatan 

dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025; 

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian 

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan 

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian 

Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis 

Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis 

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana 
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Alokasi Khusus Nonfisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan 

Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025. 

Rincian pergeseran tersebut disajikan pada Lampiran 4.  

 

2) Perubahan APBD 2025 

Perubahan APBD 2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tangerang Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian perubahan tersebut disajikan pada 

Lampiran 5. 

 

3) Pergeseran Pertama Setelah APBDP 2025 

Pergeseran Pertama Setelah APBDP 2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati 

Tangerang Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

37 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran tersebut dilakukan untuk 

menindaklanjuti: 

- Surat Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Nomor: 

TM.03.01/C.II/2972/2025 tanggal 19 September 2025 Hal Pemberitahuan Klaim 

jasa Operasional Pemeriksaan DNA HPV; dan 

- Keputusan Bupati Nomor 969 Tahun 2025 tentang Penetapan Kegiatan Mendesak 

dalam Rangka Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025. 

Rincian pergeseran tersebut disajikan pada Lampiran 6. 

 

4) Pergeseran Kedua Setelah APBDP 2025 

Pergeseran Kedua Setelah APBDP 2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati 

Tangerang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran tersebut dilakukan dalam rangka 

percepatan penyelenggaraan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis 

teknologi ramah lingkungan dan mengakomodir alokasi dana insentif fiskal tahun 
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anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan 

stunting berdasarkan: 

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025 tentang Penetapan 

Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif 

Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan 

Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; dan 

- Keputusan Bupati Nomor 1078 Tahun 2025 tentang Penetapan Keperluan 

Mendesak dalam Rangka Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 

Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Rincian pergeseran tersebut disajikan pada Lampiran 7. 

 

5) Pergeseran Ketiga Setelah APBDP 2025 

Pergeseran Ketiga Setelah APBDP 2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati 

Tangerang Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran tersebut dilakukan dalam rangka 

penyesuaian dana alokasi khusus nonfisik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 

2025. Adapun rincian pergeseran tersebut dapat dilihat di Lampiran 8. 

 

3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah 

Ditetapkan 

Secara umum, dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Pendapatan 

Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 masih ditemukan hambatan 

atau kendala dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, terutama pada Retribusi 

yang masih terkendala proses administrasi permohonan layanan yang belum lengkap, 

proses adaptasi pemohon maupun petugas layanan terhadap perubahan kebijakan 

layanan, minimnya petugas layanan retribusi, kurang optimalnya fasilitas pendukung, 
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serta adanya biaya tambahan yang ditanggung pemohon sebagai salah satu persyaratan 

dalam memperoleh layanan. 

Dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Pemerintah 

Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kendala dan hambatan 

yang dihadapi oleh SKPD maupun SKPKD pengelola anggaran Belanja Daerah yang 

diantaranya: 

1. Adanya kekosongan jabatan dan formasi, sanksi pemotongan Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Kinerja (TPBK), dan insentif yang tidak dapat terserap 

optimal menjadi kendala dalam pencapaian target Belanja Pegawai; dan 

2. Pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, pada umumnya masih ditemukan 

kendala seperti tidak tersedianya penyedia barang dan jasa yang mampu 

menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, 

harga penawaran yang lebih tinggi dari pagu anggaran, serta belum adanya atau 

adanya kebijakan peralihan yang menyebabkan tidak terlaksananya pengadaan 

barang dan jasa. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang 

Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Tangerang 

Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Laporan 

keuangan yang disusun terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas 
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pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri 

sebagai berikut: 

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari 

anggaran; 

b. Entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan; 

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang 

ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan 

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak 

langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. 

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang 

yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai 

entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan 

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas 

pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang 

kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh 

entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan 

menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris 

berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tangerang, yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini dijabat oleh 

Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si dan Intan Nurul Hikmah S.E. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 

merupakan konsolidasi dari 110 Laporan Keuangan SKPD/BLUD/SKPKD selaku 

entitas akuntansi dengan rincian sebagai berikut: 
1. Dinas Pendidikan 56. Dinas Sosial 
2. Dinas Kesehatan 57. Dinas Tenaga Kerja 
3. BLUD Puskesmas Rajeg 58. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 
4. BLUD Puskesmas Teluknaga 59. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
5. BLUD Puskesmas Kronjo 60. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
6. BLUD Puskesmas Sindang Jaya 61. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa 
7. BLUD Puskesmas Curug 62. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 
8. BLUD Puskesmas Cikupa 63. Dinas Perhubungan 
9. BLUD Puskesmas Mauk 64. Dinas Komunikasi dan Informatika 
10. BLUD Puskesmas Balaraja 65. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
11. BLUD Puskesmas Kutabumi 66. UPTD Pengelola Dana Bergulir 
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12. BLUD Puskesmas Sepatan 67. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

13. BLUD Puskesmas Cikuya 68. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan 
Pariwisata 

14. BLUD Puskesmas Cisoka 69. Dinas Perpustakaan dan Arsip 
15. BLUD Puskesmas Gembong 70. Dinas Perikanan 
16. BLUD Puskesmas Kelapa Dua 71. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
17. BLUD Puskesmas Kedaung Barat 72. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
18. BLUD Puskesmas Jambe 73. Sekretariat Daerah 
19. BLUD Puskesmas Jalan Emas 74. Sekretariat DPRD 
20. BLUD Puskesmas Pagedangan 75. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
21. BLUD Puskesmas Jayanti 76. Badan Pendapatan Daerah 
22. BLUD Puskesmas Pakuhaji 77. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
23. BLUD Puskesmas Pasir Nangka 78. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 
24. BLUD Puskesmas Sukamulya 79. Inspektorat Kabupaten 
25. BLUD Puskesmas Sukadiri 80. Kecamatan Tigaraksa 
26. BLUD Puskesmas Tigaraksa 81. Kecamatan Cikupa 
27. BLUD Puskesmas Kresek 82. Kecamatan Panongan 
28. BLUD Puskesmas Binong 83. Kecamatan Curug 
29. BLUD Puskesmas Bojong Kamal 84. Kecamatan Legok 
30. BLUD Puskesmas Bojong Nangka 85. Kecamatan Pasar Kemis 
31. BLUD Puskesmas Cisauk 86. Kecamatan Balaraja 
32. BLUD Puskesmas Gunung Kaler 87. Kecamatan Kresek 
33. BLUD Puskesmas Jalan Kutai 88. Kecamatan Kronjo 
34. BLUD Puskesmas Kemiri 89. Kecamatan Mauk 
35. BLUD Puskesmas Kosambi 90. Kecamatan Rajeg 
36. BLUD Puskesmas Legok 91. Kecamatan Sepatan 
37. BLUD Puskesmas Mekar Baru 92. Kecamatan Teluknaga 
38. BLUD Puskesmas Panongan 93. Kecamatan Cisoka 
39. BLUD Puskesmas Pasir Jaya 94. Kecamatan Pakuhaji 
40. BLUD Puskesmas Salembaran Jaya 95. Kecamatan Kosambi 
41. BLUD Puskesmas Sukatani 96. Kecamatan Pagedangan 
42. BLUD Puskesmas Sukawali 97. Kecamatan Jambe 
43. BLUD Puskesmas Suradita 98. Kecamatan Jayanti 
44. BLUD Puskesmas Tegal Angus 99. Kecamatan Kemiri 
45. BLUD Puskesmas Pasar Kemis 100. Kecamatan Sukadiri 
46. RSUD Pakuhaji 101. Kecamatan Cisauk 
47. BLUD Puskesmas Caringin 102. Kecamatan Sepatan Timur 
48. RSUD Balaraja 103. Kecamatan Sindang Jaya 
49. RSUD Kabupaten Tangerang 104. Kecamatan Kelapa Dua 
50. BLUD Labkesda 105. Kecamatan Solear 
51. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 106. Kecamatan Mekar Baru 
52. Dinas Tata Ruang dan Bangunan 107. Kecamatan Sukamulya 
53. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 108. Kecamatan Gunung Kaler 
54. Dinas Perumahan, Pemukiman dan 

Pemakaman 
109. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

55. Satuan Polisi Pamong Praja 110. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
 

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 

adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan 

ekuitas. 

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk 

memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening 

Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul 
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kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, 

walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas 

pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan 

pula pada LO. 

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan 

dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, atau kondisi lingkungan 

berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar. 

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA 

disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan 

diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas 

pelaporan, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat 

kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 

 

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.3.1. Akuntansi Pendapatan-LRA 

Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan 

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian 

bagi manajemen pemerintah. 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 

atau Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah (PD) yang menambah Saldo 

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi 

hak dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang termasuk dalam 

rekening Pendapatan-LRA adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA, 

Pendapatan Transfer-LRA, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA. 
 

Pengakuan 

1) Pendapatan-LRA diakui oleh PD maupun SKPKD pada saat 

disetorkan/diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara 

Penerimaan PD; 

2) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan; 
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3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui pada 

saat BLUD melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada SKPKD; 

4) Jika terdapat pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) 

pada periode penerimaan maupun sebelumnya, serta koreksi dan pengembalian 

tidak berulang (non recurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode 

penerimaan maka dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan pengurang 

rekening Pendapatan-LRA sesuai koreksi/pengembalian yang terjadi; 

5) Jika terdapat koreksi kesalahan dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang 

(non recurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode 

sebelumnya  dibukukan sebagai pengurang saldo Kas dan Saldo Anggaran 

Lebih pada periode ditemukannya koreksi kesalahan; 

6) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang dan jasa tidak dicatat dalam 

Pendapatan Hibah-LRA, tetapi dalam Pendapatan Hibah-LO pada Laporan 

Operasional, dan barang yang diperoleh dicatat pada Neraca. 
 

Pengukuran dan Penyajian 

Seluruh komponen pendapatan disajikan berdasarkan: 

1) Nilai perolehan yang pertama kali diterima berkaitan dengan transaksi 

pendapatan tersebut atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima dan/atau 

akan diterima; 

2) Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA pada akhir periode dinilai 

berdasarkan nilai perolehan historisnya; 

3) Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran); 

4) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis 

pendapatan. 
 

Penilaian 

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang 

rupiah, jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu 

menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut 
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dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral 

pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan. 

 

4.3.2. Akuntansi Belanja 

Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan 

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan juga dapat dikembangkan untuk 

keperluan pengertian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan 

pengukuran kegiatan belanja tersebut. 

Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

Rekening Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan 

diklasifikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi dan fungsi. 

Yang termasuk dalam Belanja Ekonomi adalah Belanja Operasi, Belanja Modal dan 

Belanja Lain-lain/ Belanja Tak Terduga. 

1) Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi: Belanja 

Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan 

Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; 

2) Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi: 

Belanja modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan 

Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud; 

3) Belanja Lain-lain/Belanja Tak Terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti 

bencana alam dan bencana sosial. 

Belanja menurut organisasi meliputi Belanja Sekretariat DPRD/Sekretariat 

Daerah/Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Lembaga Teknis. 

Belanja menurut fungsi berdasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan umum, 

pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, 
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perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan 

dan perlindungan sosial. 
 

Pengakuan 

1) Belanja diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan pada saat pengeluaran 

tersebut telah dibayarkan Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara 

Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 

pengeluaran tersebut disahkan oleh PPKD; 

2) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui pada saat 

BLUD melaporkan penggunaan belanja kepada SKPKD; 

3) Dasar pencatatan adalah dokumen SP2D-GU/SP2D-LS/SP2D-TU/SP2D-GU 

Nihil dan nota debet bank; 

4) Koreksi atas pengeluaran belanja pada periode pengeluaran diakui sebagai 

pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode 

berikutnya koreksi atas belanja dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain; 

5) Belanja Barang dan Jasa harus memenuhi kriteria bahwa belanja tersebut 

barang/jasa pakai habis dengan manfaat ekonomi barang kurang dari 12 bulan; 

6) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang atas Belanja Modal pada 

periode sebelumnya yang menambah saldo Kas dibukukan sebagai penambah 

saldo Kas dan Pendapatan Lain-lain-LRA pada periode ditemukannya koreksi 

kesalahan tersebut. Apabila mengurangi saldo Kas dibukukan sebagai 

pengurang saldo Kas dan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya 

koreksi kesalahan tersebut; 

7) Pengeluaran belanja dalam bentuk Belanja Barang dan Jasa diakui pada saat 

serah terima barang dan jasa dilakukan sebesar nilai yang tercantum dalam 

Berita Acara Serah Terima (BAST). 
 

Batasan nilai dan kapitalisasi Belanja Modal 

Suatu pengeluaran belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika: 

- Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan; 

- Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk 

dijual/diserahkan; 
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- Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan/atau 

bertambah ekonomis/efisien dan/atau bertambah volume dan/atau bertambah 

kapasitas produksi; 

- Pengeluaran untuk perolehan aset tersebut lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya 

untuk peralatan dan mesin; 

- Pengeluaran untuk perolehan aset tersebut lebih dari Rp50.000.000,00 per 

unitnya untuk gedung dan bangunan;  

- Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya untuk 

tanaman yang berjenis tanaman keras, ditanam di area gedung kantor dan/atau 

untuk percontohan/pengembangbiakan;  

- Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya untuk 

hewan yang dipelihara di area gedung kantor, dan/atau untuk 

percontohan/pengembangbiakan;  

- Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp40.000,00 per unitnya untuk buku; 

- Untuk Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (selain buku, 

tanaman, dan hewan), tidak ada batasan nilai satuan minimum kapitalisasi, 

sehingga berapa pun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. 
 

Pengukuran dan Penyajian 

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai 

historis (historical cost) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada 

saat perolehan pada akhir periode. Setiap jenis belanja akan diukur/dicatat sebesar 

nilai sekarang kas yang dikeluarkan dengan menggunakan mata uang rupiah. 

Belanja akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan disajikan 

menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode 

berjalan. 
 

Penilaian 

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang 

rupiah, jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu 

menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan ke 
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dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi 

atau pada saat pengakuan belanja. 

 

4.3.3. Akuntansi Transfer 

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 

dari/kepada pemerintah daerah, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil. 

 
Pengakuan 

1) Transfer diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan, pada saat terjadinya 

pengeluaran yang berasal dari Kas Daerah dan telah diterbitkannya SP2D; 

2) Koreksi atas pengeluaran Bagi Hasil (penerimaan kembali) yang terjadi pada 

periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurang bagi hasil pada periode yang 

sama, apabila diterima periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan lain-lain. 
 

Pengukuran dan Penyajian 

1) Setiap jenis belanja pada kelompok ini diukur/dicatat sebesar nilai sekarang kas 

yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan; 

2) Transfer dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan disajikan menurut 

jenis transfer setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan; 

3) Pengukuran menggunakan mata uang rupiah, apabila dilakukan dalam mata uang 

asing maka akan dikonversi ke mata uang rupian berdasarkan nilai tukar kurs 

tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya transfer. 
 

Pengungkapan  

1) Uraian pengeluaran Transfer tahun berjalan setelah tanggal berakhirnya tahun 

anggaran; 

2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi Transfer; 

3) Informasi lain yang dianggap perlu. 

 

4.3.4. Akuntansi Pembiayaan 

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik 

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali 
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yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau 

memanfaatkan surplus anggaran.  

Penerimaan Pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan SILPA, 

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak 

ketiga, penerimaan kembali investasi non permanen lainnya. Sementara, pengeluaran 

Pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pemberian 

pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pengeluaran 

investasi non permanen lainnya dan pembayaran pokok pinjaman kepada pihak 

ketiga. 

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun 

anggaran tertentu disebut Pembiayaan Neto. Sedangkan selisih lebih antara realisasi 

penerimaan dan pengeluaran selama satu periode akuntansi merupakan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA). 

Dana bergulir merupakan bantuan yang diberikan pada kelompok masyarakat 

yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan akan 

digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. 
 

Pengakuan 

1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan Rekening Kas 

Umum Daerah; 

2) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 

Daerah; 

3) Selisih lebih/kurang realisasi Pembiayaan selama periode berjalan diakui dalam 

rekening Pembiayaan Neto; 

4) Selisih lebih/kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode 

berjalan dicatat dalam pos SiLPA dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran;  

5) Pengakuan/pencatatan penerimaan/pengeluaran pembiayaan dilakukan 

berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan/pengeluaran bruto 

dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi/dikurangi dengan 

pengeluarannya. 
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Pengukuran dan Penyajian 

Seluruh komponen Penerimaan Pembiayaan disajikan berdasarkan: 

1) Diukur/dicatat sebesar nilai kas yang diterima pertama kali atau sebesar nilai 

sekarang kas yang diterima/dikeluarkan kas daerah; 

2) Nilai historis (historical cost) atau nilai seluruh penerimaan kas atau pengeluaran 

kas atas transaksi pembiayaan tersebut; 

3) Dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran setelah Surplus/Defisit dan 

disajikan menurut jenis penerimaan/pengeluaran yang terjadi pada periode 

berjalan; 

4) Pembiayaan Neto tahun berjalan akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dan akan ditutup ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran; 

5) Dana bergulir dicatat dan disajikan sebagai penerimaan/pengeluaran 

Pembiayaan Investasi Jangka Panjang di Neraca. 
 

Penilaian 

Seluruh komponen Pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang 

rupiah, jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu 

menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan 

ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi 

atau pada saat pengakuan Pembiayaan. 
 

Pengungkapan 

1) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tahun anggaran; 

2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, 

pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, 

penyertaan modal pemerintah daerah; 

3) Informasi lain yang dianggap perlu. 

 

4.3.5. Akuntansi Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

Klasifikasi sumber pendapatan dikelompokan menurut asal dan jenis pendapatan, 
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yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah.  
 

Pengakuan 

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan 

pendapatan direalisasi dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Diperoleh 

berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk 

menagih pendapatan. Pendapatan-LO diperoleh sebagai imbalan dari pelayanan yang 

telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat 

timbulnya hak menagih imbalan. 

Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh 

pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 
 

Pengukuran dan Penyajian 

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap 

Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan 

tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 

bruto dapat dikecualikan. 

Untuk BLUD, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan 

perundangan yang mengatur mengenai BLUD. 

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas Pendapatan-

LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai 

pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang 

(non-recurring) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan 

pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas Pendapatan-LO yang 

terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode 

ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 
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4.3.6. Akuntansi Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi 

aset atau timbulnya kewajiban.  

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya 

mengelompokkan berdasarkan jenis beban, antara lain terdiri dari Beban Pegawai, 

Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, 

Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Transfer, Beban Penyisihan 

Piutang, Beban Tak Terduga, dan Beban Lain-lain. 

 
Pengakuan 

Beban diakui pada saat: 

1) Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke 

pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah; 

2) Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak 

didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan 

operasional pemerintah; 

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 

bersangkutan/berlalunya waktu; 

4) Untuk BLUD, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang 

mengatur mengenai BLUD. 

Beban Penyusutan/Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight-

line method). Untuk BLUD, beban penyusutan/amortisasi diakui dengan mengacu 

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.  

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk 

mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Koreksi atas beban, termasuk 

penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan adalah 

sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode 

berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain. Dalam hal 

mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas. 
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Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional  

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban 

selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang 

antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara 

pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit 

dari Kegiatan Operasional.   

 
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri 

dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non 

operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit 

penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non 

operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional 

dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos 

Luar Biasa. 
 
Pos Luar Biasa  

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional 

dan disajikan sesudah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat 

kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

1) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; 

2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan; 

3) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.  

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan.   
 
Surplus/Defisit-LO  

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit 

kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo 

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan 

Ekuitas.   
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Transaksi Dalam Mata Uang Asing  

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. 

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan 

dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan 

menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia 

pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang 

digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka 

transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs 

transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. 

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi 

dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:  

1) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan 

menggunakan kurs transaksi; 

2) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan 

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 
 
Transaksi Pendapatan-LO dan Beban Berbentuk Barang/Jasa 

Transaksi Pendapatan-LO dan Beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan 

dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada 

tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan 

sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan 

semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi 

pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, 

barang rampasan, dan jasa konsultansi.    

 

4.3.7. Akuntansi Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dimana manfaat ekonomi/sosial 

di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 

dan budaya. 
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Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset 

Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. 
 

Pengakuan  

- Diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; 

- Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

 

4.3.7.1. Aset Lancar 

Aset Lancar adalah aset berupa kas dan setara kas, dan/atau aset selain kas 

yang diharapkan untuk direalisasikan menjadi kas, dimiliki untuk dijual atau 

dipakai habis dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 

Aset Lancar diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok yaitu Kas 

dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan. 

 

4.3.7.1.1. Kas dan Setara Kas 

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat 

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang meliputi Kas di 

Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, 

Kas di BLUD. 

Setara Kas dapat berupa investasi jangka pendek yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk 

memenuhi persyaratan Setara Kas, investasi jangka pendek harus segera 

dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko 

perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut 

Setara Kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga 

bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 
 

Pengakuan  

Transaksi atas rekening Kas dan Setara Kas diakui pada saat terjadinya 

transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu berupa:  

- Penerimaan uang tunai, cek, atau giro bilyet; 

- Penerbitan SP2D; 
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- Diterimanya nota debit/nota kredit dari bank atas mutasi yang terjadi pada 

rekening bank;  

- Pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, cek, giro bilyet;  

- Pencairan dan penempatan deposito. 
 

Pengukuran dan Penyajian  

Besarnya saldo kas dan setara kas ditetapkan sebagai berikut:  

- Saldo kas di bendahara diukur menurut nilai nominalnya;  

- Saldo Kas Daerah diukur sebesar saldo rekening giro/rekening kas daerah 

di bank setelah dilakukan rekonsiliasi antara saldo menurut rekening koran 

dengan saldo menurut buku besar;  

- Setoran dari pihak ketiga berupa cek yang belum disetorkan ke kas 

daerah/bank sampai tanggal neraca, tidak diperhitungkan sebagai saldo kas 

di kas daerah/bank, tetapi sebagai saldo kas di bendahara.   

Kas disajikan dalam Neraca pada urutan pertama kelompok Aset 

Lancar. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs 

tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca awal. 

 

4.3.7.1.2. Investasi Jangka Pendek 

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan oleh 

pemerintah yang ditujukan dalam rangka manajemen kas dengan 

karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan serta dimiliki dalam 

jangka waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan terhitung mulai tanggal 

pelaporan. 

Klasifikasi investasi jangka pendek meliputi deposito berjangka waktu 

tiga sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis 

(revolving deposits), pembelian Surat Utang Negara (SUN), dan Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), kecuali surat berharga yang dibeli pemerintah dalam 

rangka mengendalikan suatu badan usaha untuk tujuan menjaga hubungan 

kelembagaan yang bersifat partisipasi pemerintah, tidak dimaksudkan untuk 

dicairkan dalam memenuhi kas jangka pendek. 
 

 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 63  
 

Pengakuan  

Investasi Jangka Pendek dicatat pada saat terjadinya penyerahan kas 

dari Kas Daerah kepada lembaga keuangan atau pihak lainnya sebagai 

penyertaan atau penyaluran dana.   
 

Pengukuran dan Penyajian  

Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan harga perolehannya 

termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh 

kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi Jangka Pendek dinilai 

sebesar nilai perolehannya/nominalnya dan disajikan di laporan Neraca 

dalam kelompok Aset Lancar. 

 

4.3.7.1.3. Piutang 

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 

dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 

perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Klasifikasi piutang dilihat dari sisi 

peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, yaitu Pungutan, Perikatan, 

Transfer antar Pemerintahan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.  

Pengakuan 

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat 

ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika: 

- diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah, atau  

- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau  

- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang 

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian 

fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, 

apabila memenuhi kriteria:  

- didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban 

secara  jelas; 

- jumlah piutang dapat diukur;  

- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan;  
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- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

Piutang Pajak Daerah dengan metode self-assesment diakui ketika 

pemerintah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB), sedangkan Piutang Pajak Daerah dengan metode official-

assesment diakui ketika Pemerintah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD). 

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung 

berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya 

alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah 

yang menjadi hak daerah ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun 

anggaran.  

Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan 

telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai 

dengan akhir tahun anggaran dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta 

menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, maka jumlah tersebut dicatat 

sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah.  

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun 

anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan 

perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan 

realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut 

dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan 

suatu dokumen yang sah untuk itu. 

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat pemerintah 

daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh 

Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah 

Pusat belum melakukan pembayaran dan mengakuinya dengan menerbitkan 

suatu dokumen yang sah untuk itu. Jumlah piutang yang diakui oleh 

pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh 

Pemerintah Pusat. 
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Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui 

pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada 

Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran. 

Piutang transfer lainnya diakui apabila:  

- Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai 

dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh 

pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau 

piutang bagi daerah penerima; 

- Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat 

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih adalah pada 

saat persyaratan sudah dipenuhi dan sampai dengan akhir periode 

pelaporan belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.  

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi 

pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum 

dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada 

umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. 

Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Gubernur atau telah dilakukan rekonsiliasi, tetapi masih ada hak daerah yang 

belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran dan pemerintah provinsi 

mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah, maka jumlah yang 

belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi 

pemerintah daerah. 

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah 

atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. 

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan 

yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum 

dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala 

Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan 

akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui 

sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan. 

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada 

kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka 
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entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah 

diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer 

mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan 

transfer. Jika sampai dengan akhir periode tidak/belum dibayar, pihak yang 

mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer 

periode berikutnya.  

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus 

didukung dengan bukti Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen 

yang dipersamakan yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR 

dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK 

Pembebanan/SKP2K/SKTJM atau dokumen yang dipersamakan merupakan 

surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi 

tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila 

penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, 

pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah 

diterbitkan oleh instansi yang berwenang.   
 

Pengukuran dan Penyajian  

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:  

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan 

kurang bayar yang diterbitkan, atau  

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh 

pengadilan pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding, atau  

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan 

dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.  

Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat 

sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur 

utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi 

pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor 
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ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah 

wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah 

daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang 

bersangkutan.  

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang 

berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:  

- Pemberian pinjaman 

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari 

kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai 

wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam 

naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, 

commitment fee dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir 

periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee 

dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum 

dibayar) pada akhir periode pelaporan. 

- Penjualan 

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.  

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, 

maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. 

- Kemitraan 

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 

- Pemberian fasilitas/jasa 

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah 

diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan 

pembayaran atau uang muka yang telah diterima.  

Pengukuran piutang Transfer adalah sebagai berikut:  

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai 

dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan transfer yang berlaku; 
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- Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal 

terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke pemerintah 

daerah; 

- Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan 

disetujui oleh Pemerintah Pusat.  

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang 

dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:  

- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun 

berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat 

ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; 

- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 

bulan berikutnya. 

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap 

Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang 

belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. 

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka 

masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang 

dihapuskan. 
 

Penghapusbukuan Piutang  

Penghapusbukuan piutang ditujukan untuk menampilkan aset yang 

lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat dan kemungkinan berdampak pula 

pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima. Penghapusbukuan ini 

tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan 

piutang ini perlu dicatat secara extracomptable untuk mengadministrasikan 

piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang 

secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan. Penghapusbukuan atau 

penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara 

lain:  

- Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai 

kriteria  kualitas piutang macet, dan/atau  
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- Debitur tidak melakukan pelunasan satu bulan setelah tanggal Surat 

Tagihan Ketiga, dan/atau  

- Debitur mengalami musibah (force majeure), dan/atau  

- Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan 

tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan 

berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, dan/atau  

- Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat 

keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor 

memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi, 

dan/atau 

- Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan/atau  

- Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:  

 pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan 

surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan/atau 

 telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ 

pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan/atau 

- Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap 

atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat 

dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan 

surat keterangan/pernyataan gubernur/bupati/walikota, dan/atau  

- Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari 

pihak kepolisian. 

Terdapat dua metode penghapusbukuan piutang, yaitu: 

1) Metode Langsung 

Kerugian piutang diakui pada saat piutang dihapuskan, dan penghapusan 

piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai 

akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas 

terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.   

2) Metode Tidak Langsung 

Adalah metode penghapusan piutang dengan cara membentuk 

penyisihan piutang tidak tertagih. Metode tidak langsung ini digunakan 
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ketika jumlah kerugian piutang yang biasa terjadi memiliki nilai yang 

cukup besar dan material. 
 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih  

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk 

menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang 

dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan 

perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas 

piutang. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal 

pelaporan yang diklasifikasikan menjadi empat kriteria dengan rincian 

sebagai berikut:  

- kualitas piutang Lancar; 

- kualitas piutang Kurang Lancar; 

- kualitas piutang Diragukan; 

- kualitas piutang Macet. 

Ketentuan mengenai kriteria kualitas piutang dapat dijelaskan pada 

tabel berikut ini: 

Kualitas 
Piutang 

Kriteria Taksiran 
Piutang Tak 

Tertagih Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Selain Pajak dan 
Retribusi 

     

Lancar umur piutang < 1 tahun, Wajib 
Pajak (WP) menyetujui hasil 
pemeriksaan, kooperatif, tidak 
mengajukan banding/ keberatan 
pajak. 

umur piutang 0 sampai 
dengan 1 bulan dan/atau 
Wajib Retribusi (WR) 
belum melakukan pelunasan 
sampai dengan tanggal jatuh 
tempo yang ditetapkan. 

apabila belum dilakukan 
pelunasan sampai dengan 
tanggal jatuh tempo yang 
ditetapkan. 0,5% 

Kurang 
Lancar 

umur piutang 1-2 tahun, kurang 
kooperatif dalam pemeriksaan, 
WP menyetujui sebagian hasil 
pemeriksaan, WP mengajukan 
banding/ keberatan pajak. 

umur piutang > 1 sampai 
dengan 3 bulan dan/atau 
WR belum melakukan 
pelunasan dalam jangka 
waktu 1bln terhitung sejak 
tgl Surat Tagihan Pertama. 

apabila dalam jangka 1 
bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan 
Pertama tidak dilakukan 
pelunasan. 

10% 

Diragukan umur piutang >2-5th, WP tidak 
kooperatif, WP tidak 
menyetujui seluruh hasil 
pemeriksaan, WP kesulitan 
likuiditas. 

umur piutang >3 s.d. 12bln 
dan/atau WR belum 
melakukan pelunasan dalam 
jangka waktu 1bln terhitung 
sejak tgl Surat Tagihan 
Kedua. 

apabila dalam jangka 1bln 
terhitung sejak tgl Surat 
Tagihan Kedua tidak 
dilakukan pelunasan. 50% 

Macet umur piutang > 5 tahun, WP 
tidak ditemukan, bangkrut/ 
meninggal dunia, WP 
mengalami masalah force 
majeure. 

umur piutang > 12 bulan 
dan/atau WR belum 
melakukan pelunasan dalam 
jangka waktu 1bln terhitung 
sejak tgl Surat Tagihan 
Ketiga atau piutang telah 

apabila dalam jangka 1bln 
terhitung sejak tgl Surat 
Tagihan Ketiga tidak 
dilakukan pelunasan atau 
piutang telah diserahkan 

100% 
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Kualitas 
Piutang 

Kriteria Taksiran 
Piutang Tak 

Tertagih Piutang Pajak Piutang Retribusi 
Piutang Selain Pajak dan 

Retribusi 
diserahkan kpd instansi yg 
mengurusi piutang negara. 

kpd instansi yg mengurusi 
piutang negara. 

 

Untuk penggolongan kriteria kualitas piutang dana bergulir, diatur 

secara khusus dengan kriteria sebagaimana dalam tabel berikut: 

Kualitas Kriteria Taksiran Piutang 
Tak Tertagih 

Lancar Umur piutang nol sampai dengan tiga bulan, belum melakukan pelunasan sampai 
tanggal jatuh tempo. 0,5% 

Kurang Lancar Umur piutang > tiga sampai dengan enam bulan, belum melakukan pelunasan satu 
bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama. 10% 

Dalam Perhatian 
Khusus 

Umur piutang > enam s/d 9 bulan, belum melakukan pelunasan satu bulan sejak 
tanggal Surat Tagihan Pertama. 25% 

Diragukan Umur piutang >9 s/d 12 bulan, belum melakukan pelunasan satu bulan sejak 
tanggal Surat Tagihan Kedua. 50% 

Macet Umur piutang >12 bulan, belum melakukan pelunasan satu bulan sejak tanggal 
Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang 
menangani piutang negara. 

100% 

 

Berdasarkan cara pemungutannya, pajak daerah dikelompokkan dalam 

dua jenis pajak, yaitu: 

- pajak dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (self 

assessment); 

- pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah (official assessment). 

Ketentuan kriteria kualitas piutang pajak berlaku sama untuk kedua 

jenis pajak tersebut.  

Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan setiap bulan serta dicatat 

dan dibebankan pada akhir periode pelaporan. Penghitungan Penyisihan 

Piutang Tak Tertagih atas saldo piutang pada akhir periode pelaporan sesuai 

dengan klasifikasi kualitas piutangnya. Perkembangan kualitas piutang harus 

selalu dievaluasi dan dilakukan penyesuaian sebelum disajikan dalam neraca.  

Apabila terdapat saldo piutang periode sebelumnya dengan kualitas 

piutang yang masih sama dengan periode pelaporan, maka tidak dilakukan 

penyesuaian dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

4.3.7.1.4. Persediaan 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 

(supplies) yang diperoleh dan dimiliki dengan maksud digunakan dalam 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 72  
 

mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang dan 

barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses 

produksi dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 

dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Diklasifikasikan dalam 

beberapa jenis yaitu:  

1) Barang atau perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam rangka 

kegiatan operasional pemerintah daerah; 

2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses 

produksi; 

3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat; 

4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 

dalam rangka kegiatan pemerintahan. 

Pengakuan 

1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, 

2) Pada saat diterima atau diserahterimakan hak kepemilikannya dan/atau 

pada saat penguasaannya berpindah.  
 

Pengukuran dan Penyajian 

Pemerintah Kabupaten Tangerang menerapkan metode pencatatan 

persediaan dengan sistem perpetual dan dinilai dengan metode FIFO. 

1) Untuk persediaan yang diperoleh dengan pembelian diukur dengan biaya 

pembelian (nilai perolehan) terakhir; 

2) Untuk persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri diukur 

dengan biaya standar; 

3) Untuk persediaan yang diperoleh dari cara lainnya yaitu dari donasi atau 

rampasan akan diukur dengan nilai wajar atau estimasi nilai 

penjualannya; 

4) Persediaan akan dinilai pada tanggal laporan keuangan sebesar nilai yang 

dicatat pertama kali pada saat perolehannya; 
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5) Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar di bawah perkiraan 

bagian lancar pinjaman kepada pihak ketiga; 

6) Persediaan disajikan sesuai dengan klasifikasinya secara lebih rinci. 

 

Beban Persediaan 

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). 

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan 

Operasional. 

Pencatatan persediaan dilakukan dengan menggunakan metode periodik 

dengan pendekatan pengakuan beban. Dalam pendekatan beban, setiap 

pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban dan pada akhir 

periode pelaporan akan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik 

persediaan dengan metode penilaian harga pembelian terakhir. 

Terhadap barang persediaan yang telah usang/rusak/kadaluwarsa dan 

tidak dapat digunakan kembali dalam operasional entitas, tidak dilaporkan 

sebagai persediaan dalam Neraca namun harus dituangkan dalam berita acara 

barang persediaan usang/rusak/kadaluwarsa dan dicatat sebagai beban dalam 

Laporan Operasional sebesar harga perolehan/harga standar/harga 

wajar/estimasi serta diungkapkan dalam CaLK.  

 

4.3.7.2. Aset Non Lancar 

Aset non lancar adalah Aset yang bersifat jangka panjang (umumnya lebih 

dari 12 bulan) dan Aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak 

langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.  

Secara garis besar, aset non lancar dibedakan menjadi: (1) Investasi Jangka 

Panjang, (2) Aset Tetap, (3) Dana Cadangan, dan (4) Aset Lainnya.  
 

4.3.7.2.1. Investasi Jangka Panjang  

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal atau pemberian 

pinjaman kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan maksud untuk 

memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau 

lebih dari satu periode akuntansi.    
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Investasi jangka panjang terdiri dari:  

1) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara berkelanjutan, antara lain dapat berupa: 

- Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah, badan 

internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan 

- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk 

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2) Investasi non permanen, yaitu investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, antara lain dapat 

berupa:  

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya 

oleh pemerintah; 

- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan 

kepada pihak ketiga; 

- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat 

seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok 

masyarakat melalui Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Dana 

Bergulir (UPTD Pengelola Dana Bergulir); dan 

- Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan 

untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan. 
 

Pengakuan 

- Saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada pihak ketiga 

(BUMN/D/lembaga keuangan/pihak lain) sebagai penyertaan atau 

penyaluran pinjaman kepada pihak tersebut; 

- Penyertaan pada pihak lain akan dicatat/dibukukan sebagai penyertaan 

modal pemerintah, sedangkan penyaluran pinjaman akan dicatat sebagai 

pinjaman kepada pihak ketiga; dan 

- Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila 

memenuhi kriteria: (a) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat 
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sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi 

tersebut dapat diperoleh pemerintah, (b) nilai perolehan atau nilai wajar 

investasi dapat diukur secara memadai. 
 

Pengukuran dan Penyajian  

- Dicatat berdasarkan harga perolehannya termasuk biaya tambahan 

lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas 

investasi tersebut. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta 

asing harus dikonversi/dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia 

yang berlaku pada tanggal kepemilikan;  

- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya/nominalnya. 

Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing pada tanggal 

laporan keuangan harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia 

yang berlaku pada tanggal neraca. Investasi jangka panjang disajikan di 

neraca dalam kelompok aset non lancar; dan 

- Metode penilaian investasi yaitu dengan metode biaya, metode ekuitas, 

metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. 

Pengakuan Hasil Investasi 

- Hasil Investasi Jangka Pendek dicatat sebagai pendapatan : bunga 

deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend), diakui pada 

saat diperoleh; 

- Hasil Investasi jangka panjang, berupa dividen tunai dari penyertaan 

modal pemerintah, bila menggunakan metode biaya dicatat sebagai 

pendapatan hasil investasi sedangkan dengan metode ekuitas diakui 

sebagai pengurang nilai investasi pemerintah; dan 

- Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai 

investasi pemerintah. 
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4.3.7.2.2. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap 

pemerintah adalah:    

1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh 

entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan 

kontraktor; dan 

2) Hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang 

dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan 

(materials) dan perlengkapan (supplies). 

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu: 

1) Tanah, ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;  

2) Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 

alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam 

kondisi siap pakai;  

3)  Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;  

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; 

5) Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 

siap dipakai; dan  

6) Konstruksi dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan tetapi belum selesai seluruhnya sampai tanggal 

laporan keuangan. 
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Pengakuan  

- Aset Tetap Berwujud harus memenuhi kriteria: (a) Mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 bulan; (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara 

andal; (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, 

dan dialihkan kepada pihak ketiga;  (d) Diperoleh atau dibangun dengan 

maksud untuk digunakan; serta (e) Nilai rupiah pembelian barang 

material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi 

batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 

- Perolehan aset diakui ketika suatu entitas mendapatkan manfaat ekonomi 

dan menerima risiko terkait sehingga perolehan aset dapat diakui.  

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat 

transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang 

mengidentifikasikan biayanya. Aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, 

suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari 

transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan 

baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses 

konstruksi. 

- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya 

berpindah. Dengan dilengkapi dengan bukti kepemilikan secara hukum.  

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum 

dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, 

maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah. 

- Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada 

saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara 

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan 

biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya 

yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 
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Kapitalisasi nilai minimal biaya perolehan yang dapat diakui sebagai 

aset tetap adalah sebagai berikut: 

1) Untuk perolehan awal Aset Tetap harus memenuhi kriteria:  

a) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 per unitnya 

untuk gedung dan bangunan; 

b) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya 

untuk peralatan dan mesin; 

c) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya 

untuk tanaman yang berjenis tanaman keras, ditanam di area gedung 

kantor dan/atau untuk percontohan/pengembangbiakan; 

d) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya 

untuk hewan yang dipelihara di area gedung kantor, dan/atau untuk 

percontohan/pengembangbiakan; 

e) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp40.000,00 per unitnya 

untuk buku; dan 

f) Untuk Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya 

(selain buku, tanaman, dan hewan), tidak ada batasan nilai satuan 

minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehannya harus 

dikapitalisasi.  

Biaya perolehan aset tetap yang nilainya tidak mencapai batasan nilai 

kapitalisasi tersebut diatas, dikeluarkan dari sajian Aset Tetap pada 

Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.  

2) Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap harus memenuhi kriteria:  

a) Biaya pemeliharaan dengan nilai lebih dari Rp25.000.000,00 per 

unitnya untuk gedung dan bangunan; dan 

b) Biaya pemeliharaan dengan nilai lebih dari Rp500.000,00 per unitnya 

untuk peralatan dan mesin. 
 

Penilaian Awal Aset Tetap  

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai 

suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur 

berdasarkan biaya perolehan.  Bila aset tetap diperoleh tanpa nilai 
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perolehan, maka nilai aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat 

aset diperoleh.   

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap 

yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. 

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset 

tetap baru digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan 

tidak ada.   
 

Komponen Biaya 

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya dan biaya pendukung lainnya, termasuk bea impor dan setiap 

biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset 

tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 

penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan 

secara langsung adalah: (a) biaya persiapan tempat, (b) biaya pengiriman 

awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), 

(c) biaya pemasangan (installation cost), (d) biaya profesional seperti 

arsitek dan insinyur, dan (e) biaya konstruksi. Tanah diakui pertama kali 

sebesar biaya perolehan.  

Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan 

tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya 

pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan 

sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan 

tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut 

dimaksudkan untuk dimusnahkan.   

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu 

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat 

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset 

ke kondisi kerjanya.  

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola 

ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap 

potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 80  
 

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang 

dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang 

proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu 

periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan 

dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan 

kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai 

dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset 

tetap sesuai dengan kelompok asetnya, dengan kriteria: 

1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; 

2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.   
 

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan  

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang 

berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 

- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 

- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.  
 

Pengukuran  

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai 

konstruksi yang dikerjakan secara swakelola, antara lain:  

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;  

- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat 

dialokasikan ke konstruksi tersebut; 

- Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang 

bersangkutan.  

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan 

konstruksi antara lain meliputi:  

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;  

- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; 

- Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi 

pelaksanaan konstruksi; 
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- Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan 

- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan 

dengan konstruksi.  

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada 

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi: (1) 

Asuransi, (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, (3) Biaya-biaya lain 

yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan 

seperti biaya inspeksi. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode 

rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.    

Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah 

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Selanjutnya, aset tetap 

definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke 

akun aset tetap yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi 

variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, jika 

terdapat variasi pencatatan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh 

Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;  

- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum 

dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset 

Tetap definitifnya;  

- Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan 

oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan 

diungkapkan di dalam CaLK; 

- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah 

digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan 

masih diakui sebagai KDP; 

- Apabila suatu aset konstruksi dalam pengerjaan hilang karena sebab 

tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure), maka 
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penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena 

bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut KDP 

dapat dihapusbukukan; dan 

- Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik 

pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.   

Pengungkapan  

Pengungkapan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi 

adalah sebagai berikut:  

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat 

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;  

- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 

- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 

- Uang muka kerja yang diberikan; dan 

- Nilai retensi yang dimuat dalam kontrak kerja konstruksi. 

Dalam hal biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung 

berhubungan dengan konstruksi (DED) yang telah menjadi KDP tetapi 

pembangunannya tidak dilaksanakan, maka atas KDP tersebut dilakukan 

penghapusan secara langsung.  

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-

masing KDP yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang 

digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan 

akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset 

tetap dalam konstruksi.   
 

Perolehan Secara Gabungan  

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan biaya pendukung secara 

merata jika harga beli per unit masing-masing aset tetap sama nilainya. 

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 

gabungan tidak akan dipisahkan biaya pendukungnya ke masing-masing 

aset tetap jika harga beli per unit masing-masing aset tetap tersebut berbeda. 
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Biaya pendukung tersebut akan diatribusikan kepada aset tetap dengan 

harga beli per unit paling tinggi. 
 

Pertukaran Aset (Exchanges of Assets)  

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran 

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos 

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai 

ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan 

jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.  
 

Aset Donasi  

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat 

sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan 

sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya 

perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk 

digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan 

aset tetap tersebut harus didukung dengan bukti perpindahan 

kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.   

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap 

tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.  

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, 

maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan-LO dan menambah aset 

tetap pada Neraca. 
 

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)  

Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang 

masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau 

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 

bersangkutan. Batasan nilai minimal suatu pengeluaran yang dapat 

dikapitalisasi menambah nilai aset tetap, sebagai berikut:  

- Pengeluaran setelah perolehan untuk gedung dan bangunan dengan nilai 

lebih dari Rp25.000.000,00 per unitnya;  
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- Pengeluaran setelah perolehan untuk peralatan dan mesin dengan nilai 

lebih dari Rp500.000,00 per unitnya.  

Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur 

sebagai berikut: 

Jenis Aset Tetap % Pengeluaran Setelah Perolehan 
Terhadap Nilai Buku 

Penambahan 
Masa Manfaat 

Gedung dan Bangunan   
- Non Permanen 
 
 
 
 
 
- Non Permanen 

 
 
 
 
 
 

>   0% s.d. 30%  
> 30% s.d. 50%  
> 50% s.d. 70%  
> 70% s.d. 90%  
> 90%   
 
>   0% s.d. 30%  
> 30% s.d. 50%  
> 50% s.d. 70%  
> 70% s.d. 90%  
> 90% 

  1 tahun 
  5 tahun 
10 tahun 
15 tahun 
20 tahun 

 
    1 tahun 
  5 tahun 
10 tahun 
15 tahun 
20 tahun 

Jalan, Irigasi dan Jaringan 
- Jalan Kabupaten 

 
 
 
 
 

- Jembatan, Irigasi dan 
Jaringan 

 
> 0% s/d 30% 
> 30% s/d 50% 
> 50% s/d 70% 
> 70% s/d 90% 
> 90% 
 
> 0% s/d 30% 
> 30% s/d 50% 
> 50% s/d 70% 
> 70% s/d 90% 
> 90%   

 
  1 tahun 
  3 tahun 
  5 tahun 
  7 tahun 
10 tahun 
 
  1 tahun 
  5 tahun 
10 tahun 
15 tahun 
20 tahun 

 

Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung dan bangunan, 

hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah 

masa manfaat.   

Apabila suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap 

yang dilakukan (subsequent expenditure) oleh pemerintah memenuhi 

kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran, 

pengeluaran yang dilakukan tersebut harus masuk ke dalam Belanja Modal. 

Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas pengeluaran 

tersebut belum/tidak terpenuhi, maka penganggaran atas pengeluaran 

tersebut masuk ke dalam Belanja Barang dan Jasa. 
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Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap 

Pengakuan Awal  

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 

dikurangi akumulasi penyusutan.  

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka 

aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset 

tetap dan akun ekuitas.   
 

Penyusutan  

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang 

sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan 

harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa 

(service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan 

untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset 

tetap dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.  

Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Tangerang adalah metode garis lurus (straight-line method) dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1) Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis 

akrual terhitung sejak tahun perolehannya; 

2) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap 

disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut; 

3) Aset Tetap Lainnya yang tidak dilakukan penyusutan berupa:  

- buku dan perpustakaan; 

- barang bercorak kebudayaan berupa pahatan, lukisan, tanda 

penghargaan, benda-benda bersejarah; dan 

- hewan dan ternak serta tanaman.  

4) Terhadap Aset Tetap Lainnya tersebut diterapkan penghapusan secara 

periodik yang diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penghapusan 

barang milik daerah; 

5) Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud; 
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6) Penyusutan dihitung secara proporsional berdasarkan masa manfaat 

(bulan) yang telah dilalui sejak saat perolehan; 

7) Dasar penghitungan penyusutan aset tetap yang perolehannya sampai 

dengan Tahun 2014, menggunakan nilai buku sampai dengan 31 

Desember 2014 yang dihitung sejak tanggal perolehan awal; 

8) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, 

dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah TA 2014.  

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan tanpa 

memperhitungkan adanya nilai residu, dalam satuan mata uang rupiah 

dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.  

Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya 

Aset Tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat Aset Tetap, 

sedangkan pencatatan atas Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan 

sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut 

dihapuskan.   
 

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)  

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak 

diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset 

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Laporan keuangan 

harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di 

dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap 

gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai 

tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.   
 

Akuntansi Tanah  

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan 

secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur 

pada kebijakan akuntansi aset tetap.   

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu 

periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang  dapat 

berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang 

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah 
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memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip yang ada pada kebijakan.   
 

Aset Bersejarah (Heritage Assets)  

Kebijakan akuntansi aset tetap ini tidak mengharuskan pemerintah 

untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset 

tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan 

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Karakteristik-karakteristik di 

bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:  

- Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin 

secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga 

pasar; 

- Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat 

pelepasannya untuk dijual; 

- Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama 

waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan 

- Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya.  

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah 

unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.  

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus 

dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya 

tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset 

bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.   

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya 

kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan 

bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset 

ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. 
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Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)  

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun 

tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai 

karakteristik sebagai berikut:   

1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; 

2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; 

3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan 

4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.  

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh 

pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset 

pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus 

diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan 

akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.  Contoh dari aset infrastruktur 

adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan 

komunikasi.  
 

Aset Militer (Military Assets)   

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi 

definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang ada pada kebijakan akuntansi ini.    
 

Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal)   

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset 

secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat 

ekonomik masa yang akan datang. 

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus 

dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset 

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Penghentian suatu aset tetap secara 

permanen umumnya dilakukan karena:  

- rusak berat, terkena bencana alam/force majeure; 

- tidak dapat digunakan secara optimal (idle); 
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- terkena planologi kota; 

- kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; 

- penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; 

- pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam; 

- pertimbangan teknis; dan 

- pertimbangan ekonomis.   

Pengungkapan laporan keuangan harus mengungkapkan untuk 

masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:  

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 

(carrying amount); 

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: (a) penambahan, (b) pelepasan, (c) akumulasi penyusutan 

dan perubahan nilai, jika ada, (c) mutasi aset tetap lainnya; 

3) Informasi penyusutan, meliputi: (a) nilai penyusutan, (b) metode 

penyusutan yang digunakan (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang 

digunakan, (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal 

dan akhir periode; dan 

4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:  

a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset 

tetap; 

c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan 

d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal 

berikut harus diungkapkan, yaitu:  

1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap  

2) Tanggal efektif penilaian kembali; 

3) Jika ada, nama penilai independen; 

4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya 

pengganti; dan 

5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.   
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Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis 

masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan 

nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset Tetap tersebut dicatat 

dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti 

dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

BMD.  

 

4.3.7.2.3. Dana Cadangan  

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat 

dibebankan dalam satu periode akuntansi.   
 

Pengakuan  

Dana cadangan diakui/dicatat pada saat dilakukan pembentukan dan 

penggunaan dana cadangan tersebut yaitu berdasarkan jumlah pembiayaan 

yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah 

pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.   
 

Pengukuran  

Dana cadangan diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari 

dana cadangan yang dibentuk. Jika dana cadangan dalam bentuk mata uang 

asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan 

menggunakan nilai tukar (kurs) tengah BI pada saat pembentukan.   

Penilaian dan Penyajian  

Dana cadangan pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai 

nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan Neraca dalam 

kelompok aset non lancar setelah aset tetap. Dana cadangan disajikan secara 

rinci menurut jenis pembentukannya.   
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4.3.7.2.4. Aset Lainnya  

Aset lainnya meliputi aset lancar lainnya dan aset non lancar lainnya 

yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan sebagai aset lancar, investasi 

jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.  

Aset Lainnya meliputi:  

1) Tagihan Jangka Panjang, yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran 

dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;  

2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, yang terdiri dari Sewa, Kerjasama 

Pemanfaatan, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah;  

3) Aset Tidak Berwujud, yang terdiri dari Goodwill, Lisensi dan Franchise, 

Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya, Akumulasi Amortisasi 

Aset Tidak Berwujud; dan  

4) Aset Lain-lain.   

Pengakuan  

Aset Lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset 

lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak 

kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.  

Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:  

1) Tagihan Jangka Panjang diakui pada saat terdapat penjualan aset tetap 

kepada pihak ketiga dan pembayarannya akan diangsur untuk Tagihan 

Penjualan Angsuran, dan diakui pada saat kerugian telah ditetapkan 

untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;  

2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadinya perjanjian 

dengan pihak ketiga yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum 

diterima, kecuali untuk Bangun Guna Serah diakui pada saat aset tersebut 

diterima; 

3) Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh hak/aset tersebut selama 

periode berjalan; dan 

4) Aset lainnya diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan aset 

tersebut.   
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Pengukuran dan Penyajian  

- Diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang 

telah dilakukan selama periode berjalan.  

- Jika aset lainnya dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar 

(kurs) tengah BI pada saat terjadinya.  

- Aset lainnya pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai 

historisnya. 

- Disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset non lancar setelah 

dana cadangan.  

- Aset lainnya disajikan secara rinci menurut jenisnya. 

 

4.3.7.2.5. Properti  Investasi 

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan 

sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: 

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk 

tujuan administratif; atau 

- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Properti investasi meliputi properti investasi tanah, gedung dan 

bangunan, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan. 

Pengakuan 

Aset Properti Investasi diakui jika dan hanya jika: 

- besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke 

entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi berdasarkan 

bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal; 

- biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan 

andal.  

- telah diterbitkannya keputusan tentang penetapan properti investasi oleh 

Pengelola Barang atau asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
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- Properti yang belum diterbitkan keputusan tentang penetapan properti 

investasi namun sudah disewakan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa 

(dan memenuhi kriteria properti investasi berdasarkan kebijakan 

akuntansi ini) maka tetap dicatat sebagai properti investasi. 

- Properti yang secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa dan 

sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, apabila 

masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual/ditatausahakan 

terpisah, diakui sebagai properti investasi, apabila: 

1) luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan 

sewa menempati porsi minimal 75% dari luasan area keseluruhan 

properti tersebut (luasan area yang digunakan sendiri maksimal 25%); 

atau 

2) intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 

pihak eksternal minimal 75% dari intensitas keseluruhan penggunaan 

properti tersebut (intensitas penggunaan sendiri maksimal 25%). 

Pengukuran Saat Pengakuan Awal 

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya 

transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti 

investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut 

dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. 

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga 

pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara 

langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain 

biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. 

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai 

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode 

penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap. 

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya 

tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi menganut penilaian aset 

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti 
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investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku 

secara nasional. 

 

4.3.8. Akuntansi Kewajiban 

Kewajiban adalah utang masa kini dari suatu entitas pelaporan yang timbul dari 

peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan menimbulkan arus keluar sumber 

daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas pelaporan/Pemerintah Kabupaten 

Tangerang. Kewajiban akan menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tangerang harus 

mengorbankan sumber ekonominya pada masa-masa mendatang.   

 

Klasifikasi Kewajiban 

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban 

lancar) dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai 

kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12  bulan setelah 

tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka panjang. 
 
 

4.3.8.1. Kewajiban Jangka Pendek   

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dibayar kembali 

(dilunasi) dalam satu periode akuntansi atau dalam waktu kurang dari 12 bulan 

sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan 

cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa Kewajiban Jangka Pendek, seperti 

utang kepada pihak ketiga atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian 

yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.  

Kewajiban Jangka Pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo 

dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya  utang bunga, utang 

belanja, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka 

panjang. 

 
Klasifikasi  

Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

rekening pokok, yaitu:  
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1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), merupakan utang pemerintah 

kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai 

pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum; 

2) Utang bunga, yaitu utang jangka pendek yang merupakan hasil 

perhitungan bunga pinjaman tahun berjalan yang jatuh tempo pada periode 

akuntansi berikutnya; 

3) Bagian lancar utang jangka panjang, merupakan bagian utang jangka 

panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya; 

4) Pendapatan diterima dimuka, adalah pendapatan yang sesungguhnya 

belum merupakan hak pemerintah pada periode yang bersangkutan tetapi 

pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima Kas Daerah; 

5) Utang beban, merupakan kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan 

kepada pegawai atau pihak ketiga atas barang atau jasa yang telah menjadi 

hak pemerintah; dan 

6) Utang jangka pendek lainnya, merupakan kewajiban jangka pendek yang 

tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis di atas.   
 

Pengakuan  

Secara umum kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk 

mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu:  

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) diakui pada saat Bendahara 

Pengeluaran PD melakukan pemotongan PPh, PPN, iuran Askes, Taspen, 

Taperum, dan pungutan lainnya; 

2) Utang bunga diakui/dicatat pada saat terdapat bunga pinjaman yang sudah 

jatuh tempo, namun belum dilakukan pembayaran dan harus dibayar dalam 

periode akuntansi berikutnya; 

3) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi 

untuk melakukan reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang 

jangka pendek untuk bagian yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya; 
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4) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterima pembayaran pada 

Kas Daerah atas pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan hak 

pemerintah pada periode berjalan; 

5) Utang beban diakui pada saat barang atau jasa telah diserahkan kepada 

pemerintah yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan. 

Untuk utang kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai 

dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan; dan 

6) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban 

tersebut.    
 

Pengukuran dan Penyajian  

- Kewajiban jangka pendek diukur sebesar nilai nominal mata uang rupiah 

dari jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan 

datang; 

- Kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam 

mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada saat terjadinya 

kewajiban; 

- Pada akhir periode kewajiban jangka pendek tetap dinilai sebesar 

nominalnya dan  kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI 

pada tanggal neraca; 

- Kewajiban jangka pendek disajikan di Neraca dalam kelompok kewajiban 

pada urutan pertama; dan 

- Kewajiban jangka pendek disajikan menurut jenisnya dan sesuai dengan 

urutan likuiditasnya (urutan jatuh temponya).   

 
4.3.8.2. Kewajiban Jangka Panjang  

Pengertian Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus 

dibayar kembali (dilunasi) lebih dari satu periode akuntansi atau dalam waktu 

lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.  
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Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dan untuk diselesaikan 

dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan tetap diklasifikasikan sebagai 

kewajiban jangka panjang jika:  

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; 

2) bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar 

jangka panjang, dan;  

3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan 

kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap 

pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah 

setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai 

dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung 

penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.   

Apabila kewajiban jangka panjang yang dimaksudkan untuk didanai 

kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) tersebut tidak mendapatkan 

persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, maka kewajiban ini diklasifikasikan 

sebagai pos Kewajiban Jangka Pendek.    

 

Klasifikasi  

Kewajiban jangka panjang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

rekening pokok, yaitu:  

1) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan; 

2) Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank; 

3) Utang Dalam Negeri – Obligasi; 

4) Utang Pemerintah Pusat;  

5) Utang Pemerintah Daerah Lainnya; 

6) Utang Dalam Negeri Lainnya; dan 

7) Utang Jangka Panjang Lainnya.   
 

Pengakuan  

Secara umum kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk 

mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu:  
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- Utang dalam negeri sektor perbankan/dari lembaga keuangan bukan 

bank/Pemerintah Pusat/pemerintah daerah lainnya/dalam negeri lainnya 

diakui/dicatat pada saat diterimanya pinjaman dari pihak-pihak tersebut ke 

Kas Daerah; 

- Utang obligasi diakui pada saat terjadi penerbitan/penjualan obligasi kepada 

masyarakat; dan 

- Utang jangka panjang lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban 

tersebut.   
 
Pengukuran dan Penyajian  

- Kewajiban jangka panjang diukur sebesar nilai sekarang dari kas yang akan 

dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang.  

- Kewajiban jangka panjang diukur dalam mata uang rupiah.  

- Kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam 

mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada saat terjadinya. 

Pada akhir periode kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nilai bukunya 

yaitu merupakan nilai yang akan dibayar pada masa mendatang dan  

kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam 

mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca; 

dan 

- Kewajiban jangka panjang disajikan di Neraca dalam kelompok kewajiban 

pada urutan setelah kewajiban jangka pendek dan disajikan menurut 

jenisnya.   
 

Tunggakan  

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah disajikan dalam bentuk 

daftar umur (aging schedule) kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan 

sebagai bagian pengungkapan kewajiban.  

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo 

dan pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau 

bunganya sesuai jadwal. Informasi tunggakan diungkapkan di dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang Kreditur.   
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Penghapusan Utang  

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh pihak ketiga kepada 

pemerintah, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang, dalam bentuk 

perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin 

diselesaikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga melalui penyerahan aset kas 

maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. Jika 

penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya 

dilakukan dengan aset kas, maka pemerintah mengurangi nilai tercatat utang 

ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana 

yang ditentukan dalam persyaratan baru. Jika penyelesaian suatu utang yang 

nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas 

maka pemerintah melakukan penilaian kembali atas aset non kas ke nilai 

wajarnya dan kemudian mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama 

dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan 

dalam persyaratan baru, serta mengungkapkan peristiwa tersebut pada Catatan 

atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas 

yang berhubungan.  

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan 

jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban 

tersebut yang merupakan selisih lebih antara:  

1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau 

ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau 

biaya penerbitan yang belum diamortisasi); dan 

2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke pihak ketiga. Penilaian kembali aset 

akibat pengalihan akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan 

nilai aset yang dialihkan kepada pihak ketiga untuk penyelesaian utang. 

 

4.3.9. Akuntansi Ekuitas  

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tangerang 

yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah utang. Saldo ekuitas di 

Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. 
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4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 

2025 menggunakan basis akrual yang mengacu pada kebijakan akuntansi berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini 

tentunya belum sempurna, tetapi telah diupayakan untuk disajikan dengan hati-hati dan 

cermat sesuai dengan acuan Peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk 

memenuhi kewajiban pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan 

amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, 

apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui 

media penyesuaian (adjustment) atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan 

pada akhirnya, semua pencatatan “auditable”, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan 

mengenai kewajaran laporan keuangan. 
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BAB V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

 

5.1.  Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

5.1.1. Pendapatan Daerah - LRA 

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 dalam 

rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

mencapai sebesar Rp9.052.357.832.360,76 (103,60%) atau lebih sebesar 

Rp314.903.259.759,76 dari anggaran sebesar Rp8.737.454.572.601,00. Nilai realisasi 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp546.447.744.925,22 atau 6,42% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp8.505.910.087.435,54. Pendapatan Daerah – LRA terdiri dari: 

Pendapatan-LRA: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Pendapatan Asli Daerah-LRA 5.148.718.579.714,00 5.383.276.439.037,76 104,56  4.616.874.819.974,54 
Pendapatan Transfer-LRA 3.588.735.992.887,00 3.669.081.393.323,00 102,24  3.883.641.267.461,00 
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang 
Sah-LRA 

- - -  5.394.000.000,00 

Jumlah 8.737.454.572.601,00 9.052.357.832.360,76 103,60  8.505.910.087.435,54 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara total Pendapatan Daerah melebihi 

pagu anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 103,60%. Pelampauan target untuk 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,56% merupakan wujud keberhasilan strategi 

peningkatan pendapatan dengan melakukan penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi 

daerah serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelampauan target tersebut juga akan menjadi 

perhatian dalam perumusan target pendapatan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

59,47%

40,53%

Grafik Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer
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Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa persentase realisasi Pendapatan Asli 

Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah tertinggi pada Pemerintah Kabupaten 

Tangerang. Selisih capaian Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Transfer adalah 

18,94% atau Rp1.714.195.045.714,76. 

Mengacu pada rumusan dalam menghitung tingkat kemandirian kabupaten/kota 

yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat kemandirian keuangan daerah dapat 

diperoleh dari rasio PAD terhadap APBD. Berdasarkan data realisasi Pendapatan Daerah 

di atas, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah 

sebesar 56,51%. Rasio tersebut mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah pusat 

sudah mulai berkurang, karena Pemerintah Kabupaten Tangerang dianggap cukup 

mampu melaksanakan otonomi daerah. 
 

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LRA 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA  mencapai sebesar 

Rp5.383.276.439.037,76 (104,56%) atau lebih sebesar Rp234.557.859.323,76 dari 

anggaran sebesar Rp5.148.718.579.714,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan 

sebesar Rp766.401.619.063,22 atau 16,60% jika dibandingkan dengan periode yang 

sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp4.616.874.819.974,54. Pelampauan target 

PAD – LRA terjadi karena implementasi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Wajib 

Pajak dan Retribusi Daerah, meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, 

serta meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor bukan pajak dan 

retribusi. Realisasi PAD – LRA tersebut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan 

Daerah sebesar 59,47%. 

Rekapitulasi anggaran dan realisasi PAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 
 

Pendapatan Asli Daerah – LRA 2025  2024 
 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Pajak Daerah-LRA 4.123.570.000.000,00 4.273.695.878.211,00 103,64  3.615.835.888.430,00 
Retribusi Daerah-LRA 204.203.623.497,00 229.391.219.611,00 112,33  210.912.730.996,00 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yg Dipisahkan-LRA 60.739.592.373,00 60.739.592.375,00 100,00 

 
60.606.042.461,00 

Lain-lain PAD Yang Sah-LRA 760.205.363.844,00 819.449.748.840,76 107,79  729.520.158.087,54 
Jumlah 5.148.718.579.714,00 5.383.276.439.037,76 104,56  4.616.874.819.974,54 

 

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LRA  

Pendapatan Pajak Daerah-LRA dianggarkan sebesar 

Rp4.123.570.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.273.695.878.211,00 atau 
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sebesar 103,64%. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp657.859.989.781,00 atau 18,19% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp3.615.835.888.430,00. Kenaikan tersebut 

disebabkan oleh adanya penambahan mata rekening pendapatan baru tahun 2025 yaitu 

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 

Pendapatan Pajak Daerah – LRA terdiri dari: 

Pendapatan Pajak Daerah 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Pajak Reklame-LRA 35.000.000.000,00 36.147.202.299,00 103,28  36.918.681.052,00 
Pajak Air Tanah-LRA 4.570.000.000,00 4.722.618.636,00 103,34  4.567.131.104,00 
PBB Pedesaan dan Perkotaan-
LRA 635.000.000.000,00 656.194.757.963,00 103,34 

 
642.895.486.123,00 

Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan-LRA 1.620.000.000.000,00 1.699.557.143.734,00 104,91 

 
1.733.530.250.560,00 

Pajak Barang dan Jasa Tertentu 
(PBJT) 1.204.000.000.000,00 1.259.190.327.579,00 104,58 

 
1.197.924.339.591,00 

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) 383.513.432.940,00 367.896.137.000,00 95,93 

 
- 

Opsen Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) 241.486.567.060,00 249.987.691.000,00 103,52 

 
- 

Jumlah 4.123.570.000.000,00 4.273.695.878.211,00 103,64  3.615.835.888.430,00 

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa seluruh jenis pendapatan Pajak Daerah 

melebihi target yang dianggarkan dan secara total pelampauan realisasinya mencapai 

3,64%. Rincian capaian realisasi pendapatan pajak daerah tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Pelampauan Pajak Reklame mencapai 3,28% atau sebesar Rp1.147.202.299,00. Hal 

ini dipicu oleh adanya peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 2.842 di 27 

kecamatan, meningkatnya minat pelaku usaha untuk memasarkan produknya 

dengan menggunakan media advertising seperti billboard, megatron, neon box 

hingga spanduk, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi kegiatan 

intensifikasi dan ekstensifikasi serta pendataan, optimalisasi penagihan piutang 

kepada wajib pajak, dan bertumbuhnya kawasan pengembangan baru, pusat bisnis 

dan komersil yang memasang reklame kain sebagai media pemasaran. 

2) Pelampauan Pendapatan Pajak Air Tanah mencapai sebesar Rp152.618.636,00 atau 

3,34%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah wajib pajak air tanah 
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sebanyak 54 wajib pajak di 16 kecamatan dan intensifikasi pengawasan dan 

pemeriksaan potensi penggunaan air tanah pada pelaku industri. 

3) Pelampauan realisasi pendapatan PBB-P2 Tahun 2025 mencapai 

Rp21.194.757.963,00 atau 3,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp635.000.000.000,00. Hal ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi pelayanan, 

yang diantaranya sebagai berikut:  

- Penyediaan sarana dan prasarana berupa enam unit mobil pelayanan PBB-P2 

dalam pelayanan pembayaran PBB di seluruh desa; 

- Sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat melalui media radio daerah, 

spanduk, dan media sosial; 

- Perluasan jaringan pelayanan pembayaran PBB-P2 melalui Bank BJB, BJB 

mobile banking, gerai retail (Alfamart, Indomaret, dan Kantor Pos), e-commerce 

(Tokopedia, Bukalapak, Traveloka dan Blibli); e-wallet (OVO, Gopay, LinkAja) 

dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); 

- Penerapan Kebijakan Leveling Tax Payment, yaitu kebijakan pembayaran PBB-

P2 secara sistem otomatis yang mewajibkan wajib pajak terlebih dahulu untuk 

membayarkan PBB-P2 terutang 5 tahun terakhir yang belum dibayarkan, 

sebelum membayar PBB-P2 tahun 2025; 

- Pelaksanaan insentif pajak melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi / 

denda untuk seluruh masa pajak; dan 

- Implementasi kebijakan penyesuaian NJOP secara berkala pada kawasan yang 

mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi secara proporsional dan 

berkeadilan yang selanjutnya dituangkan dalam ketetapan SPPT PBB-P2 tahun 

2024. 

4) Pelampauan realisasi pendapatan BPHTB Tahun 2025 mencapai 

Rp79.557.143.734,00 atau 4,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp1.620.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan:  

- Investasi yang terus berkembang di wilayah Kabupaten Tangerang dalam sektor 

properti (pembangunan perumahan, apartemen, area pergudangan, dan 

sebagainya); 

- Integrasi sistem pengelolaan PBB, BPHTB dan administrasi pertanahan di 

Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang secara host to host; 
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- Optimalisasi pelayanan BPHTB; dan 

- Pemberian insentif keringanan ketetapan BPHTB. 

5) Pelampauan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun 2025 mencapai 

Rp55.190.327.579,00 atau 4,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp1.204.000.000.000,00 yang didominasi oleh pelampauan PBJT-

Makanan/Minuman dan PBJT-Tenaga Listrik. Pelampauan PBJT-

Makanan/Minuman utamanya dikarenakan bertambahnya 524 objek pajak restoran 

baru. Pelampauan pada PBJT-Tenaga Listrik utamanya dikarenakan adanya 

perubahan tarif berdasarkan kelas / kwh dan tarif pajak penerangan jalan dan 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PLN 

dalam rangka optimalisasi pemungutan PBJT Tenaga Listrik.  

6) Pelampauan realisasi pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) tahun 2025 sebesar Rp8.501.123.940,00 atau 3,52% dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp241.486.567.060,00. Pelampauan ini merupakan hasil dari 

optimalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang serta 

dukungan peran serta wajib pajak daerah memenuhi kewajibannya dalam 

memanfaatkan momentum pertumbuhan dinamika kebangkitan ekonomi masyarakat 

Kabupaten Tangerang yang terjadi pada tahun 2025. 

 
Pelampauan Pajak Daerah sebagaimana tersebut diatas tidak terlepas dari 

peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang didukung dengan laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang relatif stabil. Di samping itu, 

dilakukan upaya-upaya peningkatan Pajak Daerah, diantaranya: 

1) Melakukan pendataan atas Subjek Pajak Daerah; 

2) Melakukan pemeriksaan baik lengkap maupun sederhana atas kepatuhan kewajiban 

perpajakan daerah oleh Wajib Pajak; 

3) Melakukan penelitian dan verifikasi atas data transaksi BPHTB melalui kerjasama 

dengan Badan Pertanahan Nasional; 

4) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan mengenai Pajak Daerah kepada Wajib 

Pajak dan Aparat Badan Pendapatan Daerah; 
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5) Menjalin kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah dengan Bank BJB, mobile 

banking BJB Digi, Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, dan e-commerce (Tokopedia 

dan Bukalapak) mengenai perluasan jaringan pelayanan pembayaran PBB; 

6) Pelaksanaan insentif pajak atas penghapusan/ pengurangan pokok pajak, denda dan 

bunga; 

7) Penambahan pemasangan alat perekam data transaksi pajak daerah (Tapping Box, 

Tapping Server, dan Bluetooth Thermal Printer); 

8) Pelayanan perpajakan menuju Digitalisasi Pajak Daerah. 

 

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LRA 

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dianggarkan sebesar Rp204.203.623.497,00 

dengan realisasi sebesar Rp229.391.219.611,00 atau sebesar 112,33%. Nilai realisasi 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.478.488.615,00 atau 8,76% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp210.912.730.996,00. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh: 

- peningkatan sarana pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas serta mulai 

beroperasinya RSUD Tigaraksa pada tahun 2025; dan 

- kenaikan volume permohonan pemberian Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (TKA) bila dibandingkan dengan tahun 2024. 

Pendapatan Retribusi Daerah – LRA terdiri dari: 

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Retribusi Jasa Umum 71.876.250.258,00 84.230.355.277,00 117,19  64.307.330.587,00 
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 66.202.410.258,00 78.103.307.847,00 117,98  59.199.134.767,00 
Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan – LRA 4.323.840.000,00 5.015.718.530,00 116,00 

 
4.250.825.820,00 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum - LRA 400.000.000,00 5.420.000,00 1,36 

 
10.330.000,00 

Retribusi Penyediaan dan/ atau 
Penyedotan Kakus - LRA 950.000.000,00 1.105.908.900,00 116,41 

 
847.040.000,00 

      
Retribusi Jasa Usaha 6.327.373.239,00 7.049.519.996,00 111,41  6.197.485.795,00 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 
LRA 5.600.000.000,00 6.647.762.495,00 118,71 

 
5.551.248.675,00 

Retribusi Tempat Pelelangan - LRA 576.413.239,00 246.632.501,00 42,79  646.237.120,00 
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha 
Pemerintah Daerah - LRA 150.960.000,00 155.125.000,00 102,76  - 
      
Retribusi Perizinan Tertentu 126.000.000.000,00 138.111.344.338,00 109,61  140.407.914.614,00 
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - 
LRA 100.000.000.000,00 105.347.626.838,00 105,35 

 
115.454.698.814,00 
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Pendapatan Retribusi Daerah - LRA: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(TKA) 26.000.000.000,00 32.763.717.500,00 126,01 

 
24.953.215.800,00 

Jumlah 204.203.623.497,00 229.391.219.611,00 112,33  210.912.730.996,00 

 

Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun 2025 secara umum terealisasi sebesar 

Rp229.391.219.611,00 atau 112,33% dari anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2025 

terdapat Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang baru yaitu Retribusi Penjualan Hasil 

Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Pusat Kesehatan Hewan/Klinik 

Hewan/Rumah Sakit Hewan. 

Berikut adalah rincian dan penjelasan atas capaian realisasi pendapatan retribusi 

daerah Kabupaten Tangerang yang mengalami pelampauan dari anggaran: 

1) Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai 17,98% atau 

sebesar Rp11.900.897.589,00. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pelayanan 

pasien umum pada RSU Kabupaten Tangerang dan RSUD Tigaraksa; 

2) Pelampauan realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan mencapai 16,00% atau 

sebesar Rp691.878.530,00. Hal ini dikarenakan: 

- Adanya peningkatan ritasi pengangkutan sampah yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah, terutama pada wilayah perumahan; dan 

- Adanya penambahan wilayah pengangkutan sampah dengan 

retribusi/berbayar. 

3) Pelampauan realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus mencapai 

16,41% atau sebesar Rp155.908.900,00. Hal ini dipicu oleh bertambahnya 

kerjasama dengan industri yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir dan 

optimalisasi pelayanan dalam penyediaan dan/atau penyedotan kakus melalui 

pemesanan langsung dari pelanggan ke petugas, dan tersosialisasikannya fasilitas 

jasa penyedotan kakus/IPLT di Sepatan Timur kepada masyarakat;  

4) Pelampauan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 18,71% atau 

sebesar Rp1.047.762.495,00 terdiri dari pelampauan Retribusi Penyewaan Tanah 

dan Bangunan sebesar Rp948.257.495,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan pelampauan Retribusi Pemakaian 

Laboratorium sebesar Rp99.505.000,00 yang dikelola oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan (DLHK). Pada BPKAD, terjadinya pelampauan 
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disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat dalam memanfaatkan aset milik 

Pemerintah Kabupaten Tangerang terutama untuk penyelenggaraan pendidikan, 

sarana olahraga, perparkiran, reklame, sentra kuliner, dan pengembangan UMKM 

lainnya. Pada DLHK, terjadinya pelampauan disebabkan adanya peningkatan 

wajib retribusi yang menggunakan jasa laboratorium untuk sampling air, udara 

dan kebisingan;  

5) Pelampauan realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah 

Daerah sebesar 2,76% atau sebesar Rp4.165.000,00. Hal ini dipicu oleh 

meningkatnya antusias masyarakat terhadap kesehatan hewan peliharaan dan 

adanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di UPTD Puskeswan dan 

Klinik Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Tangerang; 

6) Pelampauan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar 

5,35% atau sebesar Rp5.347.626.838,00. Pelampauan tersebut secara umum 

dikarenakan tingginya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tentang 

perizinan bangunan dan gedung yang berlaku; 

7) Pelampauan realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 

26,01% atau sebesar Rp6.763.717.500,00. Pelampauan tersebut secara umum 

disebabkan oleh: 

- peningkatan volume permohonan pemberian Perpanjangan Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (TKA) di tahun 2025; 

- adanya kemudahan pembayaran retribusi dimana perusahaan bisa membayar 

melalui bank mana saja dan di transfer ke rekening retribusi pada Bank BJB 

Cabang Kabupaten Tangerang; dan 

- optimalisasi dalam pemberian sosialisasi kepada perusahaan pengguna Tenaga 

Kerja Asing (TKA) dengan tujuan menambah wajib retribusi. 

Pada tahun 2025 terdapat capaian realisasi pendapatan retribusi daerah Kabupaten 

Tangerang yang tidak mencapai target anggaran, yaitu: 

1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang hanya terealisasi 1,36% atau 

sebesar Rp5.420.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00. 

Rendahnya realisasi retribusi tersebut disebabkan pemungutan Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara berlangganan belum dapat 
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dilaksanakan karena belum adanya dukungan teknis yang memadai baik dari 

teknologi maupun sarana pelayanan lainnya dan kurangnya dukungan pengikatan 

hak dan kewajiban stakeholder pengelolaan parkir tepi jalan berlangganan 

sehingga jika diterapkan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang 

cukup besar. Atas kondisi tersebut untuk periode yang akan datang sedang 

dilakukan penyempurnaan regulasi pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan yang 

lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. 

2) Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 42,79% atau sebesar Rp246.632.501,00. Hal 

ini terutama disebabkan oleh penurunan yang signifikan dari aktivitas jual beli 

hasil laut pada tempat pelelangan ikan akibat keterbatasan modal para bakul. 

 
5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 

 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 

merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 

yang dianggarkan sebesar Rp60.739.592.373,00 dengan realisasi sebesar 

Rp60.739.592.375,00 atau sebesar  100,00%. Nilai realisasi tersebut mengalami 

kenaikan sebesar Rp133.549.914,00 atau 0,22% jika dibandingkan dengan periode yang 

sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp60.606.042.461,00. Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA terdiri dari: 

 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan - LRA: 

2025  2024 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 

Bagian Laba yang Dibagikan kepada 
Pemerintah Daerah (Dividen) atas 
Penyertaan Modal pada BUMD 
(Lembaga Keuangan) – LRA 

28.906.107.328,00 28.906.107.329,00 100,00  31.327.977.665,00 

- PT Bank Jabar Banten Tbk 26.374.599.903,00 26.374.599.904,00 100,00  29.406.518.719,00 
- PT BPR Kerta Raharja Gemilang 

(Perseroda) 
2.531.507.425,00 2.531.507.425,00 100,00  1.921.458.946,00 

      
Bagian Laba yang Dibagikan kepada 
Pemerintah Daerah (Dividen) atas 
Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka 
Usaha) – LRA 

422.999.255,00 422.999.255,00 100,00  120.000.000,00 

- Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja 422.999.255,00 422.999.255,00 100,00  120.000.000,00 
      
Bagian Laba yang Dibagikan kepada 
Pemerintah Daerah (Dividen) atas 
Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang 
Air Minum) - LRA 

31.410.485.790,00 31.410.485.791,00 100,00  29.158.064.796,00 

- Perumdam Tirta Kerta Raharja 31.410.485.790,00 31.410.485.791,00 100,00  29.158.064.796,00 
Jumlah 60.739.592.373,00 60.739.592.375,00 100,00  60.606.042.461,00 
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Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan setoran dividen 

dari BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang besarannya telah dirumuskan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Surat Ketetapan Kuasa Pemilik 

Modal (KPM) yang dipengaruhi oleh laba/rugi usaha tahun lalu dan komposisi 

kepemilikan modal pemerintah daerah pada masing-masing BUMD.  

 
5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LRA 

Lain-lain PAD yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp760.205.363.844,00 

dengan realisasi sebesar Rp819.449.748.840,76 atau sebesar  107,79%. Nilai realisasi 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp89.929.590.753,22 atau 12,33% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp729.520.158.087,54. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh: 

- adanya pendapatan dari hasil lelang penjualan kendaraan dinas jabatan dan adanya 

penjualan atas aset berupa Konstruksi Jalan dan Saluran Pembuang Air Kotor Lain 

Lain di tahun 2025; dan 

- peningkatan jumlah pasien umum dan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS 

Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja), serta meningkatnya Sewa Lahan Siswa 

Praktek/Penelitian (Diklat/Promosi)/Studi Banding/Kunjungan Kerja atas 

ditetapkannya RSUD Balaraja sebagai Rumah Sakit Pendidikan. 

Lain-lain PAD yang Sah – LRA terdiri dari: 

Lain-lain PAD yang Sah-LRA: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak 
Dipisahkan - LRA 8.810.843.181,00 12.223.574.578,00 138,73 

 
335.245.940,00 

Hasil Kerja Sama Daerah 13.270.098.051,00 13.270.098.051,00 100,00  12.830.700.241,00 
Penerimaan Jasa Giro - LRA 16.000.000.000,00 11.819.335.233,00 73,87  20.816.397.882,00 
Pendapatan Bunga - LRA 22.000.000.000,00 26.848.510.786,00 122,04  13.713.480.274,00 
Penerimaan atas Tuntutan Ganti 
Kerugian Keuangan Daerah - LRA 30.000.000,00 34.600.000,00 115,33 

 
33.475.000,00 

Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA 22.487.000.000,00 23.357.584.572,00 103,87  25.808.743.208,00 
Pendapatan Denda Retribusi Daerah - 
LRA 13.067.231,00 69.176.425,00 529,39 

 
92.915.776,00 

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 
- LRA 1.918.860.057,00 1.798.128.817,00 93,71 

 
3.484.455.847,00 

Pendapatan dari Pengembalian - LRA 17.788.476.234,00 16.826.477.292,00 94,59  1.959.113.943,00 
Pendapatan BLUD - LRA 626.416.950.030,00 675.190.918.298,76 107,79  612.787.668.835,54 
Pendapatan Berdasarkan Putusan 
Pengadilan (Inkracht) - LRA 31.470.069.060,00 38.011.344.788,00 120,79 

 
37.657.961.141,00 

Jumlah 760.205.363.844,00 819.449.748.840,76 107,79  729.520.158.087,54 
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Berdasarkan tabel di atas, realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

secara umum tercapai cukup baik dengan persentase 107,79% dari anggaran yang 

ditetapkan. Berikut adalah rincian dan penjelasan atas masing-masing realisasi 

pendapatan tersebut: 

- Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar 

Rp12.223.574.578,00 atau 138,73% dari anggaran yang ditetapkan yang terdiri dari: 

• Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat / Usang 

dengan pagu anggaran sebesar Rp763.343.181,00 dan terealisasi sebesar 

Rp1.007.323.378,00 atau 131,96%. Pelampauan realisasi dikarenakan 

permohonan penjualan melalui KPKNL pada tahun 2024 baru terlaksana pada 

Maret 2025 dan banyaknya usulan penghapusan dari perangkat daerah; dan 

• Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak 

Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar 

Rp8.047.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.216.251.200,00 atau 139,38%. 

Pelampauan realisasi disebabkan oleh tingginya hasil lelang penjualan kendaraan 

dinas jabatan dari target dan adanya penjualan atas aset berupa Konstruksi Jalan 

dan Saluran Pembuang Air Kotor Lain Lain yang tidak ditargetkan di tahun 2025. 

- Hasil Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar Rp13.270.098.051,00 atau 100,00% dari 

anggaran merupakan penerimaan atas royalti dari PT Aetra Air Tangerang atas 

perjanjian konsesi penyediaan dan pelayanan air minum di wilayah Pasar Kemis, 

Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Cikupa, Sukamulya, Balaraja, dan Jayanti; 

- Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp11.819.335.233,00 atau 73,87% dari 

anggaran yang ditetapkan. Kurang optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh 

rendahnya tingkat suku bunga jasa giro yang diberikan oleh bank RKUD sepanjang 

tahun anggaran, sedangkan penempatan dana pada RKUD harus tetap dalam jumlah 

yang memadai untuk dapat menjamin kelancaran pembayaran belanja daerah sesuai 

dengan kebutuhan;  

- Pendapatan Bunga – LRA terealisasi sebesar Rp26.848.510.786,00 atau 122,04% 

dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Bunga dimaksud adalah pendapatan yang 

bersumber dari bunga deposito yang merupakan manajemen kas yang dikelola oleh 

BUD. Peningkatan realisasi pendapatan bunga ini dipengaruhi oleh upaya 

optimalisasi manajemen kas daerah melalui penempatan deposito pada bank umum 
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yang sehat dengan memperhatikan penawaran tingkat suku bunga yang relatif lebih 

baik dan mempertimbangkan ketersediaan dana pada RKUD yang tetap menjamin 

kelancaran pembayaran belanja daerah. Dengan upaya ini berhasil memberikan 

kontribusi penambahan Pendapatan Asli Daerah; 

- Realisasi Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah adalah sebesar 

Rp34.600.000,00 atau 115,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp30.000.000,00. Pelampauan dipicu oleh adanya pelunasan atas penetapan baru 

TGR di tahun 2025; 
- Realisasi Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp23.357.584.572,00 atau 103,87% dari 

anggaran yang ditetapkan terdiri dari: 
1) Pendapatan Denda Pajak Reklame 4.014.128,00 
2) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 251.489,00 
3) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 19.086.053.524,00 
4) Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu 780.788.422,00 
5) Pendapatan Denda Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor  3.443.649.009,00 
6) Pendapatan Denda Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 42.828.000,00 

Jumlah 23.357.584.572,00 
 

- Realisasi Denda Retribusi sebesar Rp69.176.425,00 merupakan denda atas 

keterlambatan pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo. Realisasi Pendapatan 

Denda Retribusi terdiri dari: 
1) Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 48.000,00 
2) Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 157.500,00 
3) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.265.320,00 
4) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan 

Tanah dan Bangunan 3.987.324,00 
5) Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, 

Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan 
Tempat Pelelangan - Penyediaan Tempat Pelelangan 14.309,00 

6) Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah 
Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 6.250,00 

7) Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan 
Bangunan Gedung 63.697.722,00 

Jumlah 69.176.425,00 
 

- Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan mencapai sebesar 

Rp1.798.128.817,00. Rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan 

Kas Daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam rekening Pendapatan Asli 

Daerah yang tersedia. Realisasi tersebut terdiri dari pengembalian atas belanja tahun 

sebelumnya sebesar Rp808.902.163,00 dan penerimaan lainnya sebesar 

Rp989.226.654,00; 

- Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp16.826.477.292,00 terdiri dari: 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 113  
 

1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan 
ASN 586.402.761,00 

2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada 
Pemerintah Pusat 16.099.096.811,00 

3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS 120.977.720,00 
4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 

kepada Individu 12.000.000,00 
5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 

kepada Keluarga 8.000.000,00 
Jumlah 16.826.477.292,00 

  
- Pelampauan realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp48.773.968.268,76 atau 

mencapai 7,79% dari anggaran yang ditetapkan. Pelampauan tersebut didominasi 

dari capaian RSU Tangerang dan RSU Balaraja yang secara umum dikarenakan 

adanya peningkatan jumlah pasien umum dan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan, 

BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja) yang melampaui target, serta meningkatnya 

Sewa Lahan Siswa Praktek/Penelitian (Diklat/Promosi)/Studi Banding/Kunjungan 

Kerja atas ditetapkannya RSUD Balaraja sebagai Rumah Sakit Pendidikan.  

- Realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) sebesar 

Rp38.011.344.788,00 merupakan pengembalian belanja atas temuan pemeriksaan 

BPK RI dan Inspektorat Kabupaten tahun sebelumnya.  

 
5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA 

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA mencapai 102,24% atau sebesar 

Rp3.669.081.393.323,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp3.588.735.992.887,00 dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 

40,53%. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp214.559.874.138,00 

atau 5,52% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp3.883.641.267.461,00. 

Rekapitulasi anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2025 adalah 

sebagai berikut:  

Pendapatan Transfer – LRA: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Transfer Pemerintah Pusat-LRA  2.846.955.996.000,00  2.799.294.480.633,00 98,33  2.674.343.487.264,00 
Transfer Pemerintah Pusat 
Lainnya - LRA 383.260.047.000,00 332.128.966.006,00 86,66 

 
367.715.943.900,00 

Pendapatan Transfer Pemerintah 
Daerah Lainnya – LRA 358.519.949.887,00 537.657.946.684,00 149,97 

 
841.581.836.297,00 

Jumlah 3.588.735.992.887,00 3.669.081.393.323,00 102,24  3.883.641.267.461,00 
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5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 

 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA mencapai sebesar 

Rp2.799.294.480.633,00 (98,33%) dari anggaran sebesar Rp2.846.955.996.000,00 

dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 30,92%. Nilai realisasi tersebut 

mengalami kenaikan sebesar Rp124.950.993.369,00 atau 4,67% jika dibandingkan 

dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp2.674.343.487.264,00.  

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA terdiri dari: 
Transfer Pemerintah Pusat-
LRA: 

2025  2024 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 

Bagi Hasil Pajak – LRA 415.108.538.000,00 375.774.914.600,00 90,52  401.180.626.000,00 
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber 
Daya Alam – LRA 7.204.247.000,00 6.704.247.000,00 93,06  5.391.595.000,00 
Dana Alokasi Umum (DAU) – 
LRA 1.501.214.750.000,00 1.499.096.100.820,00 99,86  1.399.685.929.647,00 
Dana Alokasi Khusus (DAK) – 
LRA 923.428.461.000,00 917.719.218.213,00 99,38  868.085.336.617,00 

Jumlah 2.846.955.996.000,00 2.799.294.480.633,00 98,33  2.674.343.487.264,00 

 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan 

Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum. 

 

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LRA 

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp375.774.914.600,00 atau   

90,52% dari anggaran yang ditetapkan. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan 

sebesar Rp25.405.711.400,00 atau 6,33% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp401.180.626.000,00. Rincian Bagi Hasil Pajak 

– LRA Adalah sebagai berikut: 
No. Uraian Penerimaan  Nilai (Rp) 
1 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 2.593.191.300,00 
2 DBH PPh Pasal 21 363.179.381.300,00 
3 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 10.002.342.000,00 
4 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - 

Jumlah 375.774.914.600,00 

 
Realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp0,00 dari anggaran 

Rp968.904.000,00. Tidak terealisasinya pendapatan tersebut disebabkan tidak 

dipenuhinya persyaratan untuk menyalurkan DBH CHT kepada Pemerintah Kabupaten 

Tangerang. 
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5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mencapai 

sebesar Rp6.704.247.000,00 atau 93,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp7.204.247.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp1.312.652.000,00 atau 24,35% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp5.391.595.000,00. Rincian Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam - LRA adalah sebagai berikut: 
No. Uraian Penerimaan  Nilai (Rp) 
1 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 4.279.075.000,00 
2 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-

Royalty 1.486.629.000,00 
3 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan 

(PSDH) 32.424.000,00 
4 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 906.119.000,00 
5 DBH Sawit - 

Jumlah 6.704.247.000,00 

 
Realisasi DBH Sawit sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. 

Tidak terealisasinya pendapatan tersebut disebabkan adanya kendala teknis dalam pada 

proses pemenuhan persyaratan pengajuan DBH Sawit oleh OPD Teknis. 

 
5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 

Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp1.499.096.100.820,00 atau 99,86%. 

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp99.410.171.173,00 atau 7,10% 

jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp1.399.685.929.647,00. Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA terdiri dari: 
Dana Transfer Umum-Dana 
Alokasi Umum (DAU) 

2025  2024 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 

DAU 1.166.495.964.000,00 1.164.377.314.820,00 99,82  1.043.097.420.000,00 
DAU Tambahan Dukungan 
Pendanaan Kelurahan 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 100,00 

 
5.600.000.000,00 

DAU Tambahan Dukungan 
Pendanaan atas Kebijakan 
Penggajian Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja 34.847.064.000,00 34.847.064.000,00 100,00  15.468.397.647,00 
DAU yang Ditentukan 
Penggunaannya Bidang 
Pendidikan 189.346.206.000,00 189.346.206.000,00 100,00  239.938.915.000,00 
DAU yang Ditentukan 
Penggunaannya Bidang 
Kesehatan 104.925.516.000,00 104.925.516.000,00 100,00  90.323.651.000,00 
DAU yang Ditentukan 
Penggunaannya Bidang Pekerjaan 
Umum - - -  5.257.546.000,00 

Jumlah 1.501.214.750.000,00 1.499.096.100.820,00 99,86  1.399.685.929.647,00 

 
Dana Alokasi Umum pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.499.096.100.820,00 

atau 99,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.501.214.750.000,00 
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menyisakan anggaran sebesar Rp2.118.649.180,00. Tidak terserapnya anggaran 

tersebut dikarenakan pemotongan DAU oleh Pemerintah Pusat imbas penyerapan yang 

kurang maksimal pada Dana Alokasi Khusus Non-Fisik pada tahun 2023 dan 2024. 

Pemotongan DAU tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

5/KM.7/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 atas daerah yang 

masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah 

sampai dengan tahun anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

43/MK/PK/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana bagi Hasil Tahun 

Anggaran 2025 atas daerah yang masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di 

Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun anggaran 2024. 

 

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 

Capaian penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp917.719.218.213,00 atau 

99,38%. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.633.881.596,00 atau 

5,72% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp868.085.336.617,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA terdiri dari: 

1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dengan realisasi sebesar Rp11.990.520.000,00 

atau 88,72% dari anggaran yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 

DAK Fisik 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-PAUD 664.942.000,00 408.800.000,00 61,48 

 
668.014.200,00 

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-SD 499.754.000,00 - - 

 
8.441.198.100,00 

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Afirmasi-SMP 461.680.000,00 - - 

 
23.906.837.700,00 

DAK Fisik-Bidang Air Minum-
Reguler 1.915.486.000,00 1.911.250.000,00 99,78 

 
3.287.491.000,00 

DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 2.848.530.000,00 2.820.000.000,00 99,00  2.370.750.000,00 
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 
KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan 
Sistem Kesehatan 7.125.000.000,00 6.850.470.000,00 96,15 

 

4.610.213.465,00 
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-SKB - - - 

 
402.687.000,00 

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 
KB-Penugasan-Penurunan AKI dan 
AKB - - - 

 

25.493.045.299,00 
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 
KB-Reguler-KB - - - 

 
3.402.547.143,00 

Jumlah 13.515.392.000,00 11.990.520.000,00 88,72  72.582.783.907,00 

 
Tidak terealisasinya DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD dan DAK 

Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP pada tahun 2025 disebabkan tidak 

dipenuhinya dokumen persyaratan penyaluran berupa rencana kegiatan pengadaan 
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peralatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), Alat Praktik dan Peraga 

siswa SD dan SMP karena spesifikasi barang yang dipersyaratkan pada juknis belum 

terdaftar pada sistem Standar Satuan Harga (SSH).  
 

2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dengan realisasi sebesar 

Rp905.728.698.213,00 atau 99,54% dari anggaran yang ditetapkan dengan rincian 

sebagai berikut: 

DAK Non Fisik 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
DAK Non Fisik-BOS Reguler 438.602.200.000,00 437.402.397.184,00 99,73  429.633.038.800,00 
DAK Non Fisik-BOS Kinerja 6.564.250.000,00 6.564.250.000,00 100,00  6.422.500.000,00 
DAK Non Fisik-TPG PNSD 341.450.477.000,00 342.071.621.500,00 100,18  236.019.171.800,00 
DAK Non Fisik-Tamsil Guru 
PNSD 1.801.750.000,00 - -  11.562.662.000,00 
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 23.314.582.000,00 22.662.059.949,00 97,20  17.585.682.985,00 
DAK Non Fisik-BOKKB-
Pengawasan Obat dan Makanan 706.606.000,00 706.606.000,00 100,00  - 
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 19.763.916.000,00 19.710.049.150,00 99,73  21.120.431.410,00 
DAK Non Fisik - Dana 
Ketahanan Pangan dan Pertanian 360.240.000,00 360.240.000,00 100,00  119.715.511,00 
DAK Non Fisik-Dana Penguatan 
Kapasitas Kelembagaan Sentra 
IKM 1.235.059.000,00 1.235.059.000,00 100,00  - 
DAK Non Fisik-Dana BOSP-
BOP PAUD Reguler 29.816.800.000,00 29.604.224.918,00 99,29  28.576.487.200,00 
DAK Non Fisik-Dana BOSP-
BOP PAUD Kinerja 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00  180.000.000,00 
DAK Non Fisik-Dana BOSP-
BOP Kesetaraan Reguler 13.064.370.000,00 12.996.989.650,00 99,48  9.492.360.000,00 
DAK Non Fisik-Dana BOSP-
BOP Kesetaraan Kinerja 540.000.000,00 540.000.000,00 100,00  360.000.000,00 
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK 
Puskesmas 32.602.819.000,00 31.785.200.862,00 97,49  - 
DAK Non Fisik-BOKKB-
Akreditasi Puskesmas - - -  34.036.408.816,00 
DAK Non Fisik-Fasilitasi 
Penanaman Modal - - -  394.094.188,00 

Jumlah 909.913.069.000,00 905.728.698.213,00 99,54  795.502.552.710,00 

 
 

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA terealisasi sebesar 

Rp332.128.966.006,00 atau 86,66% dari anggaran yang ditetapkan. Nilai realisasi 

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp35.586.977.894,00 atau 9,68% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp367.715.943.900,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak dapat disalurkannya 

alokasi Dana Desa Non- earmarked tahap II pada beberapa desa imbas diberlakukannya 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 mengenai Pengalokasian Dana 

Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2025 

yang berlaku backdate. 
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Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA adalah sebagai 

berikut: 
Transfer Pemerintah Pusat 
Lainnya-LRA: 

2025  2024 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 

Dana Insentif Daerah - LRA 21.556.669.000,00 21.556.669.000,00 100,00  12.391.928.500,00 
Transfer Dana Desa - LRA 361.703.378.000,00 310.572.297.006,00 85,86  355.324.015.400,00 

Jumlah 383.260.047.000,00 332.128.966.006,00 86,66  367.715.943.900,00 

 

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah - LRA 

Dana Insentif Daerah merupakan insentif fiskal atas keberhasilan pemerintah 

daerah dalam kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat (penurunan stunting), 

percepatan belanja daerah, dan kemiskinan ekstrim sesuai Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan 

Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 

2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting. 

Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp21.556.669.000,00 atau 100% dari 

anggaran yang ditetapkan. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp9.164.740.500,00 atau 73,96% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp12.391.928.500,00. 

 

5.1.1.2.2.2 Transfer Dana Desa - LRA 

Transfer Dana Desa merupakan penerimaan Dana Desa kepada desa yang berada 

di wilayah Kabupaten Tangerang yang dananya langsung disalurkan dari Rekening Kas 

Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Transfer Dana Desa terealisasi 

sebesar Rp310.572.297.006,00 atau 85,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp361.703.378.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 

Rp44.751.718.394,00 atau 12,59% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp355.324.015.400,00. Kurang optimalnya capaian 

tersebut disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 

mengenai Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana 

Desa untuk Tahun Anggaran 2025 yang berlaku backdate, sehingga desa – desa yang 

mengajukan alokasi Dana Desa Non- earmarked tahap II tidak dapat disalurkan oleh 

pemerintah pusat imbas diberlakukannya peraturan tersebut. 
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5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA terealisasi sebesar 

Rp537.657.946.684,00 atau 149,97% dari anggaran yang ditetapkan. Nilai realisasi 

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp303.923.889.613,00 atau 36,11% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp841.581.836.297,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – 

LRA adalah sebagai berikut: 
Transfer Pemerintah Daerah 
Lainnya-LRA: 

2025  2024 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 358.519.949.887,00 537.657.946.684,00 149,97  834.908.094.597,00 
Bantuan Keuangan - LRA - - -  6.673.741.700,00 

Jumlah 358.519.949.887,00 537.657.946.684,00 149,97  841.581.836.297,00 

  

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA dialokasikan berdasarkan Keputusan 

Gubernur Banten Nomor 64 Tahun 2025 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil 

Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2025. Realisasi Pendapatan BHPP sebesar 

Rp537.657.946.684,00 dengan rincian sebagai berikut: 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA BHPP 2024 BHPP 2025 Jumlah 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 94.453.741.460,00 2.491.292.100,00 96.945.033.560,00 
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB) 60.647.038.470,00 1.886.756.100,00 62.533.794.570,00 
Air Permukaan (AP) 1.288.641.600,00 3.340.315.500,00 4.628.957.100,00 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 75.813.337.324,00 164.678.421.180,00 240.491.758.504,00 
Pajak Pokok - 133.058.402.950,00 133.058.402.950,00 
Jumlah 232.202.758.854,00 305.455.187.830,00 537.657.946.684,00 

 
Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp297.250.147.913,00 atau 

35,60% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp834.908.094.597,00. 

 

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan – LRA 

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak 

mengalokasikan dan menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya. 

Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.673.741.700,00 atau100,00% 

jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp6.673.741.700,00. 
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5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA  

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak 

mengalokasikan dan menerima Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.394.000.000,00 atau 

100,00% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp5.394.000.000,00.  

 
5.1.2. Belanja Daerah dan Transfer Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 

Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja 

Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer. Pada Tahun 2025, realisasi Belanja 

Daerah dan Transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan mencapai sebesar Rp9.138.649.072.886,00 (96,24%) atau menyisakan 

anggaran sebesar Rp356.959.357.377,00 dari anggaran sebesar 

Rp9.495.608.430.263,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp423.894.651.257,00 atau 4,86% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp8.714.754.421.629,00. Rincian Belanja Daerah dan 

Transfer disajikan pada tabel berikut: 

 
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 menyisakan anggaran sebesar 

Rp246.195.024.634,94 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Belanja Pegawai tidak terealisasi sebesar Rp58.439.792.294,58; 

2) Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi sebesar Rp163.183.578.734,36; 

3) Belanja Hibah tidak terealisasi sebesar Rp24.035.153.606,00; dan  

4) Belanja Bantuan Sosial tidak terealisasi sebesar Rp536.500.000,00. 

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 menyisakan anggaran sebesar 

Rp56.650.126.629,06 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Belanja Tanah tidak terealisasi sebesar Rp4.027.260.574,00;  

2) Belanja Peralatan dan Mesin tidak terealisasi sebesar Rp7.979.317.892,00;  

Belanja Daerah : 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Operasi 6.670.630.746.805,94 6.424.435.722.171,00 96,31  5.834.315.106.367,00 
Belanja Modal 1.806.583.369.450,06 1.749.933.242.821,00 96,86  1.990.722.872.612,00 
Belanja Tak Terduga 37.574.124.991,00 35.219.507.481,00 93,73  20.136.742.454,00 
Transfer 980.820.189.016,00 929.060.600.413,00 94,72  869.579.700.196,00 
Jumlah 9.495.608.430.263,00 9.138.649.072.886,00 96,24  8.714.754.421.629,00 
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3) Belanja Gedung dan Bangunan tidak terealisasi sebesar Rp23.669.953.301,40; 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak terealisasi sebesar Rp10.805.134.714,66;  

5) Belanja Aset Tetap Lainnya tidak terealisasi sebesar Rp10.147.039.288,00; dan 

6) Belanja Aset Lainnya tidak terealisasi sebesar Rp21.420.859,00. 

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 menyisakan anggaran sebesar 

Rp2.354.617.510,00, sedangkan Transfer Tahun Anggaran 2025 menyisakan anggaran 

sebesar Rp51.759.588.603,00. 

Komposisi realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2025 dapat 

digambarkan dalam grafik berikut ini: 

 

Berdasarkan grafik di atas, realisasi Belanja Daerah terbesar adalah Belanja 

Operasi yang mencapai 70,30% atau sebesar Rp6.424.435.722.171,00 dari total belanja 

Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

 
5.1.2.1. Belanja Operasi 

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp6.424.435.722.171,00 atau kurang sebesar 

Rp246.195.024.634,94 dari anggaran sebesar Rp6.670.630.746.805,94. Nilai realisasi 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp590.120.615.804,00 atau 10,11% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

70,30%

19,15%

0,39%

10,17%

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Transfer
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Rp5.834.315.106.367,00. Rekapitulasi anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 

2025 adalah sebagai berikut: 

Belanja Operasi 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Pegawai 2.792.481.718.736,58 2.734.041.926.442,00 97,91  2.406.476.664.779,00 
Belanja Barang dan Jasa 3.474.258.088.944,36 3.311.074.510.210,00 95,30  3.014.360.678.622,00 
Belanja Hibah 384.480.739.125,00 360.445.585.519,00 93,75  396.279.562.966,00 
Belanja Bantuan Sosial 19.410.200.000,00 18.873.700.000,00 97,24  17.198.200.000,00 

Jumlah 6.670.630.746.805,94 6.424.435.722.171,00 96,31  5.834.315.106.367,00 

 

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai 

Realisasi Belanja Pegawai mencapai sebesar Rp2.734.041.926.442,00 (97,91%) 

atau kurang sebesar Rp58.439.792.294,58 dari anggaran sebesar 

Rp2.792.481.718.736,58. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp327.565.261.663,00 atau 13,61% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp2.406.476.664.779,00. Kenaikan tersebut 

disebabkan adanya peningkatan jumlah ASN dari pengangkatan CPNS dan PPPK 

khususnya guru pada tahun 2025. 

Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: 

Belanja Pegawai: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Gaji dan Tunjangan ASN 1.155.339.038.990,58 1.125.296.752.570,00 97,40  1.021.157.607.591,00 
Tambahan Penghasilan ASN 1.465.530.614.506,00 1.441.375.733.824,00 98,35  914.678.199.261,00 
Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Pertimbangan Objektif Lainnya 
ASN -  - -  320.114.167.387,00 
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 53.184.389.175,00 51.332.256.306,00 96,52  46.096.871.051,00 
Belanja Gaji dan Tunjangan 
KDH/WKDH 1.201.318.637,00 1.200.284.540,00 99,91  937.687.296,00 
Belanja Penerimaan Lainnya 
Pimpinan DPRD serta 
KDH/WKDH 8.111.346.674,00 8.111.346.674,00 100,00  5.669.146.020,00 
Belanja Pegawai BLUD 109.115.010.754,00 106.725.552.528,00 97,81  97.822.986.173,00 

Jumlah 2.792.481.718.736,58 2.734.041.926.442,00 97,91  2.406.476.664.779,00 

 
Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa Belanja Pegawai dengan sisa 

anggaran yang signifikan, yang terdiri dari: 

1) Gaji dan Tunjangan ASN menyisakan anggaran sebesar Rp30.042.286.420,58 yang 

diantaranya disebabkan oleh adanya kekosongan pejabat struktural, adanya PNS 

yang pensiun, meninggal dunia dan cuti lahiran. Selain itu, kurang optimalnya 

penyerapan Belanja Gaji dan tunjangan ASN disebabkan adanya perbedaan alokasi 
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penganggaran kuantitas bulan yang diterima oleh CPNS dan PPPK dibandingkan 

dengan data SK yang ditetapkan oleh BKN. 

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN menyisakan anggaran sebesar 

Rp24.154.880.682,00 terutama disebabkan adanya efisiensi anggaran sebagai 

dampak dari penegakan disiplin kehadiran dan tingkat kinerja aktifitas pegawai yang 

menggunakan Sistem Aplikasi Penilaian Dedikasi dan Kinerja Aparatur 

(SIPENDEKAR). Selain hal tersebut, anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS 

telah memperhitungkan kebutuhan pegawai sesuai dengan peta jabatan, akan tetapi 

sampai dengan akhir tahun anggaran formasi pegawai tersebut belum terisi. 

3) Belanja Pegawai BLUD menyisakan anggaran sebesar Rp2.389.458.226,00 

disebabkan oleh adanya formasi penerimaan dokter spesialis dan formasi lainnya 

yang belum terealisasi, pegawai BLUD yang mengundurkan diri dan cuti melahirkan 

serta adanya potongan kinerja pegawai BLUD. 
 

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.311.074.510.210,00 atau 95,30% 

atau kurang sebesar Rp163.183.578.734,36 dari anggaran sebesar 

Rp3.474.258.088.944,36. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp296.713.831.588,00 atau 9,84% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp3.014.360.678.622,00. Kenaikan tersebut terutama 

disebabkan oleh adanya peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBPU 

(Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) dimana iuran bulanannya 

ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah melalui APBD. 

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari: 

Belanja Barang dan Jasa: 
2025   2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Barang 1.006.711.711.778,72 982.318.396.780,00 97,58  890.204.715.869,00 
Belanja Jasa 1.137.357.401.506,64 1.103.767.299.059,00 97,05  983.927.975.312,00 
Belanja Pemeliharaan 318.145.288.103,00 304.107.650.396,00 95,59  218.656.068.672,00 
Belanja Perjalanan Dinas 66.726.515.090,00 52.708.363.737,00 78,99  77.441.078.404,00 
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk 
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat 38.466.965.416,00 16.548.224.870,00 43,02  8.395.128.600,00 
Belanja Barang dan Jasa BOS - - -  261.309.280.450,00 
Belanja Barang dan Jasa BOSP 240.171.171.629,00 239.791.381.131,00 99,84  - 
Belanja Barang dan Jasa BLUD 666.679.035.421,00 611.833.194.237,00 91,77  574.426.431.315,00 

Jumlah 3.474.258.088.944,36 3.311.074.510.210,00 95,30  3.014.360.678.622,00 
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Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 secara umum cukup baik dengan 

capaian 95,30%. Namun demikian, terdapat belanja dengan sisa anggaran yang 

signifikan, yaitu pada: 

1) Belanja Barang, menyisakan anggaran sebesar Rp24.393.314.998,72. Tingginya sisa 

anggaran tersebut berada pada beberapa SKPD, diantaranya pada Dinas Tata Ruang 

dan Bangunan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas 

Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan 

Sekretariat DPRD dan yang secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi belanja 

dari selisih harga penawaran. 

2) Belanja Jasa, menyisakan anggaran sebesar Rp33.590.102.447,64. Tingginya sisa 

anggaran tersebut berada pada beberapa SKPD yang secara umum disebabkan oleh 

efisiensi belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan, terutama pada Belanja 

Tagihan Listrik, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi. 

3) Belanja Pemeliharaan menyisakan anggaran sebesar Rp14.037.637.707,00. 

Tingginya sisa anggaran tersebut berada pada beberapa SKPD yang utamanya 

didominasi oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan menyisakan anggaran sebesar 

Rp5.605.277.735,00 pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 

Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dikarenakan adanya efisiensi nilai 

kontrak dengan anggaran dan alokasi nilai retensi pada tahun pelaksanaan sedangkan 

realisasi dilaksanakan setelah masa pemeliharaan pada tahun berikutnya; 

4) Belanja Perjalanan Dinas menyisakan anggaran sebesar Rp14.018.151.353,00. 

Tingginya sisa anggaran tersebut berada pada beberapa SKPD yang didominasi oleh 

Sekretariat DPRD dengan sisa anggaran sebesar Rp9.898.705.404,00. Sisa anggaran 

tersebut terutama disebabkan oleh kondisi nasional yang tidak memungkinkan 

anggota DPRD melakukan aktifitas beberapa minggu di Bulan September; 

5) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / 

Masyarakat menyisakan anggaran sebesar Rp21.918.740.546,00. Tingginya sisa 

anggaran tersebut didominasi oleh Sekretariat Daerah yang utamanya disebabkan 

oleh adanya perubahan kebijakan dalam penyaluran bantuan Program Beasiswa 

Gemilang; dan 
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6) Belanja Barang dan Jasa BLUD menyisakan anggaran sebesar Rp54.845.841.184,00. 

Tingginya sisa anggaran tersebut terutama pada RSU Tangerang disebabkan oleh 

efisiensi belanja dan cadangan dana untuk kebutuhan operasional rumah sakit selama 

tiga bulan ke depan ditahun 2026. 

Dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.311.074.510.210,00 yang 

menjadi Aset Tetap adalah sebesar Rp216.964.288.797,52 yang disebabkan pengadaan 

atas barang atau jasa dalam belanja tersebut memenuhi kriteria menjadi aset tetap 

berdasarkan Kebijakan Akuntansi dengan rincian sebagai berikut: 

1) Menjadi Tanah sebesar Rp302.242.036,00; 

2) Menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.420.117.980,52; 

3) Menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp204.701.236.051,00; 

4) Menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp8.348.448.530,00; dan 

5) Menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp192.244.200,00. 

 
5.1.2.1.3. Belanja Hibah 

Dari anggaran sebesar Rp384.480.739.125,00, Belanja Hibah terealisasi sebesar 

Rp360.445.585.519,00 atau 93,75% dengan menyisakan anggaran sebesar 

Rp24.035.153.606,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 

Rp35.833.977.447,00 atau 9,04% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp396.279.562.966,00. Belanja Hibah terdiri dari: 

Belanja Hibah: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 22.400.000.000,00 22.397.961.000,00 99,99  93.014.055.400,00 
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, 
Organisasi Kemasyarakatan yang 
Berbadan Hukum Indonesia 198.412.638.625,00 175.619.754.978,00 88,51 

 

147.675.295.563,00 
Belanja Hibah Dana BOS 144.310.010.000,00 143.110.319.391,00 99,17  112.282.727.639,00 
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik 5.888.270.500,00 5.888.270.500,00 100,00 

 
5.334.617.164,00 

Belanja Hibah Dana BOSP 13.469.820.000,00 13.429.279.650,00 99,70  37.972.867.200,00 
Jumlah 384.480.739.125,00 360.445.585.519,00 93,75  396.279.562.966,00 

 
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp22.397.961.000,00 

atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja hibah tersebut direalisasikan 

kepada: 

1. 2 (dua) Lembaga pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

sebesar Rp14.400.000.000,00; dan 
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2. Pengadaan Blangko KTP Elektronik (KTP-El) Sebanyak 785.500 Keping Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 

sebesar Rp7.997.961.000,00. 

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia dikelola oleh 10 SKPD dengan rincian sebagai berikut: 
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1. Dinas Pendidikan 48.662.420.500,00 30.759.037.254,00 63,21 
2. Dinas Kesehatan 9.102.700.000,00 9.102.700.000,00 100,00 
3. Dinas Sosial 824.200.000,00 824.200.000,00 100,00 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 28.762.000.000,00 26.507.000.000,00 92,16 
5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 
6. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 26.742.500.000,00 26.592.500.000,00 99,44 
7. Dinas Perikanan 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.048.000.000,00 2.993.000.000,00 98,20 
9. Sekretariat Daerah 76.630.818.125,00 74.272.458.125,00 96,92 
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.140.000.000,00 4.068.859.599,00 98,28 

 Jumlah 198.412.638.625,00 175.619.754.978,00 88,51 

 

Kurang optimalnya serapan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pendidikan disebabkan 

oleh tidak tersalurkannya hibah kepada beberapa lembaga dengan alasan sebagai 

berikut: 

- Dari hasil verifikasi ke lapangan ada beberapa lembaga yang tidak memenuhi syarat 

untuk menerima hibah; 

- terdapat satu lembaga yang sudah menerima hibah pada periode APBD Murni 2025 

namun dianggarkan kembali pada APBD Perubahan 2025; dan 

- satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai calon penerima mengundurkan 

diri. 

Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp143.110.319.391,00 merupakan 

Belanja BOS Pusat/Reguler yang disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara 

(RKUN) kepada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD Swasta di wilayah Kabupaten 

Tangerang.  

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar 

Rp5.888.270.500,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 
No Partai Politik Penerima Bantuan Anggaran Realisasi % 
1 PDI Perjuangan 923.625.500,00 923.625.500,00 100,00 
2 Partai Golkar 1.033.053.000,00 1.033.053.000,00 100,00 
3 Partai Gerindra 772.667.000,00 772.667.000,00 100,00 
4 Partai Demokrat 641.077.500,00 641.077.500,00 100,00 
5 Partai Keadilan Sejahtera 557.697.000,00 557.697.000,00 100,00 
6 Partai Kebangkitan Bangsa 653.663.500,00 653.663.500,00 100,00 
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No Partai Politik Penerima Bantuan Anggaran Realisasi % 
7 Partai Persatuan Pembangunan 399.294.000,00 399.294.000,00 100,00 
8 Partai Amanat Nasional 461.408.500,00 461.408.500,00 100,00 
9 Partai Nasional Demokrat 445.784.500,00 445.784.500,00 100,00 

Jumlah 5.888.270.500,00 5.888.270.500,00 100,00 
 

Belanja Hibah Dana BOSP terealisasi sebesar Rp13.429.279.650,00 atau 99,70% 

dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.469.820.000,00. Belanja Hibah Dana 

BOSP merupakan Belanja BOS Pusat/Reguler yang disalurkan langsung dari Rekening 

Kas Umum Negara (RKUN) kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Swasta di wilayah Kabupaten Tangerang.  

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Keputusan Bupati Tangerang 

Nomor 942 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 

900.1/Kep.43-Huk/2025 Tentang Penetapan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima 

dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025. 

 
5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial 

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial mengacu kepada mekanisme penyaluran 

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan untuk daftar nama penerima alamat 

penerima dan besaran hibah dan Bantuan Sosial dituangkan dalam Keputusan Bupati 

Tangerang Nomor 942 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 

900.1/Kep.43-Huk/2025 Tentang Penetapan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima 

dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025. 

Dari anggaran sebesar Rp19.410.200.000,00, Belanja Bantuan Sosial terealisasi 

sebesar Rp18.873.700.000,00 atau 97,24% sehingga menyisakan anggaran sebesar 

Rp536.500.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp1.675.500.000,00 atau 9,74% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp17.198.200.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial 

adalah sebagai berikut: 

Belanja Bantuan Sosial: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 15.681.600.000,00 15.145.100.000,00 96,58  13.705.200.000,00 
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00  3.113.000.000,00 
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok 
Masyarakat 3.228.600.000,00 3.228.600.000,00 100,00 

 
380.000.000,00 

Jumlah 19.410.200.000,00 18.873.700.000,00 97,24  17.198.200.000,00 
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Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp15.681.600.000,00 

terealisasi sebesar Rp15.145.100.000,00 atau 96,58% sehingga menyisakan anggaran 

sebesar Rp536.500.000,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut: 
No. SKPD Pengelola Anggaran Bantuan Sosial Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
1. Dinas Pendidikan 8.981.600.000,00 8.961.600.000,00 99,78 
2. Dinas Sosial 5.450.000.000,00 5.142.000.000,00 94,35 
3. Sekretariat Daerah 1.250.000.000,00 1.041.500.000,00 83,32 

 Jumlah 15.681.600.000,00 15.145.100.000,00 96,58 
 
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada Dinas Pendidikan merupakan 

bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu atau peserta 

didik yang yatim, piatu atau yatim piatu: 

- jenjang SD dialokasikan untuk 6.400 orang, terealisasi sebanyak 6.400 orang; dan 

- jenjang SMP dialokasikan untuk 2.110 orang terealisasi 2.110 orang. 

serta bantuan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah atau tidak sekolah pendidikan 

non formal dialokasikan untuk 400 orang terealisasi 400 orang. 

Sisa anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada Dinas Pendidikan 

sebesar Rp20.000.000,00 disebabkan adanya siswa putus sekolah yang terdaftar sebagai 

penerima bantuan sudah tidak berdomisili di Kabupaten Tangerang dan sudah tidak 

berminat melanjutkan ke paket B. 

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada Dinas Sosial terealisasi sebesar 

Rp5.142.000.000,00 atau 94,35% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian Bantuan 

Sosial kepada Individu pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut: 

No Nama 
Kegiatan Bentuk Target  Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 BST bagi 
Disabilitas 

BST 1.550 
/KPM x 4 kali 
pencairan 
 
 
  

1.550 
KPM 

Tahap I : 1.060 KPM 1.550.000.000,00 1.462.000.000,00 94,32 

Tahap II : 278 KPM 

Tahap III : 118 KPM 

Tahap IV : 9 KPM  
2 BST Anak 

Yatim/Piatu 
BST 1.550 
/KPM x 4 kali 
pencairan 
 
 
  

1.550 
KPM 

Tahap I : 1.007 KPM 1.550.000.000,00 1.393.000.000,00 89,87 

Tahap II : 288 KPM 

Tahap III : 78 KPM 

Tahap IV : 20 KPM  
3 BST Lansia BST 1.550 

/KPM x 4 kali 
pencairan 

1.550 
KPM 

Tahap I : 1.080 KPM 1.550.000.000,00 1.511.000.000,00 97,48 

Tahap II : 351 KPM 

Tahap III : 69 KPM 

Tahap IV : 11 KPM 

4 Bantuan Usaha 
Ekonomi 
Produktif bagi 

390 
KPM/WRSE 
x 2.000.000 x 

390 
KPM 

Tahap I : 331 KPM 800.000.000,00 776.000.000,00 97,00 
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No Nama 
Kegiatan Bentuk Target  Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

Wanita Rawan 
Sosial Ekonomi 
(WRSE) 
kategori tidak 
mampu 

2 kali 
pencairan 

Tahap II : 57 KPM 

Jumlah 5.450.000.000,00 5.142.000.000,00 94,35 

 

Sisa anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada Dinas Sosial sebesar 

Rp308.000.000,00. Kurang optimalnya serapan belanja tersebut disebabkan antara lain:  

- tidak dapat disalurkannya bantuan dikarenakan KPM belum memiliki KTP, 

identitas kependudukan yang tidak valid pada saat penyaluran bantuan sosial, 

KPM/WRSE sudah menikah dan tidak berstatus WRSE; dan 

- adanya pengembalian bantuan yang disebabkan KPM tidak melakukan aktivasi 

nomor rekening, KPM tidak melakukan perbaikan nomor rekening yang sudah 

tidak aktif, dan KPM tidak diperkenankan menerima bantuan oleh keluarga. 

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada Sekretariat Daerah terealisasi 

sebesar Rp1.041.500.000,00 atau 83,32% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja 

tersebut merupakan bantuan uang saku bagi Jemaah Haji Asal Kabupaten Tangerang 

Tahun 2025. Kurang optimalnya serapan belanja tersebut disebabkan oleh jumlah 

penerima bantuan yang sumber datanya dari Kementerian Agama lebih sedikit dari yang 

dianggarkan. Selain itu, terdapat beberapa nomor rekening penerima yang salah tetapi 

tidak diperbaiki oleh penerima. 

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp500.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. 

Rincian Bantuan Sosial kepada Keluarga pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 

adalah sebagai berikut: 

No Nama Kegiatan Bentuk Target Realisasi Anggaran 
(Rp) Realisasi (Rp) % 

1 BST Keluarga 
Resiko Stunting 

BST 500/KPM 1x 
pencairan 

500 
KPM 

500 KPM 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 

Jumlah 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 

 

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar 

Rp3.228.600.000,00 terealisasi sebesar Rp3.228.600.000,00 atau 100,00%. Rincian 

Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 

adalah sebagai berikut: 
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No Nama Kegiatan Bentuk Target Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
1. Bantuan Kelompok 

Usaha Bersama 
7 kelompok x 
Rp45.000.000,00 
x 10 desa 

70 KPM 70 KPM 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 100,00 
 

 Bantuan Usaha 
Ekonomi Produktif 
bagi Wanita 
Rawan Sosial 
Ekonomi kategori 
tidak mampu 

39 KPM / WRSE 
x 
Rp2.000.000,00 

39 KPM 39 KPM 78.600.000,00 78.600.000,00 100,00 
 

Jumlah 3.228.600.000,00 3.228.600.000,00 100,00 

 

5.1.2.2. Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.749.933.242.821,00 atau kurang sebesar 

Rp56.650.126.629,06 dari anggaran sebesar Rp1.806.583.369.450,06 atau 96,86%. 

Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp240.789.629.791,00 atau 

12,10% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp1.990.722.872.612,00. Belanja Modal terdiri dari: 

Belanja Modal (BM) 2025  2024 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 

Belanja Tanah 112.762.628.340,00 108.735.367.766,00 96,43  391.732.280.665,00 
Belanja Peralatan dan Mesin 434.843.868.776,00 426.864.550.884,00 98,17  535.315.347.072,00 
Belanja Gedung dan Bangunan 456.753.191.662,40 433.083.238.361,00 94,82  320.580.002.197,00 
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 752.159.399.058,66 741.354.264.344,00 98,56  708.059.201.545,00 
Belanja Aset Tetap Lainnya 49.308.825.363,00 39.161.786.075,00 79,42  29.492.455.730,00 
Belanja Modal Aset Lainnya 755.456.250,00 734.035.391,00 97,16  5.543.585.403,00 

Jumlah 1.806.583.369.450,06 1.749.933.242.821,00 96,86  1.990.722.872.612,00 

 
 
Berdasarkan realisasi Belanja Modal Tahun 2025, dapat disajikan komposisi 

realisasi tiap jenis belanja modal tersebut pada grafik berikut ini: 

6,21%

24,39%

24,75%

42,36%

2,24%
0,04%

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya
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Dari total realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp1.749.933.242.821,00, 

yang dapat dikapitalisasi menambah Aset Tetap adalah sebesar 

Rp1.612.486.549.119,24, menambah Aset Lainnya sebesar Rp327.355.250,00 dan 

sisanya sebesar Rp137.134.338.453,76 tidak menjadi aset tetap. 

Rekapitulasi atas kapitalisasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Aset Tetap 

adalah sebagai berikut: 

Jenis Belanja Modal Belanja Modal 2025 Menjadi Aset Tetap Menjadi Aset 
Lainnya Tidak Menjadi Aset 

Tanah  108.735.367.766,00   108.735.367.766,00  - - 
Peralatan dan Mesin  426.864.550.884,00     375.505.239.149,24 - 51.359.311.734,76 
Gedung dan Bangunan  433.083.238.361,00   389.755.999.886,00  -  43.327.238.475,00  
Jalan, Irigasi, dan Jaringan  741.354.264.344,00   718.325.354.568,00  -  23.028.909.776,00  
Aset Tetap Lainnya  39.161.786.075,00   20.164.587.750,00  -  18.997.198.325,00  
Aset Lainnya 734.035.391,00 - 327.355.250,00 406.680.141,00 

Jumlah 1.749.933.242.821,00 1.612.486.549.119,24 327.355.250,00 137.119.338.451,76 

 
Terdapat pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp57.185.164,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Uraian Belanja Modal SKPD Nilai Pengembalian (Rp) 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 22.764.000,00 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 34.399.000,00 

Kecamatan Gunung Kaler 22.164,00 

Jumlah 57.185.164,00 

 

5.1.2.2.1. Belanja Tanah 

Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp108.735.367.766,00 atau 96,43% dari 

anggaran sebesar Rp112.762.628.340,00 sehingga sisa sebesar Rp4.027.260.574,00. 

Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp282.996.912.899,00 atau 

72,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp391.732.280.665,00. Belanja Tanah terdiri dari: 

  2025  2024 
Belanja Modal Tanah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Modal Tanah Persil 48.132.397.452,00 46.118.710.000,00 95,82  285.458.609.065,00 
Belanja Modal Lapangan 64.630.230.888,00 62.616.657.766,00 96,88  106.273.671.600,00 

Jumlah 112.762.628.340,00 108.735.367.766,00 96,43  391.732.280.665,00 

 
Sisa Belanja Tanah sebesar Rp4.027.260.574,00 terutama disebabkan oleh tidak 

terlaksananya pembebasan lahan untuk RSUD Pakuhaji dikarenakan tidak adanya 

kesepakatan dengan warga.  

Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp108.735.367.766,00 dikapitalisasi seluruhnya 

menjadi Aset Tetap Tahun 2025. 
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5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin    

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin mencapai sebesar Rp426.864.550.884,00 

atau kurang sebesar Rp7.979.317.892,00 dari anggaran sebesar Rp434.843.868.776,00. 

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin menyerap dana sebesar 98,17% dari anggaran. 

Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp108.450.796.188,00 atau 

20,26% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp535.315.347.072,00. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai 

berikut: 

Belanja Peralatan dan Mesin 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Modal Alat Besar 15.344.488.960,00 14.641.332.577,00 95,42  20.454.668.832,00 
Belanja Modal Alat Angkutan 62.299.922.800,00 59.933.172.764,00 96,20  49.333.620.292,00 
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat 
Ukur 5.025.165.080,00 4.757.511.271,00 94,67  13.838.855.728,00 
Belanja Modal Alat Pertanian 15.910.751.170,00 11.687.163.256,00 73,45  1.316.988.672,00 
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah 
Tangga 60.777.755.324,00 58.154.215.701,00 95,68  64.914.840.490,00 
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, 
dan Pemancar 6.164.212.400,00 5.931.909.784,00 96,23  35.410.668.884,00 
Belanja Modal Alat Kedokteran dan 
Kesehatan 104.719.014.498,00 101.176.578.756,00 96,62  128.147.819.467,00 
Belanja Modal Alat Laboratorium 2.514.978.620,00 2.392.108.750,00 95,11  5.820.570.800,00 
Belanja Modal Komputer 28.925.076.699,00 27.205.638.459,00 94,06  49.345.279.712,00 
Belanja Modal Alat Produksi, 
Pengolahan, dan Pemurnian -  -  -   3.734.277.000,00 
Belanja Modal Alat Peraga 778.064.000,00 644.749.400,00 82,87  48.892.800,00 
Belanja Modal Peralatan Proses / 
Produksi 413.586.000,00 411.810.000,00 99,57  - 
Belanja Modal Rambu-Rambu 12.232.000,00 12.232.000,00 100,00  359.123.208,00 
Belanja Modal Peralatan Olahraga 17.120.000,00 17.120.000,00 100,00  2.147.226.500,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
BOS -  - -  60.754.598.622,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
BOSP 66.141.391.808,00 75.646.014.380,00 114,37  - 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
BLUD 65.800.109.417,00 64.252.993.786,00 97,65  99.687.916.065,00 

Jumlah 434.843.868.776,00 426.864.550.884,00 98,17  535.315.347.072,00 

 
Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 terealisasi baik dengan 

persentase 98,17%. Namun demikian, terdapat beberapa jenis belanja dengan nilai sisa 

anggaran yang signifikan yaitu: 
Uraian Nilai Sisa Anggaran (Rp) 

Belanja Modal Alat Angkutan 2.366.750.036,00 
Belanja Modal Alat Pertanian 4.223.587.914,00 
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.623.539.623,00 
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.542.435.742,00 
Belanja Modal Komputer 1.719.438.240,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.547.115.631,00 
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Belanja Modal Alat Angkutan menyisakan anggaran sebesar Rp2.366.750.036,00 

dari anggaran yang ditetapkan. Sisa anggaran belanja tersebut terjadi pada beberapa 

SKPD, yang secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi harga.  

Belanja Modal Alat Pertanian menyisakan anggaran sebesar Rp4.223.587.914,00 

dari anggaran yang ditetapkan. Sisa anggaran belanja tersebut didominasi oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang secara umum disebabkan oleh beberapa mesin 

lama yang alatnya masih berfungsi dengan baik sehingga belanja mesin baru tidak 

dilaksanakan. 

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga menyisakan anggaran sebesar 

Rp2.623.539.623,00 dari anggaran yang ditetapkan. Sisa anggaran belanja tersebut 

terjadi pada beberapa SKPD, terutama pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, 

yang secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi harga/selisih penawaran kontrak.  

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan menyisakan anggaran sebesar 

Rp3.542.435.742,00 dari anggaran yang ditetapkan. Sisa anggaran belanja tersebut 

terjadi pada beberapa SKPD, antara lain Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten 

Tangerang disebabkan oleh adanya efisiensi harga/selisih penawaran kontrak.  

Belanja Modal Komputer menyisakan anggaran sebesar Rp1.719.438.240,00 dari 

anggaran yang ditetapkan. Sisa anggaran belanja tersebut terjadi pada beberapa SKPD, 

yang secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi harga/selisih penawaran kontrak.  

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD menyisakan anggaran sebesar 

Rp1.547.115.631,00 dari anggaran yang ditetapkan. Sisa anggaran belanja tersebut 

terjadi pada beberapa SKPD yang secara umum disebabkan adanya efisiensi 

harga/belanja untuk pengadaan alat Kesehatan dan cadangan dana untuk kebutuhan 

operasional rumah sakit selama tiga bulan ke depan ditahun 2026. 

Pada Belanja Peralatan dan Mesin BOSP Tahun Anggaran 2025 terjadi realisasi 

belanja yang melebihi pagu anggaran. Hal tersebut disebabkan belum terintegrasinya 

ARKAS yang digunakan oleh sekolah untuk menyusun belanja BOS pada RKAS 

dengan SIPD dalam penyusunan APBD. Pada saat APBD telah ditetapkan terdapat 

beberapa sekolah yang melakukan perubahan RKASnya melalui ARKAS yang 

mengakibatkan pergeseran alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Belanja 

Modal Asset Tetap Lainnya sehingga realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

melebihi pagu yang ditetapkan.  
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Dari total realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp426.864.550.884,00, yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar 

Rp375.505.239.149,24 dan tidak menjadi Aset Tetap sebesar Rp51.359.311.734,76. 

Penjelasan Belanja Peralatan dan Mesin yang tidak menjadi aset tetap adalah sebagai 

berikut: 

1) Belanja Peralatan dan Mesin berupa Alat Rumah Tangga, Peralatan Kantor, Alat 

Kedokteran Umum, dan Peralatan Olahraga sebesar Rp43.796.093.352,16 yang per 

unitnya memiliki nilai di bawah Rp1.000.000,00 yang merupakan batasan nilai 

kapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi; dan 

2) Belanja Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor, Alat Kedokteran, dan Alat Rumah 

Tangga sebesar Rp7.563.218.382,60 merupakan barang pakai habis. 

 

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan 

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp433.083.238.361,00 atau 

kurang sebesar Rp23.669.953.301,40 dari anggaran sebesar Rp456.753.191.662,40. 

Belanja Gedung dan Bangunan menyerap dana sebesar 94,82% dari anggaran. Nilai 

realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp112.503.236.164,00 atau 35,09% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp320.580.002.197,00. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut: 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Modal Bangunan Gedung 434.660.475.603,00 411.456.413.945,36 94,66  305.805.948.542,00 
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 12.293.812.501,40 12.002.260.824,64 97,63  6.645.645.310,00 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
BLUD 9.798.903.558,00 9.624.563.591,00 98,22  8.128.408.345,00 

Jumlah 456.753.191.662,40 433.083.238.361,00 94,82  320.580.002.197,00 

 
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2025 secara 

umum cukup baik hingga mencapai 94,82% dengan sisa anggaran sebesar 

Rp23.669.953.301,40. Namun demikian, terdapat belanja dengan sisa anggaran yang 

cukup tinggi yaitu pada Belanja Modal Bangunan Gedung dengan sisa anggaran sebesar 

Rp23.204.061.657,64. Sisa anggaran tersebut terjadi pada beberapa SKPD, diantaranya 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Dinas Pendidikan yang secara umum disebabkan 

oleh adanya efisiensi harga dari penawaran kontrak dan beberapa pengadaan gedung 

dan bangunan yang masih dalam masa retensi sampai dengan akhir tahun 2025. 
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Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 

sebesar Rp433.083.238.361,00, yang menjadi aset tetap sebesar Rp389.755.999.886,00 

dan tidak menjadi aset tetap sebesar Rp43.327.238.475,00. Penjelasan Belanja Gedung 

dan Bangunan yang tidak menjadi Aset Tetap adalah sebagai berikut:  

1) Belanja Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Pengelolaan Sampah, Bangunan 

UKS Sekolah, Pagar Permanen, Taman, Bangunan Penerangan Jalan Umum dan 

Pos Jaga sebesar Rp9.730.634.676,00 per unitnya memiliki nilai di bawah 

Rp50.000.000,00 yang merupakan batasan nilai kapitalisasi berdasarkan kebijakan 

akuntansi; dan 

2) Belanja Gedung dan Bangunan berupa Tugu/Tanda Batas Lainnya, Bangunan 

Gedung Tugu Tanda Batas, Patok Rumija dan Bangunan yang Diserahkan ke 

Masyarakat sebesar Rp33.596.603.799,00. 

 

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp741.354.264.344,00 atau 

kurang sebesar Rp10.805.134.714,66 dari anggaran sebesar Rp752.159.399.058,66. 

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan menyerap dana sebesar 98,56% dari anggaran yang 

ditetapkan. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33.295.062.799,00 

atau 4,70% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp708.059.201.545,00. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari: 

 
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 secara 

umum sangat baik dengan capaian 98,56%. Namun demikian, terdapat belanja modal 

dengan sisa anggaran yang cukup material, yaitu: 

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan dengan sisa anggaran sebesar 

Rp6.488.858.775,66. Sisa anggaran tersebut terdapat pada beberapa SKPD, yang 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 
Jaringan: 

2025  2024 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 554.145.595.053,66 547.656.736.278,00 98,83  550.460.027.239,00 
Belanja Modal Bangunan Air 182.161.528.733,00 177.880.175.866,00 97,65  157.595.324.306,00 
Belanja Modal Jaringan - - -  3.850.000,00 
Belanja Modal Instalasi 15.352.275.272,00 15.320.605.000,00 99,79  - 
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 
Irigasi BLUD 500.000.000,00 496.747.200,00 99,35  - 

Jumlah 752.159.399.058,66 741.354.264.344,00 98,56  708.059.201.545,00 
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didominasi oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan sisa anggaran 

sebesar Rp4.980.772.540,24 yang disebabkan oleh efisiensi/selisih harga kontrak. 

2) Belanja Modal Bangunan Air dengan sisa anggaran sebesar Rp4.281.352.867,00. 

Sisa anggaran tersebut terdapat pada beberapa SKPD, yang didominasi oleh Dinas 

Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan sisa anggaran sebesar 

Rp3.520.731.095,00 yang merupakan efisiensi belanja atas harga penawaran. 

Dari realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp741.354.264.344,00, 

yang menjadi aset tetap sebesar Rp718.325.354.568,00 dan tidak menjadi aset tetap 

sebesar Rp23.028.909.776,00 adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa 

pembangunan jalan desa, pengaman irigasi yang diserahkan ke masyarakat karena 

dibangun diatas tanah warga. 

 
5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya 

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp39.161.786.075,00 atau kurang 

sebesar Rp10.147.039.288,00 atau menyerap 79,42% dari anggaran sebesar 

Rp49.308.825.363,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp9.669.330.345,00 atau 32,79% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp29.492.455.730,00. Rincian Belanja Aset Tetap 

Lainnya adalah sebagai berikut: 

 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp39.161.786.075,00 atau 

79,42% dari anggaran yang ditetapkan. Kurang optimalnya serapan belanja tersebut 

disebabkan oleh: 

1) tidak direalisasikannya Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada Dinas Pendidikan 

dikarenakan adanya penganggaran sejenis yang bersumber dari Dana BOSP; dan 

2) belum terintegrasinya ARKAS yang digunakan oleh sekolah untuk menyusun 

belanja BOS pada RKAS dengan SIPD dalam penyusunan APBD. Pada saat APBD 

 
2025  2024 

Belanja Aset Tetap Lainnya: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Modal Bahan Perpustakaan 770.781.800,00 146.943.200,00 19,06  350.613.800,00 
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ 
Kebudayaan/Olahraga 4.197.000,00 4.188.000,00 99,79  592.305.000,00 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - - -  25.827.377.050,00 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD - - -  2.722.159.880,00 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 48.533.846.563,00 39.010.654.875,00 80,38  - 

Jumlah 49.308.825.363,00 39.161.786.075,00 79,42  29.492.455.730,00 
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telah ditetapkan terdapat beberapa sekolah yang melakukan perubahan RKASnya 

melalui ARKAS yang mengakibatkan pergeseran alokasi Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin ke Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

Dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp39.161.786.075,00, yang 

menjadi aset tetap sebesar Rp20.164.587.750,00 dan tidak menjadi aset tetap sebesar 

Rp18.997.198.325,00 berupa buku untuk satuan pendidikan, buku perpustakaan dan 

peralatan musik yang nilai per unitnya memiliki nilai di bawah batasan nilai kapitalisasi 

berdasarkan kebijakan akuntansi. 
 

5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya 

Realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp734.035.391,00 atau kurang sebesar 

Rp21.420.859,00 atau menyerap 97,16% dari anggaran sebesar Rp755.456.250,00. 

Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.809.550.012,00 atau 86,76% 

jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp5.543.585.403,00. Belanja Aset Lainnya terdiri dari: 

 
Dari realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp734.035.391,00, yang dapat 

dikapitalisasi sebesar Rp327.355.250,00 dan yang tidak dapat dikapitalisasi sebesar 

Rp406.680.141,00 berupa jasa penginstalan, pemasangan dan langganan lisensi. 

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 09 tentang 

Akuntansi Aset Tetap dalam proses rekonsiliasi Aset Tetap dapat dilakukan reklasifikasi 

berdasarkan kondisi dan jenis barang serta pengelolaan dan penggunaan barang. 

Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 yang menjadi Aset Tetap dapat 

diuraikan pada tabel berikut: 

Jenis Aset Tetap 
BM menjadi 
Aset Tetap Mutasi Tambah Mutasi Kurang 

Net Penambahan 
Aset Tetap dari BM* 

Tanah 108.735.367.766,00 14.867.501.000,00 432.347.060,00 123.170.521.706,00 
PM(2) 375.490.239.147,24 2.734.445.681,00 3.448.453.684,00 374.776.231.144,24 
GB(3) 389.755.999.886,00 2.450.196.662,00 8.256.021.993,00 383.950.174.555,00 
JIJ(4) 718.325.354.568,00 1.359.511.302,00 20.917.698.907,00 698.767.166.963,00 
ATL(5) 20.164.587.750,00 - 39.683.400,00 20.124.904.350,00 
KDP(6) - 10.048.826.999,00 - 10.048.826.999,00 
AL(7) 327.355.250,00 1.633.723.400,00 - 1.961.078.650,00 

Jumlah 1.612.798.904.367,24 33.094.205.044,00 33.094.205.044,00 1.612.798.904.367,24 
(*) Belanja Modal, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya 
(6) Konstruksi dalam Pengerjaan,  (7) Aset Lainnya 

 
2025  2024 

Belanja Aset Lainnya: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 755.456.250,00 734.035.391,00 97,16  5.543.585.403,00 

Jumlah 755.456.250,00 734.035.391,00 97,16  5.543.585.403,00 
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Mutasi Tambah Tanah sebesar Rp14.867.501.000,00 merupakan reklasifikasi dari 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa pekerjaan pemadatan timbunan dan urugan tanah 

TPA Jatiwaringin dan penataan galian Tanah TPA Jatiwaringin (Darurat Sampah) PSEL 

yang dikapitalisasi ke Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah. Sedangkan, 

mutasi kurang Tanah sebesar Rp432.347.060,00 merupakan reklasifikasi ke Gedung 

dan Bangunan. 

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.734.445.681,00 merupakan 

reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan. Sedangkan, mutasi kurang Peralatan dan 

Mesin sebesar Rp3.448.453.684,00 terdiri dari reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp1.681.813.684,00, ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp172.600.000,00, 

dan ke Aset Lainnya sebesar Rp1.594.040.000,00. 

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.450.196.662,00 terdiri dari 

reklasifikasi dari Tanah sebesar Rp432.347.060,00, Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp1.681.813.684,00, dan reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 

Rp336.035.918,00. Sedangkan, mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp8.256.021.993,00 terdiri dari reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp2.734.445.681,00, ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.186.911.302,00, dan 

ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp4.334.665.010,00.  

Mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.359.511.302,00 terdiri dari 

reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp172.600.000,00, dan reklasifikasi dari 

Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.186.911.302,00. Sedangkan mutasi kurang Jalan, 

Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp20.917.698.907,00 terdiri dari reklasifikasi ke Tanah 

sebesar Rp14.867.501.000,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp336.035.918,00 dan 

sebesar Rp5.714.161.989,00 reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.  

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp39.683.400,00 merupakan 

reklasifikasi ke Aset Lainnya. 

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.048.826.999,00 

merupakan reklasifikasi dari dari Gedung dan Bangunan Rp4.334.665.010,00, dan dari 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.714.161.989,00.  

Mutasi tambah Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud sebesar 

Rp1.633.723.400,00 terdiri dari reklasifikasi Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp1.594.040.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp39.683.400,00. 
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5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga 

Realisasi Belanja Tidak Terduga mencapai sebesar Rp35.219.507.481,00 atau 

kurang sebesar Rp2.354.617.510,00 dari anggaran sebesar Rp37.574.124.991,00. 

Belanja Tidak Terduga menyerap dana sebesar 93,73% dari anggaran yang ditetapkan. 

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.082.765.027,00 atau 74,90% 

jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp20.136.742.454,00. Belanja Tidak Terduga terdiri dari: 

 

 

 

 

 

Dasar Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp35.219.507.481,00 adalah 

sebagai berikut: 

- Restitusi Pajak dan Retribusi Daerah 

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 662 Tahun 2025 Tentang Pengembalian 

Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup. 

2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 977 Tahun 2025 Tentang Pengembalian 

Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 

Sebelumnya Yang Telah Ditutup. 

3. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 1099 Tahun 2025 Tentang Pengembalian 

Penerimaan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 

Sebelumnya Yang Telah Ditutup. 

4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 900.1.12.2/Kep.160-Huk/2025 Tentang 

Pengembalian Penerimaan Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 

Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup. 

- Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak banjir di Kab Tangerang 

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 371 Tahun 2025 Tentang Penetapan 

Belanja Tidak Terduga Kegiatan Penanganan Pemulihan Pasca Banjir Tahun 

Anggaran 2025. 

- Restitusi Pajak dan Retribusi Daerah 867.482.923,00 
- Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak banjir di Kab Tangerang 23.674.470.000,00 
- Stimulan Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Wilayah Kabupaten Tangerang 1.121.300.000,00 
- Kegiatan penanganan Darurat Sampah di Kabupaten TA 2025 8.348.708.558,00 
- Pemberian bantuan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

dan Sumatra Barat dalam rangka Penanganan Bencana Alam 1.200.000.000,00 
- Pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 7.546.000,00 

Jumlah 35.219.507.481,00 
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2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 493 Tahun 2025 Tentang Penetapan 

Belanja Tidak Terduga Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Tahun 

Anggaran 2025. 

3. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 941 Tahun 2025 Tentang Persetujuan 

Penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya 

Air Tahun Anggaran 2025. 

4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 1100 Tahun 2025 Tentang Persetujuan 

Penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya 

Air Tahun Anggaran 2025. 

5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 900.1/Kep.145-Huk/2025 Tentang 

Penetapan Belanja Tidak Terduga Kegiatan Penanganan Pemulihan Pasca 

Bencana Hujan Lebat dan Angin Kencang. 

- Stimulan Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Wilayah Kabupaten Tangerang 

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.256-Huk/2025 Tentang 

Pemberian Bantuan Kepada Korban Yang Terkena Bencana Alam dan Musibah 

Kebakaran Serta Pemberian Insentif kepada Petugas Penyalur Bantuan. 

2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 983 Tahun 2025 Tenrtang Penetapan 

Nama, Nomor Kartu Keluarga, Alamat Korban/Penerima Santunan Bencana 

Alam dan Musibah Kebakaran, serta Besaran Bantuan Uang Tunai Yang 

Bersifat Stimulan. 

3. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 984 Tahun 2025 Tentang Penertapan 

Honorarium Tim Monitoring Pemberian Bantuan Korban Yang Terkena 

Bencana Alam dan Musibah Kebakaran Tahun Anggaran 2025. 

- Kegiatan penanganan Darurat Sampah di Kabupaten Tahun Anggaran 2025 

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 490 Tahun 2025 Tentang Penetapan 

Belanja Tidak Terduga Penanganan Darurat Sampah Tempat Pembuangan 

Akhir Jatiwaringin Tahun Anggaran 2025. 

- Pemberian bantuan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

dan Sumatra Barat dalam rangka Penanganan Bencana Alam 

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 1237 Tahun 2025 Tentang Penetapan 

Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi 
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Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka 

Penanganan Bencana Alam. 

- Pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 722 Tahun 2025 Tentang Pengembalian 

Atas Kelebihan Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Sebelumnya 

Yang Telah Ditutup. 

 

5.1.2.4. Transfer 

Pada Tahun 2025, Transfer terealisasi sebesar Rp929.060.600.413,00 atau 

94,72% dari anggaran yang ditentukan. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan 

sebesar Rp59.480.900.217,00 atau 6,84% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp869.579.700.196,00. Rincian Transfer adalah 

sebagai berikut: 

 2025  2024 
Transfer: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Transfer Bagi Hasil Pendapatan 426.814.057.516,00 426.642.348.716,00 99,96  347.428.524.162,00 
Transfer Bantuan Keuangan 554.006.131.500,00 502.418.251.697,00 90,69  522.151.176.034,00 

Jumlah 980.820.189.016,00 929.060.600.413,00 94,72  869.579.700.196,00 

 

5.1.2.4.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan 

Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp426.642.348.716,00 atau 

99,96% dari anggaran sebesar Rp426.814.057.516,00. Nilai realisasi tersebut 

mengalami kenaikan sebesar Rp79.213.824.554,00 atau 22,80% jika dibandingkan 

dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp347.428.524.162,00. 

Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari: 

Transfer Bagi Hasil Pendapatan: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 412.357.000.000,00 412.262.679.000,00 99,98  335.940.712.800,00 
Transfer Bagi Hasil Pendapatan 
Lainnya 14.457.057.516,00 14.379.669.716,00 99,46  11.487.811.362,00 

Jumlah 426.814.057.516,00 426.642.348.716,00 99,96  347.428.524.162,00 

 
Tata cara pemberian alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dituangkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara 
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Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah 

Tahun Anggaran 2025. 
 

5.1.2.4.2. Transfer Bantuan Keuangan  

Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp502.418.251.697,00 atau 

90,69% dari anggaran yang ditetapkan. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan 

sebesar Rp19.732.924.337,00 atau 3,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp522.151.176.034,00. Rincian Transfer Bantuan 

Keuangan adalah sebagai berikut: 

 
 

Transfer Bagi Hasil Pendapatan: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 554.006.131.500,00 502.418.251.697,00 90,69  522.151.176.034,00 

Jumlah 554.006.131.500,00 502.418.251.697,00 90,69  522.151.176.034,00 

 
Tata cara pemberian alokasi Bantuan Keuangan ke Desa dituangkan dalam 

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan 

Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025. 

 
5.1.3. Belanja Daerah berdasarkan Klasifikasi Urusan 

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Klasifikasi 

Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, 

Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya dalam bagian 

atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan 

Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan 

Perundang-undangan. 

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah 

urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada 

masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi 
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kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, 

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan 

melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud 

dengan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata 

ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kondisi dan potensi daerah. 

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025, 

disajikan pada tabel berikut:  

No. Urusan 
Pemerintahan 

2025 2024 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 

I Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Yang Berkaitan 
Dengan Pelayanan 
Dasar 

5.839.462.927.883,00 5.662.776.418.007,00 96,97  5.140.869.567.833,00 

1. Pendidikan 2.185.432.039.821,00 2.148.585.999.513,00 98,31  1.904.749.274.666,00 
2. Kesehatan 2.129.104.481.986,00 2.042.817.197.951,00 95,95  1.859.536.622.034,00 
3. Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang 
1.179.662.969.112,50 1.134.487.589.092,00 96,17  1.145.039.297.468,00 

4. Perumahan Dan 
Kawasan Permukiman 

188.614.675.476,50 186.226.012.183,00 98,73  84.651.870.674,00 

5. Ketenteraman Dan 
Ketertiban Umum 
Serta Perlindungan 
Masyarakat 

79.842.377.085,00 75.148.777.519,00 94,12  85.419.887.379,00 

6. Sosial 76.806.384.402,00 75.510.841.749,00 98,31  61.472.615.612,00 
II Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Yang Tidak 
Berkaitan Dengan 
Pelayanan Dasar 

909.434.245.878,00 869.441.205.396,00 95,60  1.116.272.106.407,00 

1. Tenaga Kerja 41.996.497.309,00 39.463.982.043,00 93,97  35.445.190.374,00 
2. Pemberdayaan 

Perempuan Dan 
Perlindungan Anak 

17.990.887.919,00 17.389.040.055,00 96,65  15.017.070.574,00 

3. Pangan 9.523.414.830,00 9.072.110.547,00 95,26  4.763.994.350,00 
4. Pertanahan 123.760.446.490,00 119.411.762.766,00 96,49  405.168.053.125,00 
5. Lingkungan Hidup 231.481.186.301,00 218.956.417.869,00 94,59  144.960.240.414,00 
6. Administrasi 

Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil 

41.995.351.669,00 41.056.370.529,00 97,76  30.140.075.664,00 

7. Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa 

56.531.367.313,00 53.029.370.051,00 93,81  65.062.300.458,00 

8. Pengendalian 
Penduduk Dan 
Keluarga Berencana 

46.967.294.338,00 46.078.492.278,00 98,11  47.313.042.332,00 

9. Perhubungan 116.352.604.344,00 110.992.058.381,00 95,39  121.919.198.903,00 
10. Komunikasi Dan 

Informatika 
80.008.439.816,00 77.657.036.167,00 97,06  102.910.850.896,00 

11. Koperasi, Usaha 
Kecil, Dan Menengah 

33.617.399.250,00 31.497.142.273,00 93,69  21.817.049.498,00 

12. Penanaman Modal 25.709.720.665,00 24.364.710.200,00 94,77  27.038.209.065,00 
13. Kepemudaan Dan 

Olahraga 
48.945.915.799,00 47.687.311.963,00 97,43  50.615.889.311,00 
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No. Urusan 
Pemerintahan 

2025 2024 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 

14. Statistik 1.117.626.800,00 1.108.783.355,00 99,21  1.421.609.140,00 
15. Persandian 8.143.592.173,00 7.377.136.236,00 90,59  16.511.335.760,00 
16. Kebudayaan 1.899.556.560,00 1.848.959.200,00 97,34  2.071.005.540,00 
17. Perpustakaan 21.968.453.222,00 21.204.517.093,00 96,52  22.409.789.323,00 
18. Kearsipan 1.424.491.080,00 1.246.004.390,00 87,47  1.687.201.680,00 
III Urusan 

Pemerintahan 
Pilihan 

127.812.892.675,00 122.245.601.617,00 95,64  98.927.249.988,00 

1. Kelautan dan 
Perikanan 

37.096.900.497,00 35.698.695.562,00 96,23  27.002.470.266,00 

2. Pariwisata 2.357.758.200,00 2.333.280.309,00 98,96  2.015.905.950,00 
3. Pertanian 64.733.851.061,00 61.500.443.408,00 95,01  46.340.073.006,00 
4. Perdagangan 3.967.761.547,00 3.883.468.642,00 97,88  6.118.607.566,00 
5. Perindustrian 19.627.542.740,00 18.800.957.746,00 95,79  17.429.823.620,00 
6. Transmigrasi 29.078.630,00 28.755.950,00 98,89  20.369.580,00 
IV Unsur Pendukung 

Urusan 
Pemerintahan 

395.122.103.961,00 345.369.596.318,00 87,41  304.299.022.526,00 

1. Sekretariat Daerah 266.329.756.973,00 232.034.488.729,00 87,12  185.411.880.547,00 
2. Sekretariat DPRD 128.792.346.988,00 113.335.107.589,00 88,00  118.887.141.979,00 
V Unsur Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

1.292.915.656.340,00 1.227.603.073.832,00 94,95  1.151.886.106.626,00 

1. Perencanaan 43.709.021.493,00 41.061.683.404,00 93,94  41.279.736.312,00 
2. Keuangan 1.208.393.755.048,00 1.147.526.765.769,00 94,96  1.071.404.133.807,00 
3. Kepegawaian 30.574.563.699,00 29.452.685.724,00 96,33  30.103.490.907,00 
4. Pendidikan dan 

Pelatihan 
6.341.032.000,00 5.676.545.635,00 89,52  3.927.529.700,00 

5. Penelitian dan 
Pengembangan 

3.897.284.100,00 3.885.393.300,00 99,69  5.171.215.900,00 

VI Unsur Pengawasan 
Urusan 
Pemerintahan 

54.229.252.126,00 52.330.394.506,00 96,50  53.363.431.093,00 

1 Inspektorat Daerah 54.229.252.126,00 52.330.394.506,00 96,50  53.363.431.093,00 
VII Unsur Kewilayahan 843.975.730.696,00 827.180.148.919,00 98,01  733.508.405.955,00 

1 Kecamatan 843.975.730.696,00 827.180.148.919,00 98,01  733.508.405.955,00 
VIII Unsur Pemerintahan 

Umum 
32.655.620.704,00 31.702.634.291,00 97,08  115.628.531.201,00 

1 Kesatuan Bangsa Dan 
Politik 

32.655.620.704,00 31.702.634.291,00 97,08  115.628.531.201,00 

 JUMLAH 9.495.608.430.263,00 9.138.649.072.886,00 96,24  8.714.754.421.629,00 
 

5.1.4. Pembiayaan 

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan 

maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam 

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau 

memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari: 

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi Rp788.153.857.662,54 atau 100,00% 

dari anggaran yang ditetapkan. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 
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Rp221.084.334.193,46 atau 21,91% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp1.009.238.191.856,00. Rincian Penerimaan 

Pembiayaan Daerah sebagaimana pada tabel di bawah ini: 

Penerimaan Pembiayaan Daerah: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran 788.153.857.662,00 788.153.857.662,54 100,00  1.009.238.191.856,00 

Jumlah 788.153.857.662,00 788.153.857.662,54  100,00  1.009.238.191.856,00 

 
5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terealisasi Rp30.000.000.000,00 atau 100,00% 

dari anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami 

kenaikan sebesar Rp17.760.000.000,00 atau 145,10% jika dibandingkan dengan periode 

yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp12.240.000.000,00. Rincian 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana pada tabel di bawah ini: 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah: 
2025  2024 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %  Realisasi (Rp) 
Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00  12.240.000.000,00 
Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 100,00  - 

Jumlah 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 100,00  12.240.000.000,00 

 

Realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada PT 

LKM Artha Kerta Raharja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 

3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah 

Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.  

Realisasi sebesar Rp20.000.000.000,00 merupakan Pembiayaan Dana Bergulir 

Tahap III untuk pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang melalui 

UPTD Pengelola Dana Bergulir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Fasilitas 

Dana Bergulir Untuk Pendanaan Koperasi Dan Usaha Mikro dan Keputusan Bupati 

Tangerang Nomor 654 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Investasi Non Permanen 

Daerah Terhadap Fasilitas Dana Bergulir Untuk Pendanaan Koperasi Dan Usaha Mikro 

Tahap III Tahun Anggaran 2025 . 

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, diperoleh SiLPA 

sebesar Rp671.862.617.137,30 yang terdiri dari: 

1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp555.879.636.253,00; 

2) SiLPA BLUD sebesar Rp115.511.763.500,30; 
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3) Sisa pengelolaan Dana BOS Pusat yang dapat dibelanjakan pada tahun anggaran 

berikutnya sebesar Rp281.688.614,00;  

4) Saldo di Kas Dana BOK sebesar Rp187.874.040,00; 

5) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.603.730,00; dan 

6) Saldo sisa Dana BOSDA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.000,00. 

Dari nilai SILPA tersebut, terdapat SILPA yang dibatasi penggunaannya 

berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yaitu SILPA berupa saldo 

kas pada BLUD sebesar Rp115.511.763.500,30, Dana BOSP sebesar Rp281.688.614,00 

dan kemudian Dana BOK sebesar Rp187.140.336,00 yang hanya dapat digunakan oleh 

entitas pengelola keuangan tersebut. 

Berdasarkan sumber dananya, SILPA sebesar Rp671.862.617.137,30 dapat 

dirinci sebagai berikut: 
No. Sumber Dana SILPA (Rp) 

1. Pendapatan Asli Daerah 433.172.580.366,30 
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: 

- Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU Block 
Grants) 

- Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (DAU Specific Grants) 
- Insentif Fiskal 

54.946.236.988,00 
48.426.155.932,00 

 
6.403.536.269,00 

116.544.787,00 
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah 183.743.799.783,00 

Jumlah 671.862.617.137,30 

 

SILPA tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami 

penurunan sebesar Rp116.291.240.525,24. Hal tersebut dikarenakan realisasi belanja 

daerah tahun 2025 secara rasio dari total APBD mengalami peningkatan hingga 

mencapai 96,24% sedangkan tahun 2024 sebesar 95,43%. Disamping itu, pelampauan 

pendapatan tahun 2025 lebih rendah daripada tahun 2024 dan adanya optimalisasi 

manajemen dana BLUD terutama pada RSUD sehingga sisa dana BLUD yang tersisa 

pada akhir tahun 2025 lebih optimal mendekati rencana kebutuhan yang akan 

dibutuhkan pada awal tahun 2026. 

 
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos sebagai 

berikut saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo 

anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, 
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koreksi kesalahan pembukuan sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir untuk 

periode tahun berjalan yang disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. 

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo 

anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah, sehingga suatu entitas pelaporan harus 

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL pada 

Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 

disajikan pada tabel berikut: 
Uraian 2025 2024 

(1) Saldo Anggaran Lebih Awal 788.153.857.662,54 1.009.238.295.068,00 
(2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 788.153.857.662,54 1.009.238.191.856,00 
(3) Sub Total (1-2) - 103.212,00 
(4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)  671.862.617.137,30  788.153.857.662,54 
(5) Sub Total (3+4)  671.862.617.137,30  788.153.960.874,54 
(6) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya - (103.212,00) 
(7) Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6) 671.862.617.137,30 788.153.857.662,54 

 

Penjelasan lebih lanjut atas pos-pos LP-SAL adalah sebagai berikut: 

1) Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp788.153.857.662,54 merupakan saldo 

anggaran lebih Tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; 

2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 

Rp788.153.857.662,54 merupakan saldo anggaran lebih Tahun 2024 yang 

digunakan dalam pembiayaan untuk periode Tahun 2025. Nilai tersebut mengalami 

penurunan sebesar Rp221.084.334.193,46 atau 21,91% jika dibandingkan dengan 

periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp1.009.238.191.856,00; 

dan 

3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar 

Rp671.862.617.137,30 berasal dari sisa lebih anggaran Tahun 2025 sesuai dengan 

SiLPA yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Nilai tersebut mengalami 

penurunan sebesar Rp116.291.240.525,24 atau 14,75% jika dibandingkan dengan 

periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp788.153.857.662,54. 

Berdasarkan data Laporan Perubahan SAL, diperoleh Saldo Anggaran Lebih akhir 

untuk periode Tahun 2025 sebesar Rp671.862.617.137,30. Nilai tersebut mengalami 

penurunan sebesar Rp116.291.240.525,24 atau 14,75% jika dibandingkan dengan 

periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp788.153.857.662,54. 
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5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca 

Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-

saldo rekening Neraca untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, 

dengan rincian dan uraian penjelasan sebagai berikut: 

  
5.3.1. Aset 

Salah satu pos di Neraca Kabupaten Tangerang adalah Aset dengan rincian 

sebagai berikut: 
Aset: 2025  2024 
a. Aset Lancar 1.236.639.472.213,00  1.402.720.010.039,32 
b. Investasi Jangka Panjang 1.128.499.737.080,71  1.135.148.876.777,45 
c. Aset Tetap 26.690.109.435.503,89  22.964.585.167.759,03 
d. Aset Lainnya 636.013.735.880,28  738.442.115.790,24 
e. Properti Investasi 116.592.876.000,00  - 

Jumlah 29.807.855.256.677,88  26.240.896.170.366,04 
 

 
Grafik komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang per 31 Desember 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan 

pada aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada Aset Tetap terjadi 

kenaikan sebesar Rp3.725.524.267.744,86 atau 16,22%, Properti Investasi mengalami 

kenaikan sebesar Rp116.592.876.000,00. Adapun Aset Lancar terjadi penurunan 

sebesar Rp166.080.537.826,32 atau 11,84%, Investasi Jangka Panjang terjadi 

penurunan sebesar Rp6.649.139.696,74 atau 0,59%, dan Aset Lainnya terjadi penurunan 

sebesar Rp102.428.379.909,96 atau 13,87%. Penyebab terjadinya kenaikan dan 

penurunan aset dijelaskan pada masing-masing pos. 
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5.3.1.1. Aset Lancar 

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset yang diharapkan segera dapat 

direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak 

tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang 

per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari: 
Aset Lancar: 2025   2024 
Kas 722.816.129.181,30   798.689.361.923,54 
Piutang Pendapatan 994.850.583.409,50   1.083.587.719.787,01 
Penyisihan Piutang (655.012.120.999,57)   (647.419.237.205,55) 
Beban Dibayar Dimuka 35.000.000,00   85.500.000,00 
Persediaan 173.949.880.621,77   167.776.665.534,32 

Jumlah 1.236.639.472.213,00   1.402.720.010.039,32 

 

Nilai Aset Lancar mengalami penurunan sebesar Rp166.080.537.826,32 atau 

11,84% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp1.402.720.010.039,32. 

 

5.3.1.1.1. Kas 

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo Kas per 31 Desember 2025 

sebesar Rp722.816.129.181,30 dengan rincian sebagai berikut: 
 2025  2024 
Kas di Kas Daerah (BUD) 555.879.636.253,00  621.028.924.781,00 
Kas Bendahara Penerimaan 1.603.730,00  - 
Kas di BLUD 91.955.506.700,30  176.376.586.014,54 
- BLUD Puskesmas 13.888.685.345,00  9.439.518.758,00 
- RSUD Pakuhaji 7.806.609.731,00  12.246.149.105,00 
- RSUD Balaraja 16.789.920.855,00  28.311.627.371,00 
- RSUD Tangerang  37.719.289.403,00  114.390.035.369,00 
- BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah 1.087.196.449,00  1.268.397.531,00 
- UPT Pengelola Dana Bergulir 14.663.804.917,30  10.720.857.880,54 
Kas Di Bendahara BOS 291.508.458,00  466.232.990,00 
Kas Dana BOK Puskesmas 187.874.040,00  817.618.138,00 
Setara Kas 74.500.000.000,00  - 

Jumlah 722.816.129.181,30  798.689.361.923,54 

 
Nilai Kas mengalami penurunan sebesar Rp75.873.232.742,24 atau 9,50% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp798.689.361.923,54. 

Dalam penyajian saldo akhir kas pada Neraca, terdapat perbedaan dengan SiLPA 

pada LRA sebesar Rp50.953.512.044,00 dikarenakan adanya: 
1. Saldo rekening pokok Dana Bergulir yang belum digulirkan per 31 Desember 2025 50.943.743.200,00 
2. Sisa dana BOSDA yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2025  (51.000,00) 
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3. Utang PFK Dinas Pendidikan yang belum disetor ke RKUN sampai dengan 31 Desember 2025 10.209.844,00 
4. Utang pajak daerah dari Dana BOSDA yang belum disetor ke RKUD sampai dengan 31 

Desember 2025 
(390.000,00) 

Jumlah 50.953.512.044,00 
 

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah 

Saldo Kas di Kas Daerah pada Neraca sebesar Rp555.879.636.253,00 merupakan 

rekening RKUD pada Bank BJB dengan nomor rekening 0120230202017. Nilai Kas di 

Kas Daerah mengalami penurunan sebesar Rp65.149.288.528,00 atau 10,49% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp621.028.924.781,00. 

 
5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD 

berupa uang yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Saldo Kas 

di Bendahara Penerimaan tahun 2025 sebesar Rp1.603.730,00 merupakan saldo Kas 

pada UPT RSUD Tigaraksa. Atas saldo tahun 2025 tersebut, telah disetorkan ke Kas 

Daerah pada Bulan Januari 2026. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan mengalami 

kenaikan sebesar Rp1.603.730,00 jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp0,00. 
 
5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah berupa sisa uang yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 

Desember 2025. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2025 adalah Nihil.  

 

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD 

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp91.955.506.700,30 adalah saldo kas per 31 

Desember 2025 pada 44 Puskesmas, 3 RSUD, UPTD Pengelola Dana Bergulir, dan UPT 

Laboratorium Kesehatan Daerah dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini: 
Kas di BLUD: 2025  2024 
Kas BLUD Puskesmas 13.888.685.345,00  9.439.518.758,00 
RSUD Pakuhaji 7.806.609.731,00  12.246.149.105,00 
Rekening BJB No. Rek 0085960342001 7.806.609.731,00  12.246.149.105,00 
Kas RSUD Balaraja: 16.789.920.855,00  28.311.627.371,00 
Kas di Bendahara Pengeluaran -  173.155.603,00 
Kas di Bendahara Penerimaan 20.822.700,00  15.944.955,00 
Rekening BJB No. Rek 0027082408002 16.769.098.155,00  13.122.526.813,00 
Deposito di Bank BTN -  10.000.000.000,00 
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Kas di BLUD: 2025  2024 
Deposito di Bank BRI -  5.000.000.000,00 
RSUD Tangerang: 37.719.289.403,00  114.390.035.369,00 
Bank BJB No Rek. 0120030023199 28.444.645.672,00  24.335.433.428,00 
Bank Mandiri No. Rek. 1550004156298 5.759.788.377,00  22.689.144.505,00 
Bank BRI No. Rek. 043801001383303 3.514.855.354,00  2.365.457.436,00 
Deposito di Bank Jabar:    
No. A 657384 -  1.000.000.000,00 
No. A 702395 -  4.000.000.000,00 
No. A 776079 -  7.000.000.000,00 
No. A 951717 -  10.000.000.000,00 
No. A 951777 -  10.000.000.000,00 
No. A 951778 -  10.000.000.000,00 
No. A 946163 -  3.000.000.000,00 
No. A 945825 -  10.000.000.000,00 
No. A 945733 -  10.000.000.000,00 
Kas UPTD Pengelola Dana Bergulir 14.663.804.917,30  10.720.857.880,54 
Bank BJB No. Rek. 0120010009999 1.270.334.954,00  5.765.906.372,00 
Bank BJB No. Rek. 0120010008888 887.336.743,00  184.506.265,00 
Bank BSI No. Rek. 8888801309 332.724.974,30  2.826.382,54 
Bank BSI No. Rek. 9999901309 12.173.408.246,00  767.618.861,00 
Deposito di Bank BJB  -  4.000.000.000,00 
Kas BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah 1.087.196.449,00  1.268.397.531,00 

Jumlah 91.955.506.700,30  176.376.586.014,54 

 
Nilai Kas di BLUD mengalami penurunan sebesar Rp84.421.079.314,24 atau 

47,86% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp176.376.586.014,54. 

 
5.3.1.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS 

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp291.508.458,00 adalah saldo kas per 31 

Desember 2025 pada 1 PAUD, 153 SDN, 31 SMPN dan 1 SKB se-Kabupaten 

Tangerang dengan rincian sebagai berikut: 
Uraian PAUD SKB SD Negeri SMP Negeri Jumlah 

- Sisa dana pengelolaan kas dana BOS  15.000,00 182,00 161.692.444,00 119.980.988,00 281.688.614,00 
- Potongan pajak yang belum 

disetorkan sampai dengan 31 
Desember 2025 

- - 9.090.310,00 729.534,00 9.819.844,00 

Jumlah 15.000,00 182,00 170.782.754,00 120.710.522,00 291.508.458,00 

 
Nilai Kas di Bendahara BOS mengalami penurunan sebesar Rp174.724.532,00 

atau 37,48% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp466.232.990,00. 

Rincian saldo Kas masing-masing unit satuan pendidikan dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 
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5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas 

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp187.874.040,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp629.744.098,00 atau 

77,02% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp817.618.138,00. Adapun rincian Kas Dana BOK Puskesmas adalah sebagai 

berikut: 

- sisa dana BOK puskesmas per 31 Desember 2025 pada 44 BLUD Puskesmas 

sebesar Rp187.140.336,00; dan 

- jasa giro Bulan Desember 2025 dari rekening BOK Puskesmas sebesar 

Rp733.704,00. 

Atas jasa giro Bulan Desember 2025 dari rekening BOK Puskesmas sebesar 

Rp733.704,00 telah disetorkan ke kas daerah pada Bulan Januari 2026. Rincian saldo 

dana BOK pada 44 BLUD Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 

5.3.1.1.1.7 Setara Kas 

Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp74.500.000.000,00. Saldo Setara Kas 

tersebut merupakan deposito berjangka pada RSUD Balaraja, RSUD Tangerang, dan 

UPTD Pengelola Dana Bergulir yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum 

dicairkan dengan rincian sebagai berikut: 
 No. Uraian Saldo 31 Desember 2025 Jangka Waktu  

1. RSUD Balaraja 10.000.000.000,00  

 Deposito di Bank BTN 5.000.000.000,00 3 bulan 
 Deposito di Bank BRI 5.000.000.000,00 3 bulan 

2. RSUD Tangerang: 27.000.000.000,00  

 Deposito di Bank BJB:    

 No. A 657384 1.000.000.000,00 1 bulan 
 No. A 702395 4.000.000.000,00 1 bulan 
 No. A 776079 7.000.000.000,00 3 bulan 
 No. A 951778 10.000.000.000,00 3 bulan 
 No. A 946163 3.000.000.000,00 3 bulan 
 Deposito di Bank Banten No. A 044978 2.000.000.000,00 3 bulan 

3. UPTD Pengelola Dana Bergulir 37.500.000.000,00  
  Deposito di Bank BJB  18.000.000.000,00 1 bulan 
  Deposito di Bank BSI 19.500.000.000,00 1 bulan 
  Jumlah 74.500.000.000,00  

 
 

5.3.1.1.2. Piutang Pendapatan 

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp994.850.583.409,50 

terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD 
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yang Sah, dan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang sampai dengan 31 

Desember 2025 yang belum seluruhnya dibayar dengan rincian sebagai berikut: 
Piutang Pendapatan: Saldo Akhir 2025 Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo Akhir 2024 
Piutang Pajak 881.745.848.482,00  750.966.406.464,00  696.655.862.213,00 827.435.304.231,00 
Pajak Hotel 1.336.037.118,00  498.513.423,00  2.120.514.985,00 2.958.038.680,00 
Pajak Restoran 8.032.135.697,00  15.835.631.837,00  19.321.300.037,00 11.517.803.897,00 
Pajak Hiburan 962.426.537,00  -    863.261.969,00 1.825.688.506,00 
Pajak Reklame 1.110.625.917,00  1.806.337.835,00  1.808.784.313,00 1.113.072.395,00 
Pajak Parkir 469.536.111,00  20.086.155,00  132.076.775,00 581.526.731,00 
Pajak Air Tanah 255.309.551,00  4.870.443.270,00  4.722.618.636,00 107.484.917,00 
PBB-P2 869.344.038.867,00  716.887.882.334,00  656.841.667.268,00 809.297.823.801,00 
BPHTB 235.738.684,00  11.047.511.610,00  10.845.638.230,00 33.865.304,00 
Piutang Retribusi  5.567.001.759,00   3.458.271.932,00   132.390.541,00   2.241.120.368,00  
Ijin Mendirikan Bangunan  2.108.729.827,00   -     -     2.108.729.827,00  
Persetujuan Bangunan 
Gedung 

 3.458.271.932,00   3.458.271.932,00   132.390.541,00  132.390.541,00 

Piutang Lain-lain PAD 
yang Sah 

26.904.513.895,50 44.202.836.062,49 39.006.858.501,00  21.708.536.334,01  

Tuntutan Ganti Rugi 
Daerah 

750.698.998,01  11.200.000,00   11.200.000,00  750.698.998,01 

Denda Pajak 1.995.803.725,00 - - 1.995.803.725,00 
Penjualan Angsuran 88.863.000,00 - - 88.863.000,00 
Piutang BLUD 20.134.654.292,00  40.257.142.182,00  38.995.658.501,00  18.873.170.611,00  
Piutang atas Pengembalian 
Belanja 

3.934.493.880,49 3.934.493.880,49 - - 

Piutang Transfer 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

80.633.219.273,00  80.633.219.273,00   232.202.758.854,00  232.202.758.854,00 

Piutang BHPP 80.633.219.273,00  80.633.219.273,00   232.202.758.854,00  232.202.758.854,00 
Jumlah Akhir 994.850.583.409,50 879.260.733.731,49 967.997.870.109,00 1.083.587.719.787,01 

 
Nilai Piutang Pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp88.737.136.377,51 

atau 8,19% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp1.083.587.719.787,01. 

 

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak 

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp881.745.848.482,00 

merupakan akumulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan SKPD Kurang Bayar 

(SKPD-KB) Tahun 2025 dan piutang pajak tahun sebelumnya yang belum dilunasi oleh 

Wajib Pajak sampai dengan 31 Desember 2025. Nilai Piutang Pajak mengalami 

kenaikan sebesar Rp54.310.544.251,00 atau 6,56% jika dibandingkan dengan periode 

yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp827.435.304.231,00. 

Mutasi tambah Piutang Pajak sebesar Rp750.966.406.464,00 merupakan 

pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di tahun 2025 

yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan.  

Mutasi kurang Piutang Pajak sebesar Rp696.655.862.213,00 terdiri dari: 
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1) Pembayaran atas saldo Piutang Pendapatan Tahun 2024 sebesar 

Rp684.435.818.484,00;  

2) Penyesuaian saldo awal atas Piutang Pajak sebesar Rp1.343.377.592,00 dikarenakan 

adanya pembayaran atas saldo Piutang Pajak 2024 di tahun 2024 yang belum tercatat 

sebagai pengurang piutang; dan 

3) Penyesuaian saldo awal Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir sebesar 

Rp10.876.666.137,00. 

Mutasi tambah atas Piutang Pajak Hotel sebesar Rp498.513.423,00 merupakan 

pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di tahun 2025 

yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan. Sedangkan mutasi kurang 

Piutang Pajak Hotel sebesar Rp2.120.514.985,00 terdiri dari pembayaran atas saldo 

Piutang Pajak Hotel Tahun 2024 dan adanya penyesuaian saldo awal piutang.  

Mutasi tambah Piutang Pajak Restoran sebesar Rp15.835.631.837,00 merupakan 

pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di tahun 2025 

yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan. Sedangkan, mutasi kurang 

Piutang Pajak Restoran sebesar Rp19.321.300.037,00 terdiri dari: 

- pembayaran atas saldo Piutang Pajak Restoran tahun 2024 pada tahun 2025 sebesar 

Rp10.558.587.994,00: 

- penyesuaian saldo awal sebesar Rp503.386.212,00 dikarenakan adanya 

pembayaran piutang pada tahun sebelumnya yang belum mengurangi saldo piutang 

2024 dan adanya pencatatan ganda piutang; dan 

- penyesuaian saldo awal piutang sebesar Rp8.259.325.831,00. 

Pada tahun 2025 tidak terdapat mutasi tambah Piutang Pajak Hiburan. Adapun 

mutasi kurang Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp863.261.969,00 merupakan 

penyesuaian saldo awal piutang. 

Mutasi tambah Piutang Pajak Reklame sebesar Rp1.806.337.835,00 merupakan 

pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di tahun 2025 

yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan. Sedangkan, mutasi kurang 

sebesar Rp1.808.784.313,00 terdiri dari pembayaran atas saldo piutang Tahun 2024 

sebesar Rp1.800.886.813,00 dan penyesuaian saldo awal sebesar Rp7.897.500,00 

dikarenakan adanya perubahan pada sistem SIMPAD. 
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Mutasi tambah Piutang Pajak Parkir sebesar Rp20.086.155,00 merupakan 

pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di tahun 2025 

yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan. Sedangkan, mutasi kurang 

sebesar Rp132.076.775,00 merupakan penyesuaian saldo awal piutang. 

Mutasi tambah Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp4.870.443.270,00 merupakan 

pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di tahun 2025 

yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan. Sedangkan, mutasi kurang 

sebesar Rp4.722.618.636,00 disebabkan adanya pembayaran atas saldo piutang Tahun 

2024.  

Mutasi tambah Piutang PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp716.887.882.334,00 

merupakan pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di 

tahun 2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan. Sedangkan, 

mutasi kurang sebesar Rp656.841.667.268,00 terdiri dari pembayaran atas saldo piutang 

Tahun 2024 sebesar Rp656.009.573.388,00 dan penyesuaian saldo awal sebesar 

Rp832.093.880,00 atas pembayaran piutang pada tahun sebelumnya yang belum 

mengurangi piutang. 

Mutasi tambah Piutang BPHTB Tahun 2025 sebesar Rp11.047.511.610,00 

merupakan pengakuan atas surat ketetapan/tagihan lainnya yang diterbitkan di tahun 

2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan. Sedangkan, mutasi 

kurang sebesar Rp10.845.638.230,00 merupakan pembayaran atas saldo piutang Tahun 

2024. 

 
5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi 

Piutang Retribusi sebesar Rp5.567.001.759,00 merupakan Piutang Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan sebesar Rp2.108.729.827,00 dan Piutang Retribusi Persetujuan 

Bangunan Gedung atas penetapan tahun 2025 yang belum dilunasi sampai dengan 31 

Desember 2025 sebesar Rp3.458.271.932,00. Nilai Piutang Retribusi mengalami 

kenaikan sebesar Rp3.325.881.391,00 atau 148,40% jika dibandingkan dengan periode 

yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp2.241.120.368,00. 

Atas Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp2.108.729.827,00 

akan dilakukan penghapustagihan yang saat ini telah melalui proses verifikasi lapangan 

kepada 50 pemohon IMB berdasarkan laporan hasil verifikasi Piutang Izin Mendirikan 
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Bangunan (IMB) dengan Nomor 900/3765-DPMPTSP tanggal 18 Desember 2024 dan 

akan diteruskan dengan surat keputusan Bupati Tangerang tentang penghapusan 

piutang. 

Mutasi tambah Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 

Rp3.458.271.932,00 merupakan pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya 

yang diterbitkan di tahun 2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum 

terbayarkan. Sedangkan, mutasi kurang Piutang sebesar Rp132.390.541,00 merupakan 

pembayaran atas saldo Piutang Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2024. 

 
5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah bagian hak Pemerintah Kabupaten 

Tangerang terdiri dari Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Denda Pajak, 

Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Piutang BLUD. Saldo Piutang Lain-Lain PAD 

yang Sah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26.904.513.895,50 dengan rincian 

sebagai berikut: 
 Saldo Akhir 2025 Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo Akhir 2024 
Tuntutan Ganti Rugi Daerah 750.698.998,01 11.200.000,00 11.200.000,00 750.698.998,01 
Denda Pajak 1.995.803.725,00 - - 1.995.803.725,00 
Angsuran/Cicilan Penjualan 88.863.000,00 - - 88.863.000,00 
BLUD 20.134.654.292,00 40.257.142.182,00 38.995.658.501,00 18.873.170.611,00  
Piutang atas Pengembalian Belanja 3.934.493.880,49 3.934.493.880,49 - - 
Total 26.904.513.895,50 44.202.836.062,49 39.006.858.501,00 21.708.536.334,01  

 
Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar 

Rp5.195.977.561,49 atau 23,94% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp21.708.536.334,01. 

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp750.698.998,01 merupakan piutang atas penetapan tahun-tahun sebelumnya. Saldo 

TP-TGR tersebut terdiri dari: 

1) Saldo TP-TGR penetapan Tahun 2009 sebesar Rp104.400.000,00 yang sudah jatuh 

tempo pada Tahun 2011 tetapi belum dibayar sampai dengan Tahun 2025; 

2) Saldo TP-TGR penetapan Tahun 2011 sebesar Rp6.800.000,00 yang sudah jatuh 

tempo pada Tahun 2013 tetapi belum dibayar sampai dengan Tahun 2025; 

3) Saldo TP-TGR penetapan Tahun 2012 sebesar Rp45.500.000,00 yang sudah jatuh 

tempo pada Tahun 2014 tetapi belum dibayar sampai dengan Tahun 2025; 
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4) Saldo TP-TGR penetapan Tahun 2017 sebesar Rp9.000.000,00 yang jatuh tempo 

pada Tahun 2019 namun belum dibayar sampai dengan Tahun 2025; 

5) Saldo TP-TGR penetapan Tahun 2018 sebesar Rp179.756.740,00 yang jatuh tempo 

pada Tahun 2020 namun belum dibayar sampai dengan akhir Tahun 2025; 

6) Saldo TP-TGR penetapan Tahun 2019 sebesar Rp44.234.500,00 yang yang jatuh 

tempo pada Tahun 2021 namun belum dibayar sampai dengan akhir Tahun 2025;  

7) Saldo TP-TGR penetapan Tahun 2021 sebesar Rp4.200.000,00 yang dapat ditagih 

pada tahun 2025; dan 

8) Saldo TP penetapan Tahun 1993 sampai dengan 2019 sebesar Rp356.807.758,01. 

Mutasi tambah Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp11.200.000,00 

merupakan penyesuaian saldo awal Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah. Sedangkan 

mutasi kurang sebesar Rp11.200.000,00 merupakan pembayaran atas Piutang Tuntutan 

Ganti Rugi Daerah. 

Selama tahun 2025, tidak ada penambahan dan pengurangan Piutang Denda Pajak. 

Saldo Piutang Denda Pajak Tahun 2025 sebesar Rp1.995.803.725,00 merupakan 

SKPD-KB yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025. 

Selama tahun 2025, tidak ada penambahan dan pengurangan Piutang Penjualan 

Angsuran. Saldo Piutang Penjualan Angsuran sebesar Rp88.863.000,00 merupakan 

piutang yang kemungkinan tertagihnya sangat kecil disebabkan pegawai telah pensiun 

dan tidak bisa ditelusuri alamatnya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang 

bermaksud akan mengusulkan penghapusan piutang tersebut sesuai aturan yang berlaku. 

Rincian dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut: 
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran:  2025 
Kendaraan Roda Empat  57.600.000,00 
Kendaraan Roda Dua  31.263.000,00 
Jumlah  88.863.000,00 

 

Piutang BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.134.654.292,00 terdiri dari: 
Piutang BLUD : Saldo Akhir 2025 Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo Akhir 2024 
RSUD Tangerang 14.541.354.794,00  3.304.279.180,00   1.424.984.803,00  12.662.060.417,00 
RSUD Balaraja 4.021.126.724,00  1.714.679.579,00   2.503.319.410,00  4.809.766.555,00 
RSUD Pakuhaji 66.573.595,00 30.628.108.495,00  30.613.233.200,00  51.698.300,00 
BLUD Puskesmas 201.630.000,00  201.630.000,00   107.957.800,00  107.957.800,00 
UPTD Pengelola Dana Bergulir 1.303.969.179,00  4.408.444.928,00   4.346.163.288,00  1.241.687.539,00 
Jumlah 20.134.654.292,00 40.257.142.182,00 38.995.658.501,00 18.873.170.611,00 
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Nilai Piutang BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp1.261.483.681,00 atau 

6,68% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp18.873.170.611,00. 

 

Piutang BLUD RSUD Tangerang 

Mutasi tambah Piutang BLUD RSUD Tangerang sebesar Rp3.304.279.180,00 

terdiri dari pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di 

tahun 2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan sebesar 

Rp3.262.675.256,00 dan penyesuaian transaksi resiprokal utang-piutang tahun 2024 

sebesar Rp41.603.924,00. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp1.424.984.803,00 terdiri 

dari pembayaran atas saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp987.812.445,00 dan 

penyesuaian transaksi resiprokal utang piutang tahun 2025 sebesar Rp437.172.358,00. 

 
Piutang BLUD RSUD Balaraja 

Mutasi tambah Piutang BLUD RSUD Balaraja sebesar Rp1.714.679.579,00 

terdiri dari pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di 

tahun 2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan sebesar 

Rp1.462.594.279,00 dan penyesuaian transaksi resiprokal utang-piutang tahun 2024 

sebesar Rp252.085.300,00. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp2.503.319.410,00 

terdiri dari pembayaran atas saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp2.236.793.140,00, 

penyesuaian saldo awal sebesar Rp4.691.840,00 dan penyesuaian transaksi resiprokal 

utang piutang tahun 2025 sebesar Rp261.834.430,00. 

 
Piutang BLUD RSUD Pakuhaji 

Mutasi tambah Piutang BLUD RSUD Pakuhaji sebesar Rp30.628.108.495,00 

merupakan pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di 

tahun 2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan. Sedangkan 

mutasi kurang sebesar Rp30.613.233.200,00 merupakan pembayaran atas saldo piutang 

tahun 2024. 

 
Piutang BLUD Puskesmas 

Mutasi tambah Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp201.630.000,00 merupakan 

pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya yang diterbitkan di tahun 2025 
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yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbayarkan. Sedangkan mutasi kurang 

sebesar Rp107.957.800,00 merupakan pembayaran atas saldo piutang tahun 2024. 

 
Piutang BLUD UPTD Pengelola Dana Bergulir 

Mutasi tambah Piutang BLUD UPTD Pengelola Dana Bergulir sebesar 

Rp4.408.444.928,00 merupakan pengakuan atas surat ketetapan/surat tagihan lainnya 

yang diterbitkan di tahun 2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum 

terbayarkan. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp4.346.163.288,00 merupakan 

pembayaran atas saldo piutang tahun 2024. 

Piutang atas Pengembalian Belanja sebesar Rp3.934.493.880,49 merupakan hak 

Pemerintah Kabupaten Tangerang atas kelebihan pembayaran belanja daerah tahun 

2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan ke kas daerah. Rincian 

piutang atas pengembalian belanja adalah sebagai berikut: 
No. Jenis Piutang Nilai 
1. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang 420.562.325,01 
2. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 65.368.750,00 
3. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal 

Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 
1.435.781.413,69 

4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal 
Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 

1.901.382.766,07 

5. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal 
Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air 

111.398.625,72 

Jumlah 3.934.493.880,49 

 

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2025 sebesar 

Rp80.633.219.273,00. Nilai Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya mengalami 

penurunan sebesar Rp151.569.539.581,00 atau 65,27% jika dibandingkan dengan 

periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp232.202.758.854,00. Rincian 

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya disajikan pada tabel berikut ini: 
 Saldo Akhir 2025 Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo Akhir 2024 
Piutang Transfer 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

    

Piutang BHPP 80.633.219.273,00  80.633.219.273,00   232.202.758.854,00  232.202.758.854,00 
Jumlah Akhir 80.633.219.273,00  80.633.219.273,00   232.202.758.854,00  232.202.758.854,00 

 

Mutasi tambah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 

Rp80.633.219.273,00 merupakan pengakuan Piutang atas kurang salur dan pelampauan 

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 berdasarkan Surat 
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Keputusan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penetapan Alokasi Definitif 

Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2025, Kurang Salur 

Periode September Sampai Dengan Desember 2025 Dan Pelampauan Atas Bagi Hasil 

Pajak Tahun Anggaran 2025 Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dengan 

rincian sebagai berikut: 

- Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 

Rp56.197.921.911,00; 

- Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp609.251.900,00; dan 

- Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp23.826.045.462,00. 

Mutasi kurang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 

Rp232.202.758.854,00 merupakan pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi 

Banten atas kurang salur Tahun 2024 dan pelampauan atas Bagi Hasil Pajak Tahun 

Anggaran 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2025. 

 

5.3.1.1.2.5 Klasifikasi Piutang Berdasarkan Umur 

Berdasarkan umur piutang, saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp994.850.583.409,50 dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Klasifikasi Umur Piutang Selain pada UPTD Pengelola Dana Bergulir 

Jenis 
Piutang 

Klasifikasi Umur Piutang Piutang Per 31 
Desember 2025 < 1 Bulan 1 s.d. 3 Bulan 3 s.d. 12 Bulan > 12 Bulan 

Pajak   126.701.114.771,00   72.898.480.463,00   96.936.539.439,00   585.209.713.809,00  881.745.848.482,00 

Retribusi  2.444.881.871,00   258.643.833,00   754.746.228,00   2.108.729.827,00  5.567.001.759,00 

Lain-lain 
PAD yang 
Sah 

 6.534.646.671,49   683.497.077,50   959.118.173,50   17.423.282.794,01  25.600.544.716,50 

Transfer 
Pemerintah 
Daerah 
Lainnya 

 80.633.219.273,00   -     -     -    80.633.219.273,00 

Jumlah 993.546.614.230,50 

 
2. Klasifikasi Umur Piutang pada UPTD Pengelola Dana Bergulir 

Jenis 
Piutang 

Klasifikasi Umur Piutang Piutang Per 31 
Desember 2025 < 3 Bulan 3 s.d. 6 

Bulan 
6 s.d. 9 
Bulan 

9 s.d. 12 
Bulan 

> 12 Bulan 
Lain-lain 
PAD yang 
Sah 

3.597.218,00 22.840.578,00 27.374.992,00 72.982.104,00 1.177.174.287,00 1.303.969.179,00 

Jumlah 1.303.969.179,00 

 
Rincian atas klasifikasi umur piutang diatas tersaji pada Lampiran 11. 
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5.3.1.1.3. Penyisihan Piutang 

Penyisihan Piutang sebesar Rp655.012.120.999,57 merupakan saldo penyisihan 

Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

yang didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan 

rincian sebagai berikut: 
Penyisihan Piutang: Saldo 2025 Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo 2024 
Penyisihan Piutang Pajak 
Daerah  

635.278.137.601,59 72.721.351.636,63 65.893.766.082,25 628.450.552.047,21 

- Pajak Hotel 1.277.733.422,00 - 768.628.518,51 2.046.361.940,51 
- Pajak Restoran 1.767.239.845,95 625.371.929,63 5.758.079.828,65 6.899.947.744,97 
- Pajak Hiburan 962.426.537,00 113.427.111,00 817.628.840,90 1.666.628.266,90 
- Pajak Reklame 242.531.934,74 66.656.864,67 5.038.909,99 180.913.980,06 
- Pajak Parkir 449.550.386,78 100.430,78 101.239.575,01 550.689.531,01 
- Pajak Air Tanah 24.516.898,89 3.848.440,29 474.463,55 21.142.922,15 
- PBB-P2 630.552.959.882,81 71.910.768.166,84 58.442.506.619,12 617.084.698.335,09 
- BPHTB 1.178.693,42 1.178.693,42 169.326,52 169.326,52 
Penyisihan Piutang Retribusi 
Daerah  

2.524.191.733,65 415.461.906,65 98.688.431,80 2.207.418.258,80 

- Izin Mendirikan Bangunan 2.108.729.827,00 - - 2.108.729.827,00 
- Persetujuan Bangunan Gedung 415.461.906,65 415.461.906,65 98.688.431,80 98.688.431,80 
Penyisihan Piutang Lain-lain 
PAD yang Sah 

17.209.791.664,33 1.668.750.721,13 1.220.225.956,34 16.761.266.899,54 

- BLUD RSU Tangerang 11.935.169.991,21 925.733.993,00 418.441.385,79 11.427.877.384,00 
- BLUD RSUD Balaraja 3.157.257.434,61 685.285.573,63 775.273.476,55 3.247.245.337,53 
- BLUD RSUD Pakuhaji 54.991.109,50 3.710.559,50 - 51.280.550,00 
- BLUD UPTD Dana Bergulir 1.222.811.131,00 48.420.595,00 20.911.094,00 1.195.301.630,00 
- Tuntutan Ganti Rugi  750.698.998,01 5.600.000,00 5.600.000,00 750.698.998,01 
- Penjualan Angsuran  88.863.000,00 - - 88.863.000,00 

Jumlah 655.012.120.999,57 74.805.564.264,41 67.212.680.470,39 647.419.237.205,55 

 
Nilai Penyisihan Piutang mengalami kenaikan sebesar Rp7.592.883.794,02 atau 

1,17% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp647.419.237.205,55. 

Mutasi tambah penyisihan piutang sebesar Rp74.805.564.264,41 terdiri dari: 

1) Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2025 sebesar Rp74.704.012.035,30 dengan 

rincian sebagai berikut: 
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah 72.721.351.636,63 
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran 625.371.929,63 
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan 113.427.111,00 
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame  66.656.864,67  
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir 100.430,78 
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah  3.848.440,29  
- Beban Penyisihan Piutang PBB-P2 71.910.768.166,84  
- Beban Penyisihan Piutang BPHTB  1.178.693,42  
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah   415.461.906,65 
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan 

Gedung 
  415.461.906,65 

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD 1.567.198.492,02 
- Beban Penyisihan Piutang BLUD 1.567.198.492,02 

Jumlah 74.704.012.035,30 
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2) Jurnal balik atas eliminasi penyisihan Piutang BLUD atas Jamkesda Kabupaten 

Tangerang tahun 2024 yang merupakan akun timbal balik (reciprocal account) 

sebesar Rp95.952.229,11 sesuai ketentuan dalam PSAP Nomor 13 paragraf 123; dan 

3) Penyesuaian saldo awal tahun 2025 sebesar Rp5.600.000,00. 

Mutasi kurang penyisihan piutang sebesar Rp67.212.680.470,39 merupakan 

penyesuaian atas nilai penyisihan piutang Tahun 2025 dikarenakan adanya: 

1) Pembayaran piutang pada tahun 2025 sebesar Rp58.899.792.847,08 yang terdiri dari: 
Piutang Pajak Daerah 57.643.059.392,73 
- Piutang Pajak Restoran  28.016.953,55  
- Piutang Pajak Reklame  3.985.909,99  
- Piutang Pajak Air Tanah  474.463,55  
- Piutang PBB-P2 57.610.412.739,12  
- Piutang BPHTB 169.326,52 
Piutang Retribusi Daerah 98.688.431,80 
- Persetujuan Bangunan Gedung 98.688.431,80 
Piutang Lain-lain PAD 1.158.045.022,55 
- Piutang BLUD 1.152.445.022,55 
- Piutang TPTGR 5.600.000,00 

Jumlah 58.899.792.847,08 
 
2) Penyesuaian saldo awal penyisihan piutang sebesar Rp8.250.706.689,52 merupakan 

penyesuaian saldo awal tahun 2025 atas Penyisihan Piutang Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak PBB-P2; 

3) Eliminasi penyisihan Piutang BLUD Tahun 2024 yang merupakan akun timbal balik 

(reciprocal account) sebesar Rp62.180.933,79 sesuai ketentuan dalam PSAP Nomor 

13 paragraf 123. 

Kenaikan Penyisihan Piutang dari tahun 2024 sebesar Rp7.592.883.794,02 

sedangkan Beban Penyisihan Piutang pada LO senilai Rp75.070.608.461,51, sehingga 

selisih senilai (Rp67.477.724.667,49) dengan penjelasan sebagai berikut: 
No. Uraian Jumlah (Rp) 
1. Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak (9.684.221.197,21) 
2. Penyesuaian penyisihan piutang atas pembayaran piutang tahun 2024 (58.894.192.847,08) 
3. Jurnal Balik atas transaksi resiprokal Utang - Piutang Dinkes dengan RSUD tahun 2024 95.952.229,11 
4. Beban Penyisihan Dana Bergulir yang tidak menambah Penyisihan Piutang pada Neraca, namun 

mengurangi Dana Bergulir pada Investasi Jangka Panjang non Permanen. 
 (428.777.360,00) 

5. Koreksi beban penyisihan tahun berjalan atas koreksi piutang 1.433.514.507,69 
 Jumlah (67.477.724.667,49) 

 

5.3.1.1.4. Beban Dibayar Dimuka 

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp35.000.000,00 merupakan beban barang dan 

jasa dibayar dimuka yang belum jatuh tempo per 31 Desember 2025 dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Beban Dibayar Dimuka: Saldo 2025 Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo 2024 
Badan Pendapatan Daerah 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 
Dinas Bina Marga dan SDA 10.000.000,00 232.544.040,00 283.044.040,00 60.500.000,00 

Jumlah 35.000.000,00 262.544.040,00 313.044.040,00 85.500.000,00 
 

 
Nilai Beban Dibayar Dimuka mengalami penurunan sebesar Rp50.500.000,00 

atau 59,06% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp85.500.000,00. 

Mutasi tambah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp30.000.000,00 

merupakan pengakuan Beban Dibayar Dimuka atas Belanja Sewa Kantor pada Tahun 

2025. Sedangkan, mutasi kurang sebesar Rp30.000.000,00 merupakan beban sewa pada 

Tahun 2025 atas saldo akhir 2024 sebesar Rp25.000.000,00 dan beban sewa tahun 2025 

sebesar Rp5.000.000,00. 

Mutasi tambah pada Dinas Bina Marga dan SDA sebesar Rp232.544.040,00 

merupakan pengakuan Beban Dibayar Dimuka atas Belanja Sewa Kantor pada Tahun 

2025. Sedangkan, mutasi kurang sebesar Rp283.044.040,00 merupakan beban sewa 

pada Tahun 2025 atas saldo akhir 2024 sebesar Rp60.500.000,00 dan beban sewa tahun 

2025 sebesar Rp222.544.040,00. 

Rincian sewa sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut: 
No. Uraian Nilai Sewa Periode Sewa 
1. Dinas Bina Marga dan SDA   
 - Sewa Gedung kantor Bidang 

Sumber Daya Air 
52.544.040,00 1 Januari 2025 s/d 31 Desmber 2025 

 - Sewa Gedung kantor UPT 
Pembangunan dan Pemeliharaan 
Sumber Daya Air Wilayah VIII 

60.000.000,00 31 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 

 - Sewa Gedung kantor UPT 
Pembangunan dan Pemeliharaan 
Sumber Daya Air Wilayah III 

60.000.000,00 1 Maret 2025 s/d 28 Februari 2026 

 - Sewa Gedung Kantor UPT 
Pembangunan dan Pemeliharaan 
Sumber Daya Air Wilayah II 

60.000.000,00 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 

2. Badan Pendapatan Daerah   
 - Sewa gudang 30.000.000,00 31 Oktober 2025 s/d 30 Oktober 2026 

 

5.3.1.1.5. Persediaan 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang 

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan ini merupakan hasil pemeriksaan fisik 

persediaan (stock opname) yang dilakukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Tangerang 
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per 31 Desember 2025 pada semua SKPD yang dituangkan dalam Laporan Hasil 

Opname Fisik Persediaan.  

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp173.949.880.621,77. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.173.215.087,45 atau 3,68% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp167.776.665.534,32. Adapun Rincian Persediaan adalah sebagai berikut: 
Kode Nama Barang Persediaan 2025 2024 

1.1.12.01 Barang Pakai Habis 173.949.880.621,77 167.776.665.534,32 
1.1.12.01.01 Bahan 10.825.378.848,56 9.165.149.219,76 
1.1.12.01.02 Suku Cadang 42.612.143.917,30 47.147.890.645,68 
1.1.12.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 42.081.746.644,67 36.251.751.204,36 
1.1.12.01.04 Obat-obatan 46.226.636.740,52 44.918.944.882,66 
1.1.12.01.05 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 23.734.804.027,58 23.732.805.959,27 
1.1.12.01.06 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga - 39.097.200,00 
1.1.12.01.07 Natura dan Pakan 8.469.170.443,14 6.521.026.422,59 

Jumlah 173.949.880.621,77 167.776.665.534,32 
Catatan: rincian saldo Persediaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12. 

Selain jumlah tersebut di atas, terdapat persediaan dalam kondisi 

usang/rusak/kadaluarsa/ditarik ijin edar yang tersebar pada 48 SKPD sebesar 

Rp3.815.117.393,30. Rincian per SKPD atas persediaan tersebut disajikan pada 

Lampiran 13.  

 
5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang 

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.128.499.737.080,71 terdiri dari Investasi 

Non Permanen dan Investasi Permanen. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 

Rp6.649.139.696,74 atau 0,59% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp1.135.148.876.777,45. Adapun rincian Investasi Jangka 

Panjang adalah sebagai berikut: 

 
5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen 

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Investasi Non 

Permanen Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan Dana Bergulir yang dikelola 

oleh UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM. 

 
Dana Bergulir 

Investasi dana bergulir untuk masyarakat melalui UPTD Pengelola Dana Bergulir 

dengan rincian sebagai berikut: 
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Dana Bergulir 
2025  2024 

Saldo Akhir Tambah/(Kurang)  Saldo Akhir 
Piutang Dana Bergulir – Mitra UMKM 9.781.820.877,00 72.788.817,00  9.709.032.060,00 
Piutang Dana Bergulir – Mitra Koperasi 37.797.494.615,00 (20.483.006.784,00)  58.280.501.399,00 
Penyisihan Piutang Dana Bergulir (8.274.387.408,00) (61.572.109,00)  (8.212.815.299,00) 

Jumlah 39.304.928.084,00 (20.471.790.076,00)  59.776.718.160,00 
 
 
Per 31 Desember 2025, saldo investasi Dana Bergulir adalah sebesar 

Rp39.304.928.084,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 

Rp20.471.790.076,00 atau 34,25% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp59.776.718.160,00. Saldo tersebut terdiri dari: 

- Piutang Dana Bergulir sebesar Rp47.579.315.492,00 merupakan piutang atas pokok 

pinjaman yang diberikan kepada mitra UPTD Pengelola Dana Bergulir (UMKM dan 

Koperasi) yang belum dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2025; dan 

- Penyisihan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp8.274.387.408,00.  

Saldo Rekening Pokok pada Bank Jabar Banten dan Bank Syariah Indonesia 

tidak dicatat sebagai investasi Dana Bergulir melainkan dicatat sebagai Kas BLUD pada 

UPTD Pengelola Dana Bergulir. 

 

5.3.1.2.2. Investasi Permanen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi permanen, yaitu 

investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan 

dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Nilai investasi 

permanen pada BUMD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.089.194.808.996,71 

dengan rincian sebagai berikut: 

Nama BUMD 
2025  2024 

Saldo Akhir Tambah/(Kurang)  Saldo Akhir 
Metode Biaya:   99.525.844.360,00  -    99.525.844.360,00  
Bank Jabar Banten   99.525.844.360,00  -    99.525.844.360,00  
     
Metode Ekuitas:   989.668.964.636,71   13.822.650.379,26    975.846.314.257,45 
Perumdam Tirta Kerta Raharja   864.928.951.357,55   5.132.120.268,85    859.796.831.088,70 
Perumda Pasar NKR   20.336.143.036,25   124.395.616,75    20.211.747.419,50 
PT Mitra Kerta Raharja 6.494.794.539,98 -    6.494.794.539,98 
PT LKM Artha Kerta Raharja   38.765.838.923,72   7.240.892.888,01    31.524.946.035,71 
PT. BPR Kerta Raharja   59.143.236.779,21   1.325.241.605,65    57.817.995.173,56 

Jumlah 1.089.194.808.996,71   13.822.650.379,26  1.075.372.158.617,45 
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Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengalami kenaikan sebesar 

Rp13.822.650.379,26 atau 1,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp1.075.372.158.617,45. 

Penilaian investasi pada BUMD dilakukan dengan dua metode, yaitu metode 

biaya (cost method) untuk BUMD dengan komposisi kepemilikan modal pemerintah 

daerah dibawah 20% dan metode ekuitas (equity method) untuk BUMD dengan 

komposisi kepemilikan modal pemerintah daerah diatas 20%. Metode biaya diterapkan 

untuk penilaian investasi pada PT Bank Jabar Banten, Tbk. Sedangkan, metode ekuitas 

diterapkan untuk penilaian investasi pada BUMD lainnya. 

Penilaian investasi dengan metode biaya didasarkan pada nilai penyertaan modal 

pemerintah daerah yang telah ditempatkan pada BUMD yang dituangkan dalam 

peraturan daerah, sedangkan pada metode ekuitas penilaian investasi didasarkan dari 

hasil penghitungan atas nilai saldo ekuitas yang diakui dan dicantumkan dalam laporan 

keuangan BUMD dengan besaran komposisi kepemilikan modal pemerintah daerah 

pada BUMD tersebut serta kebijakan lain yang dituangkan dalam RUPS. 

Saat ini persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Tangerang pada 

Perumdam Tirta Kerta Raharja sebesar 100%, Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja 

sebesar 100%, PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda) sebesar 53%, PT LKM Artha Kerta 

Raharja sebesar 91,41%, dan PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sebesar 

76,76%.  

Berdasarkan perhitungan dengan metode ekuitas (equity method), per 31 

Desember 2025 terjadi kenaikan investasi kepada BUMD sebesar 

Rp13.822.650.379,26. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penyertaan modal kepada PT 

LKM Artha Kerta Raharja sebesar Rp10.000.000.000,00 dan adanya kenaikan laba pada 

Perumdam Tirta Kerta Raharja dan PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).  
 

5.3.1.3. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur 

dalam kebijakan akuntansi. Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp26.690.109.435.503,89 terdiri dari: 
Aset Tetap 
 

2025  2024 
Saldo Akhir Mutasi (+) Mutasi (-)  Saldo Akhir 

Tanah 17.400.553.258.364,90 3.109.794.104.182,20 11.967.307.060,00  14.302.726.461.242,70 
PM(1) 3.285.839.610.325,15 385.344.588.586,76 110.753.001.616,80  3.011.248.023.355,19 
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Aset Tetap 
 

2025  2024 
Saldo Akhir Mutasi (+) Mutasi (-)  Saldo Akhir 

GB(2) 6.484.677.937.466,81 618.808.363.493,78 18.467.946.920,24  5.884.337.520.893,27 
JIJ(3) 10.295.806.090.793,24 728.033.314.400,00 29.135.227.372,85  9.596.908.003.766,09 
ATL(4) 112.471.719.460,52 20.356.831.950,00 438.204.876,00  92.553.092.386,52 
KDP(5) 31.936.161.133,28 10.048.826.999,00  111.398.625,72   21.998.732.760,00 
Jumlah 37.611.284.777.543,90 4.872.386.029.611,74 170.873.086.471,61  32.909.771.834.403,77 
Akum. Peny. (10.921.175.342.040,01) (1.115.241.906.764,34) (139.253.231.369,07)  (9.945.186.666.644,74) 
Aset Tetap 26.690.109.435.503,89 3.757.144.122.847,40 31.619.855.102,54  22.964.585.167.759,03 
 Catatan: (1)Peralatan dan Mesin, (2)Gedung dan Bangunan, (3)Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (4)Aset Tetap Lainnya, 

 (5)Konstruksi dalam Pengerjaan 

Nilai Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp3.725.524.267.744,86 atau 

16,22% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp22.964.585.167.759,03. 

Rincian saldo aset tetap per 31 Desember 2025 per SKPD disajikan dalam 

Lampiran 14. 

 
5.3.1.3.1. Tanah 

Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.400.553.258.364,90. Nilai Tanah 

mengalami kenaikan sebesar Rp3.097.826.797.122,20 atau 21,66% jika dibandingkan 

dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp14.302.726.461.242,70. 

Mutasi tambah Tanah tahun 2025 sebesar Rp3.109.794.104.182,20 terdiri dari: 

1) Penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp108.735.367.766,00; 

2) Penambahan yang bersumber dari rekening Belanja Barang dan Jasa sebesar 

Rp302.242.036,00; 

3) Perolehan lainnya yang sah sebesar Rp2.985.888.993.380,20 terdiri dari: 

- Penerimaan dari penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum sebesar 

Rp2.974.894.827.880,20 antara lain dari PT. Graha Mas Realty Wisma Garden 

berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Perumahan Paramount Wisma Garden Secara Kepada Pemerintah Kabupaten 

Tangerang Nomor 011/GMR/VII/2025 dan B/593/7482-DPPP/VIII/2025, PT. 

Bumi Serpong Damai, Tbk Cluster Regentown Gold, Quantis Suites pada The 

Eminent Regenton BSD berdasarkan Berita Acara Serah Terima 004/DIR-

BSD/VII/2025 dan B/593/7878-DPPP/VII/2025, dan PT. Deltacendana 

Citapersada Cluster Batavia Spring berdasarkan Berita Acara Serah Terima 
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002/DC/PKPJ-BAST/PSU/VII/2025 dan Nomor : B/593/7965-

DPPP/BAST/VII/2025; dan 

- Penerimaan dari hasil inventarisasi sebesar Rp10.994.165.500,00 terdiri dari 

pencatatan atas tanah bangunan kantor pada Kecamatan Teluknaga sebesar 

Rp2.738.165.500,00 dan tanah bangunan kantor yang merupakan tanah eks Desa 

Curug Kulon Kecamatan Curug yang berubah status Desa menjadi Kelurahan 

sebesar Rp8.256.000.000,00. 

4) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.867.501.000,00 

merupakan pekerjaan berupa pemadatan timbunan dan urugan tanah TPA 

Jatiwaringin dan penataan galian Tanah TPA Jatiwaringin (Darurat Sampah) PSEL 

yang dikapitalisasi ke Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah. 

Mutasi kurang Tanah Tahun 2025 sebesar Rp11.967.307.060,00, terdiri dari :  

1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp10.851.000.000,00 terdiri dari: 

- Pemindahtanganan melalui hibah kepada Desa Kadu Sirung berdasarkan Berita 

Acara Serah Terima Nomor : 000.2.3.2/13593/XII/BPKAD/2025, Nomor : 1/P-

Ds.Kds/2025 sebesar Rp35.000.000,00; 

- Pemindahtanganan melalui hibah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Tangerang Selatan berdasarkan Berita 

Acara Serah Terima Nomor : 000.2.3.2/2780.1/VIII/BPKAD/2025 dan nomor : 

BAST/97/VIII/2025 Rp8.256.000.000,00; dan 

- Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp2.560.000.000,00 

merupakan Tanah Tambak yang digunakan sebagai tempat Ketapang Urban 

Aquaculture. 

2) Penghapusbukuan aset tanah sebesar Rp320.000.000,00 yang diatasnya berdiri 

bangunan SDN Dirgantara dikarenakan tanah tersebut milik Kementerian 

Perhubungan RI dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 1 tahun 1984; 

3) Penghapusan sebagian karena pemindahtanganan melalui hibah kepada Kepolisian 

Resort Kota Tangerang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 

B/000.2.3.2/10938/X/BPKAD/2025 dan Nomor : B/1237/X/2025/RestaTng sebesar 

Rp363.960.000,00; dan 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 169  
 

4) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp432.347.060,00 merupakan 

merupakan perolehan belanja Tanah yang memenuhi kriteria aset tetap Gedung dan 

Bangunan. 

 

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.285.839.610.325,15. 

Nilai Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp274.591.586.969,96 atau 

9,12% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp3.011.248.023.355,19. 

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp385.344.588.586,76 

terdiri dari: 

1) Penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp375.505.239.149,24;  

2) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp3.420.117.980,52 yang 

memenuhi kriteria aset tetap; 

3) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.539.085.681,00 merupakan 

perolehan belanja Pembangunan Gedung kantor pemerintah dan Gedung Kesehatan 

yang terdapat rincian belanja yang masuk kriteria peralatan dan mesin yang melekat 

pada bangunan antara lain elevator/lift dan bangku tunggu;  

4) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp195.360.000,00 merupakan 

belanja berupa Automatic Voltage Regulator (AVR) dan Trafo yang memenuhi 

kriteria peralatan dan mesin; dan 

5) Perolehan lainnya yang sah sebesar Rp3.684.785.776,00, terdiri dari: 

- Hibah dari Swasta/Lembaga sebesar Rp2.224.747.129,00 terdiri dari; 

1. Hibah dari Pengembang PIK 2 sebesar Rp199.800.000,00 berupa Mobil 

Ambulance; 

2. Hibah dari PT. Airindo Sentra Medika sebesar Rp1.658.152.729,00 berupa 

Oxygen Regulator, Filling Cabinet, Monitor Pasien, Fire Extinguisher, Alat 

Kedokteran Umum, PC Unit, dan CD Writer; 

3. Hibah dari PT. Berca Niaga Medika sebesar Rp48.100.000,00 berupa mesin 

EKG; 

4. Hibah dari PT. Beyond Medical Indonesia sebesar Rp128.625.000,00 berupa 

USG dan Tablet PC; 
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5. Hibah dari PT. Elo Karsa Utama sebesar Rp32.789.400,00 berupa PC Unit; 

6. Hibah dari PT. IDS Medical System Indonesia sebesar Rp84.000.000,00 

berupa trolley. 

7. Hibah dari PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Cabang Kosambi dan 

Bojongrenged Rp65.280.000,00 berupa Kendaraan bermotor Roda Tiga; 

8. Hibah dari CV. Mutiara Bunda sebesar Rp2.500.000,00 berupa AC Split; dan 

9. Hibah dari PT. Paragon Technology and Innovation sebesar Rp5.500.000,00 

berupa lemari kayu dan lemari obat. 

- Hibah dari UNICEF sebesar Rp3.658.635,00 berupa Coolbox; 

- Hibah dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp27.750.000,00 berupa Sepeda 

Motor; 

- Hibah dari Pemerintah Pusat Kementerian Kesehatan RI sebesar 

Rp917.130.000,00 berupa Universal Test Machine (Alat Laboratorium Umum), 

Printer, Stabilizer; dan 

- Penerimaan pemberian hadiah penghargaan perangkat daerah terbaik sebesar 

Rp511.500.012,00 berupa Laptop dan Printer. 

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp110.753.001.616,80 

terdiri dari:  

1) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.681.813.684,00 merupakan 

rekening belanja peralatan dan mesin BLUD yang realisasinya berupa pemeliharaan 

bangunan klinik Puskesmas, pagar semi permanen, bangunan instalasi lain-lain, dan 

bangunan gedung kantor permanen; 

2) Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp172.600.000,00 merupakan 

realisasi belanja Peralatan dan Mesin berupa instalasi air kotor dan bak 

penampungan;  

3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp108.898.587.932,80 terdiri dari: 

- Software sebesar Rp1.523.000.000,00 merupakan aplikasi Software PACS 

Thena / Thena PACS Beta With RIS pada Dinas Kesehatan dan Aset Tidak 

Berwujud Lainnya sebesar Rp71.040.000,00 berupa buku digital yang 

memenuhi kriteria Aset Tak Berwujud; 

- Usulan penghapusan perangkat daerah atas Peralatan dan Mesin yang 

kondisinya rusak berat sebesar Rp105.716.851.275,48; dan 
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- Pemindahtanganan melalui hibah sebesar Rp1.587.696.657,32 yang merupakan 

pengadaan Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga oleh Kecamatan Kecamatan 

Pagedangan, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Kronjo, 

Kecamatan Panongan, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan 

Cisoka, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Cikupa yang diperuntukkan 

sebagai operasional kebersihan Pemerintah Desa. 

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima hibah peralatan dan 

mesin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 

2025 berupa laptop, TV (Smartboard), Hardisc External Internet Satelit dan Solar 

Panel sebagai program digitalisasi untuk sekolah. Atas peralatan dan mesin tersebut 

belum tercatat pada neraca Pemerintah Kabupaten Tangerang dikarenakan belum 

diketahuinya harga perolehan atas barang dimaksud. Rincian atas penerimaan hibah 

peralatan dan mesin tersebut tersaji pada Lampiran 15. 

 

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.484.677.937.466,81. 

Nilai Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp600.340.416.573,54 atau 

10,20% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp5.884.337.520.893,27. 

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp618.808.363.493,78 

terdiri dari:  

1) Penambahan yang bersumber dari belanja modal sebesar Rp389.755.999.886,00; 

2) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp204.701.236.051,00 

merupakan rekening belanja Barang dan Jasa BLUD, belanja Barang dan Jasa 

Pemeliharaan berupa pemeliharaan bangunan klinik/puskesmas, bangunan gedung 

kantor lain-lain, bangunan gedung kantor permanen, bangunan olah raga terbuka 

permanen dan taman permanen; 

3) Utang retensi 5% sebesar Rp13.293.193.117,78;  

4) Reklasifikasi dari Tanah sebesar Rp432.347.060,00 merupakan pengadaan tanah 

yang di atasnya telah berdiri bangunan kantor lain-lain, pagar, dan bangunan 

gudang; 
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5) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.681.813.684,00 merupakan 

belanja rekening peralatan dan mesin BLUD yang realisasinya berupa pemeliharaan 

bangunan klinik Puskesmas, pagar semi permanen, bangunan instalasi lain-lain, dan 

bangunan gedung kantor permanen; 

6) Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Bangunan 

Pendidikan sebesar Rp3.985.494.777,00. 

7) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp336.035.918,00 merupakan 

realisasi belanja barang dan jasa yang menjadi aset tetap namun realisasi belanja 

masuk kepada kriteria Gedung dan Bangunan berupa bangunan kamar mandi, 

taman, dan bangunan gedung kantor; dan 

8) Pembukuan atas perolehan lainnya yang berasal dari Pembatalan Penghapusan 

gedung dan bangunan berupa Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Bank Darah 

dan Bangunan Masjid pada Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang sebesar 

Rp4.622.243.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 

775 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 028/Kep.354-

Huk/2018 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang 

Berupa Konstruksi Bangunan Gedung Instalasi Gedung Darurat, Gedung Bank 

Darah, Gedung Mesjid, dan Gedung Rumah Dinas Dokter Spesialis Anak pada 

Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang, nilai perolehan 

dalam pembukuan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa 

Penilai Publik Johnny Farel dan Rekan dengan Nomor Laporan : 

00191/2.0168/PI/11/0200/1/XI/2024. 

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp18.467.946.920,24 

terdiri dari:  

1) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.539.085.681,00 merupakan 

belanja pembangunan gedung kantor pemerintah dan gedung kesehatan terdapat 

belanja yang masuk kriteria peralatan dan mesin seperti elevator/lift dan bangku 

tunggu; 

2) Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.186.911.302,00 merupakan 

pekerjaan berupa saluran air bersih, jaringan transimisi tegangan, bangunan 

pengaman irigasi, dan jaringan gas;  



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 173  
 

3) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.334.665.010,00 

merupakan pembangunan sarana umum pada Perumahan Mustika, Detail 

Enginering Design (DED) pembangunan Instalasi Gawat Darurat pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Balaraja, dan pembangunan Hutan Bambu Cisoka;  

4) Koreksi atas pengembalian belanja Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp3.505.230.296,24; 

5) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp6.112.223.083,00 adalah usulan 

penghapusan berupa gedung bangunan pada Rumah Sakit Umum Balaraja; dan 

6) Reklasifikasi ke Aset Pemanfaatan (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) sebesar 

Rp789.831.548,00 adalah belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Urban 

Culture hutan mangrove yang telah dilaksanakan Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah. 

 

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp10.295.806.090.793,24. Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami kenaikan 

sebesar Rp698.898.087.027,15 atau 7,28% jika dibandingkan dengan periode yang 

sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp9.596.908.003.766,09. 

Mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 sebesar 

Rp728.033.314.400,00 terdiri dari: 

1) Penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp718.325.354.568,00; 

2) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp8.348.448.530,00 

merupakan realisasi belanja barang dan jasa berupa jaringan listrik lainnya, 

bangunan pembawa air kotor lain-lain, saluran air kotor sambungan dari rumah, 

bangunan pembuang pengaman sungai lain-lain, saluran pembuang, bahan bakar 

minyak, pelumas dan upah tukang yang menjadi atribusi Jalan Irigasi dan Jaringan; 

3) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp172.600.000,00 merupakan hasil 

pekerjaan dari belanja Peralatan dan Mesin berupa instalasi air, instalasi air kotor, 

dan bak penampungan; dan 

4) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.186.911.302,00 berupa 

saluran air bersih, jaringan transimisi tegangan, bangunan pengaman irigasi, dan 

jaringan gas. 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 174  
 

Mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 sebesar 

Rp29.135.227.372,85 terdiri dari: 

1) Reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp14.867.501.000,00 merupakan pekerjaan berupa 

pemadatan timbunan dan urugan tanah TPA Jatiwaringin dan penataan galian 

Tanah TPA Jatiwaringin (Darurat Sampah) PSEL yang dikapitalisasi ke Tanah 

Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah; 

2) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp195.360.000,00 merupakan belanja 

berupa Automatic Voltage Regulator (AVR) dan Trafo yang memenuhi kriteria 

peralatan dan mesin; 

3) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp336.035.918,00 merupakan hasil 

pekerjaan dari belanja barang dan jasa yang menjadi aset tetap namun realisasi 

barang masuk kepada kriteria gedung dan bangunan berupa bangunan kamar mandi, 

taman, dan bangunan gedung kantor; 

4) Koreksi atas pengembalian belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp5.618.207.580,85; 

5) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.714.161.989,00 

merupakan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang masih dalam pengerjaan berupa 

pembangunan polder dan Detail Engineering Design untuk pembangunan polder di 

Cikupa dan Cibadak; dan 

6) Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemindahtanganan sebesar 

Rp2.403.960.885,00 berupa konstruksi jalan desa, saluran pembuang air kotor lain 

lain, dan bangunan pengaman air sungai. 

 
5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp112.471.719.460,52. Nilai 

Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp19.918.627.074,00 atau 21,52% 

jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp92.553.092.386,52. 

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp20.356.831.950,00 

terdiri dari:  

1) Penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp20.164.587.750,00; 

dan 
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2) Penambahan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa sebesar 

Rp192.244.200,00. 

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp438.204.876,00 

dikarenakan adanya Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp398.521.476,00 

dikarenakan usulan penghapusan berupa buku dan Aset Tak Berwujud sebesar 

Rp39.683.400,00 merupakan perolehan belanja Aset Tetap Lainnya yang memenuhi 

kriteria Aset Tak Berwujud berupa e-book.  

 
5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp31.936.161.133,28. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengalami kenaikan sebesar 

Rp9.937.428.373,28 atau 45,17% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp21.998.732.760,00. 

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 sebesar 

Rp10.048.826.999,00 terdiri dari:  
No. Uraian Belanja/Pekerjaan Realisasi 

(Rp) 
Nilai Kontrak 

(Rp) 
Sumber Pendanaan 

1. Belanja Gedung dan Bangunan – 
Pembangunan Sarana Umum 
Perumahan Mustika 

1.362.696.984,00 1.720.577.000,00 APBD 

Kondisi: dilakukan penghentian pekerjaan pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan pada tahun 2026 
2. Belanja Gedung dan Bangunan - 

Detail Enginering Design (DED) 
pembangunan Instalasi Gawat 
Darurat pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Balaraja 

1.166.848.000,00 1.166.848.000,00 BLUD 

Kondisi: pada tahun 2025 pekerjaan masih berupa DED dan akan dilanjutkan dengan pekerjaan fisik 
konstruksi pada tahun 2026 

3. Belanja Gedung dan Bangunan - 
pembangunan Hutan Bambu 
Cisoka 

1.805.120.026,00 1.805.120.026,00 APBD 

Kondisi: pada tahun 2025 pekerjaan berupa pematangan lahan dan akan dilanjutkan dengan pekerjaan 
fisik konstruksi pada tahun 2026 

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan - polder dan Detail 
Engineering Design untuk 
pembangunan polder di Cikupa 
dan Cibadak 

5.714.161.989,00 6.614.917.979,00 APBD 

Kondisi: dilakukan penghentian pekerjaan pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan pada tahun 2026 
 

Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 sebesar 

Rp111.398.625,72 merupakan Koreksi atas belanja  pembangunan polder di Cikupa dan 

Cibadak yang masuk dalam kriteria Konstruksi Dalam Pengerjaan. 
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Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp31.936.161.133,28 per 

SKPD adalah sebagai berikut: 

SKPD 
2025  2024 

Saldo Akhir Mutasi (+) Mutasi (-)  Saldo Akhir 
RSUD Tangerang 402.883.250,00 - -  402.883.250,00 
Dinas Bina Marga dan SDA 25.131.425.676,28 5.714.161.989,00 111.398.625,72  19.528.662.313,00 
Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan 

1.858.768.234,00 1.362.696.984,00 -  496.071.250,00 

Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan 

3.376.235.973,00 1.805.120.026,00 -  1.571.115.947,00 

RSUD Balaraja 1.166.848.000,00 1.166.848.000,00   - 
Aset Tetap 31.936.161.133,28 10.048.826.999,00 111.398.625,72  21.998.732.760,00 

 
Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Bina Marga dan 

Sumber Daya Air sebesar Rp5.714.161.989,00 adalah penambahan KDP berupa 

pembangunan polder di Cikupa dan Cibadak, berdasarkan kontrak nomor 

610/03/PPK_SDA/K/APBD/DBMSDA/IV/2025 tanggal 22 April 2025 dengan 

realisasi fisik sebesar 82,24%, untuk melanjutkan pembangunan tersebut akan 

dianggarkan pada tahun 2026 dengan rencana pagu sebesar Rp3.000.000.000,00. Mutasi 

kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya 

Air sebesar Rp111.398.625,72 adalah merupakan Koreksi atas belanja  pembangunan 

polder di Cikupa dan Cibadak yang masuk dalam kriteria Konstruksi Dalam Pengerjaan. 

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan sebesar Rp1.362.696.984,00 adalah penambahan KDP Tahun 2025 belanja 

pembangunan sarana umum pada Perumahan Mustika Tigaraksa, dilaksanakan 

berdasarkan kontrak nomor 84/SPK.KONSTRUKSI-PL/DTRB/2025 tanggal 20 

November 2025 dengan realisasi fisik sebesar 84,20% yang akan dilanjutkan 

pembangunannya pada Anggaran Perubahan Tahun 2026 sebesar Rp350.000.000,00. 

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan sebesar Rp1.805.120.026,00 merupakan pembangunan Hutan 

Bambu Cisoka yang tahun 2025 dengan pekerjaan penataan/pematangan tanah kawasan 

hutan bambu dan rencana pembangunannya akan lanjutkan pada tahun anggaran 

berikutnya. 

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada RSUD Balaraja sebesar 

Rp1.166.848.000,00 adalah penambahan KDP berupa Detailed Engineering Design 

(DED) Gedung IGD Maternal dilaksanakan berdasarkan nomor kontrak T/000.3.2/316-

SP/PPK/V/RSUD-BLJ/2025 tanggal 19 Mei 2025. 
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5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan 

Aset Tetap Bersih 2025 disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung sejak bulan aset tetap yang bersangkutan 

digunakan dengan metode garis lurus sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 

22 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode 2025 sebesar 

Rp10.921.175.342.040,01 yang terdiri dari: 
 

2025  2024 
Saldo Akhir Mutasi (+) Mutasi (-)  Saldo Akhir 

Peralatan dan Mesin 2.366.183.046.759,16 330.359.041.159,83 96.876.046.342,45  2.132.700.051.941,78 

Gedung dan Bangunan 2.440.295.564.503,52 266.403.965.088,01 25.359.787.801,56  2.199.251.387.217,07 

Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan 

6.108.349.780.613,98 518.204.384.150,91 17.017.397.225,06  5.607.162.793.688,13 

Aset Tetap Lainnya 6.346.950.163,35 274.516.365,59 0  6.072.433.797,76 

Jumlah 10.921.175.342.040,01 1.115.241.906.764,34 139.253.231.369,07  9.945.186.666.644,74 

 
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar 

Rp975.988.675.395,27 atau 9,81% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp9.945.186.666.644,74. 

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp330.359.041.159,83 terdiri dari: 

- Beban Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp330.074.065.168,50;  

- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin atas perolehan hibah 

sebesar Rp124.270.909,06; dan 

- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp160.705.082,27. 

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp96.876.046.342,45 terdiri dari: 

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp96.852.686.308,72 karena proses 

penghapusan; 

- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp33,73; dan 

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp23.360.000,00 karena proses 

pemindahtanganan melalui hibah berupa Kendaraan Bermotor Roda Tiga 

Kecamatan Mekar Baru ke desa. 

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp266.403.965.088,01 terdiri dari Beban Penyusutan 2025 sebesar 
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Rp243.580.630.246,87, penyesuaian Beban Penyusutan atas Hibah dari Kementrian 

Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Bangunan Pendidikan sebesar 

Rp16.593.059,38 dan penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 

Rp22.806.741.781,76. 

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp25.359.787.801,56 merupakan Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar 

Rp2.577.997.299,95 karena proses penghapusan melalui lelang berupa Gedung dan 

Bangunan milik RSUD Balaraja, penyesuaian Beban Penyusutan atas Penghapusan 

sebagian karena pengembalian terhadap belanja yang termasuk dalam kriteria aset 

Gedung dan Bangunan  sebesar Rp147.305.741,61 dan penyesuaian Akumulasi 

Penyusutan sebesar Rp22.634.484.760,00. 

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 

Rp518.204.384.150,91 terdiri dari Rp503.228.167.466,05  merupakan Beban 

Penyusutan Tahun 2025 dan Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan 

Jaringan sebesar Rp14.976.216.684,86. 

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 

Rp17.017.397.225,06 terdiri dari pemindahtanganan melalui hibah terhadap Jalan desa, 

Saluran Sekunder, Bangunan Pengaman Irigasi, Bangunan Pembawa Air, dan Jembatan 

pada jalan desa sebesar Rp745.868.835,92, penyesuaian Beban Penyusutan atas 

Penghapusan sebagian karena pengembalian terhadap belanja yang termasuk dalam 

kriteria aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.160.146.284,71  dan penyesuaian 

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.111.382.104,43. 

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar 

Rp274.516.365,59 terdiri dari Beban penyusutan Tahun 2025. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di 

tahun 2025 adalah sebesar Rp975.988.675.395,27. Bila dibandingkan dengan Beban 

Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp1.078.802.669.048,16, terdapat 

selisih sebesar Rp102.813.993.652,89 dengan rincian sebagai berikut: 
No. Uraian Jumlah (Rp) 
1. Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan atas perolehan lainnya yang sah yang 

mempengaruhi nilai akumulasi penyusutan namun tidak mempengaruhi nilai Beban 
Penyusutan 

(124.270.909,06) 

2. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan ke Aset Lainnya yang mengurangi akumulasi penyusutan 
namun tidak mempengaruhi nilai Beban Penyusutan 

100.199.912.444,59 

3. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak menambah akumulasi penyusutan Aset 
Tetap 

2.047.030.133,08 
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No. Uraian Jumlah (Rp) 
4. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan atas penggabungan Aset Tetap (197.796.650,73) 
5. Penyesuaian saldo awal Akumulasi Penyusutan atas pengembalian belanja modal TA 2024 

yang menjadi aset tetap 
889.118.635,01 

 Jumlah 102.813.993.652,89 

 
Pada Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diungkapkan terkait aset tetap 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Terhadap permasalahan legal formal terkait pusat pemerintahan Kabupaten 

Tangerang dan menindaklanjuti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Kepailitan No. 

11/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 30 Maret 2011, Penyelesaian 

kewajiban Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk pembayaran lahan 11 Ha 

dilakukan dalam 5 tahap sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 telah 

dilakukan pengukuran bersama pada tanggal 21 Januari 2022 oleh Pemerintah 

Kabupaten Tangerang, Kurator, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang 

menunjuk KJSB Reisa Rosselah. Berdasarkan pengukuran tersebut, terdapat hasil 

ukur dengan luasan ±56 Ha dengan luasan bidang-bidang tanah yang dituangkan 

dalam peta situasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang tahun 2022 yang 

terdiri dari kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) seluas ±45 Ha dan Non 

Prasarana, Sarana dan Utilitas (Non-PSU) yang telah digunakan Pemerintah 

Kabupaten Tangerang seluas ±11 Ha. Hasil ukur tersebut dituangkan dalam Akta 

Nomor : 8 Tanggal 18 Agustus 2022 tentang Perjanjian Penyerahan bidang-bidang 

Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 

dan Pembayaran serta Penyerahan Bidang-bidang Tanah Non Prasarana, Sarana 

dan Utilitas (Non PSU) Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diantaranya 

mengamanatkan PT Panca Wiratama Sakti (dalam pailit) akan menyerahkan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) seluas ±45 Ha dan Pemerintah Kabupaten 

Tangerang berkewajiban membayar Non Prasarana, Sarana dan Utilitas (Non-PSU) 

yang telah digunakan Pemerintah Kabupaten Tangerang seluas ±11 Ha dengan nilai 

Rp180.456.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyelesaikan 

pembayaran dimaksud pada tahun 2024 dan telah tercatat sebagai Tanah milik 

Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

Terkait Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Kota Tigaraksa Sebagai 

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang No: 650/4427-PLK/1996 dan No: 
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300/PWS/PKS/15/1996 dihadapan Notaris Kabupaten Tangerang H. Dudung 

Abdullah, SH yang salah satu perjanjiannya adalah pada tahap lima tahun pertama, 

pembangunan perkantoran Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud akan dilakukan di 

atas tanah seluas sekitar 45 Ha (empat puluh lima hektar), sedangkan sisanya yang 

seluas 41 Ha (empat puluh satu hektar) akan dikembangkan pada tahapan-tahapan 

selanjutnya dan Pihak Kedua setuju membangun Gedung Kantor untuk Pihak 

Kesatu di atas bagian lahan seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) tersebut dengan 

biaya keseluruhan sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah), dimana 

pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor tersebut akan dimulai paling lambat 

tanggal 7 Oktober 1996 dan akan selesai dalam tenggang waktu sekitar 15 (lima 

belas) bulan sejak dimulainya pembangunan tersebut.  

Terhadap kekurangan kewajiban PT. PWS (dalam pailit) Pemerintah Kabupaten 

Tangerang telah menyampaikan surat kepada Kurator PT. PWS (dalam pailit) dan 

Notaris PT. PWS (dalam pailit) dengan nomor surat B/000.2.3.2/8357-BPKAD 

tanggal 14 Agustus 2025, adapun tanggapan surat tersebut, Kurator menjawab 

dengan nomor surat : 14.11/Pailit-PWS/WD-WH/VIII/25 tanggal 25 Agustus 2025 

perihal tanggapan atas surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang No. 

B/000.2.3.2/8357-BPKAD tanggal 14 Agustus yang pokok isi suratnya tanah yang 

telah dibebaskan dan telah dikembangkan oleh PT.PWS hingga dinyatakan Pailit 

(pada tahun 2011) tidak mencapai total 1.000 Ha, sebagai syarat untuk memenuhi 

Perjanjian (tahun 1996) tidak terpenuhi dan PT.PWS (dalam Pailit) tidak memiliki 

kewajiban untuk menyediakan sisa lahan seluas 41 Ha kepada Pemerintahan 

Kabupaten Tangerang. Adapun terkait dengan kerugian gedung kantor (fisik) 

senilai Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar) adalah merupakan “tagihan konkuren” 

yang dapat diakui oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, tetapi dapat dipenuhi 

oleh PT.PWS (dalam Pailit) setelah terpenuhi seluruh kewajiban-kewajiban atas 

tagihan-tagihan “Kreditas Separatis” dan “Kreditur Preferen” oleh PT.PWS (dalam 

Pailit). 

Bahwa jelas tanah seluas 41 ha berdasarkan perjanjian No: 650/4427-PLK/1996 

dan No: 300/PWS/PKS/15/1996 akan diserahkan oleh PT. PWS (dalam pailit) 

kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang apabila telah berhasil membebaskan dan 

mengembangkan lahan seluas ± 1.000 ha di Kabupaten Tangerang. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Tangerang berpendapat 

bahwa pemenuhan atas kekurangan kewajibannya tidak dapat dilakukan oleh PT. 

PWS (dalam pailit). 

2) Terhadap pengadaan tanah eks HGB 4/Tigaraksa dengan luas 64.607m2 yang 

berlokasi di Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa merupakan satu kesatuan 

dari pengadaan tanah RSUD Tigaraksa, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah 

melakukan pengamanan fisik berupa pemasangan tanda batas tanah dan telah 

memproses sertifikat atas tanah tersebut. Terhadap perencanaan pemanfaatan lahan 

dengan menerbitkan pengesahan rencana tapak rinci (siteplan) dengan nomor : B 

/400.7/411/VIII/DTRB/2025 tanggal 26 Agustus 2025. 

3) Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan upaya pengamanan aset 

tetap dalam hal pengamanan yuridis dan pengamanan fisik yaitu : 

- Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal pengamanan yuridis (dokumen 

kepemilikan) telah melaksanakan kegiatan pensertifikatan Tanah milik 

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui BPN Kabupaten Tangerang pada 

tahun 2025 yaitu proses pengukuran bersama KJSB sebanyak 1.700 bidang 

tanah, yang telah didaftarkan melalui Aplikasi Loket KJSB sebanyak 205 

bidang tanah dan telah terbit NIB dan Nomor Peta Bidang Tanah sebanyak 150 

bidang tanah, pendaftaran SK dan Sertifikasi sebanyak 128 bidang tanah, telah 

terbit sertipikat selama tahun 2025 sebanyak 244 bidang tanah, dan pada bulan 

Januari 2026 sebanyak 52 bidang tanah; dan 

- Pada tahun 2025 upaya penertiban atas aset tanah barang milik daerah pada 11 

bidang tanah yang dimanfaatkan/digunakan oleh pihak lain/masyarakat telah 

dilakukan penertiban bersama-sama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang 

dengan Surat Kuasa Khusus. Upaya penertiban tersebut adalah upaya 

pengamanan fisik terhadap aset berupa tanah. Adapun pelaksanaan penertiban 

aset dimaksud Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berhasil mengambil alih 

aset tersebut dan mengembalikan sesuai status penggunannya serta diserahkan 

kepada perangkat daerah sebagai pengguna barang. Daftar Tanah tersebut 

tersaji pada Lampiran 16. 

4) Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang terdiri 

dari: 
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- Pada tahun 2025 pemanfaatan yang bersifat komersil sebanyak 72 bidang 

dengan luasan ± 144.593,706m ² dengan rincian pada Lampiran 17. Adapun, 

Tahun 2025 terdapat 2 mitra pemanfaatan yang belum memenuhi kewajiban 

pembayaran. Terhadap permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten 

Tangerang melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Tangerang melalui gugatan sederhana (Perdata) ke Pengadilan Negeri 

Tangerang; dan 

- Telah dilakukan penerbitan izin pemanfaatan barang milik daerah yang bersifat 

non-komersil (non-retribusi) sebanyak 15 bidang yang merupakan 

pemanfaatan atas lahan fasos fasum bersifat sosial/sarana ibadah. Rincian 

dapat dilihat pada Lampiran 18. 

 

5.3.1.4. Aset Lainnya  

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp636.013.735.880,28 yang 

terdiri dari: 

 

 
 

 

 
Nilai Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp102.428.379.909,96 atau 

13,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp738.442.115.790,24. 

 

5.3.1.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp509.373.247.941,75 merupakan nilai 

buku aset Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dikerjasamakan dengan pihak swasta 

dengan rincian sebagai berikut: 
Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga: 

2025    2024 
 

Saldo Akhir Mutasi (+) Mutasi (-)  Saldo Akhir 
Aset Pemanfaatan  566.415.566.103,12    3.349.831.548,00 116.592.876.000,00   679.658.610.555,12  

Akum. Penyusutan Aset 
Pemanfaatan 

(57.042.318.161,37) - -   (57.042.318.161,37) 

Jumlah 509.373.247.941,75    3.349.831.548,00 116.592.876.000,00   622.616.292.393,75  

 

Aset Lainnya: 2025  2024 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga   509.373.247.941,75  622.616.292.393,75 
Aset Tidak Berwujud    6.601.050.381,23  7.058.085.197,64 
Aset Lain-lain 120.039.437.557,30  95.808.834.198,85 
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) -  12.958.904.000,00 

Jumlah 636.013.735.880,28  738.442.115.790,24 
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Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar 

Rp113.243.044.452,00 atau 18,19% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp622.616.292.393,75. 

Aset pemanfaatan sebesar Rp566.415.566.103,12 terdiri dari: 

1) Stadion sport center Kelapa Dua: 

- tanah untuk bangunan sarana olahraga sebesar Rp282.355.910.250,00; 

- peralatan dan mesin sebesar Rp339.584.319,12; dan 

- gedung bangunan olahraga terbuka sebesar Rp273.357.938.478,00. 

2) Ketapang Urban Aquaculture: 

- tanah tambak sebesar Rp2.560.000.000,00; dan 

- gedung dan bangunan sebesar Rp7.802.133.056,00. 

Mutasi Tambah Aset Pemanfaatan sebesar Rp3.349.831.548,00 terdiri dari 

reklasifikasi dari Tanah sebesar Rp2.560.000.000,00 berupa Tanah Tambak 

Percontohan dan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp789.831.548,00 

berupa taman pada Ketapang Urban Aquaculture. 

Mutasi Kurang Aset Pemanfaatan sebesar Rp116.592.876.000,00 merupakan 

reklasifikasi ke Properti Investasi atas aset pemanfaatan Pemerintah Kabupaten 

Tangerang yang masuk ke dalam kategori properti investasi. 

 
5.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud 

Aset Tak Berwujud sebesar Rp6.601.050.381,23 merupakan nilai buku atas 

Software dan Aset Tidak Berwujud Lainnya dengan rincian sebagai berikut: 
Aset Tak Berwujud: 2025 Mutasi Tambah Mutasi Kurang 2024 
Software  8.964.974.090,00  2.628.355.250,00 - 6.336.618.840,00 
Aset Tidak Berwujud 
Lainnya 

 1.024.969.400,00  110.723.400,00 778.000.000,00 1.692.246.000,00 

Akum. Amortisasi Aset 
Tidak Berwujud  

(3.388.893.108,77) (2.418.113.466,41) - (970.779.642,36) 

Jumlah 6.601.050.381,23 320.965.183,59 778.000.000,00 7.058.085.197,64 
 
Nilai Aset Tak Berwujud mengalami penurunan sebesar Rp457.034.816,41 atau 

6,48% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp7.058.085.197,64. 

Software 

Mutasi tambah Software sebesar Rp2.628.355.250,00 terdiri dari: 
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- Realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp327.355.250,00 berupa belanja software 

yang dikapitalisasi ke dalam Aset Tak Berwujud; 

- Terdapat reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.523.000.000,00 berupa 

aplikasi Software PACS Thena / Thena PACS Beta With RIS pada Dinas Kesehatan 

yang memenuhi kriteria Aset Tak Berwujud; dan 

- Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp778.000.000,00. 

 
Aset Tidak Berwujud Lainnya 

Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp110.723.400,00 terdiri 

dari: 

- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp71.040.000,00 berupa e-book; dan 

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp39.683.400,00 berupa e-book. 

Mutasi kurang Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp778.000.000,00 

merupakan reklasifikasi ke software. 

 
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk aset yang memiliki masa manfaat 

terbatas dengan metode garis lurus dengan rincian sebagai berikut: 

No. Rincian Aset Tak Berwujud Masa Manfaat 
(tahun) 

1. Lisensi dan Franchise 10 
2. Hak Cipta 10 
3. Software 4 
4. Kajian 10 

 
Mutasi tambah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar 

Rp2.418.113.466,41 merupakan beban amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 

atas Software. 

 
5.3.1.4.3. Aset Lain-Lain 

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp120.039.437.557,30 dengan 

rincian sebagai berikut: 

Aset Lain-lain: 2025   2024  
Saldo Akhir Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo Akhir 

Aset Lain-lain   406.208.960.210,44   124.548.670.390,80   1.953.064.348,00   283.613.354.167,64 

Akumulasi Penyusutan  (286.169.522.653,14)  (100.199.912.444,61)  (1.834.909.760,26)  (187.804.519.968,79) 

Jumlah  120.039.437.557,30   24.348.757.946,19   118.154.587,74   95.808.834.198,85  
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Nilai Aset Lain-Lain mengalami kenaikan sebesar Rp24.230.603.358,45 atau 

25,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp95.808.834.198,85. 

Mutasi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp124.548.670.390,80 terdiri dari : 

1) Reklasifikasi dari Tanah karena Pemindahtanganan melalui hibah sebesar 

Rp8.291.000.000,00 terdiri dari :  

- Hibah ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta 

Raya Resor Tangerang Selatan sebesar Rp8.256.000.000,00; dan 

- Hibah ke Pemerintah Desa Kadu Sirung sebesar Rp35.000.000,00. 

2) Reklasifikasi dari Ekstrakompatabel karena pemindahtanganan melalui hibah 

sebesar Rp37.974.000,00; 

3) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak 

digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar 

Rp105.716.851.275,48; 

4) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Balaraja dalam 

kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar Rp6.112.223.083,00; 

5) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena Pemindahtanganan sebesar 

Rp2.403.960.885,00 berupa konstruksi jalan desa, saluran pembuang air kotor lain 

lain, dan bangunan pengaman air sungai; 

6) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak 

digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar 

Rp398.521.476,00; 

7) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin karena pemindahtanganan melalui hibah 

sebesar Rp1.587.696.657,32 merupakan pengadaan Kendaraaan Bermotor Beroda 

Tiga oleh Kecamatan Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan 

Mekar Baru, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Panongan, Kecamatan Sepatan, 

Kecamatan Cisauk, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan 

Cikupa yang diperuntukkan sebagai operasional kebersihan Pemerintah Desa;  

8) Sisa pengelolaan dana BOSDA sebesar Rp441.000,00; dan 

9) Dana lainnya pada Kas Bendahara BOS Rp2.014,00. 
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Mutasi Kurang Aset Lain-lain sebesar Rp1.953.064.348,00 terdiri dari: 

1) Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp1.843.866.260,00; dan 

2) Pengembalian sisa Dana BOSDA dan dana lainnya pada Kas Bendahara BOS 

Tahun 2024 sebesar Rp109.198.088,00. 

Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar 

Rp100.199.912.444,61 terdiri dari : 

1) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak 

digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar 

Rp96.852.686.308,72; 

2) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Balaraja dalam 

kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar Rp2.577.997.299,95; 

3) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena Pemindahtanganan sebesar 

Rp745.868.835,92 berupa konstruksi jalan desa, saluran pembuang air kotor lain 

lain, dan bangunan pengaman air sungai; 

4) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin karena pemindahtanganan melalui hibah 

sebesar Rp23.360.000,00 merupakan pengadaan Kendaraaan Bermotor Beroda 

Tiga Kecamatan Mekar Baru; dan 

5) Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp0,02. 

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp1.834.909.760,26 

terdiri dari penghapusan eks kendaraan bermotor Rp1.834.909.760,00 dan Penyesuaian 

Akumulasi Penyusutan Aset Lain- lain sebesar Rp0,26. 

 
5.3.1.4.4. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)  

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF): 2025  2024 
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)  -    12.958.904.000,00  

Jumlah  -    12.958.904.000,00  

 
Nilai Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) mengalami penurunan 

sebesar Rp12.958.904.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan periode yang 

sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp12.958.904.000,00. 
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TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi 

daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran non tunai, berupa 

penyimpanan dana overnight pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia. 

Kebijakan penyaluran DBH melalui rekening TDF – TKD dimaksudkan untuk 

meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif untuk 

menjaga kas simpanan Pemerintah Daerah dalam jumlah yang wajar.  

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak mencatat TDF 

dikarenakan belum adanya informasi atau dokumen terkait TDF. Sedangkan atas Dana 

TDF tahun 2024 telah disalurkan ke RKUD Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 April 

2025. 

 
5.3.1.5. Properti Investasi 

Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp116.592.876.000,00. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp116.592.876.000,00 jika dibandingkan dengan 

periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp0,00. Adapun rincian Properti 

Investasi adalah sebagai berikut: 

Properti Investasi: 2025  2024 
Properti Investasi Tanah  116.592.876.000,00  - 
Properti Investasi Gedung dan Bangunan  -   - 
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi -  - 

Jumlah 116.592.876.000,00  - 

 
Properti Investasi Tanah sebesar Rp116.592.876.000,00 merupakan reklasifikasi 

dari Aset Pemanfaatan (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) berupa tanah bangunan 

pertokoan untuk lahan parkir, tanah bangunan pendidikan dan latihan yang 

dikerjasamakan atau dimanfaatkan secara komersil. Rincian Aset Properti Investasi 

dapat dilihat pada Lampiran 19. 

Pada tahun 2025 penerimaan kas daerah dari pendapatan sewa properti investasi 

sebesar Rp481.218.000,00. 

5.3.2. Kewajiban 

Pos Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari : 
 2025  2024 
Kewajiban Jangka Pendek  300.841.226.643,17  37.668.893.782,55 
Kewajiban Jangka Panjang 109.265.933,32  120.024.208,32 

Jumlah 300.950.492.576,49  37.788.917.990,87 
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Nilai kewajiban mengalami kenaikan sebesar Rp263.161.574.585,62 atau 

696,40% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp37.788.917.990,87. 

 
5.3.2.1. Utang Jangka Pendek  

Utang Jangka Pendek adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada 

pihak ketiga yang akan jatuh tempo tidak lebih dari satu periode akuntansi atau satu 

periode anggaran per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut: 
Utang Jangka Pendek: 2025  2024 
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10.209.844,00  1.979.028,00 
Pendapatan Diterima Dimuka 255.694.625.659,41  14.965.873.388,85 
Utang Belanja 44.828.343.977,76  22.392.994.203,70 
Utang Jangka Pendek Lainnya 308.047.162,00  308.047.162,00 

Jumlah 300.841.226.643,17  37.668.893.782,55 

 
Nilai Utang Jangka Pendek mengalami kenaikan sebesar Rp263.172.332.860,62 

atau 698,65% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp37.668.893.782,55. 

 

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2025 sebesar Rp10.209.844,00 

merupakan utang atas potongan pajak pusat dan daerah oleh Bendahara BOS yang 

sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan ke RKUN dan RKUD. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.230.816,00 atau 415,90% jika dibandingkan 

dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp1.979.028,00. 

Adapun rincian Utang PFK adalah sebagai berikut: 

- Utang PPN sebesar Rp7.148.624,00; 

- Utang PPh 21 sebesar Rp971.000,00; 

- Utang PPh 23 sebesar Rp1.066.720,00; dan 

- Utang Pajak Restoran sebesar Rp1.023.500,00. 

Sedangkan, utang PFK tahun 2024 sebesar Rp1.979.028,00 merupakan utang atas 

potongan pajak pusat oleh Bendahara BOS pada SD Negeri Saga 3 telah disetorkan ke 

kas negara pada bulan Januari Tahun 2025. 
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5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka 

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp255.694.625.659,41 merupakan 

pendapatan atas pajak reklame, BPHTB dan sewa BMD yang pembayarannya telah 

diterima, namun sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat masa yang belum 

dijalani atau belum diberikan hak dengan rincian sebagai berikut: 
Pendapatan 
Diterima Dimuka: 

2025  2024 
Saldo Akhir Mutasi (+) Mutasi (-)  Saldo Akhir 

Pajak Reklame   12.888.756.427,08   34.346.315.486,00   35.939.785.447,77  14.482.226.388,85 
BPHTB  242.153.069.049,00  1.784.051.898.750,00 1.541.898.829.701,00  - 
Sewa BMD   652.800.183,33   652.800.183,33   483.647.000,00    483.647.000,00 

Jumlah 255.694.625.659,41 1.819.051.014.419,33 1.578.322.262.148,77    14.965.873.388,85 

 
Nilai Pendapatan Diterima Dimuka mengalami kenaikan sebesar 

Rp240.728.752.270,56 atau 1.608,52% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp14.965.873.388,85. 

Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame sebesar Rp12.888.756.427,08 

terdiri dari: 

1) Pendapatan Pajak Diterima dimuka berdasarkan ketetapan pajak reklame tahun 2025 

yang belum dapat diakui sebagai Pendapatan Pajak Reklame-LO di Tahun 2025 

sebesar Rp12.870.934.824,08; dan  

2) Pendapatan Pajak Diterima dimuka berdasarkan ketetapan pajak reklame tahun 2024 

yang belum dapat diakui sebagai Pendapatan Pajak Reklame-LO di Tahun 2025 

sebesar Rp17.821.603,00. 

Pendapatan Diterima Dimuka BPHTB sebesar Rp242.153.069.049,00 terdiri dari: 

- pengakuan kewajiban atas penerimaan BPTHB dari tahun 2021 sampai dengan 

2024 yang belum melakukan pengajuan validasi sampai dengan 31 Desember 2025 

sebesar Rp84.494.755.016,00 dan 

- pengakuan kewajiban atas penerimaan BPTHB tahun 2025 yang belum melakukan 

pengajuan validasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 

Rp157.658.314.033,00. 

Pendapatan diterima dimuka atas sewa BMD sebesar Rp652.800.183,33 

merupakan Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka atas penyewaan tanah dan bangunan 

milik Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan masa sewa lebih dari 12 bulan yang 

baru dapat diakui sebagai Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO di 
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tahun 2026. Daftar Aset Tetap dalam pemanfaatan komersial dapat dilihat pada 

Lampiran 15. 

 

5.3.2.1.3. Utang Belanja 

Utang Belanja sebesar Rp44.828.343.977,76 merupakan kewajiban Pemerintah 

Kabupaten Tangerang atas pengadaan barang dan jasa yang telah selesai dilaksanakan 

pada Tahun 2025 namun belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.435.349.774,06 atau 100,19% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp22.392.994.203,70. Adapun rincian Utang Belanja adalah sebagai berikut: 

1) Utang pengadaan barang jasa sebesar Rp864.786.435,00; 

2) Utang belanja utilitas sebesar Rp2.909.019.695,00 merupakan utang atas pemakaian 

listrik, air dan telepon bulan Desember 2025 pada gedung dan bangunan milik 

Pemerintah Kabupaten Tangerang; 

3) Utang jasa pelayanan medis bulan Desember 2025 pada BLUD RSUD dan BLUD 

Puskesmas sebesar Rp24.410.849.411,28; dan 

4) Utang retensi sebesar Rp16.643.688.436,48 pada Dinas Bina Marga dan Sumber 

Daya Air dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan. 

Daftar skedul utang belanja sebesar Rp32.879.734.210,76 disajikan pada 

Lampiran 20. 

 
5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya 

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp308.047.162,00 terdiri dari kewajiban 

kepada pegawai terkait dengan sewa beli dan syarat tangguh atas kendaraan roda empat 

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Nilai tersebut merupakan saldo 

Utang Jangka Pendek Lainnya tahun sebelumnya. Atas kewajiban terkait dengan sewa 

beli dan syarat tangguh, akan dilakukan penelusuran kembali atas nilai utang yang 

tercatat pada neraca Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun atas kewajiban yang 

telah lunas.  
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5.3.2.2. Utang Jangka Panjang 

Utang Jangka Panjang adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tangerang 

kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi atau satu 

periode anggaran per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut: 
 

Utang Jangka Panjang: 2025  2024 
Utang Jangka Panjang Lainnya   109.265.933,32   120.024.208,32  

Jumlah   109.265.933,32   120.024.208,32  

 
Nilai Utang Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp10.758.275,00 atau 

8,96% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp120.024.208,32. 

 

5.3.2.2.1. Utang Jangka Panjang Lainnya 

Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp109.265.933,32 merupakan Pendapatan 

Retribusi Diterima Dimuka atas penyewaan tanah dan bangunan milik Pemerintah 

Kabupaten Tangerang dengan masa sewa lebih dari 12 bulan yang baru dapat diakui 

sebagai Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO setelah Tahun 2026. 

Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.758.275,00 atau 8,96% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp120.024.208,32. 

 

5.3.3. Ekuitas  

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tangerang yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 

sebesar Rp29.506.904.764.101,39, sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp26.203.107.252.375,17. Nilai Ekuitas mengalami kenaikan sebesar 

Rp3.303.797.511.726,22 atau 12,61%. 

 
5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, 

Beban, dan Surplus/Defisit Operasional. Adapun penjelasan pos-pos Laporan 

Operasional ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening LO 
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untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, dengan rincian dan uraian 

penjelasan sebagai berikut: 

 

5.4.1. Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam tahun anggaran 2025 dan tidak perlu dibayar kembali yang 

diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, dengan rincian sebagai berikut: 
Pendapatan–LO Saldo 2025 (Rp) Saldo 2024 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) % 
Pendapatan Asli Daerah-LO 5.291.945.871.134,20 4.636.658.207.127,44 655.287.664.006,76 14,13 
Pendapatan Transfer-LO 2.695.369.432.195,00 3.453.484.429.041,00 (758.114.996.846,00) (21,95) 
Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah-LO 

3.075.305.549.166,89 95.520.030.806,12 2.979.785.518.360,77 3.119,54 

Jumlah 11.062.620.852.496,09 8.185.662.666.974,56 2.876.958.185.521,53 35,15 

 
Nilai Pendapatan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp2.876.958.185.521,53 atau 

35,15% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp8.185.662.666.974,56. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya 

kenaikan pada pengakuan Pendapatan Hibah Aset Prasarana Sarana Umum (PSU) pada 

tahun 2025 yang signifikan. 

 

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO 

PAD-LO menggambarkan kondisi PAD pada Laporan Operasional yang 

merupakan besarnya hak yang telah diakui pemerintah daerah atas pengelolaan PAD, 

yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya-LO. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, terdapat dua sistem 

pengelolaan yaitu self-assessment (tanpa penetapan) antara lain Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan BPHTB, dan 

official assessment (dengan penetapan) antara lain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan 

PBB-P2, Retribusi IMB, Pemberian Ijin Gangguan, dan Perpanjangan IMTA. 

Pendapatan-LO atas pajak dan retribusi daerah dengan sistem self-assessment 

pada prinsipnya diakui secara basis kas sehingga pendapatan tersebut diakui pada saat 

kas diterima. Sedangkan pengakuan pendapatan atas pajak dan retribusi daerah yang 

dikelola dengan sistem official assessment dan atas pajak atau retribusi daerah yang 
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dilakukan pemeriksaan kemudian diterbitkan ketetapan pajak/retribusi kurang bayar, 

pengakuan pendapatannya adalah pada saat diterbitkannya ketetapan pajak berupa 

SKPD/SKRD, SKPDKB/SKRDKB, dan SPPT PBB-P2 sebesar nilai pada ketetapan 

dimaksud. 

Khusus untuk Pajak Reklame-LO pengakuan pendapatannya diakui pada saat 

pembayaran pajak reklame diterima di Kas Daerah sebagai Pendapatan Diterima 

Dimuka dan pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian sebesar bagian 

periode yang telah dilalui sebagai Pendapatan-LO. Apabila pada akhir periode 

pelaporan juga terdapat ketetapan pajak reklame yang belum dibayar maka akan diakui 

sebagai pendapatan Pajak Reklame-LO sebesar bagian periode yang telah dilalui. 

PAD-LO untuk periode Tahun 2025 mencapai sebesar Rp5.291.945.871.134,20 

dengan rincian sebagai berikut: 

 
Kenaikan PAD-LO Tahun 2025 sebesar Rp655.287.664.006,76 atau 14,13% 

dibanding PAD-LO Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp4.636.658.207.127,44 

dipicu oleh kenaikan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebabkan 

diantaranya oleh kenaikan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.  

Terdapat perbedaan atau selisih antara PAD-LRA dengan PAD-LO sebesar 

Rp91.330.567.903,56 dengan rincian sebagai berikut: 
No. Uraian Pendapatan-LRA Pendapatan-LO Selisih 
1 Pendapatan Asli Daerah 5.383.276.439.037,76  5.291.945.871.134,20  91.330.567.903,56 
1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.273.695.878.211,00  4.184.161.622.119,77  89.534.256.091,23 
1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 229.391.219.611,00 232.564.219.153,67 (3.172.999.542,67) 
1.3 Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 
60.739.592.375,00 67.086.374.202,00 (6.346.781.827,00) 

1.4 Lain-lain PAD yang Sah 819.449.748.840,76 808.133.655.658,76 11.316.093.182,00 

  

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO 

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.184.161.622.119,77. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp540.914.657.991,71 atau 14,85% jika 

Pendapatan Asli Daerah– LO Saldo 2025 (Rp) Saldo 2024 (Rp) 
Kenaikan/ 

(Penurunan) % 
Pajak Daerah – LO 4.184.161.622.119,77 3.643.246.964.128,06 540.914.657.991,71 14,85 
Retribusi Daerah – LO 232.564.219.153,67 210.031.060.712,34 22.533.158.441,33 10,73 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan – LO 

67.086.374.202,00 63.536.535.525,26 3.549.838.676,74 5,59 
 

Lain-lain PAD Yang Sah – LO 808.133.655.658,76 719.843.646.761,78 88.290.008.896,98 12,27 
Jumlah 5.291.945.871.134,20 4.636.658.207.127,44 655.287.664.006,76 14,13 
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dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp3.643.246.964.128,06. Rincian Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut: 
Pendapatan Pajak Daerah LO: Jumlah (Rp) 
Pajak Hotel-LO 60.597.493.015,00 
Pajak Restoran-LO 622.904.564.508,00 
Pajak Hiburan-LO 72.030.978.280,00 
Pajak Reklame-LO 37.746.123.282,77 
Pajak Penerangan Jalan-LO 462.314.546.153,00 
Pajak Parkir-LO 46.639.875.621,00 
Pajak Air Tanah-LO 4.870.443.270,00 
PBB Pedesaan dan Perkotaan-LO 717.073.066.909,00 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO 1.542.100.703.081,00 
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO 367.896.137.000,00 
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO 249.987.691.000,00 

Jumlah 4.184.161.622.119,77 

 
Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-

LO sebesar Rp89.534.256.091,23 dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 
Tabel Rekonsiliasi Selisih Pendapatan Pajak-LRA dan Pendapatan Pajak-LO 

No Uraian Jumlah 
1 Piutang Pajak Tahun 2024 827.435.304.231,00 
2 Piutang Pajak Tahun 2025 (881.745.848.482,00) 
3 Saldo akhir Pendapatan Pajak Reklame diterima dimuka Tahun 2024 (14.482.226.388,85) 
4 Saldo akhir Pendapatan Pajak Reklame dan BPHTB diterima dimuka Tahun 2025 255.041.825.476,08 
5 Penyesuaian saldo awal Piutang Pajak (12.220.043.729,00) 
6 Penyesuaian saldo awal Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan BPHTB sebelum 

tahun 2025 (84.494.755.016,00) 

Jumlah Selisih 89.534.256.091,23 

 
1) Piutang Pajak Tahun 2024 sebesar Rp827.435.304.231,00 (dicatat dalam 

Pendapatan-LRA namun tidak menjadi Pendapatan-LO) terdiri dari Piutang Pajak 

Hotel Rp2.958.038.680,00, Pajak Restoran Rp11.517.803.897,00, Pajak Hiburan 

Rp1.825.688.506,00, Pajak Reklame Rp1.113.072.395,00 Pajak Parkir 

Rp581.526.731,00, Pajak Air Tanah Rp107.484.917,00, Pajak Bumi dan Bangunan 

Rp809.297.823.801,00, dan sebesar Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Rp33.865.304,00;  

2) Piutang Pajak Tahun 2025 sebesar Rp881.745.848.482,00 (menambah Pendapatan-

LO namun tidak menjadi Pendapatan-LRA), terdiri dari Piutang Pajak Hotel 

Rp1.336.037.118,00, Pajak Restoran Rp8.032.135.697,00, Pajak Hiburan 

Rp962.426.537,00, Pajak Reklame Rp1.110.625.917,00 Pajak Parkir 

Rp469.536.111,00, Pajak Air Tanah Rp255.309.551,00, Pajak Bumi dan Bangunan 
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Rp869.344.038.867,00 dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Rp235.738.684,00; 

3) Pengakuan Pendapatan LO 2024 atas Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame 

Tahun 2024 yang telah jatuh tempo Tahun 2025 sebesar Rp14.482.226.388,85 

(menambah Pendapatan-LO namun tidak menjadi Pendapatan-LRA); 

4) Pendapatan Pajak Reklame dan BPHTB yang dicatat sebagai Pendapatan Diterima 

Dimuka Tahun 2025 pada Neraca sebesar Rp255.041.825.476,08 (dicatat dalam 

Pendapatan-LRA namun tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO); dan 

5) Penyesuaian saldo awal piutang Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar 

Rp12.220.043.729,00 yang terdiri dari: 

- Koreksi kurang atas piutang Pajak Hotel sebesar Rp1.622.001.562,00; 

- Koreksi kurang atas piutang Pajak Restoran sebesar Rp8.762.712.043,00;  

- Koreksi kurang atas piutang Pajak Hiburan sebesar Rp863.261.969,00; 

- Koreksi kurang atas piutang Pajak Parkir sebesar Rp132.076.775,00; 

- Koreksi kurang atas atas Piutang Pajak Reklame sebesar Rp7.897.500,00; dan 

- Koreksi kurang atas atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 

Rp832.093.880,00. 

6) Penyesuaian saldo awal Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan BPHTB 

sebelum tahun 2025 sebesar Rp84.494.755.016,00. 
 

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO 

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp232.564.219.153,67. 

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.533.158.441,33 atau 10,73% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp210.031.060.712,34. Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 terdiri dari: 
Pendapatan Retribusi Daerah LO: Jumlah (Rp) 
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO 78.108.820.907,00 
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan-LO 5.015.718.530,00 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO 5.420.000,00 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO 1.105.908.900,00 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO 6.489.367.586,67 
Retribusi Tempat Pelelangan-LO 246.632.501,00 
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO 155.125.000,00 
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung_LO 108.673.508.229,00 
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO 32.763.717.500,00 

Jumlah 232.564.219.153,67 
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Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi 

Daerah-LO sebesar (Rp3.172.999.542,67) dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 
Tabel Rekonsiliasi Selisih Pendapatan Retribusi-LRA dan Pendapatan Retribusi-LO 

No Uraian Jumlah 
1 Saldo akhir piutang retribusi Tahun 2024 2.241.120.368,00 
2 Saldo akhir piutang retribusi Tahun 2025 (5.567.001.759,00) 
3 Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka (jangka pendek) 2024 (483.647.000,00) 
4 Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka (jangka pendek) 2025 652.800.183,33 
5 Selisih reklasifikasi Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka jangka panjang ke jangka pendek 

dan pengakuan Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka jangka panjang tahun berjalan (10.758.275,00) 

6. Penerimaan retribusi atas piutang BLUD pada RSUD Pakuhaji (5.513.060,00) 
Jumlah Selisih (3.172.999.542,67) 

 

1) Saldo Piutang Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp2.241.120.368,00 (dicatat dalam 

Pendapatan-LRA namun tidak menjadi Pendapatan-LO) terdiri dari Retribusi IMB 

sebesar Rp2.108.729.827,00, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 

Rp132.390.541,00; 

2) Saldo Piutang Retribusi Tahun 2025 sebesar Rp5.567.001.759,00 (menambah 

Pendapatan-LO namun tidak menjadi Pendapatan-LRA), terdiri dari Piutang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp2.108.729.827,00 dan Piutang 

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp3.458.271.932,00; 

3) Pendapatan Diterima Dimuka 2024 atas Penyewaan Tanah dan Bangunan yang 

dicatat sebagai Pendapatan-LO 2025 sebesar Rp483.647.000,00; 

4) Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar 

Rp652.800.183,33 merupakan Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan 

Bangunan (menambah Pendapatan-LRA namun tidak menambah Pendapatan-LO);  

5) Sebesar Rp10.758.275,00 merupakan selisih antara Reklasifikasi Pendapatan 

Retribusi Diterima Dimuka jangka panjang menjadi Pendapatan Retribusi Diterima 

Dimuka jangka pendek di tahun 2025 sebesar Rp110.690.875,00 dengan pengakuan 

Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka jangka panjang tahun berjalan sebesar 

Rp99.932.600,00; dan 

6) Penerimaan retribusi atas piutang BLUD pada RSUD Pakuhaji sebesar 

Rp5.513.060,00. 
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5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 

2025 sebesar Rp67.086.374.202,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp3.549.838.676,74 atau 5,59% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp63.536.535.525,26. Rincian Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 adalah sebagai 

berikut: 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO: Jumlah (Rp) 
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Tirta Kerta Raharja-LO  36.542.606.059,85 
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PD. Pasar Niaga Kerta Raharja-LO   312.419.207,50 
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PT Bank Jabar Banten-LO 26.374.599.903,00 
  
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PD. BPR Kerta Raharja-LO   3.856.749.031,65 

Jumlah 67.086.374.202,00 
 
Selisih antara Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 

dengan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar 

(Rp6.346.781.827,00) dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

 

 

 

1) Penerimaan bagian laba BUMD Tahun 2024 sebesar Rp34.364.992.472,00 

merupakan penerimaan Kas Daerah atas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan (deviden) pada tahun 2025 dari BUMD dengan metode ekuitas 

(menambah Pendapatan-LRA namun tidak menambah Pendapatan-LO); dan 

2) Bagian laba BUMD Tahun 2025 sebesar Rp40.711.774.299,00 merupakan 

pengakuan pendapatan atas laba BUMD Tahun 2025 dengan metode ekuitas 

(menambah Pendapatan-LO namun tidak menambah Pendapatan-LRA). 

 

5.4.1.1.4. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO 

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar 

Rp808.133.655.658,76. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp88.290.008.896,98 atau 12,27% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp719.843.646.761,78. Pendapatan Lain-lain PAD Yang 

Sah-LO Tahun 2025 terdiri dari: 

No Uraian Jumlah 
1 Penerimaan deviden atas laba BUMD tahun 2024 dengan metode ekuitas 34.364.992.472,00 
2 Bagian laba BUMD tahun 2025  (40.711.774.299,00) 

Jumlah Selisih (6.346.781.827,00) 
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Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO: Jumlah (Rp) 
Hasil Kerja Sama Daerah-LO 13.270.098.051,00 
Penerimaan Jasa Giro-LO 11.819.335.233,00 
Pendapatan Bunga - LO 26.848.510.786,00 
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO 29.000.000,00 
Pendapatan Denda Pajak-LO 23.357.584.572,00 
Pendapatan Denda Retribusi-LO 69.176.425,00 
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO 1.798.128.817,0 
Pendapatan dari Pengembalian-LO 16.803.046.590,00 
Pendapatan BLUD-LO 676.158.096.035,76 
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO 37.980.679.149,00 

 808.133.655.658,76 
 
Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO 

sebesar Rp11.316.093.182,00 dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

 
1) Piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 sebesar Rp21.708.536.334,01 (dicatat 

dalam Pendapatan-LRA namun tidak menjadi Pendapatan-LO) terdiri dari terdiri 

dari Piutang TGR sebesar Rp750.698.998,01, Piutang Denda Pajak sebesar 

Rp1.995.803.725,00, Piutang Penjualan angsuran sebesar Rp88.863.000,00, dan 

Piutang BLUD sebesar Rp18.873.170.611,00; 

2) Piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 sebesar Rp22.970.020.015,01 

(menambah Pendapatan-LO namun tidak menjadi Pendapatan-LRA), terdiri dari 

Piutang TGR sebesar Rp750.698.998,01, Piutang Denda Pajak sebesar 

Rp1.995.803.725,00, Piutang Penjualan angsuran sebesar Rp88.863.000,00, 

Piutang BLUD sebesar Rp20.134.654.292,00;   

3) Penyesuaian saldo awal Piutang BLUD pada RSUD Balaraja atas tagihan yang 

sudah dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp4.691.840,00;  

4) Penyesuaian atas transaksi resiprokal utang-piutang Jamkesda tahun 2024 sebesar 

Rp293.689.224,00; 

No Uraian Jumlah 
1. Piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 21.708.536.334,01 
2. Piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 (26.904.513.895,50) 
3. Koreksi saldo awal piutang pada RSUD Balaraja (4.691.840,00) 
4. Eliminasi transaksi resiprokal utang-piutang tahun 2024 293.689.224,00 
5. Pendapatan atas penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan yang dicatat sebagai surplus 

pada Laporan Operasional (LO) 
12.223.574.578,00 

6. Pengembalian dana lainnya pada rekening BOS 54.096.341,00 
7. Pengakuan piutang BLUD pada RSU Pakuhaji yang dicatat sebagai pendapatan retribusi 5.513.060,00 
8. Penyesuaian saldo awal piutang TPTGR 5.600.000,00 
9. Admin Bank atas pembayaran piutang BLUD yang dicatat sebagai beban (204.500,00) 
10. Piutang atas Pengembalian Belanja TA 2025 3.934.493.880,49 

Jumlah Selisih 11.316.093.182,00 
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5) Pendapatan atas Hasil penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan yang dicatat sebagai 

surplus pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp12.223.574.578,00; 

6) Pengembalian saldo dana lainnya tahun 2024 pada rekening BOS sebesar 

Rp54.096.341,00;  

7) Pengakuan piutang BLUD pada RSU Pakuhaji yang dicatat sebagai pendapatan 

retribusi sebesar Rp5.513.060,00; 

8) Penyesuaian saldo awal piutang TPTGR sebesar Rp5.600.000,00;  

9) Admin Bank atas pembayaran piutang BLUD yang dicatat sebagai beban sebesar 

Rp204.500,00; dan 

10) Piutang atas Pengembalian Belanja tahun anggaran 2025 sebesar 

Rp3.934.493.880,49. 

 
5.4.1.2. Pendapatan Transfer- LO 

Pendapatan Transfer-LO untuk periode tahun anggaran 2025 mencapai sebesar 

Rp2.695.369.432.195,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 

Rp758.114.996.846,00 atau 21,95% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp3.453.484.429.041,00. Adapun rincian 

Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut: 
 

Pendapatan Transfer– LO Saldo 2025 (Rp) Saldo 2024 (Rp) Kenaikan/ 
(Penurunan) % 

Transfer Pemerintah Pusat-LO 2.287.724.356.092,00 2.537.046.796.425,00 (249.322.440.333,00) (9,83) 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
- Lainnya - LO 

21.556.669.000,00 12.391.928.500,00 9.164.740.500,00 73,96 

Transfer Pemerintah Daerah Lain-LO 386.088.407.103,00 897.371.962.416,00 (511.283.555.313,00) (56,98) 
Bantuan Keuangan-LO - 6.673.741.700,00 (6.673.741.700,00) (100,00) 

Jumlah 2.695.369.432.195,00 3.453.484.429.041,00 (758.114.996.846,00) (21,95) 

 
Pendapatan Transfer-LO merupakan gambaran pendapatan yang bersumber dari 

dana transfer dari Pemerintah Pusat, provinsi dan pemerintah daerah lain yang 

pengakuan pendapatannya berdasarkan basis kas kecuali jika terdapat ketetapan kurang 

salur atas dana transfer periode berkenaan dari pemberi dana, maka atas dana kurang 

salur tersebut harus diakui sebagai pendapatan pada Laporan Operasional. 

Terdapat perbedaan atau selisih antara Pendapatan Transfer-LRA dengan 

Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp973.711.961.128,00 yang terdiri dari: 
No. Uraian Pendapatan-LRA Pendapatan-LO Selisih 
1 Pendapatan Transfer 3.669.081.393.323,00 2.695.369.432.195,00 973.711.961.128,00 
1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.799.294.480.633,00 2.287.724.356.092,00 511.570.124.541,00 
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No. Uraian Pendapatan-LRA Pendapatan-LO Selisih 
1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Lainnya 
332.128.966.006,00 21.556.669.000,00 310.572.297.006,00 

1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah 
Daerah Lainnya 

537.657.946.684,00 386.088.407.103,00 151.569.539.581,00 

1.4 Bantuan Keuangan - - - 

 

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 sebesar 

Rp2.287.724.356.092,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebesar 

Rp363.549.621.600,00, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO 

sebesar Rp5.970.636.000,00, Dana Alokasi Umum-LO sebesar 

Rp1.499.096.100.820,00, dan Dana Alokasi Khusus-LO sebesar 

Rp419.107.997.672,00. 

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 mengalami 

penurunan sebesar Rp249.322.440.333,00 atau 9,83% jika dibandingkan dengan 

periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp2.537.046.796.425,00. 

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dengan Pendapatan 

Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp511.570.124.541,00 terdiri dari: 

 
1) sebesar Rp12.958.904.000,00 merupakan saldo piutang TDF tahun 2024 yang telah 

diterima pada tahun 2025; 

2) sebesar Rp156.539.599.041,00 merupakan nilai pendapatan transfer dana BOS, BOP 

PAUD, dan BOP Kesetaraan yang diterima oleh satdikdas swasta yang dicatat dalam 

Pendapatan LRA namun tidak diakui sebagai Pendapatan LO berdasarkan Buletin 

Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual; dan 

3) sebesar Rp342.071.621.500,00 merupakan nilai pendapatan transfer TPG PNSD 

yang penyalurannya langsung dari RKUN ke rekening guru yang dicatat dalam 

Pendapatan LRA namun tidak diakui sebagai Pendapatan LO berdasarkan Buletin 

Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. 

 

 

No Uraian Jumlah 
1. Piutang TDF 2024 12.958.904.000,00 
2. Pendapatan BOSP Satdikdas Swasta yang hanya dicatat pada Pendapatan LRA 156.539.599.041,00 
3. Tunjangan Profesi Guru yang hanya dicatat pada Pendapatan LRA 342.071.621.500,00 

Jumlah Selisih 511.570.124.541,00 
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5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar 

Rp21.556.669.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah. Nilai tersebut mengalami 

kenaikan sebesar Rp9.164.740.500,00 atau 73,96% jika dibandingkan dengan periode 

yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp12.391.928.500,00. 

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA dengan 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO sebesar Rp310.572.297.006,00 

merupakan nilai Pendapatan Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dicatat 

dalam Pendapatan LRA namun tidak diakui sebagai Pendapatan LO berdasarkan 

Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan 

bahwa Transfer Dana Desa termasuk dalam penerimaan Dana Transfer bukan 

Pendapatan LO. 

 

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO 

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar 

Rp386.088.407.103,00 merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak 

Provinsi Tahun 2025 secara akrual. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 

Rp511.283.555.313,00 atau 56,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp897.371.962.416,00. 

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA dengan 

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp151.569.539.581,00 

terdiri dari: 

• sebesar Rp232.202.758.854,00 merupakan pembayaran piutang Pendapatan 

Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2024 yang dicatat dalam Pendapatan LRA 

namun tidak diakui sebagai Pendapatan LO; dan 

• sebesar Rp80.633.219.273,00 merupakan pengakuan Piutang atas kurang salur dan 

pelampauan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 yang tidak 

dicatat dalam Pendapatan LRA namun diakui sebagai Pendapatan LO berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penetapan 

Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari Sampai Dengan Desember 

Tahun 2025, Kurang Salur Tahun 2025 dan Bagi Hasil Pajak Atas Pelampauan 

Tahun Anggaran 2025 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 202  
 

5.4.1.2.4. Bantuan Keuangan – LO 

Realisasi Bantuan Keuangan – LO tahun 2025 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut 

mengalami penurunan sebesar Rp6.673.741.700,00 atau 100,00% jika dibandingkan 

dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp6.673.741.700,00. 

 
5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode tahun anggaran 2025 

mencapai sebesar Rp3.075.305.549.166,89. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp2.979.785.518.360,77 atau 3.119,54% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp95.520.030.806,12. Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah-LO terdiri dari: 

 
Terdapat perbedaan atau selisih antara Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-

LRA dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar 

Rp3.075.305.549.166,89 dengan rincian sebagai berikut: 
No. Uraian Pendapatan-LRA Pendapatan-LO Selisih 
1 Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 
-  3.075.305.549.166,89  (3.075.305.549.166,89) 

1.1 Pendapatan Hibah  -  3.075.305.549.166,89  3.075.305.549.166,89  

 

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO 

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.075.305.549.166,89. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.979.785.518.360,77 atau 3.119,54% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp95.520.030.806,12. Adapun rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut:  

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp12.217.575.710,94 merupakan 

pendapatan hibah aset tetap dan persediaan dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari: 
SKPD Nilai Instansi Pemberi 

Aset Tetap   
Peralatan dan Mesin 917.130.000,00  

Dinas Kesehatan 917.130.000,00 Kementerian Kesehatan RI 
Gedung dan Bangunan 3.985.494.777,00  

Dinas Pendidikan 3.985.494.777,00 Kementerian Pendidikan Dasar dan 
Menengah 

Lain-lain Pendapatan Daerah-LO: Saldo 2025 (Rp) Saldo 2024 (Rp) Kenaikan/ 
(Penurunan) % 

Pendapatan Hibah-LO 3.075.305.549.166,89   95.520.030.806,12   2.979.785.518.360,77  3.119,54  
Jumlah 3.075.305.549.166,89   95.520.030.806,12   2.979.785.518.360,77  3.119,54  
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SKPD Nilai Instansi Pemberi 
Persediaan 7.314.950.933,94  

Dinas Kesehatan 4.565.457.693,94 Kementerian Kesehatan RI 
RSUD Kabupaten Tangerang 18.555.020,00 - Kementerian Kesehatan RI 

- Yayasan Kita Bisa 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.730.938.220,00 Kementerian Dalam Negeri RI 

 
2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp76.289.797.694,40 

merupakan penerimaan atas hibah aset tetap dan persediaan dari Provinsi Banten 

yang terdiri dari: 
SKPD Nilai Instansi Pemberi 

Aset Tetap   
Peralatan dan Mesin 27.750.000,00  

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 27.750.000,00 Provinsi Banten 
Persediaan 76.262.047.694,40  

Dinas Kesehatan 74.161.316.204,40 Provinsi Banten 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

2.100.731.490,00 Provinsi Banten 

 
3) Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO sebesar 

Rp2.986.794.517.126,55 terdiri dari: 
SKPD Nilai Instansi Pemberi 

Aset Tetap   
Tanah 2.974.894.827.880,20  

Dinas Perumahan, Pemukiman dan 
Pemakaman 

2.974.894.827.880,20 9 Organisasi Swasta 

Peralatan dan Mesin 2.224.747.129,00  
BLUD Puskesmas Kosambi 199.800.000,00 Pengembang PIK 2 
BLUD Puskesmas Pasir Jaya 8.000.000,00 - CV. Mutiara Bunda 

- PT. Paragon Technology 
And Innovation 

RSUD Kabupaten Tangerang 1.951.667.129,00 - PT. Airindo Sentra Medika 
- PT. Berca Niaga Medika 
- PT. Beyond Medical 

Indonesia 
- PT. Elo Karsa Utama 
- PT. IDS Medical System 

Indonesia 
Kecamatan Kosambi 65.280.000,00 PT. Mitra Bisnis Keluarga 

Ventura Cabang Kosambi dan 
Bojongrenged 

Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan 9.674.942.117,35 - PT. Deltacendana 
Citapersada 

- PT. BSD Diamond 
Development 

- PT. Bumi Serpong Damai, 
Tbk 

- PT. Serpong Cipta Kreasi 
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4) Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Luar Negeri – LO sebesar 

Rp3.658.635,00 merupakan penerimaan peralatan dan mesin berupa Coolbox dari 

UNICEF. 

 

5.4.2. Beban 

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset 

atau timbulnya kewajiban yang diakui pada saat terjadinya pengeluaran, konsumsi aset, 

dan timbulnya kewajiban tersebut. 

Beban diklasifikasikan berdasarkan asal dan jenis beban yang terdiri dari Beban 

Operasi dan Beban Transfer dengan kondisi untuk periode Tahun 2025 terdiri dari: 
Beban: Saldo 2025 (Rp) Saldo 2024 (Rp) Kenaikan/(Penurunan) % 
Beban Operasi  7.126.462.861.743,82   6.745.028.797.625,16   381.434.064.118,66   5,66  
Beban Transfer 618.488.303.407,00 514.255.684.796,00 104.232.618.611,00 20,27 
Jumlah  7.744.951.165.150,82   7.259.284.482.421,16   485.666.682.729,66   6,69  

 
Nilai Beban Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp485.666.682.729,66 atau 

6,69% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp7.259.284.482.421,16. 

 

5.4.2.1. Beban Operasi 

Beban Operasi Tahun 2025 terdiri dari: 

 
Jika dibandingkan dengan Tahun 2025, terjadi kenaikan pada Beban Operasi 

sebesar Rp381.434.064.118,66 atau sebesar 5,66%. Secara nilai, kenaikan terbesar 

terjadi pada Beban Barang dan Jasa yaitu sebesar Rp255.840.826.115,92 atau 10,28%, 

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp100.466.446.093,72 atau 10,27%, dan 

Beban Tak Terduga sebesar Rp15.082.765.027,00 atau 74,90%. Penurunan terbesar 

terjadi pada Beban Pegawai sebesar Rp14.506.359.837,00 atau 0,60%. 

Beban Operasi: Saldo 2025 (Rp) Saldo 2024 (Rp) 
Kenaikan/ 

(Penurunan) % 
Beban Pegawai  2.391.970.304.942,00   2.406.476.664.779,00   (14.506.359.837,00)  (0,60)  
Beban Barang dan Jasa  2.745.727.231.540,28   2.489.886.405.424,36   255.840.826.115,92   10,28  
Beban Hibah   780.798.840.270,87  767.169.846.219,02    13.628.994.051,85  1,78  
Beban Bantuan Sosial  18.873.700.000,00   17.198.200.000,00   1.675.500.000,00   9,74  
Beban Penyusutan dan Amortisasi  1.078.802.669.048,16   978.336.222.954,44   100.466.446.093,72   10,27  
Beban Penyisihan Piutang  75.070.608.461,51   65.824.678.094,34   9.245.930.367,17   14,05  
Beban Lain-lain  -   37.700,00   (37.700,00)  (100,00) 
Beban Tak Terduga  35.219.507.481,00   20.136.742.454,00   15.082.765.027,00   74,90  

Jumlah  7.126.462.861.743,82   6.745.028.797.625,16   381.434.064.118,66   5,66  
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5.4.2.1.1. Beban Pegawai 

Beban Pegawai sebesar Rp2.391.970.304.942,00, sedangkan Belanja Pegawai 

senilai Rp2.734.041.926.442,00, sehingga terdapat selisih sebesar 

Rp342.071.621.500,00. Selisih tersebut merupakan Belanja Tunjangan Profesi Guru 

(TPG) PNSD yang langsung dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening 

masing-masing guru.  

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 

Rp14.506.359.837,00 atau 0,60% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp2.406.476.664.779,00. 
 

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa 

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp2.745.764.400.290,28. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp255.840.826.115,92 atau 10,28% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp2.489.886.405.424,36. 

Selisih antara Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang Jasa sebesar 

(Rp565.347.278.669,72). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut: 
Uraian Nilai (Rp) 

  Saldo akhir Persediaan Tahun 2025 (173.949.880.621,77) 
 Saldo akhir Beban Dibayar Dimuka 2025 (35.000.000,00) 
  Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap (216.979.288.799,52) 
  Utang Belanja 2024 yang dibayar di Tahun 2025 (21.703.557.007,00) 
 Reklas Beban Barang dan Jasa ke Beban Hibah (584.254.462.983,87) 
 Pemberian apresiasi ke SKPD Lain (511.500.012,00) 
 Reklasifikasi Beban atas Persediaan Kadaluarsa ke Defisit – LO (3.815.117.393,30) 
 Pengembalian Kelebihan pembayaran Barang dan Jasa (487.289.875,01) 

Jumlah (a) (1.001.736.096.692,47) 
  Saldo akhir Persediaan Tahun 2024 167.776.665.534,32 
  Saldo awal Beban dibayar dimuka Tahun 2024 85.500.000,00 
  Saldo Utang Belanja Tahun 2025 30.553.383.239,28 
 Belanja modal menjadi ekstrakomptabel 72.542.895.255,16 
 Belanja modal menjadi persediaan 63.967.271.248,30 
 Reklas Beban Hibah ke Beban Barang/Jasa 7.997.961.000,00 
 Persediaan yang berasal dari hibah/donasi 93.248.440.745,69 
 Persediaan yang berasal dari bibit tanaman 91.562.500,00 
 Belanja Modal Menjadi Beban Jasa 124.934.000,00 
 Beban Admin Bank 204.500,00 

Jumlah (b) 436.388.818.022,75 
Jumlah (a) + (b)  (565.347.278.669,72) 
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Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.745.727.231.540,28 terdapat nilai sebesar 

Rp650.964.051.296,37 yang diklasifikasikan sebagai Beban Persediaan diantaranya 

sebagai berikut: 

 

 

 

5.4.2.1.3. Beban Hibah 

Beban Hibah sebesar Rp780.798.840.270,87, sedangkan Belanja Hibah senilai 

Rp360.445.585.519,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp420.353.254.751,87. 

Selisih tersebut terdiri dari: 
Uraian Nilai (Rp) 

  Beban atas barang dan jasa yang diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat  (584.526.854.792,87) 
 Reklas Aset Tetap ke Beban Hibah (363.960.000,00) 
  Reklas Beban Hibah ke Beban Barang dan Jasa  7.997.961.000,00 
 Pengakuan belanja BOS Pusat, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan kepada satdikdas swasta 156.539.599.041,00 

Jumlah 420.353.254.751,87 

 
Nilai Beban Hibah Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 

Rp13.628.994.051,85 atau 1,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp767.169.846.219,02. 

 

5.4.2.1.4. Beban Bantuan Sosial 

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp18.873.700.000,00 merupakan pembebanan atas 

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sehingga tidak terdapat selisih antara Beban 

Bantuan Sosial dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial. Nilai tersebut mengalami 

kenaikan sebesar Rp1.675.500.000,00 atau 9,74% jika dibandingkan dengan periode 

yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp17.198.200.000,00. 
 

 
5.4.2.1.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.078.802.669.048,16 merupakan 

beban pengalokasian atas perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud untuk Tahun 

2025 berdasarkan masa manfaatnya dengan metode garis lurus. Nilai tersebut 

mengalami kenaikan sebesar Rp100.466.446.093,72 atau 10,27% jika dibandingkan 

dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp978.336.222.954,44. 

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 terdiri dari Beban Penyusutan Aset 

Beban Barang: Jumlah (Rp) 
Beban Barang Pakai Habis 564.132.047.752,05 
Beban Barang Tak Habis Pakai 3.659.340.082,00 
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 83.172.663.462,32 

Jumlah 650.964.051.296,37 
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Tetap sebesar Rp1.076.755.638.915,08 dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 

sebesar Rp2.047.030.133,08. 

Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di tahun 2025 adalah sebesar 

Rp975.988.675.395,27. Bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Tahun 2025 sebesar Rp1.078.802.669.048,16, terdapat selisih sebesar 

Rp102.813.993.652,89 dengan rincian sebagai berikut: 
No. Uraian Jumlah (Rp) 
1. Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan atas perolehan lainnya yang sah yang 

mempengaruhi nilai akumulasi penyusutan namun tidak mempengaruhi nilai Beban 
Penyusutan 

(124.270.909,06) 

2. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan ke Aset Lainnya yang mengurangi akumulasi penyusutan 
namun tidak mempengaruhi nilai Beban Penyusutan 

100.199.912.444,59 

3. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak menambah akumulasi penyusutan Aset 
Tetap 

2.047.030.133,08 

4. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan atas penggabungan Aset Tetap (197.796.650,73) 
5. Penyesuaian saldo awal Akumulasi Penyusutan atas pengembalian belanja modal TA 2024 

yang menjadi aset tetap 
889.118.635,01 

 Jumlah 102.813.993.652,89 

 
 
5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang 

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp75.070.608.461,51 dihitung secara 

sistematis untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 berdasarkan 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang berbasis akrual. Nilai tersebut 

mengalami kenaikan sebesar Rp9.245.930.367,17 atau 14,05% jika dibandingkan 

dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp65.824.678.094,34. 

Sama halnya dengan Beban Penyusutan, dalam kondisi ideal, kenaikan Penyisihan 

Piutang dalam satu periode sama dengan Beban Penyisihan Piutang pada periode 

tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tahun 2024, 

terjadi kenaikan Penyisihan Piutang sebesar Rp7.592.883.794,02, sehingga terdapat 

selisih dengan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp75.070.608.461,51 sehingga 

terdapat selisih senilai (Rp67.477.724.667,49) dengan penjelasan sebagai berikut: 
No. Uraian Jumlah (Rp) 
1. Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak (9.684.221.197,21) 
2. Penyesuaian penyisihan piutang atas pembayaran piutang tahun 2024 (58.894.192.847,08) 
3. Jurnal Balik atas transaksi resiprokal Utang - Piutang Dinkes dengan RSUD tahun 2024 95.952.229,11 
4. Beban Penyisihan Dana Bergulir yang tidak menambah Penyisihan Piutang pada Neraca, namun 

mengurangi Dana Bergulir pada Investasi Jangka Panjang non Permanen. 
 (428.777.360,00) 

5. Koreksi beban penyisihan tahun berjalan atas koreksi piutang 1.433.514.507,69 
 Jumlah (67.477.724.667,49) 
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5.4.2.1.7. Beban Lain-lain 

Pada tahun 2025 Beban Lain-lain sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami 

penurunan sebesar Rp37.700,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan periode yang 

sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp37.700,00. 

 
5.4.2.1.8. Beban Tidak Terduga 

Beban Tidak Terduga sebesar Rp35.219.507.481,00. Nilai tersebut mengalami 

kenaikan sebesar Rp15.082.765.027,00 atau 74,9% jika dibandingkan dengan periode 

yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp20.136.742.454,00. Beban Tidak 

Terduga terdiri dari: 

 
5.4.2.2. Beban Transfer 

Beban Transfer tahun anggaran 2025 sebesar Rp618.488.303.407,00. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp104.232.618.611,00 atau 20,27% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp514.255.684.796,00. Beban Transfer terdiri dari: 

 

5.4.2.2.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp412.262.679.000,00 

merupakan pembebanan atas Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LRA Tahun 2025 

sehingga tidak terdapat selisih antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan 

realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LRA. Nilai tersebut mengalami kenaikan 

sebesar Rp76.321.966.200,00 atau 22,72% jika dibandingkan dengan periode yang 

sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp335.940.712.800,00. 

- Beban atas Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak banjir di Kab Tangerang 23.674.470.000,00 
- Beban atas Stimulan Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Wilayah Kabupaten Tangerang 1.121.300.000,00 
- Beban atas  Kegiatan penanganan Darurat Sampah di Kabupaten TA 2025 8.348.708.558,00 
- Beban atas  Pemberian bantuan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

dan Sumatra Barat dalam rangka Penanganan Bencana Alam 1.200.000.000,00 
- Beban atas Restitusi Pajak dan Retribusi Daerah 867.482.923,00 
- Beban atas  Pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 7.546.000,00 

Jumlah 35.219.507.481,00 

Beban Transfer: Saldo 2025 (Rp) Saldo 2024 (Rp) 
Kenaikan/ 

(Penurunan) % 
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 
Daerah 

412.262.679.000,00 335.940.712.800,00 76.321.966.200,00 22,72 

Beban Transfer Bagi Hasil 
Pendapatan Lainnya 

14.379.669.716,00 11.487.811.362,00 2.891.858.354,00 25,17 

Beban Transfer Bantuan 
Keuangan ke Desa 

191.845.954.691,00 166.827.160.634,00 25.018.794.057,00 15,00 

Jumlah 618.488.303.407,00 514.255.684.796,00 104.232.618.611,00 20,27 
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5.4.2.2.2. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp14.379.669.716,00 

merupakan pembebanan atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LRA (Retribusi 

Daerah) Tahun 2025 sehingga tidak terdapat selisih antara Beban Transfer Bagi Hasil 

Pendapatan Lainnya dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LRA. 

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.891.858.354,00 atau 25,17% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp11.487.811.362,00. 

 
5.4.2.2.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp191.845.954.691,00, 

sedangkan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA sebesar Rp502.418.251.697,00 

Terdapat perbedaan sebesar Rp310.572.297.006,00 antara Beban Transfer Bantuan 

Keuangan ke Desa dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada LRA 

yang merupakan nilai Transfer Dana Desa yang disalurkan pada Tahun 2025 dari 

Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa yang berdasarkan Buletin Teknis 

Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual termasuk dalam pengeluaran 

Dana Transfer bukan Beban. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp25.018.794.057,00 atau 15,00% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp166.827.160.634,00. 

 

5.4.3. Kegiatan Non Operasional 

Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 terdiri dari Surplus Non Operasional dan 

Defisit Non Operasional. 

 

5.4.3.1. Surplus Non-Operasional 

Surplus Non Operasional: Saldo 2025 (Rp) Saldo 2024 (Rp) 
Kenaikan/ 

(Penurunan) % 
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO 12.223.574.578,00 - 12.223.574.578,00 - 
Surplus dari Kegiatan Non Operasional 
Lainnya – LO 

15.707.971.000,00 98.484.500,00 15.609.486.500,00 15.849,69  

Jumlah 27.931.545.578,00 98.484.500,00 27.833.061.078,00 28.261,36  
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Nilai Surplus Non Operasional mengalami kenaikan sebesar 

Rp27.833.061.078,00 atau 28.261,36% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp98.484.500,00. 

 

5.4.3.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO 

Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp12.223.574.578,00 

merupakan pendapatan atas Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan pada tahun 

2025. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.223.574.578,00 jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp0,00. 

Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO tahun 2025 terdiri dari: 

- Hasil Penjualan Aset Rusak Berat / Usang sebesar Rp1.007.323.378,00; dan 

- Hasil Penjualan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 

sebesar Rp11.216.251.200,00. 

 
5.4.3.1.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar 

Rp15.707.971.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp15.609.486.500,00 atau 15.849,69% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp98.484.500,00. Surplus dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 terdiri dari: 

- Sebesar Rp4.622.243.000,00 merupakan perolehan lainnya yang berasal dari 

Pembatalan Penghapusan gedung dan bangunan berupa Gedung Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) Bank Darah dan Bangunan Masjid pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Tangerang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 775 Tahun 

2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 028/Kep.354-Huk/2018 

tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang Berupa 

Konstruksi Bangunan Gedung Instalasi Gedung Darurat, Gedung Bank Darah, 

Gedung Mesjid, dan Gedung Rumah Dinas Dokter Spesialis Anak pada Rumah 

Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang; 

- Sebesar Rp91.562.500,00 merupakan pengakuan atas pertambahan nilai hasil 

pengembangan persediaan atas pembibitan padi yang dilakukan pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan 
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- Penerimaan dari hasil inventarisasi sebesar Rp10.994.165.500,00 terdiri dari 

pencatatan atas tanah bangunan kantor pada Kecamatan Teluknaga sebesar 

Rp2.738.165.500,00 dan tanah bangunan kantor yang merupakan tanah eks Desa 

Curug Kulon Kecamatan Curug yang berubah status Desa menjadi Kelurahan 

sebesar Rp8.256.000.000,00 

 
5.4.3.2. Defisit Non-Operasional 

Kegiatan Non Operasional: Saldo 2025 (Rp) Saldo 2024 (Rp) 
Kenaikan/ 

(Penurunan) % 
Defisit Non Operasional Lainnya 6.583.181.005,29 5.457.312.194,70 1.125.868.810,59 20,63 
Jumlah 6.583.181.005,29 5.457.312.194,70 1.125.868.810,59 20,63 

 

Nilai Defisit Non-Operasional mengalami kenaikan sebesar Rp1.125.868.810,59 

atau 20,63 % jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp5.457.312.194,70. 

 

5.4.3.2.1. Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya 

Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 sebesar 

Rp6.583.181.005,29. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.125.868.810,59 

atau 20,63% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp5.457.312.194,70. Adapun rincian Defisit dari kegiatan Non Operasional 

Lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:  

1. Nilai buku atas Aset Tetap rusak berat yang dihapuskan di Tahun 2025 pada Satuan 

Polisi Pamong Praja sebesar Rp8.956.500,00;  

2. Nilai Persediaan yang kadaluarsa di Tahun 2025 sebesar Rp3.815.117.393,30; dan 

3. Penurunan nilai investasi Tahun 2025 sebesar Rp2.759.107.111,99 merupakan 

pengakuan atas bagian rugi tahun berjalan pada BUMD PT. LKM Artha Kerta 

Raharja. 

 

5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara 

Laporan Operasional dengan Neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau 

penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada periode pelaporan yang terdiri dari 
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Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ 

Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir. 

Kondisi LPE Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut ini: 
Laporan Perubahan Ekuitas: Saldo 2025  Saldo 2024 
Ekuitas Awal 26.203.107.252.375,17  25.320.516.149.662,58 
Surplus/Defisit-LO 3.339.018.051.917,98  921.019.356.858,70 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ 
Kesalahan Mendasar (netto) 

(35.220.540.191,76)  (38.428.254.146,11) 

Ekuitas Akhir 29.506.904.764.101,39  26.203.107.252.375,17 

 
Nilai Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp3.303.797.511.726,22 atau 12,61% 

jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp26.203.107.252.375,17. 

Penjelasan lebih rinci atas pos-pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

5.5.1. Ekuitas Awal 

Saldo ekuitas awal Tahun 2025 sebesar Rp26.203.107.252.375,17 merupakan saldo 

ekuitas akhir Tahun 2024 (audited). 

 
5.5.2. Surplus/Defisit-LO 

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp3.339.018.051.917,98 merupakan surplus atas 

periode Tahun 2025 berdasarkan basis akrual yang menambah nilai ekuitas pada 

Neraca. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.417.998.695.059,28 atau 

262,54% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp921.019.356.858,70. 

 
5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar 

(Rp35.220.540.191,76). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp3.207.713.954,35 atau 8,35% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar (Rp38.428.254.146,11). Dampak kumulatif perubahan 

kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2025 terdiri dari: 
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5.5.3.1. Koreksi Nilai Piutang 

Koreksi nilai piutang sebesar (Rp11.925.446.345,00). Nilai tersebut mengalami 

penurunan sebesar Rp11.922.943.325,00 atau 476.342,31% jika dibandingkan dengan 

periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar (Rp2.503.020,00). Adapun 

rincian koreksi nilai piutang terdiri dari penyesuaian atas: 
- Kurang catat nilai piutang TPTGR 2024 5.600.000,00 
- Lebih catat Piutang Pendapatan Pajak tahun 2024 (1.343.377.592,00) 
- Lebih catat Piutang Pendapatan BLUD RSUD Balaraja tahun 2024 (4.691.840,00) 
- Penyesuaian atas jurnal balik tahun 2024 (transaksi resiprokal) 293.689.224,00 
- Penyesuaian saldo awal Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan 

Parkir 
(10.876.666.137,00) 

 Jumlah (11.925.446.345,00) 
 
Penyesuaian atas jurnal balik tahun 2024 (transaksi resiprokal) sebesar 

Rp293.689.224,00 merupakan penyesuaian nilai piutang atas eliminasi transaksi utang-

piutang tahun 2024 antara RSUD Tangerang dan RSUD Balaraja dengan Dinas 

Kesehatan atas klaim Jamkesda. 

 

5.5.3.2. Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar & Koreksi Aset Tetap 

Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar & Koreksi Aset Tetap sebesar 

(Rp6.336.619.838,63). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp30.902.825.714,37 atau 82,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar (Rp37.239.445.553,00). Saldo perhitungan Mutasi Masuk 

dan Keluar & Koreksi Aset Tetap terdiri dari: 

1. Penyesuaian atas kelebihan pencatatan aset tanah pada Dinas Pendidikan sebesar 

Rp320.000.000,00; dan 

2. Penyesuaian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan 

sebesar Rp6.016.619.838,63 dikarenakan adanya pengembalian belanja modal 

tahun anggaran 2024 yang diterima pada tahun 2025. 

 

5.5.3.3. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp567.051.075,46. 

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.786.201.699,40 atau 101,18% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 
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(Rp48.219.150.623,94). Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 

terdiri dari: 

1) penyesuaian atas adanya proses penggabungan/kapitalisasi Aset Tetap sebesar 

(Rp1.018.208.801,66); 

2) penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap melalui 

hibah sebesar (Rp124.194.688,52); dan 

3) penyesuaian atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 

Rp1.709.454.565,64. 
 

5.5.3.4. Penyesuaian Utang Jangka Pendek 

Penyesuaian Utang Jangka Pendek sebesar (Rp84.788.444.240,00) terdiri dari: 

- penyesuaian atas transaksi resiprokal utang-piutang antar SKPD tahun 2024 sebesar 

(Rp293.689.224,00); dan 

- penyesuaian atas penerimaan BPHTB sebelum tahun anggaran 2025 yang dicatat 

sebagai pendapatan diterima dimuka sebesar (Rp84.494.755.016,00). 

Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp84.819.665.093,00 atau 

271.676,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang 

sebesar Rp31.220.853,00. 

 
5.5.3.5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp67.028.036.213,49. Nilai tersebut 

mengalami kenaikan sebesar Rp19.094.852.220,48 atau 39,84% jika dibandingkan 

dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp47.933.183.993,01. 

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang merupakan penyesuaian atas nilai penyisihan 

piutang Tahun 2025 dikarenakan adanya: 

1) Pembayaran piutang tahun 2024 pada tahun 2025 sebesar Rp58.873.281.753,08 

dengan rincian sebagai berikut: 
- Piutang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah 57.643.059.392,73 
- Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan   98.688.431,80 
- Piutang Pendapatan BLUD pada RSU Tangerang   416.255.524,00  
- Piutang Pendapatan BLUD pada RSU Balaraja   715.278.404,55  
 Jumlah 58.873.281.753,08 

 
2) Penyesuaian saldo awal Piutang Pajak Daerah sebesar Rp8.250.706.689,52; dan 

3) Jurnal balik transaksi resiprokal tahun 2024 sebesar (Rp95.952.229,11). 
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5.5.3.6. Koreksi Nilai Investasi 

Koreksi Nilai Investasi sebesar Rp234.975.664,25 merupakan penyesuaian 

saldo awal investasi jangka panjang permanen atas kurang catat pengakuan bagian laba 

(dividen) tahun buku 2024 dibandingkan dengan realisasi dividen yang diterima tahun 

2025 pada BUMD Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja. Nilai tersebut mengalami 

kenaikan sebesar Rp1.452.754.651,43 atau 119,30% jika dibandingkan dengan periode 

yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar (Rp1.217.778.987,18). 

 
5.5.3.7. Koreksi Lainnya 

Koreksi Lainnya sebesar (Rp92.721,33). Nilai tersebut mengalami penurunan 

sebesar Rp286.311.913,33 atau 100,03% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp286.219.192,00. Koreksi Lainnya terdiri dari: 
Penyesuaian atas penghapusan penyisihan dana bergulir yang dikembalikan  388.116.345,00 
Pengakuan dana lainnya pada Kas di Bendahara BOS 2.014,00 
Penyesuaian atas pengembalian dana lainnya tahun 2024 (55.101.747,00) 
Penyesuaian atas aset tetap ekstrakomtabel yang dicatat kembali sebagai aset tetap 37.974.000,00  
Penyesuaian saldo awal atas akumulasi penyusutan aset lainnya (371.083.333,33) 

Jumlah (92.721,33) 
 

Dana lainnya pada Kas BOS merupakan saldo kas pada Bendahara BOS yang 

bukan merupakan saldo atas pengelolaan BOS. Penyesuaian atas dana lainnya pada Kas 

BOS sebesar Rp55.101.747,00 dikarenakan adanya pengembalian ke Kas Daerah atas 

dana lainnya pada Kas BOS pada 4 sekolah negeri di tahun 2023 dan 2024 yang belum 

mengurangi saldo dana lainnya pada Kas BOS sampai dengan tahun 2024. Adapun 

rinciannya adalah sebagai berikut: 

No. Nama Sekolah Pengembalian 
(Rp) 

1 SD N Kedaung Barat IV 13.477.338,00 
2 SD Negeri Pondok Kelor 41.617.000,00  
3 SD Negeri Bakung III   900,00  
4 SD Negeri Peusar III       6.509,00 
 Jumlah 55.101.747,00 

 
Dana lainnya pada Kas BOS Tahun 2025 sebesar Rp2.014,00 merupakan saldo 

pada rekening bank Kas BOS diluar sisa dana Kas BOS dengan rincian sebagai berikut: 
No. Nama Sekolah Nilai (Rp) 

1 SDN Kadusirung I 800,00 
2 SD Negeri Bakung III  900,00  
3 SMP Negeri I Kelapa Dua  314,00  

JUMLAH 2.014,00 
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5.5.4. Ekuitas Akhir 

Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025, saldo Ekuitas Akhir sebesar 

Rp29.506.904.764.101,39 yang merupakan nilai ekuitas yang disajikan pada Neraca. 

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.303.797.511.726,22 atau 12,61% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp26.203.107.252.375,17. 

 
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK) 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 

periode Tahun 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, 

pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dan keluar aktivitas tersebut terdiri dari 

penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Kas BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas 

Dana BOK Puskesmas. 

 

5.6.1. Aktivitas Operasi 

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan 

kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai 

aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar. Saldo Arus Kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2025 

sebesar Rp1.651.418.427.717,76. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 

Rp130.124.864.760,78 atau 7,30% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp1.781.543.292.478,54. Arus kas dari aktivitas operasi 

adalah sebagai berikut: 
Uraian 2025 2024 

Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari:   
Penerimaan Pajak Daerah  4.273.695.878.211,00   3.615.835.888.430,00  
Penerimaan Retribusi Daerah  229.391.219.611,00 210.912.730.996,00 
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

 60.739.592.375,00   60.606.042.461,00  

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah  807.226.174.262,76  729.184.912.147,54 
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak  375.774.914.600,00   401.180.626.000,00  
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya 
Alam 

 6.704.247.000,00   5.391.595.000,00  

Penerimaan Dana Alokasi Umum  1.499.096.100.820,00   1.399.685.929.647,00  
Penerimaan Dana Alokasi Khusus  761.179.619.172,00   717.829.741.778,00  
Penerimaan Dana Insentif Daerah  21.556.669.000,00   12.391.928.500,00  
Penerimaan Bagi Hasil Pajak  537.657.946.684,00   834.908.094.597,00  
Penerimaan Bantuan Keuangan -  6.673.741.700,00  
Penerimaan Hibah  -   5.394.000.000,00  

Jumlah arus masuk kas 8.573.022.361.735,76 7.999.995.231.256,54 
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Uraian 2025 2024 
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk 
pengeluaran:   

Pembayaran Pegawai  2.734.041.926.442,00   2.406.476.664.779,00  
Pembayaran Barang  3.311.074.510.210,00  3.014.360.678.622,00 
Pembayaran Hibah  203.905.986.478,00   246.023.968.127,00  
Pembayaran Bantuan   210.719.654.691,00   184.025.360.634,00  
Pembayaran Tak Terduga  35.219.507.481,00   20.136.742.454,00  
Pembayaran Bagi Hasil Pajak  412.262.679.000,00   335.940.712.800,00  
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi  14.379.669.716,00   11.487.811.362,00  

Jumlah arus keluar kas 6.921.603.934.018,00 6.218.451.938.778,00 
Arus kas bersih dari aktivitas Operasi 1.651.418.427.717,76 1.781.543.292.478,54 

 

 
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp8.573.022.361.735,76. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp573.027.130.479,22 atau 7,16% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp7.999.995.231.256,54. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 terdiri 

dari: 

1) Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp4.273.695.878.211,00 merupakan nilai 

realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA; 

2) Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp229.391.219.611,00 merupakan nilai 

realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA;  

3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 

Rp60.739.592.375,00 merupakan nilai realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA; 

4) Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp807.226.174.262,76 terdiri dari 

nilai realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LRA sebesar Rp819.449.748.840,76 

dikurangi dengan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA sebesar 

Rp12.223.574.578,00 dikarenakan pada LAK diklasifikasikan ke dalam Arus 

Masuk Kas Aktivitas Investasi. 

5) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp375.774.914.600,00 merupakan nilai 

realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LRA; 

6) Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 

Rp6.704.247.000,00 merupakan nilai realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber 

Daya Alam – LRA; 

7) Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.499.096.100.820,00 merupakan 

nilai realisasi Dana Alokasi Umum-LRA; 
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8) Penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp761.179.619.172,00 terdiri dari nilai 

realisasi Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp917.719.218.213,00 dikurangi 

dengan DAK BOS untuk unit pendidikan swasta sebesar Rp156.539.599.041,00; 

9) Penerimaan Dana Insentif Daerah sebesar Rp21.556.669.000,00 terdiri dari nilai 

realisasi Dana Insentif Daerah-LRA; dan 

10) Penerimaan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp537.657.946.684,00 merupakan nilai 

realisasi Bagi Hasil Pajak-LRA. 

Idealnya, nilai Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi pada Laporan Arus Kas 

(LAK) merupakan total Pendapatan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

dikurangi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah yang berasal dari 

Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Perhitungannya adalah sebagai berikut: 
a Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi pada LAK 8.573.022.361.735,76 
   
b Realisasi Pendapatan Daerah pada LRA 9.052.357.832.360,76 
c Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Berasal dari Penjualan Aset Tetap dan 

Aset Lainnya Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 12.223.574.578,00 
d b - c 9.040.134.257.782,76 

 Selisih (d – a) 467.111.896.047,00 
 

Selisih sebesar Rp467.111.896.047,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pencatatan pendapatan dana BOS satdikdas swasta pada LRA namun tidak 

dicatat sebagai arus kas masuk dalam LAK (dana langsung ditransfer dari 
RKUN ke rekening satuan pendidikan) 

156.539.599.041,00 

2. Pencatatan pendapatan Dana Desa pada LRA namun tidak dicatat sebagai arus 
kas masuk dalam LAK (dana langsung ditransfer dari RKUN ke rekening 
desa) 

310.572.297.006,00 

Jumlah 467.111.896.047,00 
 

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp6.921.603.934.018,00. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp703.151.995.240,00 atau 11,31% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp6.218.451.938.778,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 terdiri 

dari: 

1) Pembayaran Pegawai sebesar Rp2.734.041.926.442,00 merupakan nilai realisasi 

Belanja Pegawai; 

2) Pembayaran Barang sebesar Rp3.311.074.510.210,00 merupakan nilai realisasi 

Belanja Barang dan Jasa; 
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3) Pembayaran Hibah sebesar Rp203.905.986.478,00 terdiri dari nilai realisasi 

Belanja Hibah sebesar Rp360.445.585.519,00 dikurangi dengan Belanja Hibah 

BOS untuk unit pendidikan swasta sebesar Rp156.539.599.041,00; 

4) Pembayaran Bantuan sebesar Rp210.719.654.691,00 terdiri dari nilai realisasi 

Belanja Bantuan Sosial dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar 

Rp521.291.951.697,00 dikurangi dengan Belanja Bantuan Keuangan dari Dana 

Desa sebesar Rp310.572.297.006,00; 

5) Pembayaran Tak Terduga sebesar Rp35.219.507.481,00 merupakan nilai realisasi 

Belanja Tak Terduga; 

6) Pembayaran Bagi Hasil Pajak sebesar Rp412.262.679.000,00 merupakan nilai 

realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah; dan 

7) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp14.379.669.716,00 merupakan nilai 

realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya. 

Sama halnya dengan Arus Kas Masuk, idealnya, nilai Arus Kas Keluar dari 

Aktivitas Operasi pada Laporan Arus Kas (LAK) merupakan total Belanja Operasi pada 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ditambah Belanja Tak Terduga pada Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

dengan perhitungan sebagai berikut: 
a Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi pada LAK 6.921.603.934.018,00 
   
b Realisasi Belanja Operasi pada LRA 6.424.435.722.171,00 
c Realisasi Belanja Tidak Terduga pada LRA 35.219.507.481,00 
d Realisasi Transfer pada LRA 929.060.600.413,00 
e Jumlah (b + c + d) 7.388.715.830.065,00 
   

 Selisih (e – a) 467.111.896.047,00 
 
Selisih sebesar Rp467.111.896.047,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pencatatan Belanja BOS satdikdas swasta pada LRA namun tidak disajikan 
sebagai arus kas keluar dalam LAK 

156.539.599.041,00 

2. Pencatatan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa pada LRA namun tidak 
disajikan sebagai arus kas keluar dalam LAK 

310.572.297.006,00 

Jumlah 467.111.896.047,00 
 
 

5.6.2. Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

CATATAN  ATAS  LAPORAN  KEUANGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 

Hal | 220  
 

untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa 

yang akan datang. Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2025 

sebesar (Rp1.727.299.450.276,00). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp297.555.309.354,00 atau 14,70% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar (Rp2.024.854.759.630,00). Arus kas dari aktivitas 

investasi adalah sebagai berikut: 
Uraian 2025 2024 

Arus masuk kas dari aktivitas investasi diperoleh 
dari:   

 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak 
Dipisahkan 

12.223.574.578,00 335.245.940,00 

 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 29.435.217.967,00 29.612.867.042,00 
Jumlah arus masuk kas 41.658.792.545,00 29.948.112.982,00 
Arus keluar kas untuk aktivitas investasi digunakan 
untuk pengeluaran:   

 Perolehan Tanah  108.735.367.766,00   391.732.280.665,00  
 Perolehan Peralatan dan Mesin  426.864.550.884,00   535.315.347.072,00  
 Perolehan Gedung dan Bangunan  433.083.238.361,00   320.580.002.197,00  
 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan  741.354.264.344,00   708.059.201.545,00  
 Perolehan Aset Tetap Lainnya  39.161.786.075,00  29.492.455.730,00 
 Perolehan Aset lainnya  734.035.391,00   5.543.585.403,00  
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  10.000.000.000,00   12.240.000.000,00  
 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen  9.025.000.000,00   51.840.000.000,00  
Jumlah arus keluar kas 1.768.958.242.821,00 2.054.802.872.612,00 
Arus kas bersih dari aktivitas investasi            (1.727.299.450.276,00) (2.024.854.759.630,00) 

 
Arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp41.658.792.545,00. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.710.679.563,00 atau 39,10% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp29.948.112.982,00. Arus kas masuk dari aktivitas investasi Tahun 2025 terdiri dari: 

1) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar 

Rp12.223.574.578,00 merupakan nilai realisasi hasil penjualan paket BMD tidak 

terpakai secara lelang; dan 

2) Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen sebesar Rp29.435.217.967,00 

merupakan penerimaan atas pengembalian pokok dana bergulir pada rekening Kas 

BLUD UPTD Pengelola Dana Bergulir yang tidak masuk dalam mekanisme 

pencatatan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah. 

Arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp1.768.958.242.821,00. Nilai 

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp285.844.629.791,00 atau 13,91% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 
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Rp2.054.802.872.612,00. Arus kas keluar dari aktivitas investasi Tahun 2025 terdiri 

dari: 

1) Perolehan Tanah sebesar Rp108.735.367.766,00 merupakan nilai realisasi Belanja 

Tanah; 

2) Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp426.864.550.884,00 merupakan nilai 

realisasi Belanja Peralatan dan Mesin; 

3) Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp433.083.238.361,00 merupakan nilai 

realisasi Belanja Gedung dan Bangunan; 

4) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp741.354.264.344,00 merupakan nilai 

realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; 

5) Perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp39.161.786.075,00 merupakan nilai 

realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya; 

6)  Perolehan Aset lainnya sebesar Rp734.035.391,00 merupakan nilai realisasi Belanja 

Aset Lainnya; 

7) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 merupakan nilai 

realisasi Penyertaan Modal Daerah ke BUMD; 

8) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen sebesar Rp9.025.000.000,00 

merupakan perguliran atas dana bergulir yang dikelola UPTD Pengelola Dana 

Bergulir kepada Koperasi maupun UMKM yang tidak masuk dalam mekanisme 

pencatatan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah. 

 
5.6.3. Aktivitas Pendanaan 

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang 

bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim 

pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Saldo Arus kas bersih 

aktivitas pendanaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. 

 
5.6.4. Aktivitas Transitoris 

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan 

pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga 
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(PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang 

dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk 

pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan 

mutasi kas antar rekening kas umum daerah. Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris 

per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.789.816,00. Nilai tersebut mengalami penurunan 

sebesar Rp935.565.646,00 atau 99,17% jika dibandingkan dengan periode yang sama 

Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp943.355.462,00. Arus kas dari aktivitas 

transitoris dan saldo kas akhir tahun adalah sebagai berikut:   
Uraian 2025 2024 

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris diperoleh dari:   
 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 540.325.761.942,68  524.618.950.151,81  
 Penerimaan Transito - 998.502.858,00 
Jumlah arus masuk kas 540.325.761.942,68 525.617.453.009,81 
Arus keluar kas untuk aktivitas transitoris digunakan untuk 
pengeluaran:   

 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 540.317.921.126,68  524.618.950.151,81  
 Pengeluaran Transito 51.000,00 55.147.396,00 
Jumlah arus keluar kas 540.317.972.126,68 524.674.097.547,81 
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris 7.789.816,00 943.355.462,00 
Kenaikan (penurunan) kas Bersih selama periode (75.873.232.742,24) (242.368.111.689,46) 
Saldo Awal Kas  798.689.361.923,54 1.041.057.473.613,00 
Koreksi SILPA - -  
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi 798.689.361.923,54 1.041.057.473.613,00 
Saldo Akhir Kas 722.816.129.181,30 798.689.361.923,54 

  

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp540.325.761.942,68 

merupakan penerimaan atas potongan PFK oleh Bendahara Umum Daerah dan 

Bendahara Pengeluaran. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp14.708.308.932,87 atau 2,80% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 

Anggaran 2024 yang sebesar Rp525.617.453.009,81. 

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp540.317.972.126,68. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.643.874.578,87 atau 2,98% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 

Rp524.674.097.547,81. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris Tahun 2025 terdiri dari:  

1) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp540.317.921.126,68 terdiri 

dari: 

- pengeluaran atas potongan PFK oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara 

Pengeluaran selama tahun 2025 sebesar Rp540.315.942.098,68 dan; 
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- pengeluaran atas potongan PFK oleh Bendahara BOS pada tahun 2024 yang baru 

disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara pada tahun 2025 sebesar 

Rp1.979.028,00. 

2) Pengeluaran Transito sebesar Rp51.000,00 merupakan sisa Dana BOSDA tahun 

anggaran 2025 yang berada pada Bendahara BOS belum disetorkan ke RKUD 

sampai dengan 31 Desember 2025. 

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan Bendahara BOS dan Kas Lainnya tahun 

2025 sebesar Rp722.816.129.181,30 terdiri dari: 

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp555.879.636.253,00; 

- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.603.730,00; 

- Kas BLUD sebesar Rp166.455.506.700,30; 

- Kas Di Bendahara BOS sebesar Rp291.508.458,00; dan  

- Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp187.874.040,00. 
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BAB VI 

PENJELASAN NON KEUANGAN 

 

6.1. Informasi Umum Kabupaten Tangerang 

Kabupaten Tangerang memiliki luas wilayah sebesar 103.244 Ha atau 1.027,76 

km2 10,9% dari luas Provinsi Banten. Secara administratif, Kabupaten Tangerang 

merupakan salah satu daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. 

Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan dengan 28 kelurahan dan 246 desa 

dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa. Kecamatan yang memiliki 

area dengan luasan terbesar adalah Kecamatan Rajeg dengan luas wilayah sebesar 5.370 

Ha atau 5,60% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kecamatan yang 

memiliki wilayah dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Sepatan dengan luas 

wilayah 1.732 Ha atau 1,80% dari total wilayah Kabupaten Tangerang. 

Kabupaten Tangerang ditinjau secara geografis berada di bagian timur Provinsi 

Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 5°58’-6°21’ Lintang Selatan 

dan mempunyai garis pantai sepanjang 54 km. Sedangkan secara geografis, batas-batas 

wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa  

(dengan panjang garis pantai ±54 km), sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang 

Selatan, Kota Tangerang, dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak, sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. 

 
6.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang 

Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini sebagai entitas pelaporan, 

dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini dijabat oleh Drs. H. Moch. Maesyal 

Rasyid, M.Si dan Intan Nurul Hikmah S.E. Untuk menjalankan roda pemerintahan, 

Bupati dan Wakil Bupati Tangerang didukung oleh 109 Perangkat Daerah (entitas 

akuntansi) dengan rincian sebagai berikut: 
Dinas Pendidikan Dinas Sosial 
Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja 
BLUD Puskesmas Rajeg Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
BLUD Puskesmas Teluknaga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
BLUD Puskesmas Kronjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
BLUD Puskesmas Sindang Jaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
BLUD Puskesmas Curug Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
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BLUD Puskesmas Cikupa Dinas Perhubungan 
BLUD Puskesmas Mauk Dinas Komunikasi dan Informatika 
BLUD Puskesmas Balaraja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
BLUD Puskesmas Kutabumi UPTD Pengelola Dana Bergulir 
BLUD Puskesmas Sepatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
BLUD Puskesmas Cikuya Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 
BLUD Puskesmas Cisoka Dinas Perpustakaan dan Arsip 
BLUD Puskesmas Gembong Dinas Perikanan 
BLUD Puskesmas Kelapa Dua Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
BLUD Puskesmas Kedaung Barat Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
BLUD Puskesmas Jambe Sekretariat Daerah 
BLUD Puskesmas Jalan Emas Sekretariat DPRD 
BLUD Puskesmas Pagedangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
BLUD Puskesmas Jayanti Badan Pendapatan Daerah 
BLUD Puskesmas Pakuhaji Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
BLUD Puskesmas Pasir Nangka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 
BLUD Puskesmas Sukamulya Inspektorat Kabupaten 
BLUD Puskesmas Sukadiri Kecamatan Tigaraksa 
BLUD Puskesmas Tigaraksa Kecamatan Cikupa 
BLUD Puskesmas Kresek Kecamatan Panongan 
BLUD Puskesmas Binong Kecamatan Curug 
BLUD Puskesmas Bojong Kamal Kecamatan Legok 
BLUD Puskesmas Bojong Nangka Kecamatan Pasar Kemis 
BLUD Puskesmas Cisauk Kecamatan Balaraja 
BLUD Puskesmas Gunung Kaler Kecamatan Kresek 
BLUD Puskesmas Jalan Kutai Kecamatan Kronjo 
BLUD Puskesmas Kemiri Kecamatan Mauk 
BLUD Puskesmas Kosambi Kecamatan Rajeg 
BLUD Puskesmas Legok Kecamatan Sepatan 
BLUD Puskesmas Mekar Baru Kecamatan Teluknaga 
BLUD Puskesmas Panongan Kecamatan Cisoka 
BLUD Puskesmas Pasir Jaya Kecamatan Pakuhaji 
BLUD Puskesmas Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi 
BLUD Puskesmas Sukatani Kecamatan Pagedangan 
BLUD Puskesmas Sukawali Kecamatan Jambe 
BLUD Puskesmas Suradita Kecamatan Jayanti 
BLUD Puskesmas Tegal Angus Kecamatan Kemiri 
BLUD Puskesmas Pasar Kemis Kecamatan Sukadiri 
RSUD Pakuhaji Kecamatan Cisauk 
BLUD Puskesmas Caringin Kecamatan Sepatan Timur 
RSUD Balaraja Kecamatan Sindang Jaya 
RSUD Kabupaten Tangerang Kecamatan Kelapa Dua 
BLUD Labkesda Kecamatan Solear 
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kecamatan Mekar Baru 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kecamatan Sukamulya 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Gunung Kaler 
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Satuan Polisi Pamong Praja  

 

6.3. Pergantian Manajemen Pemerintahan Kabupaten Tangerang di tahun 2025 

Pada bulan Februari 2025, terjadi pergantian pimpinan Pemerintah Kabupaten 

Tangerang dari Penjabat (Pj.) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, ke Bupati dan 

Wakil Bupati Tangerang terpilih, Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si dan Intan Nurul 

Hikmah S.E. Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih periode 2025-
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2030, Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si. dan Intan Nurul Hikmah, S.E., didasarkan 

pada Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan 

Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil 

Pilkada Serentak 2024. 

 

6.4. Perubahan Kebijakan Akuntansi 

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan perubahan 

kebijakan akuntansi sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Bupati Tangerang 

Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Poin-poin 

perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut adalah: 

1. Tambahan mengenai kebijakan akuntansi Properti Investasi. Pada kebijakan 

akuntansi tersebut, diatur mengenai Properti Investasi yang disajikan terpisah dari 

kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana yang diatur dalam PSAP 

Nomor 17 Properti Investasi; 

2. Tambahan mengenai kebijakan akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi 

Konsesi. Kebijakan akuntansi ini mengatur Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi 

Konsesi sebagaimana yang diatur dalam PSAP Nomor 16 Konsesi Jasa - Pemberi 

Konsesi; 

3. Tambahan mengenai kebijakan akuntansi Treasury Deposit Facility (TDF). 

Tambahan kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi TDF 

Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat; 

4. Perubahan mengenai pengertian Belanja Tak Terduga. Perubahan dilakukan untuk 

memutakhirkan pengertian Belanja Tak Terduga dengan mengacu pada Peraturan 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

5. Tambahan mengenai pengertian Kas Dana Desa, Kas Dana BOSP, & Kas Dana BOK 

Puskesmas. Tambahan tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai Kas Dana 

Desa, Kas Dana BOSP, & Kas Dana BOK Puskesmas; 

6. Perubahan format laporan keuangan. Pada Laporan Neraca, ditambahkan akun 

Properti Investasi dalam kelompok Aktiva. 

7. Perubahan mengenai pengungkapan Beban Persediaan. Pada kebijakan akuntansi 

sebelumnya, dijelaskan bahwa penghitungan beban persediaan dilakukan dalam 
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rangka penyajian Laporan Operasional. Namun, dikarenakan pada Laporan 

Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak menyajikan Beban Persediaan, 

maka pada kebijakan akuntansi terkini dijelaskan bahwa penghitungan beban 

persediaan dilakukan dalam rangka pengungkapan pada Catatan atas Laporan 

Keuangan; dan 

8. Perubahan mengenai penjelasan hasil investasi dividen dalam bentuk saham. Pada 

kebijakan akuntansi sebelumnya, dijelaskan bahwa dividen dalam bentuk saham 

diterima akan menambah nilai investasi pemerintah. Pada kebijakan akuntansi yang 

terkini, diatur bahwa (1) dividen saham yang diterima tidak menambah nilai investasi 

pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan dan (2) dividen dalam bentuk 

saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. 

Dengan diterapkannya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2025 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian pada 

Neraca atas saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp116.592.876.000,00 

yang direklasifikasi sebagai Properti Investasi. 

 

6.5. Potensi Properti Investasi 

Selain nilai Properti Investasi yang telah diuraikan pada BAB V, Pemerintah 

Kabupaten Tangerang memiliki potensi Properti Investasi atas 32 bidang tanah seluas 

361.342m2 yang saat ini masih tercatat sebagai Aset Tetap dengan harga perolehan 

sebesar Rp108.856.641.750,00. Atas bidang tanah tersebut, akan dilakukan penetapan 

oleh Bupati Tangerang untuk dicatat sebagai Properti Investasi.  





Pagu Realisasi Lebih / (Kurang) % Pagu Realisasi Lebih / (Kurang) %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 8 - 7 10

1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan                                        -                                          -                                      -                 -           2.185.432.039.821,00         2.148.585.999.513,00 -          36.846.040.308,00            98,31 
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan                6.569.361.920,00              10.691.738.381,00            4.122.376.461,00        162,74            495.808.912.227,00            487.113.154.174,00 -            8.695.758.053,00            98,25 
1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD Puskesmas Rajeg                4.572.225.000,00                4.892.964.070,00               320.739.070,00        107,01              12.951.261.569,00              12.774.670.567,00 -               176.591.002,00            98,64 
1.02.0.00.0.00.01.0002 BLUD Puskesmas Teluknaga                4.352.897.626,00                4.636.781.800,00               283.884.174,00        106,52              12.010.844.330,00              11.333.641.948,00 -               677.202.382,00            94,36 
1.02.0.00.0.00.01.0003 BLUD Puskesmas Kronjo                4.293.647.956,00                4.388.367.916,00                 94.719.960,00        102,21              13.016.603.997,00              12.544.808.699,00 -               471.795.298,00            96,38 
1.02.0.00.0.00.01.0004 BLUD Puskesmas Sindang Jaya                3.700.191.882,00                4.138.404.498,00               438.212.616,00        111,84              11.298.610.949,00              10.903.616.670,00 -               394.994.279,00            96,50 
1.02.0.00.0.00.01.0005 BLUD Puskesmas Curug                3.958.900.000,00                4.287.249.219,00               328.349.219,00        108,29              16.659.807.963,00              16.311.776.071,00 -               348.031.892,00            97,91 
1.02.0.00.0.00.01.0006 BLUD Puskesmas Cikupa                3.958.461.000,00                4.233.991.354,00               275.530.354,00        106,96              13.168.545.641,00              12.939.239.895,00 -               229.305.746,00            98,26 
1.02.0.00.0.00.01.0007 BLUD Puskesmas Mauk                6.467.878.000,00                6.774.229.086,00               306.351.086,00        104,74              15.887.974.753,00              15.687.583.129,00 -               200.391.624,00            98,74 
1.02.0.00.0.00.01.0008 BLUD Puskesmas Balaraja                3.623.333.056,00                4.033.271.170,00               409.938.114,00        111,31              15.178.935.322,00              14.900.252.660,00 -               278.682.662,00            98,16 
1.02.0.00.0.00.01.0009 BLUD Puskesmas Kutabumi                4.174.850.000,00                4.454.085.669,00               279.235.669,00        106,69              13.028.728.445,00              12.810.743.152,00 -               217.985.293,00            98,33 
1.02.0.00.0.00.01.0010 BLUD Puskesmas Sepatan                6.253.784.800,00                6.882.566.935,00               628.782.135,00        110,05              16.998.036.132,00              16.292.477.962,00 -               705.558.170,00            95,85 
1.02.0.00.0.00.01.0011 BLUD Puskesmas Cikuya                4.630.256.439,00                5.125.142.624,00               494.886.185,00        110,69              10.969.007.576,00              10.862.022.161,00 -               106.985.415,00            99,02 
1.02.0.00.0.00.01.0012 BLUD Puskesmas Cisoka                4.998.036.453,00                5.385.944.440,00               387.907.987,00        107,76              15.816.991.276,00              15.548.764.659,00 -               268.226.617,00            98,30 
1.02.0.00.0.00.01.0013 BLUD Puskesmas Gembong                2.400.700.000,00                2.464.495.954,00                 63.795.954,00        102,66                8.695.722.142,00                8.521.272.260,00 -               174.449.882,00            97,99 
1.02.0.00.0.00.01.0014 BLUD Puskesmas Kelapa Dua                2.665.019.700,00                2.988.057.068,00               323.037.368,00        112,12                9.412.337.119,00                9.289.150.535,00 -               123.186.584,00            98,69 
1.02.0.00.0.00.01.0015 BLUD Puskesmas Kedaung Barat                4.420.779.758,00                4.908.915.070,00               488.135.312,00        111,04              11.102.844.246,00              10.948.834.971,00 -               154.009.275,00            98,61 
1.02.0.00.0.00.01.0016 BLUD Puskesmas Jambe                3.386.700.000,00                3.776.835.362,00               390.135.362,00        111,52              12.122.316.426,00              11.872.630.057,00 -               249.686.369,00            97,94 
1.02.0.00.0.00.01.0017 BLUD Puskesmas Jalan Emas                1.677.950.000,00                1.739.396.312,00                 61.446.312,00        103,66                7.973.374.393,00                7.667.353.814,00 -               306.020.579,00            96,16 
1.02.0.00.0.00.01.0018 BLUD Puskesmas Pagedangan                3.347.862.500,00                3.764.535.707,00               416.673.207,00        112,45                9.821.912.929,00                9.582.411.215,00 -               239.501.714,00            97,56 
1.02.0.00.0.00.01.0019 BLUD Puskesmas Jayanti                3.094.062.000,00                3.207.620.305,00               113.558.305,00        103,67                9.151.213.767,00                8.963.220.417,00 -               187.993.350,00            97,95 
1.02.0.00.0.00.01.0020 BLUD Puskesmas Pakuhaji                4.406.976.230,00                4.738.172.989,00               331.196.759,00        107,52              12.278.748.179,00              11.917.089.335,00 -               361.658.844,00            97,05 
1.02.0.00.0.00.01.0021 BLUD Puskesmas Pasir Nangka                2.767.237.500,00                2.980.219.379,00               212.981.879,00        107,70              10.587.669.980,00              10.425.816.303,00 -               161.853.677,00            98,47 
1.02.0.00.0.00.01.0022 BLUD Puskesmas Sukamulya                3.372.250.000,00                3.622.067.352,00               249.817.352,00        107,41                9.888.113.298,00                9.763.297.866,00 -               124.815.432,00            98,74 
1.02.0.00.0.00.01.0023 BLUD Puskesmas Sukadiri                2.578.700.000,00                2.995.219.620,00               416.519.620,00        116,15              11.599.872.189,00              11.104.608.819,00 -               495.263.370,00            95,73 
1.02.0.00.0.00.01.0024 BLUD Puskesmas Tigaraksa                4.018.690.000,00                4.468.948.036,00               450.258.036,00        111,20              14.254.370.566,00              14.092.393.051,00 -               161.977.515,00            98,86 
1.02.0.00.0.00.01.0025 BLUD Puskesmas Kresek                3.560.991.409,00                3.784.541.252,00               223.549.843,00        106,28              11.207.063.254,00              11.027.668.550,00 -               179.394.704,00            98,40 
1.02.0.00.0.00.01.0026 BLUD Puskesmas Binong                1.851.975.000,00                2.025.536.898,00               173.561.898,00        109,37                7.849.583.951,00                7.596.064.302,00 -               253.519.649,00            96,77 
1.02.0.00.0.00.01.0027 BLUD Puskesmas Bojong Kamal                1.907.100.000,00                2.166.913.701,00               259.813.701,00        113,62                7.441.749.553,00                7.385.767.729,00 -                 55.981.824,00            99,25 
1.02.0.00.0.00.01.0028 BLUD Puskesmas Bojong Nangka                2.059.848.400,00                2.316.226.926,00               256.378.526,00        112,45                9.964.262.877,00                9.662.268.757,00 -               301.994.120,00            96,97 
1.02.0.00.0.00.01.0029 BLUD Puskesmas Cisauk                2.263.498.710,00                2.562.554.710,00               299.056.000,00        113,21                9.316.047.457,00                9.052.109.695,00 -               263.937.762,00            97,17 
1.02.0.00.0.00.01.0030 BLUD Puskesmas Gunung Kaler                3.327.325.000,00                3.472.452.425,00               145.127.425,00        104,36              10.366.482.001,00              10.050.174.027,00 -               316.307.974,00            96,95 
1.02.0.00.0.00.01.0031 BLUD Puskesmas Jalan Kutai                   950.727.000,00                   988.170.812,00                 37.443.812,00        103,94                5.569.237.483,00                5.172.037.273,00 -               397.200.210,00            92,87 
1.02.0.00.0.00.01.0032 BLUD Puskesmas Kemiri                3.662.865.600,00                3.738.222.442,00                 75.356.842,00        102,06              11.135.909.653,00              10.877.299.929,00 -               258.609.724,00            97,68 
1.02.0.00.0.00.01.0033 BLUD Puskesmas Kosambi                2.530.390.719,00                2.798.474.017,00               268.083.298,00        110,59                8.225.806.385,00                7.942.644.591,00 -               283.161.794,00            96,56 
1.02.0.00.0.00.01.0034 BLUD Puskesmas Legok                2.944.600.000,00                3.072.969.736,00               128.369.736,00        104,36              10.472.369.015,00              10.315.700.297,00 -               156.668.718,00            98,50 
1.02.0.00.0.00.01.0035 BLUD Puskesmas Mekar Baru                2.526.882.000,00                2.699.153.498,00               172.271.498,00        106,82                8.413.242.828,00                8.291.775.515,00 -               121.467.313,00            98,56 
1.02.0.00.0.00.01.0036 BLUD Puskesmas Panongan                3.479.750.000,00                3.987.655.232,00               507.905.232,00        114,60                9.543.004.092,00                9.065.639.255,00 -               477.364.837,00            95,00 
1.02.0.00.0.00.01.0037 BLUD Puskesmas Pasir Jaya                1.831.175.000,00                2.046.743.089,00               215.568.089,00        111,77                8.746.284.650,00                8.530.791.118,00 -               215.493.532,00            97,54 
1.02.0.00.0.00.01.0038 BLUD Puskesmas Salembaran Jaya                1.810.723.939,00                2.034.619.125,00               223.895.186,00        112,36                8.601.871.216,00                8.505.163.699,00 -                 96.707.517,00            98,88 
1.02.0.00.0.00.01.0039 BLUD Puskesmas Sukatani                3.590.508.611,00                3.828.694.752,00               238.186.141,00        106,63                9.766.270.925,00                9.596.208.174,00 -               170.062.751,00            98,26 
1.02.0.00.0.00.01.0040 BLUD Puskesmas Sukawali                2.662.963.536,00                2.828.302.859,00               165.339.323,00        106,21              10.660.860.081,00              10.395.252.572,00 -               265.607.509,00            97,51 
1.02.0.00.0.00.01.0041 BLUD Puskesmas Suradita                2.373.325.852,00                2.499.585.068,00               126.259.216,00        105,32              10.409.845.802,00              10.192.365.305,00 -               217.480.497,00            97,91 
1.02.0.00.0.00.01.0042 BLUD Puskesmas Tegal Angus                2.890.222.044,00                2.832.298.652,00 -               57.923.392,00          98,00              10.261.269.952,00                9.939.381.778,00 -               321.888.174,00            96,86 
1.02.0.00.0.00.01.0043 BLUD Puskesmas Pasar Kemis                2.463.796.000,00                2.759.054.934,00               295.258.934,00        111,98                8.511.583.695,00                8.417.348.564,00 -                 94.235.131,00            98,89 
1.02.0.00.0.00.01.0044 RSUD Pakuhaji              33.904.555.000,00              34.502.887.799,00               598.332.799,00        101,76            138.826.522.646,00            126.732.204.257,00 -          12.094.318.389,00            91,29 
1.02.0.00.0.00.01.0045 BLUD Puskesmas Caringin                1.542.100.000,00                1.772.739.857,00               230.639.857,00        114,96                9.016.272.883,00                8.936.548.961,00 -                 79.723.922,00            99,12 
1.02.0.00.0.00.01.0046 RSUD Balaraja            162.100.000.000,00            178.345.315.363,00          16.245.315.363,00        110,02            310.341.750.910,00            298.034.346.373,00 -          12.307.404.537,00            96,03 

Kode SKPD Pendapatan Belanja
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1.02.0.00.0.00.01.0047 RSUD Kabupaten Tangerang            338.785.000.000,00            364.953.328.608,00          26.168.328.608,00        107,72            696.138.850.745,00            654.508.901.096,00 -          41.629.949.649,00            94,02 
1.02.0.00.0.00.01.0048 BLUD Labkesda                3.626.960.000,00                4.616.213.900,00               989.253.900,00        127,28                8.635.584.518,00                8.418.705.744,00 -               216.878.774,00            97,49 
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air                                        -                                          -                                      -                 -              593.505.796.667,00            576.696.071.900,00 -          16.809.724.767,00            97,17 

1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan            100.010.879.009,00            105.411.324.560,00            5.400.445.551,00        105,40            444.483.615.674,00            418.401.622.628,00 -          26.081.993.046,00            94,13 
1.04.1.05.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                        -                                          -                                      -                 -                43.454.233.208,00              40.584.867.468,00 -            2.869.365.740,00            93,40 

1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Pemukiman dan 
Pemakaman

                  950.157.500,00                1.106.066.400,00               155.908.900,00        116,41            454.048.678.738,00            445.027.669.513,00 -            9.021.009.225,00            98,01 

1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja                                        -                                          -                                      -                 -                36.388.143.877,00              34.563.910.051,00 -            1.824.233.826,00            94,99 
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial                                        -                                          -                                      -                 -                76.806.384.402,00              75.510.841.749,00 -            1.295.542.653,00            98,31 
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja              26.000.000.000,00              32.763.717.500,00            6.763.717.500,00        126,01              42.025.575.939,00              39.492.737.993,00 -            2.532.837.946,00            93,97 
2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak
                                       -                                          -                                      -                 -                17.990.887.919,00              17.389.040.055,00 -               601.847.864,00            96,65 

2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan

               5.574.347.050,00                6.366.536.850,00               792.189.800,00        114,21            231.481.186.301,00            218.956.417.869,00 -          12.524.768.432,00            94,59 

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil

                                       -                                          -                                      -                 -                41.995.351.669,00              41.056.370.529,00 -               938.981.140,00            97,76 

2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa

                                       -                                          -                                      -                 -                56.531.367.313,00              53.029.370.051,00 -            3.501.997.262,00            93,81 

2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana

                                       -                                          -                                      -                 -                46.967.294.338,00              46.078.492.278,00 -               888.802.060,00            98,11 

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan                   400.000.000,00                       5.420.000,00 -             394.580.000,00            1,36            116.352.604.344,00            110.992.058.381,00 -            5.360.545.963,00            95,39 
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                        -                                          -                                      -                 -                89.269.658.789,00              86.142.955.758,00 -            3.126.703.031,00            96,50 
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                                        -                                          -                                      -                 -                28.510.251.954,00              26.822.634.422,00 -            1.687.617.532,00            94,08 
2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Dana Bergulir                4.281.324.648,00                5.082.350.174,76               801.025.526,76        118,71                5.107.147.296,00                4.674.507.851,00 -               432.639.445,00            91,53 
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu
                                       -                                          -                                      -                 -                25.709.720.665,00              24.364.710.200,00 -            1.345.010.465,00            94,77 

2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan 
dan Pariwisata

                                       -                                          -                                      -                 -                53.203.230.559,00              51.869.551.472,00 -            1.333.679.087,00            97,49 

2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip                                        -                                          -                                      -                 -                23.392.944.302,00              22.450.521.483,00 -               942.422.819,00            95,97 
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan                   576.419.787,00                   246.646.810,00 -             329.772.977,00          42,79              37.096.900.497,00              35.698.695.562,00 -            1.398.204.935,00            96,23 
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                   150.960.000,00                   155.131.250,00                   4.171.250,00        102,76              74.257.265.891,00              70.572.553.955,00 -            3.684.711.936,00            95,04 

3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                        -                                          -                                      -                 -                23.595.304.287,00              22.684.426.388,00 -               910.877.899,00            96,14 

4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah                                        -                                          -                                      -                 -              266.329.756.973,00            232.034.488.729,00 -          34.295.268.244,00            87,12 
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD                                        -                                          -                                      -                 -              128.792.346.988,00            113.335.107.589,00 -          15.457.239.399,00            88,00 
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah
                                       -                                          -                                      -                 -                47.606.305.593,00              44.947.076.704,00 -            2.659.228.889,00            94,41 

5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah         4.146.057.000.000,00         4.297.053.462.783,00        150.996.462.783,00        103,64            140.337.371.592,00            136.013.429.959,00 -            4.323.941.633,00            96,92 
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah
             26.460.941.232,00              30.830.517.448,00            4.369.576.216,00        116,51              49.662.069.449,00              47.233.227.916,00 -            2.428.841.533,00            95,11 

5.02.0.00.0.00.03.0000 Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah

        3.738.654.507.735,00         3.825.124.782.614,00          86.470.274.879,00        102,31         1.018.394.314.007,00            964.280.107.894,00 -          54.114.206.113,00            94,69 

5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia

                                       -                                          -                                      -                 -                36.915.595.699,00              35.129.231.359,00 -            1.786.364.340,00            95,16 

6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten                                        -                                          -                                      -                 -                54.229.252.126,00              52.330.394.506,00 -            1.898.857.620,00            96,50 
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tigaraksa                                        -                                          -                                      -                 -                44.317.079.683,00              43.815.673.254,00 -               501.406.429,00            98,87 
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Cikupa                                        -                                          -                                      -                 -                36.798.793.652,00              36.268.958.523,00 -               529.835.129,00            98,56 
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Panongan                                        -                                          -                                      -                 -                31.475.908.644,00              31.014.105.858,00 -               461.802.786,00            98,53 
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Curug                                        -                                          -                                      -                 -                47.228.219.767,00              46.400.383.249,00 -               827.836.518,00            98,25 
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Legok                                        -                                          -                                      -                 -                30.378.211.300,00              29.596.405.009,00 -               781.806.291,00            97,43 
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Pasar Kemis                                        -                                          -                                      -                 -                59.541.302.328,00              58.646.230.498,00 -               895.071.830,00            98,50 
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Balaraja                                        -                                          -                                      -                 -                27.927.313.443,00              27.210.303.436,00 -               717.010.007,00            97,43 
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kresek                                        -                                          -                                      -                 -                18.359.000.264,00              18.008.608.233,00 -               350.392.031,00            98,09 
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kronjo                                        -                                          -                                      -                 -                19.819.022.039,00              19.519.646.525,00 -               299.375.514,00            98,49 
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mauk                                        -                                          -                                      -                 -                24.765.379.338,00              23.840.760.220,00 -               924.619.118,00            96,27 
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7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rajeg                                        -                                          -                                      -                 -                39.660.029.963,00              39.363.452.536,00 -               296.577.427,00            99,25 
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sepatan                                        -                                          -                                      -                 -                33.503.496.817,00              32.908.739.488,00 -               594.757.329,00            98,22 
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Teluknaga                                        -                                          -                                      -                 -                30.218.267.674,00              29.438.127.994,00 -               780.139.680,00            97,42 
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cisoka                                        -                                          -                                      -                 -                20.954.883.833,00              20.515.201.963,00 -               439.681.870,00            97,90 
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pakuhaji                                        -                                          -                                      -                 -                30.221.863.888,00              29.032.342.726,00 -            1.189.521.162,00            96,06 
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Kosambi                                        -                                          -                                      -                 -                33.017.818.408,00              31.843.570.782,00 -            1.174.247.626,00            96,44 
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Pagedangan                                        -                                          -                                      -                 -                33.910.862.646,00              33.628.255.910,00 -               282.606.736,00            99,17 
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Jambe                                        -                                          -                                      -                 -                18.532.379.269,00              18.172.310.309,00 -               360.068.960,00            98,06 
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jayanti                                        -                                          -                                      -                 -                14.694.697.302,00              14.342.833.453,00 -               351.863.849,00            97,61 
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Kemiri                                        -                                          -                                      -                 -                15.591.431.055,00              15.136.727.766,00 -               454.703.289,00            97,08 
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Sukadiri                                        -                                          -                                      -                 -                16.193.824.075,00              15.709.282.907,00 -               484.541.168,00            97,01 
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Cisauk                                        -                                          -                                      -                 -                27.906.294.239,00              27.308.063.445,00 -               598.230.794,00            97,86 
7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Sepatan Timur                                        -                                          -                                      -                 -                30.170.007.535,00              29.708.664.899,00 -               461.342.636,00            98,47 
7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Sindang Jaya                                        -                                          -                                      -                 -                23.234.577.396,00              22.694.370.692,00 -               540.206.704,00            97,67 
7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kelapa Dua                                        -                                          -                                      -                 -                55.654.935.270,00              54.980.501.319,00 -               674.433.951,00            98,79 
7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Solear                                        -                                          -                                      -                 -                22.451.999.532,00              21.675.178.395,00 -               776.821.137,00            96,54 
7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Mekar Baru                                        -                                          -                                      -                 -                19.299.332.928,00              18.955.461.780,00 -               343.871.148,00            98,22 
7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Sukamulya                                        -                                          -                                      -                 -                17.803.549.036,00              17.584.877.031,00 -               218.672.005,00            98,77 
7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Gunung Kaler                                        -                                          -                                      -                 -                20.345.249.372,00              19.861.110.719,00 -               484.138.653,00            97,62 
8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                        -                                          -                                      -                 -                32.655.620.704,00              31.702.634.291,00 -               952.986.413,00            97,08 

        8.737.454.572.601,00         9.052.357.832.360,76        314.903.259.759,76        103,60         9.495.608.430.263,00         9.138.649.072.886,00 -        356.959.357.377,00            96,24 JUMLAH



URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.365.499.300,00          2.352.316.500,00          99,44     
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 10.587.300,00               10.549.300,00               99,64     
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua 
Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

534.816.500,00             530.641.500,00             99,22     

Pembentukan Paskibraka 1.728.429.000,00          1.719.459.200,00          99,48     
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 37.237.500,00               37.237.500,00               100,00   
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 29.358.000,00               29.358.000,00               100,00   
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 25.071.000,00               25.071.000,00               100,00   
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 197.472.050,00             196.564.392,00             99,54     
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 38.613.750,00               37.972.500,00               98,34     
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 71.765.000,00               71.709.192,00               99,92     
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 
Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

19.179.000,00               19.019.000,00               99,17     

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

67.914.300,00               67.863.700,00               99,93     

Badan Pendapatan Daerah 524.500.000,00             515.892.000,00             98,36     
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 524.500.000,00             515.892.000,00             98,36     
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.640.130.300,00          2.632.650.300,00          99,72     
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 233.694.000,00             232.492.000,00             99,49     
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 88.304.000,00               87.976.000,00               99,63     
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan 
dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

310.271.000,00             310.271.000,00             100,00   

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah

354.399.000,00             349.449.000,00             98,60     

Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 167.203.600,00             167.203.600,00             100,00   
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 157.221.300,00             157.221.300,00             100,00   
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 144.620.000,00             144.620.000,00             100,00   
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 638.695.000,00             638.035.000,00             99,90     
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 268.648.000,00             268.458.000,00             99,93     
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 137.075.800,00             137.075.800,00             100,00   
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 139.998.600,00             139.848.600,00             99,89     
BLUD Puskesmas Balaraja 11.416.000,00               11.016.000,00               96,50     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

9.916.000,00                 9.516.000,00                 95,97     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.500.000,00                 1.500.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Binong 9.105.076,00                 9.104.000,00                 99,99     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

8.405.076,00                 8.404.000,00                 99,99     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 700.000,00                    700.000,00                    100,00   
BLUD Puskesmas Bojong Kamal 4.230.011,00                 4.229.750,00                 99,99     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2.730.011,00                 2.729.750,00                 99,99     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.500.000,00                 1.500.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Bojong Nangka 8.441.650,00                 8.428.000,00                 99,84     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3.441.650,00                 3.428.000,00                 99,60     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5.000.000,00                 5.000.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Caringin 6.211.000,00                 6.211.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.711.000,00                 4.711.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.500.000,00                 1.500.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Cikupa 7.330.065,00                 7.100.000,00                 96,86     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

6.330.065,00                 6.100.000,00                 96,37     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.000.000,00                 1.000.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Cikuya 8.326.000,00                 8.326.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

7.326.000,00                 7.326.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.000.000,00                 1.000.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Cisauk 3.658.248,00                 3.600.000,00                 98,41     
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Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

858.248,00                    800.000,00                    93,21     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.800.000,00                 2.800.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Cisoka 9.469.203,00                 9.416.000,00                 99,44     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

7.669.203,00                 7.616.000,00                 99,31     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.800.000,00                 1.800.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Curug 11.345.560,00               11.345.560,00               100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

10.145.560,00               10.145.560,00               100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.200.000,00                 1.200.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Gembong 5.066.000,00                 5.066.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3.466.000,00                 3.466.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.600.000,00                 1.600.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Gunung Kaler 2.800.000,00                 2.800.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

600.000,00                    600.000,00                    100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.200.000,00                 2.200.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Jalan Emas 5.463.384,00                 5.330.000,00                 97,56     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.263.384,00                 4.130.000,00                 96,87     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.200.000,00                 1.200.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Jalan Kutai 9.945.987,00                 9.945.760,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

8.745.987,00                 8.745.760,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.200.000,00                 1.200.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Jambe 5.012.000,00                 5.012.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.012.000,00                 4.012.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.000.000,00                 1.000.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Jayanti 1.000.000,00                 1.000.000,00                 100,00   
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.000.000,00                 1.000.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Kedaung Barat 7.130.370,00                 7.020.000,00                 98,45     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.830.370,00                 4.720.000,00                 97,72     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.300.000,00                 2.300.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Kelapa Dua 4.628.649,00                 4.590.000,00                 99,17     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3.428.649,00                 3.390.000,00                 98,87     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.200.000,00                 1.200.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Kemiri 800.000,00                    800.000,00                    100,00   
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 800.000,00                    800.000,00                    100,00   
BLUD Puskesmas Kosambi 1.200.000,00                 1.200.000,00                 100,00   
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.200.000,00                 1.200.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Kresek 5.466.000,00                 5.466.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3.866.000,00                 3.866.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.600.000,00                 1.600.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Kronjo 8.662.000,00                 8.662.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

7.362.000,00                 7.362.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.300.000,00                 1.300.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Kutabumi 4.300.000,00                 4.300.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.000.000,00                 1.000.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3.300.000,00                 3.300.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Legok 6.625.000,00                 6.625.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.425.000,00                 4.425.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.200.000,00                 2.200.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Mauk 4.816.732,00                 4.804.000,00                 99,74     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.316.732,00                 4.304.000,00                 99,71     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 500.000,00                    500.000,00                    100,00   
BLUD Puskesmas Mekar Baru 5.166.000,00                 5.166.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.266.000,00                 4.266.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 900.000,00                    900.000,00                    100,00   
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BLUD Puskesmas Pagedangan 16.461.463,00               16.428.800,00               99,80     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

13.228.800,00               13.228.800,00               100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3.232.663,00                 3.200.000,00                 98,99     
BLUD Puskesmas Pakuhaji 8.264.241,00                 8.185.000,00                 99,04     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

7.064.241,00                 6.985.000,00                 98,88     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.200.000,00                 1.200.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Panongan 13.349.114,00               13.307.800,00               99,69     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

10.849.114,00               10.807.800,00               99,62     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.500.000,00                 2.500.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Pasar Kemis 9.510.000,00                 9.510.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

7.510.000,00                 7.510.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.000.000,00                 2.000.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Pasir Jaya 14.627.850,00               14.627.350,00               100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

13.127.850,00               13.127.350,00               100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.500.000,00                 1.500.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Pasir Nangka 9.385.619,00                 9.336.000,00                 99,47     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

8.185.619,00                 8.136.000,00                 99,39     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.200.000,00                 1.200.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Rajeg 14.564.000,00               14.564.000,00               100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

13.664.000,00               13.664.000,00               100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 900.000,00                    900.000,00                    100,00   
BLUD Puskesmas Salembaran Jaya 3.845.180,00                 3.625.000,00                 94,27     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2.525.000,00                 2.325.000,00                 92,08     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.320.180,00                 1.300.000,00                 98,47     
BLUD Puskesmas Sepatan 2.918.275,00                 2.898.000,00                 99,31     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2.318.275,00                 2.298.000,00                 99,13     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 600.000,00                    600.000,00                    100,00   
BLUD Puskesmas Sindang Jaya 10.655.082,00               10.610.000,00               99,58     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

8.155.082,00                 8.110.000,00                 99,45     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.500.000,00                 2.500.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Sukadiri 9.271.848,00                 9.184.000,00                 99,05     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

8.365.354,00                 8.284.000,00                 99,03     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 906.494,00                    900.000,00                    99,28     
BLUD Puskesmas Sukamulya 4.600.000,00                 2.700.000,00                 58,70     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3.100.000,00                 1.200.000,00                 38,71     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.500.000,00                 1.500.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Sukatani 4.598.347,00                 4.597.800,00                 99,99     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3.998.347,00                 3.997.800,00                 99,99     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 600.000,00                    600.000,00                    100,00   
BLUD Puskesmas Sukawali 4.800.000,00                 4.800.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2.400.000,00                 2.400.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.400.000,00                 2.400.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Suradita 7.474.000,00                 7.474.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

6.774.000,00                 6.774.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 700.000,00                    700.000,00                    100,00   
BLUD Puskesmas Tegal Angus 8.908.000,00                 8.908.000,00                 100,00   
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

7.408.000,00                 7.408.000,00                 100,00   

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.500.000,00                 1.500.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Teluknaga 9.470.000,00                 9.396.000,00                 99,22     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.870.000,00                 4.796.000,00                 98,48     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4.600.000,00                 4.600.000,00                 100,00   
BLUD Puskesmas Tigaraksa 9.983.300,00                 9.800.000,00                 98,16     



URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

8.683.300,00                 8.500.000,00                 97,89     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.300.000,00                 1.300.000,00                 100,00   
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 154.270.000,00             149.320.000,00             96,79     
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 154.270.000,00             149.320.000,00             96,79     

Dinas Kesehatan 9.528.037.200,00          9.483.835.267,00          99,54     
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

224.576.600,00             212.877.000,00             94,79     

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 53.966.000,00               53.166.000,00               98,52     
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

8.866.554.600,00          8.853.772.267,00          99,86     

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga 
dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

113.928.000,00             113.928.000,00             100,00   

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 269.012.000,00             250.092.000,00             92,97     
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3.225.288.790,00          3.037.543.871,00          94,18     
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi 
SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

3.225.288.790,00          3.037.543.871,00          94,18     

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1.008.256.000,00          986.636.482,00             97,86     
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 1.008.256.000,00          986.636.482,00             97,86     
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 30.998.736.130,00        28.720.639.980,00        92,65     
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

28.996.014.680,00        26.741.014.680,00        92,22     

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 875.548.450,00             869.616.500,00             99,32     
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 61.702.500,00               60.362.500,00               97,83     
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 61.645.000,00               57.325.000,00               92,99     
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, 
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat

1.003.825.500,00          992.321.300,00             98,85     

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.994.388.530,00          1.984.647.860,00          99,51     
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan 
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

435.834.230,00             434.264.230,00             99,64     

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

282.257.470,00             279.790.580,00             99,13     

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

647.727.600,00             643.768.190,00             99,39     

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 
Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

545.963.370,00             545.219.000,00             99,86     

Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota 82.605.860,00               81.605.860,00               98,79     
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 40.001.020.580,00        39.407.635.040,00        98,52     
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 144.575.160,00             127.457.160,00             88,16     
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda 
bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

431.557.560,00             406.179.560,00             94,12     

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan 
pemuda tingkat kabupaten/kota

292.995.610,00             283.875.610,00             96,89     

Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi 
kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda 
tingkat Kabupaten/Kota

1.427.575.640,00          1.355.233.440,00          94,93     

Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan 
tingkat kabupaten/kota

3.695.000.000,00          3.695.000.000,00          100,00   

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat 
kabupaten/kota

773.521.990,00             736.542.030,00             95,22     

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.239.089.290,00          1.191.403.000,00          96,15     
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 292.135.560,00             281.941.200,00             96,51     
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi  yang 
berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

3.135.592.820,00          3.096.647.200,00          98,76     

Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 999.113.440,00             997.534.540,00             99,84     
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 20.932.688.000,00        20.767.196.000,00        99,21     
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 660.467.270,00             657.556.200,00             99,56     
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )

4.998.286.400,00          4.871.465.700,00          97,46     

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event  Tingkat 
Kabupaten/Kota

818.776.840,00             798.992.900,00             97,58     

Seleksi Atlet Daerah 159.645.000,00             140.610.500,00             88,08     
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 91.048.110,00               91.046.160,00               100,00   
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 91.048.110,00               91.046.160,00               100,00   
Dinas Pendidikan 2.175.990.715.704,00   2.139.849.784.710,00   98,34     



URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan

445.420.500,00             441.006.000,00             99,01     

Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 354.246.400,00             341.248.600,00             96,33     
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 466.681.200,00             451.788.000,00             96,81     
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 499.560.000,00             459.380.000,00             91,96     
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 853.170.000,00             825.450.000,00             96,75     
Pembangunan Ruang Kelas Baru 100.621.396.522,00      96.921.471.600,00        96,32     
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 4.950.705.920,00          4.614.719.133,00          93,21     
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19.742.768.950,00        19.230.266.000,00        97,40     
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 22.356.655.190,00        21.406.786.500,00        95,75     
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan 
perundungan, kekerasan, dan intoleransi

471.377.000,00             448.869.000,00             95,23     

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.798.961.400,00          1.696.219.400,00          94,29     
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 22.171.679.100,00        21.422.787.254,00        96,62     
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 528.085.000,00             512.085.000,00             96,97     
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.624.044.600,00          3.456.803.690,00          95,39     
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh 
Masyarakat

22.768.000,00               22.768.000,00               100,00   

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 
Pendidikan

3.217.584.000,00          3.213.863.400,00          99,88     

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

48.939.700,00               48.379.700,00               98,86     

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  Peserta Didik PAUD 1.007.943.600,00          769.653.496,00             76,36     
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.005.862.694,00          -                                 -         
Pengadaan Mebel PAUD 548.872.000,00             534.176.400,00             97,32     
Pengadaan Mebel Sekolah 13.508.265.000,00        13.063.456.884,00        96,71     
Pengadaan Perlengkapan PAUD 261.358.600,00             238.121.640,00             91,11     
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 395.900.000,00             -                                 -         
Pengelolaan Dana BOP PAUD 29.906.800.000,00        29.696.042.198,00        99,30     
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 13.604.370.000,00        13.536.989.468,00        99,50     
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 298.905.750.000,00      298.308.881.457,00      99,80     
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 146.260.700.000,00      145.613.787.304,00      99,56     
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 
PAUD

86.700.000,00               82.900.000,00               95,62     

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 
Sekolah Dasar

373.836.000,00             364.920.000,00             97,61     

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama

254.669.000,00             245.560.000,00             96,42     

Pengembangan konten digital untuk pendidikan 370.562.000,00             366.758.000,00             98,97     
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang 
Diselenggarakan oleh Masyarakat

52.064.450,00               46.020.000,00               88,39     

Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan 
oleh Masyarakat

59.989.500,00               47.989.500,00               80,00     

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang 
Diselenggarakan oleh Masyarakat

52.024.000,00               45.624.000,00               87,70     

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh 
Masyarakat

58.396.200,00               57.742.000,00               98,88     

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 313.500.000,00             297.000.000,00             94,74     
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 20.478.856.000,00        20.353.150.000,00        99,39     
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 3.680.470.000,00          3.599.999.000,00          97,81     
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 2.059.790.000,00          2.033.470.000,00          98,72     
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 14.384.487.810,00        8.682.684.000,00          60,36     
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 33.046.500.000,00        21.393.400.000,00        64,74     
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.253.339.211.219,00   1.247.143.872.446,00   99,51     
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 3.014.064.000,00          3.006.114.000,00          99,74     
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan

57.000.000,00               57.000.000,00               100,00   

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah 
Dasar

58.572.462.400,00        58.502.535.400,00        99,88     

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama

19.513.941.000,00        19.335.153.250,00        99,08     

Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 1.287.913.500,00          1.255.514.700,00          97,48     
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 631.438.000,00             569.478.000,00             90,19     
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan 
Dasar

36.825.000,00               -                                 -         

Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 250.473.000,00             224.363.000,00             89,58     
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 98.250.000,00               -                                 -         
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan 
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

545.863.030,00             545.282.190,00             99,89     



URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 75.139.218.259,00        73.693.411.500,00        98,08     
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 397.385.960,00             371.723.600,00             93,54     
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 254.960.000,00             253.120.000,00             99,28     
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.888.248.076,00          2.858.881.510,00          98,98     
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 44.019.000,00               44.019.000,00               100,00   
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan 
Budaya Lokal

478.984.240,00             462.659.200,00             96,59     

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA)

229.323.400,00             229.323.400,00             100,00   

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA)

313.587.800,00             313.544.800,00             99,99     

Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 306.167.600,00             305.447.600,00             99,76     
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 13.078.500,00               13.078.000,00               100,00   
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas 
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

286.500.000,00             286.374.000,00             99,96     

Pembinaan Terpadu Kampung KB 305.745.700,00             305.527.850,00             99,93     
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan 
Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

133.700.350,00             133.700.300,00             100,00   

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan 
Elektronik serta Media Luar Ruang

386.550.076,00             375.449.120,00             97,13     

Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 37.225.000,00               37.225.000,00               100,00   
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra 
Kerja

324.482.100,00             323.678.940,00             99,75     

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 28.884.310,00               28.854.300,00               99,90     
Dinas Perikanan 572.314.350,00             567.070.137,00             99,08     
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

262.210.000,00             258.125.820,00             98,44     

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 310.104.350,00             308.944.317,00             99,63     
Dinas Perpustakaan dan Arsip 1.712.591.910,00          1.685.481.028,00          98,42     
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 130.705.000,00             128.690.000,00             98,46     
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 95.778.500,00               94.035.478,00               98,18     
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 221.606.900,00             214.999.900,00             97,02     
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 108.379.000,00             108.379.000,00             100,00   
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 200.255.000,00             197.609.000,00             98,68     
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 408.492.500,00             402.511.550,00             98,54     
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

201.578.010,00             197.977.100,00             98,21     

Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 128.222.000,00             128.210.000,00             99,99     
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 217.575.000,00             213.069.000,00             97,93     

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 150.788.600,00             144.717.400,00             95,97     
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat 
Kabupaten/Kota

150.788.600,00             144.717.400,00             95,97     

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 97.207.500,00               95.504.930,00               98,25     
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

97.207.500,00               95.504.930,00               98,25     

Dinas Sosial 210.028.600,00             208.654.400,00             99,35     
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 22.163.400,00               21.663.400,00               97,74     
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 41.650.000,00               41.150.000,00               98,80     
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

146.215.200,00             145.841.000,00             99,74     

Dinas Tata Ruang dan Bangunan 151.942.000,00             151.422.000,00             99,66     
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 151.942.000,00             151.422.000,00             99,66     
Dinas Tenaga Kerja 362.614.600,00             360.774.600,00             99,49     
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 25.308.000,00               23.808.000,00               94,07     
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 292.146.600,00             291.806.600,00             99,88     
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 45.160.000,00               45.160.000,00               100,00   
Kecamatan Cisauk 227.692.000,00             222.578.000,00             97,75     
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua 
Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

227.692.000,00             222.578.000,00             97,75     

Kecamatan Legok 327.177.400,00             326.677.400,00             99,85     
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua 
Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

327.177.400,00             326.677.400,00             99,85     

Kecamatan Pagedangan 242.407.500,00             240.865.100,00             99,36     



URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua 
Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

242.407.500,00             240.865.100,00             99,36     

UPTD Latihan Kerja 14.173.905.440,00        13.161.507.227,00        92,86     
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 6.776.180.060,00          6.620.373.082,00          97,70     
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 
berdasarkan Klaster Kompetensi

7.397.725.380,00          6.541.134.145,00          88,42     

UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau 265.330.000,00             263.198.175,00             99,20     
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 72.370.000,00               71.589.975,00               98,92     
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 192.960.000,00             191.608.200,00             99,30     
UPTD Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 549.759.209,00             539.811.539,00             98,19     
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 549.759.209,00             539.811.539,00             98,19     

TOTAL BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 2.290.971.671.133,00   2.250.552.170.828,00   98,24     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 476.475.000,00                   472.090.000,00                   99,08     
2 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.182.500,00                     14.140.000,00                     99,70     
3 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 21.795.000,00                     21.710.000,00                     99,61     
4 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.992.500,00                     11.950.000,00                     99,65     
5 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 17.415.000,00                     17.330.000,00                     99,51     
6 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
11.471.500,00                     11.470.000,00                     99,99     

7 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.680.000,00                     11.680.000,00                     100,00   
8 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 110.000.000,00                   108.500.000,00                   98,64     

9 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

504.000.000,00                   495.450.000,00                   98,30     

10 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6.480.000,00                       6.480.000,00                       100,00   

11 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 
SKPD

87.600.000,00                     86.400.000,00                     98,63     

12 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 254.960.000,00                   253.120.000,00                   99,28     
13 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 784.727.000,00                   774.454.854,00                   98,69     
14 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 113.215.300,00                   80.733.900,00                     71,31     
15 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 139.355.400,00                   136.238.060,00                   97,76     
16 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 370.925.300,00                   297.207.250,00                   80,13     
17 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 210.000.000,00                   185.250.000,00                   88,21     
18 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 379.349.400,00                   271.948.339,00                   71,69     
19 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 794.532.000,00                   665.250.000,00                   83,73     
20 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
575.194.416,00                   462.218.300,00                   80,36     

21 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.634.751.201,00                3.492.082.000,00                96,07     

22 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya

178.500.000,00                   178.500.000,00                   100,00   

23 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 12.367.779.190,00              11.654.906.000,00              94,24     
24 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah -                                       -                                       #DIV/0!
25 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.954.074.300,00                7.761.206.200,00                97,58     
26 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU -                                       -                                       #DIV/0!
27 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah 7.117.115.000,00                6.831.545.034,00                95,99     
28 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 2.302.508.000,00                1.724.250.000,00                74,89     
29 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar -                                       -                                       #DIV/0!
30 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 

untuk Pendidikan
367.584.000,00                   363.863.400,00                   98,99     

31 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 192.572.000,00                   190.948.000,00                   99,16     
32 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 55.500.000,00                     54.900.000,00                     98,92     
33 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 69.215.503.908,00              66.512.920.600,00              96,10     
34 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 58.321.003.837,00              58.025.017.700,00              99,49     
35 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 524.476.620,00                   -                                       -         
36 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 9.988.876.000,00                9.751.880.500,00                97,63     
37 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 853.170.000,00                   825.450.000,00                   96,75     
38 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah -                                       -                                       #DIV/0!
39 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah -                                       -                                       #DIV/0!
40 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium -                                       -                                       #DIV/0!
41 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11.788.694.650,00              11.469.059.800,00              97,29     
42 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 14.339.887.000,00              13.912.770.800,00              97,02     
43 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah -                                       -                                       #DIV/0!
44 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium -                                       -                                       #DIV/0!
45 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah -                                       -                                       #DIV/0!

46 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah 6.391.150.000,00                6.231.911.850,00                97,51     
47 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 19.869.171.100,00              19.700.420.500,00              99,15     
48 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 

untuk Pendidikan
2.850.000.000,00                2.850.000.000,00                100,00   

49 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 76.810.000,00                     76.750.000,00                     99,92     
50 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 306.820.000,00                   269.540.000,00                   87,85     
51 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 30.046.714.000,00              29.235.461.800,00              97,30     
52 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU -                                       -                                       #DIV/0!
53 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 481.386.074,00                   -                                       -         
54 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 4.950.705.920,00                4.614.719.133,00                93,21     
55 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD 548.872.000,00                   534.176.400,00                   97,32     
56 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 261.358.600,00                   238.121.640,00                   91,11     
57 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.798.961.400,00                1.696.219.400,00                94,29     
58 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 101.180.000,00                   99.060.000,00                     97,90     
59 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 137.240.000,00                   134.940.000,00                   98,32     
60 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.359.178.614,00                1.173.089.200,00                86,31     
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No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
61 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  Peserta Didik PAUD 1.007.943.600,00                769.653.496,00                   76,36     
62 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU -                                       -                                       #DIV/0!
63 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.661.457.422,00                1.469.248.000,00                88,43     
64 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan
528.085.000,00                   512.085.000,00                   96,97     

65 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / 
Kesetaraan

-                                       -                                       #DIV/0!

66 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 816.870.000,00                   306.375.000,00                   37,51     
67 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 137.159.400,00                   137.086.000,00                   99,95     
68 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.131.000,00                       9.131.000,00                       100,00   
69 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 23.700.000,00                     23.700.000,00                     100,00   
70 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
197.232.400,00                   196.999.000,00                   99,88     

71 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 181.499.000,00                   178.243.000,00                   98,21     
72 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 323.300.400,00                   311.233.000,00                   96,27     

73 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.489.770,00                       5.082.550,00                       92,58     

74 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

30.020.500,00                     30.020.500,00                     100,00   

75 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 
SKPD

10.891.770,00                     10.336.000,00                     94,90     

76 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 757.860.890,00                   610.742.001,00                   80,59     
77 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 531.500.200,00                   503.360.003,00                   94,71     
78 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 672.145.180,00                   589.399.112,00                   87,69     
79 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.090.000,00                       1.035.000,00                       94,95     
80 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 1.961.624.500,00                1.868.879.968,00                95,27     
81 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.082.212.650,00                2.020.439.009,00                97,03     
82 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya
1.704.741.500,00                1.587.009.408,00                93,09     

83 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

487.863.700,00                   478.605.490,00                   98,10     

84 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.378.073.885,00                1.342.643.455,00                97,43     
85 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 179.520.000,00                   152.400.000,00                   84,89     
86 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.673.509.568,00                8.544.319.500,00                98,51     
87 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
205.015.856,00                   204.941.300,00                   99,96     

88 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

739.277.288,00                   739.191.600,00                   99,99     

89 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 20.000.000,00                     19.500.000,00                     97,50     
90 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.286.311.200,00                999.026.402,00                   77,67     
91 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.140.807.125,00                1.043.316.714,00                91,45     

92 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas 109.954.000,00                   109.680.000,00                   99,75     
93 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas 24.801.484.270,00              24.046.822.695,00              96,96     
94 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan
24.549.805.270,00              23.828.315.551,00              97,06     

95 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang 
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.222.474.000,00                1.119.611.106,00                91,59     

96 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit 7.097.339.700,00                6.225.917.572,00                87,72     
97 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 

Laboratorium Rujukan/Nasional
564.353.000,00                   563.311.000,00                   99,82     

98 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4.277.491.240,00                3.691.353.257,00                86,30     
99 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat 

Terpadu (SPGDT)
1.404.477.400,00                1.351.343.478,00                96,22     

100 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 31.415.780,00                     29.804.000,00                     94,87     
101 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 888.996.000,00                   866.556.000,00                   97,48     
102 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
101.929.000,00                   98.329.000,00                     96,47     

103 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
104 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135.626.512,00                   121.927.097,00                   89,90     
105 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 397.506.000,00                   396.858.000,00                   99,84     
106 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.134.500,00                       1.473.500,00                       47,01     

107 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.672.755.732,00                4.660.714.242,00                99,74     
108 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 159.164.870,00                   159.164.730,00                   100,00   
109 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
110 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.150.284,00                   91.525.638,00                     91,39     
111 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 255.296.000,00                   255.296.000,00                   100,00   
112 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.332.000,00                     22.320.097,00                     99,95     

113 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.566.782.541,00                4.502.008.101,00                98,58     
114 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 155.626.587,00                   154.491.530,00                   99,27     
115 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 667.500,00                          -                                       -         
116 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.756.525,00                   96.155.645,00                     88,41     
117 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 266.215.000,00                   266.069.200,00                   99,95     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
118 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.312.000,00                     16.683.000,00                     82,13     

119 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.607.410.602,00                4.494.309.593,00                97,55     
120 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 157.283.796,00                   157.266.353,00                   99,99     
121 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
122 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.151.640,00                     78.539.830,00                     83,42     
123 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 237.496.000,00                   237.496.000,00                   100,00   
124 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.507.700,00                     15.926.000,00                     90,97     

125 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.931.483.965,00                3.894.558.454,00                99,06     
126 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 164.028.566,00                   163.669.475,00                   99,78     
127 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.047.000,00                       1.970.000,00                       96,24     
128 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 183.362.350,00                   182.366.289,00                   99,46     
129 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 248.558.000,00                   244.914.450,00                   98,53     
130 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.010.000,00                     18.560.000,00                     92,75     

131 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.159.941.006,00                4.071.314.296,00                97,87     
132 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 153.793.725,00                   153.765.194,00                   99,98     
133 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.876.700,00                       1.820.087,00                       96,98     
134 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.045.150,00                   115.746.953,00                   93,31     
135 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 250.496.000,00                   240.496.000,00                   96,01     
136 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.554.000,00                     21.662.500,00                     91,97     

137 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.099.025.189,00                4.078.888.975,00                99,51     
138 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 162.052.934,00                   162.052.934,00                   100,00   
139 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
140 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 207.126.000,00                   197.632.923,00                   95,42     
141 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 380.568.000,00                   380.568.000,00                   100,00   
142 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.020.000,00                     40.020.000,00                     100,00   

143 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 6.493.643.639,00                6.483.832.781,00                99,85     
144 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 194.116.014,00                   194.116.014,00                   100,00   
145 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 623.000,00                          623.000,00                          100,00   
146 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 187.617.203,00                   184.777.923,00                   98,49     
147 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 432.686.000,00                   424.145.500,00                   98,03     
148 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
53.359.992,00                     43.691.250,00                     81,88     

149 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.029.391.683,00                3.976.281.714,00                98,68     
150 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 136.145.145,00                   136.066.282,00                   99,94     
151 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.690.000,00                       1.690.000,00                       100,00   
152 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.296.073,00                   164.475.475,00                   99,50     
153 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 476.000.000,00                   476.000.000,00                   100,00   
154 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.651.000,00                       1.012.000,00                       38,17     

155 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.250.001.871,00                4.227.620.417,00                99,47     
156 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 184.668.181,00                   184.476.933,00                   99,90     
157 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.341.000,00                       1.341.000,00                       100,00   
158 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.699.100,00                   193.030.611,00                   96,18     
159 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 325.400.000,00                   325.400.000,00                   100,00   
160 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.322.000,00                       2.322.000,00                       100,00   

161 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 6.771.920.654,00                6.379.608.309,00                94,21     
162 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 155.767.344,00                   153.618.260,00                   98,62     
163 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
164 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.920.600,00                   99.569.684,00                     98,66     
165 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 254.558.000,00                   246.436.500,00                   96,81     
166 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18.312.100,00                     18.249.600,00                     99,66     

167 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.925.450.789,00                4.905.769.238,00                99,60     
168 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 158.775.744,00                   158.747.704,00                   99,98     
169 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
170 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 147.769.200,00                   133.855.896,00                   90,58     
171 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 371.106.000,00                   367.526.500,00                   99,04     
172 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24.822.000,00                     23.997.100,00                     96,68     

173 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.234.931.150,00                5.210.237.998,00                99,53     
174 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 162.415.570,00                   162.415.570,00                   100,00   
175 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
176 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 146.248.642,00                   116.725.635,00                   79,81     
177 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 283.520.000,00                   283.463.500,00                   99,98     
178 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.819.240,00                     57.971.470,00                     95,32     

179 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.501.619.613,00                2.476.238.205,00                98,99     
180 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 148.154.712,00                   148.110.729,00                   99,97     
181 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.115.400,00                       2.024.000,00                       95,68     
182 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 183.151.800,00                   180.895.793,00                   98,77     
183 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.458.000,00                   279.458.000,00                   100,00   
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184 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.262.100,00                     24.786.400,00                     98,12     

185 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.847.869.249,00                2.840.154.815,00                99,73     
186 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 142.603.143,00                   142.603.143,00                   100,00   
187 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          604.500,00                          64,40     
188 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.782.858,00                   103.082.375,00                   89,81     
189 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 242.258.000,00                   241.880.000,00                   99,84     
190 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.025.500,00                       5.147.000,00                       64,13     

191 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.714.147.372,00                4.597.216.878,00                97,52     
192 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 157.070.770,00                   157.070.606,00                   100,00   
193 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.536.200,00                       2.520.000,00                       99,36     
194 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.633.500,00                   114.911.579,00                   95,26     
195 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 252.896.000,00                   236.788.000,00                   93,63     
196 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.677.300,00                       2.603.000,00                       97,22     

197 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.711.132.516,00                3.602.362.106,00                97,07     
198 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 153.299.389,00                   153.269.827,00                   99,98     
199 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
200 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.138.000,00                     88.271.004,00                     97,93     
201 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 207.174.500,00                   207.174.500,00                   100,00   
202 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14.423.800,00                     13.111.000,00                     90,90     

203 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.739.924.118,00                1.738.798.618,00                99,94     
204 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 124.108.482,00                   71.762.581,00                     57,82     
205 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.600,00                          938.600,00                          100,00   
206 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98.085.600,00                     87.296.301,00                     89,00     
207 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 247.358.000,00                   245.358.000,00                   99,19     
208 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.228.100,00                     22.036.000,00                     99,14     

209 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.898.684.062,00                3.859.270.798,00                98,99     
210 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 179.466.141,00                   179.460.282,00                   100,00   
211 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 534.000,00                          534.000,00                          100,00   
212 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.510.100,00                   94.287.005,00                     86,10     
213 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 280.796.000,00                   280.796.000,00                   100,00   
214 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.769.900,00                       886.000,00                          23,50     

215 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000.000,00                     17.795.000,00                     98,86     
216 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.198.491.725,00                3.185.963.197,00                99,61     
217 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 154.373.918,00                   154.301.482,00                   99,95     
218 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 730.100,00                          521.500,00                          71,43     
219 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 92.971.956,00                     84.813.503,00                     91,22     
220 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 359.144.000,00                   354.482.000,00                   98,70     
221 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19.264.500,00                     17.376.845,00                     90,20     

222 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.492.232.630,00                4.294.300.133,00                95,59     
223 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 169.102.996,00                   169.102.996,00                   100,00   
224 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 704.025,00                          700.000,00                          99,43     
225 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.586.000,00                     53.813.030,00                     87,38     
226 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 317.220.000,00                   307.085.000,00                   96,81     
227 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.005.000,00                     11.418.000,00                     95,11     

228 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.928.948.710,00                2.912.832.440,00                99,45     
229 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 145.382.918,00                   119.513.252,00                   82,21     
230 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
231 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.471.000,00                     91.203.150,00                     96,54     
232 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 215.745.000,00                   203.245.000,00                   94,21     
233 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.864.000,00                       2.757.000,00                       96,26     

234 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.583.261.378,00                3.560.850.053,00                99,37     
235 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 158.040.170,00                   158.001.287,00                   99,98     
236 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 704.025,00                          624.000,00                          88,63     
237 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 97.899.800,00                     86.040.257,00                     87,89     
238 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 247.896.000,00                   247.896.000,00                   100,00   
239 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.005.000,00                     10.000.000,00                     99,95     

240 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.747.507.596,00                2.731.263.186,00                99,41     
241 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 139.217.173,00                   139.217.173,00                   100,00   
242 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          900.000,00                          95,88     
243 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.305.720,00                   172.652.529,00                   95,76     
244 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.534.000,00                   386.534.000,00                   100,00   
245 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.998.600,00                       1.541.000,00                       51,39     

246 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.665.783.933,00                4.641.687.841,00                99,48     
247 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 143.301.694,00                   124.987.298,00                   87,22     
248 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 909.000,00                          909.000,00                          100,00   
249 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135.060.900,00                   126.733.484,00                   93,83     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
250 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274.458.000,00                   274.458.000,00                   100,00   
251 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.517.800,00                     10.005.000,00                     79,93     

252 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.753.141.880,00                3.713.184.278,00                98,94     
253 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 153.811.464,00                   153.797.164,00                   99,99     
254 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 625.800,00                          600.000,00                          95,88     
255 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 199.522.800,00                   140.785.148,00                   70,56     
256 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 392.400.000,00                   392.400.000,00                   100,00   
257 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.536.900,00                     15.733.266,00                     89,72     

258 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.874.731.844,00                1.861.761.225,00                99,31     
259 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 116.685.904,00                   116.658.909,00                   99,98     
260 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 739.900,00                          161.600,00                          21,84     
261 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.483.900,00                     89.924.110,00                     90,39     
262 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 273.120.000,00                   272.445.000,00                   99,75     
263 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.803.080,00                     25.528.348,00                     80,27     

264 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.989.112.139,00                1.981.055.087,00                99,59     
265 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 125.242.233,00                   125.242.233,00                   100,00   
266 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
267 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.353.792,00                     75.373.938,00                     83,42     
268 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.058.000,00                   265.044.500,00                   98,51     
269 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.021.000,00                     30.021.000,00                     100,00   

270 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.456.372.145,00                2.416.120.775,00                98,36     
271 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 120.598.913,00                   120.417.880,00                   99,85     
272 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
273 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 92.791.200,00                     80.599.997,00                     86,86     
274 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 264.258.000,00                   264.258.000,00                   100,00   
275 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.934.000,00                       6.317.500,00                       79,63     

276 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.490.630.917,00                2.449.828.763,00                98,36     
277 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 127.250.183,00                   127.250.183,00                   100,00   
278 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.335.000,00                       1.335.000,00                       100,00   
279 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.087.139,00                   117.573.345,00                   89,69     
280 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.112.500,00                   174.112.500,00                   100,00   
281 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.856.500,00                     17.252.000,00                     96,61     

282 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.647.109.009,00                3.520.471.425,00                96,53     
283 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 148.638.596,00                   148.559.089,00                   99,95     
284 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
285 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.390.116,00                     64.569.956,00                     85,65     
286 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.058.000,00                   269.058.000,00                   100,00   
287 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
64.948.284,00                     60.447.000,00                     93,07     

288 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 974.209.856,00                   971.872.732,00                   99,76     
289 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 114.532.476,00                   114.131.643,00                   99,65     
290 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 623.000,00                          623.000,00                          100,00   
291 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98.631.180,00                     90.112.306,00                     91,36     
292 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.458.000,00                   277.338.930,00                   99,24     
293 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21.745.000,00                     21.716.000,00                     99,87     

294 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.669.207.068,00                3.623.351.917,00                98,75     
295 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 179.121.156,00                   179.066.760,00                   99,97     
296 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          625.800,00                          66,67     
297 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.746.800,00                     39.607.299,00                     82,95     
298 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 306.020.000,00                   303.885.000,00                   99,30     
299 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.153.700,00                     26.130.500,00                     72,28     

300 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.606.581.062,00                2.588.847.965,00                99,32     
301 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 134.814.087,00                   134.807.574,00                   100,00   
302 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.043.000,00                       1.043.000,00                       100,00   
303 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.787.190,00                   126.121.247,00                   94,98     
304 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 322.800.000,00                   310.800.000,00                   96,28     
305 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34.148.780,00                     30.319.900,00                     88,79     

306 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.986.553.015,00                2.967.287.394,00                99,35     
307 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 158.439.366,00                   152.641.680,00                   96,34     
308 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 703.900,00                          703.900,00                          100,00   
309 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.984.800,00                     62.843.354,00                     81,63     
310 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 301.020.000,00                   284.885.000,00                   94,64     
311 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22.786.000,00                     19.992.500,00                     87,74     

312 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.675.034.723,00                2.634.261.857,00                98,48     
313 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 137.572.236,00                   137.547.866,00                   99,98     
314 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
315 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.021.450,00                   91.176.617,00                     80,67     
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316 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 374.734.000,00                   368.639.500,00                   98,37     
317 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.285.250,00                     22.875.000,00                     98,24     

318 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.594.010.718,00                3.570.406.646,00                99,34     
319 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 167.862.115,00                   167.837.636,00                   99,99     
320 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 704.115,00                          703.980,00                          99,98     
321 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.305.900,00                     50.108.908,00                     75,57     
322 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 293.382.000,00                   293.193.000,00                   99,94     
323 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.966.000,00                     25.973.350,00                     83,88     

324 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.254.216.919,00                2.236.969.025,00                99,23     
325 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 123.302.636,00                   123.044.855,00                   99,79     
326 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 670.950,00                          623.000,00                          92,85     
327 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 86.377.800,00                     64.502.408,00                     74,67     
328 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 305.696.000,00                   305.696.000,00                   100,00   
329 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18.928.500,00                     17.575.000,00                     92,85     

330 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.016.645.846,00                2.005.626.589,00                99,45     
331 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 152.780.385,00                   152.641.968,00                   99,91     
332 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
333 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89.577.993,00                     86.554.735,00                     96,62     
334 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 334.767.000,00                   308.172.500,00                   92,06     
335 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.015.000,00                     30.015.000,00                     100,00   

336 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.903.491.861,00                3.894.576.224,00                99,77     
337 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 153.188.922,00                   153.188.922,00                   100,00   
338 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
339 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 166.668.700,00                   123.608.456,00                   74,16     
340 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 303.530.000,00                   280.698.090,00                   92,48     
341 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.483.500,00                     20.971.000,00                     93,27     

342 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.922.910.631,00                2.828.839.809,00                96,78     
343 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 137.541.554,00                   137.476.157,00                   99,95     
344 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          938.700,00                          100,00   
345 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.413.481,00                     89.393.923,00                     98,87     
346 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 320.106.000,00                   320.106.000,00                   100,00   
347 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.780.100,00                     33.084.000,00                     97,94     

348 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.518.631.523,00                2.493.243.431,00                98,99     
349 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 136.344.481,00                   136.251.081,00                   99,93     
350 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.700,00                          -                                       -         
351 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.179.024,00                     67.375.658,00                     86,18     
352 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 318.582.000,00                   296.433.500,00                   93,05     
353 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.754.500,00                     31.535.000,00                     88,20     

354 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.053.069.088,00                2.946.519.459,00                96,51     
355 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 156.655.339,00                   156.610.923,00                   99,97     
356 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.272.000,00                       1.272.000,00                       100,00   
357 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.425.000,00                     73.180.884,00                     95,76     
358 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 296.220.000,00                   296.220.000,00                   100,00   
359 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.066.992,00                     56.984.500,00                     98,14     

360 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.760.857.759,00                2.731.483.414,00                98,94     
361 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 164.577.856,00                   164.575.682,00                   100,00   
362 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 522.040.728,00                   447.484.100,00                   85,72     
363 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 490.945.520,00                   471.113.950,00                   95,96     
364 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 547.520.000,00                   355.560.200,00                   64,94     
365 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 120.000.000,00                   120.000.000,00                   100,00   
366 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 1.070.976.840,00                1.009.175.000,00                94,23     
367 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.769.491.660,00                2.452.443.993,00                88,55     
368 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya
6.679.036.000,00                6.097.883.690,00                91,30     

369 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.999.999.931,00                1.324.491.246,00                66,22     
370 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.959.600.000,00                8.288.500.000,00                92,51     
371 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
306.833.500,00                   285.189.580,00                   92,95     

372 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 523.694.000,00                   485.939.495,00                   92,79     
373 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.318.453.000,00                2.155.330.095,00                92,96     

374 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 46.150.704.105,00              38.942.427.173,00              84,38     
375 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan
11.159.652.720,00              10.158.893.500,00              91,03     

376 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 5.000.092.000,00                4.905.975.000,00                98,12     
377 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.086.000,00                       2.086.000,00                       100,00   
378 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87.134.808,00                     86.252.957,00                     98,99     
379 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 244.896.000,00                   244.896.000,00                   100,00   
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380 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
46.563.197,00                     44.505.650,00                     95,58     

381 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.872.817.752,00                1.866.903.881,00                99,68     
382 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 121.845.995,00                   121.828.684,00                   99,99     
383 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.670.600.000,00                2.620.200.000,00                98,11     
384 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 190.411.627.371,00            179.641.845.401,00            94,34     
385 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana 

Pendukungnya
196.200.000,00                   187.867.500,00                   95,75     

386 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan

12.127.234.000,00              11.615.913.132,00              95,78     

387 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37.070.000,00                     37.038.860,00                     99,92     
388 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.972.592.000,00                1.947.823.100,00                98,74     
389 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 453.175.035.369,00            414.624.074.574,00            91,49     
390 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan
53.264.390.590,00              52.402.459.029,00              98,38     

391 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.366.264.000,00                1.366.264.000,00                100,00   
392 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.726.266.000,00                2.623.488.000,00                96,23     

393 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4.120.875.000,00                4.110.661.093,00                99,75     
394 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 625.800,00                          625.800,00                          100,00   
395 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.068.000,00                   108.112.586,00                   76,10     
396 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.610.000,00                   158.542.500,00                   92,93     
397 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.895.357.531,00                4.797.414.982,00                98,00     
398 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -                                       -                                       #DIV/0!
399 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor -                                       -                                       #DIV/0!
400 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD -                                       -                                       #DIV/0!
401 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit -                                       -                                       #DIV/0!
402 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit -                                       -                                       #DIV/0!
403 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 140.257.050,00                   138.966.000,00                   99,08     
404 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
16.394.000,00                     13.142.000,00                     80,16     

405 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84.326.400,00                     83.577.750,00                     99,11     
406 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
79.287.050,00                     63.926.000,00                     80,63     

407 1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

100.589.800,00                   92.187.200,00                     91,65     

408 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.128.029.700,00                1.099.644.000,00                97,48     
409 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 209.548.800,00                   207.082.000,00                   98,82     
410 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.845.000,00                     91.865.000,00                     98,94     
411 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28.800.000,00                     28.800.000,00                     100,00   
412 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 258.261.400,00                   244.014.000,00                   94,48     
413 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 272.118.800,00                   222.261.202,00                   81,68     
414 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 866.584.000,00                   858.384.000,00                   99,05     
415 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.342.005.840,00                1.054.908.188,00                78,61     

416 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 121.000.000,00                   121.000.000,00                   100,00   
417 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 231.716.730,00                   229.824.100,00                   99,18     

418 1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 6.551.318.252,00                6.276.607.952,00                95,81     
419 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota
1.098.619.000,00                1.089.918.752,00                99,21     

420 1.03.02.2.01.0078 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 
Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

43.304.000,00                     32.654.000,00                     75,41     

421 1.03.02.2.01.0079 Operasi dan Pemeliharaan Danau 91.769.987,00                     89.682.800,00                     97,73     
422 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 11.910.813.476,00              11.351.615.684,00              95,31     
423 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 24.535.799.379,00              24.030.742.028,00              97,94     
424 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 3.400.246.700,00                3.312.994.900,00                97,43     
425 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai 13.751.383.400,00              13.567.293.611,00              98,66     
426 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota
511.292.000,00                   422.892.000,00                   82,71     

427 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai

12.854.106.380,00              12.331.509.601,00              95,93     

428 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 5.149.734.000,00                5.025.596.828,00                97,59     
429 1.03.02.2.01.0124 Pembangunan Polder/Kolam Retensi 7.206.548.500,00                5.714.161.989,00                79,29     
430 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 443.023.500,00                   384.670.000,00                   86,83     
431 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai 2.361.782.300,00                1.912.809.353,00                80,99     
432 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 6.179.700.900,00                6.059.962.855,00                98,06     
433 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.198.900.000,00                1.184.492.236,00                98,80     

434 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 32.958.734.910,00              32.353.207.300,00              98,16     
435 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 

Drainase Perkotaan
9.993.857.400,00                9.779.461.600,00                97,85     

436 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 2.968.310.160,00                2.756.169.900,00                92,85     
437 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan 3.739.325.600,00                3.619.953.900,00                96,81     
438 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan 

Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
12.800.134.032,64              12.499.644.000,00              97,65     
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439 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan 21.890.137.400,00              20.336.708.260,00              92,90     
440 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan 41.724.797.350,00              40.800.233.960,00              97,78     
441 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan 94.022.875.762,22              92.595.261.902,00              98,48     
442 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar 4.028.605.000,00                3.958.160.100,00                98,25     
443 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan 14.844.148.200,00              13.637.277.830,00              91,87     
444 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 926.504.990,00                   864.828.150,00                   93,34     
445 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan 76.411.226.800,00              75.201.743.910,00              98,42     
446 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 4.109.436.469,00                3.985.716.200,00                96,99     
447 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 5.773.063.925,00                5.569.860.503,00                96,48     
448 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 3.899.525.500,00                3.846.918.400,00                98,65     
449 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 5.019.623.151,00                4.833.450.160,00                96,29     
450 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 6.004.192.600,00                5.901.290.754,00                98,29     
451 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 6.635.450.000,00                6.498.958.500,00                97,94     
452 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 4.798.384.624,00                4.761.588.615,00                99,23     
453 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 4.192.317.600,00                3.412.697.000,00                81,40     
454 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 8.584.850.000,00                8.477.287.800,00                98,75     
455 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 9.376.352.000,00                9.242.324.910,00                98,57     
456 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 11.030.250.350,02              10.876.344.500,00              98,60     
457 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 9.202.632.500,00                9.063.956.030,00                98,49     
458 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 9.915.447.500,00                9.797.622.180,00                98,81     
459 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 11.049.802.000,00              10.931.405.260,00              98,93     
460 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 9.785.541.000,00                9.644.936.600,00                98,56     
461 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 11.083.715.000,00              11.020.540.000,00              99,43     
462 1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 16.781.079.169,80              15.652.904.214,00              93,28     
463 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 96.365.810,00                     95.947.460,00                     99,57     
464 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 43.406.250,00                     43.406.250,00                     100,00   
465 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 17.381.420,00                     17.381.420,00                     100,00   
466 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.966.190,00                     17.966.190,00                     100,00   
467 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 16.675.440,00                     16.599.000,00                     99,54     
468 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
24.227.290,00                     24.227.290,00                     100,00   

469 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 159.395.500,00                   156.479.500,00                   98,17     
470 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 33.703.850,00                     33.703.850,00                     100,00   

471 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

27.714.480,00                     27.447.270,00                     99,04     

472 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.113.600,00                       8.113.600,00                       100,00   
473 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 841.565.800,00                   835.347.350,00                   99,26     
474 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 288.480.440,00                   287.080.440,00                   99,51     
475 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71.726.500,00                     71.524.000,00                     99,72     
476 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 54.600.000,00                     53.830.500,00                     98,59     
477 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.960.800,00                   126.576.950,00                   84,97     
478 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.653.687.568,00                2.643.201.500,00                99,60     
479 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.450.000,00                     21.388.000,00                     54,22     

480 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

521.137.134,00                   402.412.046,00                   77,22     

481 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 156.750.000,00                   156.675.000,00                   99,95     
482 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 385.000.000,00                   381.931.000,00                   99,20     

483 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

190.000.000,00                   188.680.000,00                   99,31     

484 1.03.08.2.01.0014 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara -                                       -                                       #DIV/0!

485 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan 
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

75.076.430.000,00              70.610.135.488,00              94,05     

486 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung -                                       -                                       #DIV/0!

487 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk 
Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota

2.584.000.000,00                2.372.763.700,00                91,83     

488 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan,  Pelestariaan dan Pembongkaran 
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

291.575.321.554,00            273.229.675.507,00            93,71     

489 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung -                                       -                                       #DIV/0!
490 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),  
Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),  Tim Profesi Ahli (TPA), Tim 
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

1.342.365.000,00                1.292.241.000,00                96,27     

491 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, 
Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis 
Lainnya

29.292.161.000,00              27.790.729.365,00              94,87     

492 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar 
Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan 
Strategis Lainnya

99.108.000,00                     65.407.000,00                     66,00     

493 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis  Penataan Bangunan dan 
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

13.652.000,00                     11.858.000,00                     86,86     

494 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 78.568.000,00                     78.128.000,00                     99,44     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
495 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 1.543.917.000,00                1.456.865.000,00                94,36     
496 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW 

Kabupaten/Kota
1.387.622.000,00                1.368.580.000,00                98,63     

497 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang 
Penataan Ruang

151.942.000,00                   151.422.000,00                   99,66     

498 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 188.152.000,00                   187.444.500,00                   99,62     
499 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 16.767.380,00                     15.867.380,00                     94,63     

500 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 373.719.000,00                   373.637.250,00                   99,98     
501 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 42.822.000,00                     42.822.000,00                     100,00   
502 1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 531.688.000,00                   511.536.000,00                   96,21     
503 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan 

Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.916.502.000,00                1.871.353.660,00                97,64     

504 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 27.358.000,00                     20.890.000,00                     76,36     
505 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan 

Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2.169.115.000,00                2.143.179.000,00                98,80     

506 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 24.824.000,00                     20.807.000,00                     83,82     
507 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan 

Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2.686.842.680,00                2.606.930.180,00                97,03     

508 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 15.495.000,00                     15.495.000,00                     100,00   
509 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.793.000,00                     77.793.000,00                     98,73     
510 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
99.515.000,00                     98.431.500,00                     98,91     

511 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

9.680.000,00                       9.180.000,00                       94,83     

512 1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6.800.000,00                       6.800.000,00                       100,00   

513 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 573.049.200,00                   552.919.151,00                   96,49     
514 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.532.500,00                     49.058.500,00                     85,27     
515 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 88.273.100,00                     86.740.100,00                     98,26     
516 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.175.000,00                     48.106.500,00                     95,88     
517 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 130.636.500,00                   125.693.427,00                   96,22     
518 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya
217.975.500,00                   214.703.169,00                   98,50     

519 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 585.270.772,00                   466.425.855,00                   79,69     
520 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.367.895.568,00                5.307.655.350,00                98,88     
521 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
188.009.964,00                   134.465.150,00                   71,52     

522 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.525.454.156,00                1.301.187.640,00                85,30     

523 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 159.330.000,00                   154.351.250,00                   96,88     
524 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 684.563.758,00                   676.288.300,00                   98,79     

525 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 94.689.500,00                     94.540.000,00                     99,84     
526 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 19.394.500,00                     19.285.000,00                     99,44     
527 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana kabupaten/kota
174.912.400,00                   173.523.564,00                   99,21     

528 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 83.075.000,00                     82.950.000,00                     99,85     
529 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
275.708.000,00                   268.358.300,00                   97,33     

530 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 127.253.500,00                   127.225.000,00                   99,98     
531 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 38.613.750,00                     37.972.500,00                     98,34     
532 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 9.708.000,00                       3.025.000,00                       31,16     
533 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota
76.458.000,00                     75.799.500,00                     99,14     

534 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota

910.964.000,00                   888.310.400,00                   97,51     

535 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 13.077.500,00                     13.055.000,00                     99,83     
536 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 24.804.500,00                     23.310.000,00                     93,97     
537 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 16.427.900,00                     16.352.000,00                     99,54     
538 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 66.487.500,00                     66.216.375,00                     99,59     
539 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota
16.868.000,00                     16.810.000,00                     99,66     

540 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 919.018.000,00                   918.543.000,00                   99,95     

541 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

182.385.000,00                   140.000.000,00                   76,76     

542 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 249.647.000,00                   238.836.000,00                   95,67     
543 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan 

Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
6.793.718.000,00                6.732.633.190,00                99,10     

544 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah 
Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, 
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.794.000,00                       3.794.000,00                       100,00   

545 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 18.840.000,00                     18.790.000,00                     99,73     
546 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 7.332.500,00                       7.332.500,00                       100,00   
547 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian 

Penyebab Kejadian Kebakaran
14.670.000,00                     9.918.000,00                       67,61     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
548 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
19.179.000,00                     19.019.000,00                     99,17     

549 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 71.765.000,00                     71.709.192,00                     99,92     
550 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran 

Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
13.480.000,00                     13.480.000,00                     100,00   

551 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi 
Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

28.031.500,00                     27.767.000,00                     99,06     

552 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan 
Jaringan Perpipaan

118.227.400.630,00            117.148.563.403,00            99,09     

553 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

97.207.500,00                     95.504.930,00                     98,25     

554 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) 
Setempat

13.161.927.337,50              13.157.869.000,00              99,97     

555 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 185.676.250,00                   176.945.000,00                   95,30     
556 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
118.652.500,00                   90.709.240,00                     76,45     

557 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 112.890.000,00                   93.460.000,00                     82,79     
558 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
151.186.000,00                   121.935.580,00                   80,65     

559 1.04.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

26.125.000,00                     25.355.000,00                     97,05     

560 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 820.541.400,00                   785.345.908,00                   95,71     
561 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.216.400,00                     33.465.000,00                     97,80     
562 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 378.435.051,00                   359.474.842,00                   94,99     
563 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 379.295.450,00                   313.350.500,00                   82,61     
564 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 346.387.400,00                   334.855.000,00                   96,67     
565 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00                       -                                       -         
566 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 239.490.000,00                   215.912.500,00                   90,16     
567 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
521.173.658,00                   363.043.494,00                   69,66     

568 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.650.000,00                     86.212.000,00                     95,10     
569 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 703.470.000,00                   698.657.390,00                   99,32     

570 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah 
Khusus

354.857.000,00                   353.681.950,00                   99,67     

571 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 500.000.000,00                   500.000.000,00                   100,00   
572 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah 

Susun
196.815.000,00                   195.264.750,00                   99,21     

573 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 42.312.200.692,50              42.305.487.000,00              99,98     
574 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.018.368.000,00                1.011.744.000,00                99,35     
575 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 

untuk Menunjang Fungsi Hunian
25.618.746.000,00              25.333.954.500,00              98,89     

576 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi Hunian

80.021.038.792,00              79.289.802.950,00              99,09     

577 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 1.681.201.500,00                1.475.950.000,00                87,79     
578 2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan 

Kabupaten/Kota
464.156.650,00                   356.985.000,00                   76,91     

579 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
Kabupaten/Kota

121.615.088.340,00            117.578.827.766,00            96,68     

580 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi Hunian

12.805.093.150,00              12.706.136.094,00              99,23     

581 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
di Perumahan

4.729.798.518,00                4.481.781.060,00                94,76     

582 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3.868.791.100,00                3.070.086.478,00                79,36     

583 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 3.037.515.900,00                2.618.574.983,00                86,21     
584 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD)
3.280.714.304,00                3.145.650.720,00                95,88     

585 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 219.240.425,00                   212.951.025,00                   97,13     
586 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 36.660.000,00                     36.660.000,00                     100,00   
587 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.660.000,00                       6.660.000,00                       100,00   
588 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.348.000,00                       4.348.000,00                       100,00   
589 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.348.000,00                       4.348.000,00                       100,00   
590 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
4.894.300,00                       4.894.300,00                       100,00   

591 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.423.650,00                   246.929.160,00                   98,60     
592 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 53.381.850,00                     52.880.000,00                     99,06     

593 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

80.989.100,00                     79.585.100,00                     98,27     

594 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.048.741.100,00                1.028.182.406,00                98,04     
595 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 106.879.900,00                   100.269.500,00                   93,82     
596 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 87.439.500,00                     87.115.300,00                     99,63     
597 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 272.502.050,00                   255.456.965,00                   93,74     
598 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 152.640.000,00                   152.640.000,00                   100,00   
599 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.800.000,00                     46.800.000,00                     100,00   
600 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.013.625.568,00                5.743.947.500,00                95,52     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
601 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
923.490.048,00                   814.820.900,00                   88,23     

602 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

445.054.000,00                   414.355.539,00                   93,10     

603 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 101.500.000,00                   101.500.000,00                   100,00   
604 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 314.400.000,00                   313.245.211,00                   99,63     

605 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan 
Ketertiban Umum

973.111.000,00                   967.780.853,00                   99,45     

606 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 125.769.000,00                   117.445.200,00                   93,38     
607 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
27.574.000,00                     27.574.000,00                     100,00   

608 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.418.000,00                     50.418.000,00                     100,00   
609 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 39.892.700,00                     37.192.700,00                     93,23     

610 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

37.840.000,00                     37.840.000,00                     100,00   

611 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9.383.000,00                       9.383.000,00                       100,00   

612 1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 11.260.228,00                     11.070.000,00                     98,31     

613 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 602.951.185,00                   594.146.370,00                   98,54     
614 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.446.957,00                     41.929.750,00                     98,78     
615 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 103.517.105,00                   102.576.950,00                   99,09     
616 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.650.730,00                     39.478.600,00                     99,57     
617 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.998.292,00                     40.830.203,00                     94,96     
618 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 733.146.892,00                   720.725.000,00                   98,31     
619 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
415.542.617,00                   401.792.000,00                   96,69     

620 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.750.000,00                     39.200.000,00                     98,62     
621 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 163.095.000,00                   162.053.000,00                   99,36     

622 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 22.163.400,00                     21.663.400,00                     97,74     
623 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 6.260.000,00                       4.660.000,00                       74,44     
624 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 171.228.000,00                   169.768.000,00                   99,15     

625 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 119.805.000,00                   109.805.000,00                   91,65     
626 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota
197.031.090,00                   194.806.900,00                   98,87     

627 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 163.467.700,00                   163.387.500,00                   99,95     

628 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 41.124.000,00                     41.124.000,00                     100,00   

629 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 108.269.950,00                   106.729.775,00                   98,58     
630 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
7.193.950,00                       6.615.950,00                       91,97     

631 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.658.000,00                       4.457.500,00                       95,70     
632 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
6.735.000,00                       6.335.000,00                       94,06     

633 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 177.071.340,00                   177.071.340,00                   100,00   
634 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.372.166.870,00                1.336.693.972,00                97,41     
635 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.891.400,00                     24.056.000,00                     96,64     
636 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 168.690.100,00                   144.299.400,00                   85,54     
637 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.410.000,00                     68.298.500,00                     98,40     
638 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.202.503.491,00                956.938.583,00                   79,58     
639 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.858.139.568,00                1.621.931.500,00                87,29     
640 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
210.414.464,00                   199.647.104,00                   94,88     

641 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

250.619.560,00                   243.322.000,00                   97,09     

642 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 117.400.000,00                   113.050.000,00                   96,29     
643 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 318.194.282,00                   316.464.300,00                   99,46     

644 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya

87.200.000,00                     85.495.200,00                     98,04     

645 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 225.117.000,00                   225.117.000,00                   100,00   

646 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 46.128.000,00                     45.003.000,00                     97,56     
647 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
566.524.200,00                   548.074.350,00                   96,74     

648 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 6.776.180.060,00                6.603.712.082,00                97,45     
649 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 110.038.724,00                   106.929.940,00                   97,17     
650 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
43.690.790,00                     42.690.790,00                     97,71     

651 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.870.050,00                     16.670.050,00                     69,84     
652 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
31.453.784,00                     29.345.000,00                     93,30     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
653 2.08.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 

pada SKPD
23.683.580,00                     14.136.000,00                     59,69     

654 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 719.909.200,00                   642.294.500,00                   89,22     
655 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 497.075.500,00                   455.759.850,00                   91,69     
656 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.703.650,00                     17.800.000,00                     69,25     
657 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000,00                       8.000.000,00                       100,00   
658 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000,00                     16.446.000,00                     80,62     
659 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00                   118.500.000,00                   98,75     
660 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
272.814.076,00                   226.004.817,00                   82,84     

661 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.300.000,00                     57.300.000,00                     100,00   
662 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 176.850.000,00                   175.760.000,00                   99,38     

663 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

282.257.470,00                   279.790.580,00                   99,13     

664 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 40.339.800,00                     40.339.800,00                     100,00   

665 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak 
Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

173.439.600,00                   172.930.000,00                   99,71     

666 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 112.492.860,00                   104.795.000,00                   93,16     
667 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 21.418.550,00                     17.687.000,00                     82,58     
668 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 17.315.700,00                     17.015.000,00                     98,26     
669 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
66.400.000,00                     66.400.000,00                     100,00   

670 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 445.412.000,00                   418.810.400,00                   94,03     
671 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 46.885.000,00                     46.885.000,00                     100,00   

672 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

111.630.000,00                   108.630.000,00                   97,31     

673 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 11.272.000,00                     11.140.000,00                     98,83     

674 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 102.184.000,00                   95.784.000,00                     93,74     
675 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 894.884.500,00                   882.426.250,00                   98,61     
676 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 247.058.100,00                   245.375.500,00                   99,32     
677 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.440.000,00                   104.238.500,00                   99,81     
678 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 282.200.000,00                   282.200.000,00                   100,00   
679 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 284.404.400,00                   190.343.540,00                   66,93     
680 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 47.196.893.568,00              46.722.423.815,00              98,99     
681 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
393.363.010,00                   304.836.492,00                   77,49     

682 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

370.600.000,00                   347.770.500,00                   93,84     

683 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

698.035.000,00                   693.428.300,00                   99,34     

684 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 250.588.400,00                   227.546.500,00                   90,80     
685 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 544.992.000,00                   534.198.000,00                   98,02     
686 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 1.561.053.200,00                1.512.576.000,00                96,89     
687 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati
259.580.000,00                   259.580.000,00                   100,00   

688 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.973.353.984,00                1.939.229.721,00                98,27     
689 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 4.778.817.900,00                4.723.814.910,00                98,85     
690 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 1.690.677.300,00                1.659.864.800,00                98,18     
691 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 11.853.915.577,00              11.480.256.652,00              96,85     

692 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan 
Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

95.227.740,00                     90.290.240,00                     94,82     

693 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan 
dan/atau Izin PPLH

306.969.000,00                   278.030.880,00                   90,57     

694 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di 
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

64.070.463.036,00              61.447.286.527,00              95,91     

695 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 5.798.400.000,00                5.584.459.133,00                96,31     
696 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah 31.211.605.467,00              24.928.714.466,00              79,87     
697 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 1.026.754.892,00                963.300.482,00                   93,82     
698 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 1.117.710.000,00                1.075.723.948,00                96,24     
699 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 1.134.666.000,00                1.070.168.727,00                94,32     
700 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 1.147.657.000,00                1.116.461.743,00                97,28     
701 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 968.612.000,00                   888.941.140,00                   91,77     
702 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 1.300.330.992,00                1.169.189.780,00                89,91     
703 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 996.266.000,00                   915.573.730,00                   91,90     
704 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 1.099.495.000,00                1.001.225.665,00                91,06     
705 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 1.037.392.000,00                972.317.618,00                   93,73     
706 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan  akhir sampah di TPA/TPST 

kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
6.295.802.692,00                6.058.273.587,00                96,23     

707 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 2.802.985.688,00                2.751.645.222,00                98,17     
708 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah 9.507.019.750,00                9.318.807.975,00                98,02     
709 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 260.800.000,00                   260.795.500,00                   100,00   



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
710 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
68.340.000,00                     67.910.000,00                     99,37     

711 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.450.000,00                     78.450.000,00                     100,00   
712 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
132.512.690,00                   132.392.660,00                   99,91     

713 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.738.139.530,00                2.628.672.153,00                96,00     
714 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 85.257.900,00                     84.255.400,00                     98,82     
715 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.783.118.300,00                4.753.038.974,00                99,37     
716 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 147.502.210,00                   147.313.431,00                   99,87     
717 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 31.545.000,00                     31.380.000,00                     99,48     
718 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.009.325.568,00                3.907.758.000,00                97,47     
719 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
514.869.908,00                   428.482.480,00                   83,22     

720 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 124.800.000,00                   124.800.000,00                   100,00   
721 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan
13.870.000,00                     13.870.000,00                     100,00   

722 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.279.650,00                     73.279.650,00                     100,00   
723 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
32.648.000,00                     32.648.000,00                     100,00   

724 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.166.290,00                   100.166.290,00                   100,00   
725 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.270.600,00                     14.270.600,00                     100,00   

726 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.410.060,00                       7.410.060,00                       100,00   

727 2.13.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 
SKPD

5.068.350,00                       5.068.350,00                       100,00   

728 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 153.726.400,00                   153.316.000,00                   99,73     
729 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.997.000,00                     67.604.000,00                     99,42     
730 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.552.500,00                   129.904.300,00                   98,00     
731 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.430.000,00                     51.420.000,00                     99,98     
732 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 135.340.000,00                   134.340.000,00                   99,26     
733 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 668.161.568,00                   563.970.420,00                   84,41     
734 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
332.149.932,00                   306.093.682,00                   92,16     

735 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.500.000,00                     84.900.000,00                     99,30     
736 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 393.000.000,00                   390.895.637,00                   99,46     

737 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

196.500.000,00                   194.890.015,00                   99,18     

738 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 281.000.250,00                   280.330.250,00                   99,76     
739 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 130.822.500,00                   129.832.500,00                   99,24     
740 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 518.100.160,00                   344.879.990,00                   66,57     

741 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 128.485.300,00                   128.485.000,00                   100,00   
742 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.684.400,00                     32.684.380,00                     100,00   
743 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11.212.000,00                     11.149.000,00                     99,44     
744 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.262.000,00                     11.262.000,00                     100,00   
745 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.182.780,00                     11.182.780,00                     100,00   
746 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
19.765.850,00                     18.357.200,00                     92,87     

747 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 115.176.350,00                   115.170.650,00                   100,00   
748 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 33.737.000,00                     31.634.800,00                     93,77     

749 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

28.995.000,00                     28.994.950,00                     100,00   

750 2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.069.000,00                       7.069.000,00                       100,00   

751 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 39.317.600,00                     38.214.000,00                     97,19     

752 2.14.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

25.945.140,00                     25.943.800,00                     99,99     

753 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 
SKPD

4.848.610,00                       4.818.500,00                       99,38     

754 2.14.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 28.884.310,00                     28.854.300,00                     99,90     
755 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 134.494.860,00                   133.994.860,00                   99,63     
756 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 536.128.800,00                   508.706.000,00                   94,89     
757 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.118.200,00                     21.602.000,00                     97,67     
758 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 127.880.200,00                   119.147.500,00                   93,17     
759 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.681.610,00                     37.669.450,00                     99,97     
760 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.410.000,00                     10.410.000,00                     100,00   
761 2.14.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD
189.946.000,00                   186.122.000,00                   97,99     

762 2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan

-                                       -                                       #DIV/0!

763 2.14.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -                                       -                                       #DIV/0!
764 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 300.580.000,00                   298.655.000,00                   99,36     
765 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.235.673.000,00                1.205.365.800,00                97,55     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
766 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.338.000,00                     29.112.682,00                     49,06     
767 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 295.490.000,00                   244.058.000,00                   82,59     
768 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
207.868.706,00                   196.807.999,00                   94,68     

769 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

273.853.248,00                   183.014.000,00                   66,83     

770 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 122.400.000,00                   122.206.000,00                   99,84     
771 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 519.644.000,00                   516.784.341,00                   99,45     

772 2.14.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya

637.844.000,00                   634.431.300,00                   99,46     

773 2.14.02.2.01.0022 Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan 
Berwawasan Kependudukan (IPBK)

83.155.200,00                     82.697.600,00                     99,45     

774 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 10.030.000,00                     10.030.000,00                     100,00   
775 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 116.251.000,00                   116.205.520,00                   99,96     
776 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi  Rumah Data Kependudukan di 

Kampung KB  Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
293.845.000,00                   293.648.840,00                   99,93     

777 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana 
Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

230.654.960,00                   221.767.960,00                   96,15     

778 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 114.427.000,00                   111.565.000,00                   97,50     
779 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 297.318.230,00                   294.630.230,00                   99,10     
780 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA)

130.000.000,00                   107.995.996,00                   83,07     

781 2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks 
Pembangunan Keluarga)

28.703.920,00                     28.703.920,00                     100,00   

782 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan  Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting 
(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, 
Baduta/Balita)

6.218.441.640,00                6.215.441.640,00                99,95     

783 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.232.016,00                     84.650.000,00                     99,32     
784 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.628.410,00                     15.591.500,00                     99,76     
785 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.821.040,00                     27.561.000,00                     99,07     
786 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.873.150,00                       2.872.980,00                       99,99     
787 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 64.322.502,00                     62.310.000,00                     96,87     
788 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182.877.960,00                   113.158.135,00                   61,88     
789 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 487.750.000,00                   447.000.000,00                   91,65     
790 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 134.517.600,00                   133.851.600,00                   99,50     

791 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 
melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), 
dan Mini Lokakarya (Minilok)

579.638.000,00                   519.722.000,00                   89,66     

792 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 434.504.000,00                   391.370.000,00                   90,07     
793 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 163.542.984,00                   157.885.000,00                   96,54     
794 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
14.475.000,00                     14.475.000,00                     100,00   

795 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 123.519.000,00                   123.519.000,00                   100,00   
796 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
58.468.000,00                     57.668.000,00                     98,63     

797 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

24.777.000,00                     20.777.000,00                     83,86     

798 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.654.427.479,00                1.553.559.239,00                93,90     
799 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 185.993.198,00                   173.204.245,00                   93,12     
800 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 178.005.273,00                   160.394.930,00                   90,11     
801 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 162.015.000,00                   144.165.000,00                   88,98     
802 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.446.483.188,00                1.086.948.594,00                75,14     
803 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.995.324.000,00              10.867.298.500,00              98,84     
804 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
649.244.000,00                   475.728.833,00                   73,27     

805 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.045.071.732,00                1.026.950.000,00                98,27     

806 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 244.787.500,00                   208.731.900,00                   85,27     
807 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 589.500.000,00                   582.604.155,00                   98,83     

808 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

197.678.427,00                   196.500.000,00                   99,40     

809 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Kabupaten/Kota

602.461.600,00                   595.203.600,00                   98,80     

810 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Kabupaten/Kota

77.056.960,00                     77.056.960,00                     100,00   

811 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 22.022.616.662,00              21.493.086.669,00              97,60     
812 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3.960.646.316,00                3.858.102.990,00                97,41     
813 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 759.507.030,00                   752.665.044,00                   99,10     
814 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 27.495.567.971,00              26.165.857.640,00              95,16     
815 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C -                                       -                                       #DIV/0!



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
816 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 

untuk Jalan Kabupaten/Kota
7.143.213.730,00                6.884.549.530,00                96,38     

817 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan 
Kabupaten/Kota

34.484.000,00                     34.484.000,00                     100,00   

818 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2.886.170.810,00                2.531.312.400,00                87,70     

819 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 115.581.000,00                   109.963.000,00                   95,14     

820 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen 
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

1.534.613.300,00                1.527.005.300,00                99,50     

821 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana 
Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji 
Berkala Kendaraan Bermotor

105.441.720,00                   105.441.720,00                   100,00   

822 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk 
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

27.996.260,00                     27.996.260,00                     100,00   

823 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau 
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.319.516.860,00                5.165.987.900,00                97,11     

824 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan 
dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

1.264.203.336,00                1.235.171.677,00                97,70     

825 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin 
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

96.910.000,00                     96.910.000,00                     100,00   

826 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor

2.434.857.969,00                2.295.743.300,00                94,29     

827 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor

156.648.585,00                   144.732.116,00                   92,39     

828 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor

2.148.774.674,00                2.041.661.486,00                95,02     

829 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.724.190,00                     46.724.190,00                     100,00   
830 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
17.930.000,00                     17.930.000,00                     100,00   

831 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.161.500,00                     47.898.250,00                     99,45     
832 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
28.630.000,00                     25.082.500,00                     87,61     

833 2.16.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

3.104.000,00                       3.066.000,00                       98,78     

834 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 317.921.600,00                   311.801.400,00                   98,07     
835 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.979.000,00                     9.984.288,00                       66,66     
836 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.050.000,00                       8.015.000,00                       99,57     
837 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 2.346.005.000,00                2.235.061.024,00                95,27     
838 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.868.117.000,00                2.493.449.179,00                86,94     
839 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 812.217.635,00                   808.469.350,00                   99,54     
840 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 923.034.750,00                   890.482.210,00                   96,47     
841 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.758.129.568,00                3.462.639.979,00                92,14     
842 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
474.556.617,00                   406.554.710,00                   85,67     

843 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 180.200.000,00                   176.928.500,00                   98,18     
844 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
62.040.000,00                     62.040.000,00                     100,00   

845 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 597.428.000,00                   597.332.000,00                   99,98     
846 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan  pusat kendali Pemerintah Daerah 3.572.071.780,00                3.274.481.329,00                91,67     
847 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai 

dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
1.426.339.000,00                1.420.570.000,00                99,60     

848 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota 
Cerdas

525.280.000,00                   523.800.000,00                   99,72     

849 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 26.400.000.000,00              26.323.000.000,00              99,71     
850 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan SPBE
11.000.000.000,00              10.956.000.000,00              99,60     

851 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 476.098.800,00                   473.437.705,00                   99,44     
852 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik 

Nasional
287.182.000,00                   283.733.650,00                   98,80     

853 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 218.815.000,00                   216.547.000,00                   98,96     
854 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu 

Data Indonesia
99.741.000,00                     99.335.000,00                     99,59     

855 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 35.790.000,00                     35.730.000,00                     99,83     
856 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring 

Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
171.445.000,00                   171.445.000,00                   100,00   

857 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

7.586.837.173,00                6.826.325.236,00                89,98     

858 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota

104.860.000,00                   104.806.000,00                   99,95     

859 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 253.043.984,00                   250.158.000,00                   98,86     
860 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
163.688.000,00                   161.972.000,00                   98,95     

861 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.321.500,00                     19.299.000,00                     99,88     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
862 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.270.000,00                     26.108.000,00                     99,38     

863 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.665.000,00                       9.606.000,00                       99,39     
864 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.403.226.200,00                1.371.238.850,00                97,72     
865 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.896.400,00                     21.861.400,00                     99,84     
866 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 148.530.800,00                   147.200.100,00                   99,10     
867 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.872.600,00                     12.833.000,00                     99,69     
868 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 213.330.000,00                   213.330.000,00                   100,00   
869 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
182.101.964,00                   158.609.752,00                   87,10     

870 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

80.979.984,00                     61.820.152,00                     76,34     

871 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.900.000,00                     48.900.000,00                     100,00   
872 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
660.240.000,00                   658.849.144,00                   99,79     

873 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta 
Desain dan Teknologi

5.597.501.540,00                5.301.142.802,00                94,71     

874 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro 5.107.147.296,00                4.671.358.435,00                91,47     
875 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 124.808.600,00                   124.808.600,00                   100,00   
876 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
15.298.500,00                     15.298.500,00                     100,00   

877 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.275.000,00                     52.275.000,00                     100,00   
878 2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 22.426.250,00                     22.426.250,00                     100,00   
879 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
54.989.160,00                     54.988.910,00                     100,00   

880 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 15.622.500,00                     15.622.500,00                     100,00   

881 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 295.452.000,00                   290.564.000,00                   98,35     
882 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.825.584,00                     57.793.400,00                     99,94     
883 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 174.507.206,00                   170.582.500,00                   97,75     
884 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 119.239.500,00                   114.055.920,00                   95,65     
885 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.054.000,00                       6.054.000,00                       100,00   
886 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 117.430.300,00                   115.700.000,00                   98,53     
887 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.000.000,00                   132.000.000,00                   100,00   
888 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 755.530.568,00                   710.080.500,00                   93,98     
889 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
644.136.868,00                   572.533.500,00                   88,88     

890 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 113.100.000,00                   111.620.000,00                   98,69     
891 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
310.062.500,00                   310.062.500,00                   100,00   

892 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi 
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

484.387.700,00                   484.387.650,00                   100,00   

893 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.670.190,00                     41.652.190,00                     91,20     
894 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
20.194.940,00                     20.064.950,00                     99,36     

895 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.322.430,00                     19.264.300,00                     99,70     
896 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
8.973.000,00                       8.937.700,00                       99,61     

897 2.19.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

11.249.580,00                     11.249.580,00                     100,00   

898 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 493.156.564,00                   482.877.999,00                   97,92     
899 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 149.790.700,00                   144.069.000,00                   96,18     
900 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.909.650,00                     78.069.650,00                     85,88     
901 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 137.500.000,00                   118.500.000,00                   86,18     
902 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 111.977.440,00                   105.316.600,00                   94,05     
903 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
462.032.500,00                   372.432.479,00                   80,61     

904 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.800.000,00                     39.204.790,00                     70,26     
905 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya
23.580.000,00                     19.500.000,00                     82,70     

906 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )

4.998.286.400,00                4.871.465.700,00                97,46     

907 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan 
Kebudayaan

1.239.089.290,00                1.191.403.000,00                96,15     

908 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 
Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

275.490.000,00                   272.391.809,00                   98,88     

909 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata 
Kabupaten/Kota

72.580.500,00                     72.580.500,00                     100,00   

910 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 178.779.410,00                   178.672.810,00                   99,94     
911 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
9.867.670,00                       9.867.670,00                       100,00   

912 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.274.000,00                     23.274.000,00                     100,00   
913 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 22.499.960,00                     22.499.960,00                     100,00   

914 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 539.861.700,00                   503.275.005,00                   93,22     
915 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 71.614.114,00                     69.980.550,00                     97,72     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
916 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 96.651.900,00                     93.214.853,00                     96,44     
917 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.632.400,00                     28.707.000,00                     93,71     
918 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 124.000.000,00                   124.000.000,00                   100,00   
919 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.800.000,00                     10.800.000,00                     100,00   
920 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.557.055.568,00                1.547.961.000,00                99,42     
921 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
219.209.556,00                   180.759.058,00                   82,46     

922 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

480.890.404,00                   469.209.158,00                   97,57     

923 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 143.800.000,00                   141.100.000,00                   98,12     
924 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 554.130.000,00                   548.573.000,00                   99,00     

925 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 408.492.500,00                   402.511.550,00                   98,54     
926 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat 

Kabupaten/Kota
108.379.000,00                   108.379.000,00                   100,00   

927 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 128.222.000,00                   128.210.000,00                   99,99     
928 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 221.606.900,00                   214.999.900,00                   97,02     
929 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.264.000,00                     85.064.000,00                     94,24     
930 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
22.197.000,00                     19.197.000,00                     86,48     

931 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.155.670,00                     19.155.670,00                     90,55     
932 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18.991.000,00                     17.991.000,00                     94,73     

933 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 796.877.700,00                   770.533.529,00                   96,69     
934 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 163.926.200,00                   161.381.350,00                   98,45     
935 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.995.000,00                     52.030.800,00                     98,18     
936 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 137.270.000,00                   137.270.000,00                   100,00   
937 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 107.880.000,00                   51.040.907,00                     47,31     
938 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.327.858.000,00                1.167.468.500,00                87,92     
939 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
170.612.714,00                   157.639.183,00                   92,40     

940 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

360.913.228,00                   333.853.522,00                   92,50     

941 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.000.000,00                     53.000.000,00                     100,00   
942 3.25.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 4.627.300,00                       1.387.300,00                       29,98     
943 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 235.672.190,00                   226.549.500,00                   96,13     

944 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.267.709.750,00                1.067.641.062,00                84,22     
945 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 5.766.238.510,00                5.706.077.672,00                98,96     
946 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk 

Pembudidayaan Ikan di Darat
6.791.103.000,00                6.627.240.363,00                97,59     

947 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan 
untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

2.943.539.646,00                2.844.776.852,00                96,64     

948 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

343.486.800,00                   336.564.426,00                   97,98     

949 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 201.034.070,00                   164.349.510,00                   81,75     
950 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 1.529.167.800,00                1.477.056.100,00                96,59     

951 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 39.947.000,00                     39.922.000,00                     99,94     
952 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 719.530.070,00                   708.090.300,00                   98,41     
953 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal 

tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
102.712.600,00                   93.510.350,00                     91,04     

954 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar 
asal tumbuhan

9.857.000,00                       9.857.000,00                       100,00   

955 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 130.149.000,00                   130.149.000,00                   100,00   
956 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.200.000,00                     17.200.000,00                     100,00   
957 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 

pada SKPD
4.978.000,00                       4.978.000,00                       100,00   

958 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.033.220.042,00                1.011.138.250,00                97,86     
959 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.456.500,00                     40.780.000,00                     98,37     
960 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.668.000,00                   110.377.110,00                   96,26     
961 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.068.600,00                     70.238.600,00                     97,46     
962 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.250.000,00                       8.253.500,00                       89,23     
963 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 175.892.000,00                   175.163.550,00                   99,59     
964 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 242.713.000,00                   232.785.888,00                   95,91     
965 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 864.360.000,00                   862.794.000,00                   99,82     
966 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
573.709.876,00                   532.282.453,00                   92,78     

967 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.500.000,00                     28.500.000,00                     100,00   
968 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan 

Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
341.029.000,00                   334.547.439,00                   98,10     

969 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah 
Kabupaten/Kota Lain

1.312.177.500,00                1.083.079.980,00                82,54     

970 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah 
Kabupaten/Kota Lain

51.831.150,00                     43.701.150,00                     84,31     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
971 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

6.309.376.000,00                5.898.697.597,00                93,49     

972 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 306.866.560,00                   302.709.560,00                   98,65     
973 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 

Kecamatan dan Desa
719.022.600,00                   710.955.276,00                   98,88     

974 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan 
Desa

1.088.838.400,00                1.075.232.809,00                98,75     

975 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani 
Tingkat Kabupaten/Kota

150.788.600,00                   144.717.400,00                   95,97     

976 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk 
Biji/Benih

164.366.300,00                   155.609.805,00                   94,67     

977 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 2.245.227.100,00                2.188.262.530,00                97,46     
978 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 

Pertanian
515.980.580,00                   510.374.898,00                   98,91     

979 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 373.142.916,00                   349.505.134,00                   93,67     
980 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan
39.552.000,00                     39.552.000,00                     100,00   

981 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 793.933.250,00                   741.130.500,00                   93,35     
982 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 90.286.960,00                     88.891.200,00                     98,45     
983 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal 20.735.070,00                     19.637.600,00                     94,71     
984 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 134.393.400,00                   131.095.000,00                   97,55     
985 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
5.770.000,00                       5.724.000,00                       99,20     

986 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 143.139.400,00                   139.826.052,00                   97,69     
987 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
11.564.000,00                     11.437.000,00                     98,90     

988 3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.772.450,00                       5.770.500,00                       99,97     
989 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.997.500,00                     20.140.585,00                     83,93     
990 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.344.400,00                     34.462.500,00                     97,50     
991 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 111.110.200,00                   108.345.000,00                   97,51     
992 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 58.825.500,00                     55.929.425,00                     95,08     
993 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 167.700.000,00                   167.344.000,00                   99,79     
994 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 285.006.600,00                   273.147.000,00                   95,84     
995 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 191.850.800,00                   189.218.908,00                   98,63     
996 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 278.156.000,00                   223.130.649,00                   80,22     
997 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.312.308.284,00                1.200.905.500,00                91,51     
998 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
81.031.313,00                     55.566.417,00                     68,57     

999 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

519.274.108,00                   448.881.908,00                   86,44     

1000 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 91.895.000,00                     88.370.000,00                     96,16     
1001 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 552.371.033,00                   545.036.945,00                   98,67     

1002 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 23.017.000,00                     22.102.000,00                     96,02     
1003 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 

Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
112.006.000,00                   111.533.250,00                   99,58     

1004 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber 
Daya Industri

158.051.975,00                   155.720.000,00                   98,52     

1005 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri

201.668.975,00                   198.393.000,00                   98,38     

1006 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 94.575.000,00                     94.495.000,00                     99,92     
1007 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data 

Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi 
Industri Nasional (SIINas)

171.080.000,00                   165.680.000,00                   96,84     

1008 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri 
Kabupaten/Kota Melalui SIINas

733.223.800,00                   655.093.500,00                   89,34     

1009 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan 
Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke 
SIINas

46.192.400,00                     46.192.400,00                     100,00   

1010 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 154.613.784,00                   153.082.000,00                   99,01     
1011 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.815.000,00                       3.815.000,00                       100,00   
1012 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11.445.000,00                     11.445.000,00                     100,00   
1013 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.990.000,00                     15.990.000,00                     100,00   
1014 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.445.000,00                     11.445.000,00                     100,00   
1015 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
121.962.400,00                   110.520.000,00                   90,62     

1016 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.760.210.800,00                1.409.245.465,00                80,06     
1017 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 26.045.000,00                     26.045.000,00                     100,00   
1018 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.390.000,00                     16.390.000,00                     100,00   

1019 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

144.837.000,00                   138.402.000,00                   95,56     

1020 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 13.470.000,00                     13.470.000,00                     100,00   

1021 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 39.957.000,00                     35.000.000,00                     87,59     
1022 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 359.840.500,00                   333.139.000,00                   92,58     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1023 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 4.738.000,00                       4.647.500,00                       98,09     
1024 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 514.586.000,00                   509.811.000,00                   99,07     
1025 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 199.799.900,00                   174.751.000,00                   87,46     
1026 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 561.398.000,00                   551.225.585,00                   98,19     
1027 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 83.362.000,00                     32.786.000,00                     39,33     

1028 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 
SKPD

16.152.000,00                     9.076.000,00                       56,19     

1029 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.860.464.729,00                5.465.869.675,00                93,27     
1030 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 869.313.551,00                   833.666.719,00                   95,90     
1031 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.371.753.400,00                4.068.495.739,00                93,06     
1032 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 181.008.000,00                   156.787.000,00                   86,62     
1033 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.486.000,00                     -                                       -         
1034 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.140.936.746,00              9.901.724.002,00                88,88     
1035 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.955.426.858,00                6.507.321.850,00                93,56     
1036 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.380.492.502,00              18.747.817.000,00              96,74     
1037 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.879.724.400,00                1.883.846.651,00                65,42     

1038 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 248.000.000,00                   222.490.000,00                   89,71     
1039 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.086.754.000,00                1.079.107.500,00                99,30     

1040 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

1.881.200.000,00                1.764.853.500,00                93,82     

1041 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 324.348.000,00                   319.668.000,00                   98,56     
1042 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik 

dan Tata Laksana
279.026.000,00                   276.746.000,00                   99,18     

1043 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 386.338.800,00                   376.690.000,00                   97,50     
1044 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.552.000,00                     32.552.000,00                     100,00   
1045 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.167.000,00                     9.920.000,00                       97,57     
1046 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11.581.000,00                     11.581.000,00                     100,00   
1047 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.670.000,00                     11.670.000,00                     100,00   
1048 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 12.916.000,00                     11.225.000,00                     86,91     
1049 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
8.887.000,00                       8.887.000,00                       100,00   

1050 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.365.000,00                     15.365.000,00                     100,00   

1051 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

59.464.000,00                     57.712.000,00                     97,05     

1052 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.304.326.700,00                1.262.061.209,00                96,76     
1053 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 457.874.800,00                   442.260.420,00                   96,59     
1054 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 378.420.192,00                   371.441.900,00                   98,16     
1055 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 406.595.200,00                   371.911.800,00                   91,47     
1056 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 260.253.630,00                   245.046.030,00                   94,16     
1057 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 1.538.542.000,00                1.272.862.500,00                82,73     
1058 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -                                       -                                       #DIV/0!
1059 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 971.091.600,00                   840.771.000,00                   86,58     
1060 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
537.880.100,00                   409.534.828,00                   76,14     

1061 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 87.800.000,00                     87.600.000,00                     99,77     
1062 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 216.000.000,00                   211.073.500,00                   97,72     
1063 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.681.432.000,00                1.673.477.389,00                99,53     

1064 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

271.096.000,00                   246.830.814,00                   91,05     

1065 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 284.605.680,00                   262.364.480,00                   92,19     
1066 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.676.600,00                     46.676.600,00                     100,00   
1067 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
23.212.000,00                     23.212.000,00                     100,00   

1068 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 119.100.000,00                   115.060.000,00                   96,61     
1069 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.124.000,00                     19.124.000,00                     100,00   

1070 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

63.996.000,00                     63.996.000,00                     100,00   

1071 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 927.318.000,00                   740.564.056,00                   79,86     
1072 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 83.576.700,00                     73.630.300,00                     88,10     
1073 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 420.747.000,00                   380.065.000,00                   90,33     
1074 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 145.652.000,00                   131.476.000,00                   90,27     
1075 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 318.780.000,00                   310.946.500,00                   97,54     
1076 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 310.237.600,00                   303.278.748,00                   97,76     
1077 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 327.341.394,00                   174.384.310,00                   53,27     
1078 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.308.323.568,00                1.212.011.600,00                92,64     
1079 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
528.339.576,00                   381.603.283,00                   72,23     

1080 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 44.500.000,00                     43.000.000,00                     96,63     
1081 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.698.482.400,00                994.981.208,00                   58,58     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1082 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3.358.143.000,00                3.236.933.710,00                96,39     

1083 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 888.310.019,00                   882.852.010,00                   99,39     
1084 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
960.931.200,00                   954.981.000,00                   99,38     

1085 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

281.029.000,00                   272.729.000,00                   97,05     

1086 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1.657.253.450,00                1.649.862.130,00                99,55     

1087 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

370.447.000,00                   369.747.000,00                   99,81     

1088 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2.672.294.800,00                2.653.012.250,00                99,28     

1089 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

214.752.000,00                   211.800.000,00                   98,63     

1090 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2.215.304.200,00                2.196.407.780,00                99,15     

1091 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

195.323.000,00                   182.999.000,00                   93,69     

1092 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2.612.335.000,00                2.606.935.000,00                99,79     

1093 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

249.518.000,00                   249.518.000,00                   100,00   

1094 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2.061.604.000,00                2.002.128.000,00                97,12     

1095 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

244.650.000,00                   244.650.000,00                   100,00   

1096 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 268.648.000,00                   268.458.000,00                   99,93     
1097 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 144.620.000,00                   144.620.000,00                   100,00   

1098 5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 167.203.600,00                   167.203.600,00                   100,00   
1099 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 137.075.800,00                   137.075.800,00                   100,00   
1100 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 157.221.300,00                   157.221.300,00                   100,00   
1101 5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 118.180.000,00                   118.180.000,00                   100,00   
1102 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 209.573.000,00                   209.573.000,00                   100,00   

1103 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi 
dan Inovasi

929.400.800,00                   924.990.000,00                   99,53     

1104 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 67.077.000,00                     67.077.000,00                     100,00   
1105 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
21.076.000,00                     21.076.000,00                     100,00   

1106 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 286.283.200,00                   278.616.200,00                   97,32     
1107 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.595.000,00                     13.803.000,00                     94,57     

1108 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.403.000,00                     17.403.000,00                     100,00   
1109 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.061.145.970,00                2.943.312.495,00                96,15     
1110 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.049.577.300,00                953.588.601,00                   90,85     
1111 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.596.314.985,00                1.577.974.847,00                98,85     
1112 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 80.188.000,00                     77.122.000,00                     96,18     
1113 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.555.197.024,00                1.479.149.836,00                95,11     
1114 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.503.736.480,00                5.481.195.000,00                99,59     
1115 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
227.809.956,00                   179.660.442,00                   78,86     

1116 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.219.176.032,00                772.097.140,00                   63,33     

1117 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 763.500.000,00                   759.100.000,00                   99,42     
1118 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.729.130.000,00                1.707.917.500,00                98,77     
1119 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
915.440.000,00                   909.408.000,00                   99,34     

1120 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3.327.300.000,00                3.140.826.000,00                94,40     
1121 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 786.634.000,00                   784.528.960,00                   99,73     
1122 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 220.123.000,00                   220.045.000,00                   99,96     
1123 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
61.757.800,00                     61.729.000,00                     99,95     

1124 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.160.000,00                     83.160.000,00                     100,00   
1125 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 25.964.200,00                     25.951.000,00                     99,95     

1126 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 11.739.000,00                     11.730.000,00                     99,92     
1127 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
161.082.000,00                   155.861.000,00                   96,76     

1128 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 128.196.000,00                   128.112.000,00                   99,93     

1129 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.307.805.208,00                2.188.546.612,00                94,83     
1130 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 270.743.800,00                   269.525.651,00                   99,55     
1131 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 397.891.400,00                   396.310.780,00                   99,60     
1132 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 218.250.000,00                   217.869.800,00                   99,83     
1133 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.300.000,00                     23.300.000,00                     100,00   



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1134 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.204.000,00                     28.640.000,00                     73,05     
1135 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.044.799.600,00                1.917.227.500,00                93,76     
1136 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
631.006.530,00                   625.125.980,00                   99,07     

1137 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 16.000.000,00                     7.500.000,00                       46,88     
1138 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 385.390.000,00                   374.733.562,00                   97,23     
1139 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.241.880.000,00                1.205.533.357,00                97,07     
1140 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
841.812.000,00                   787.375.290,00                   93,53     

1141 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 98.824.000,00                     98.664.000,00                     99,84     
1142 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 1.119.944.000,00                1.096.216.001,00                97,88     
1143 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 8.581.381.910,00                7.794.173.190,00                90,83     
1144 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 268.318.400,00                   174.520.000,00                   65,04     
1145 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 106.850.400,00                   66.674.200,00                     62,40     
1146 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 125.937.000,00                   124.752.000,00                   99,06     
1147 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
11.662.000,00                     11.662.000,00                     100,00   

1148 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.370.000,00                     20.368.000,00                     99,99     
1149 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 72.231.740,00                     72.231.740,00                     100,00   

1150 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.433.982.300,00                1.379.817.198,00                96,22     
1151 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 199.316.800,00                   153.602.500,00                   77,06     
1152 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 107.098.200,00                   104.054.000,00                   97,16     
1153 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.760.000,00                       4.792.000,00                       83,19     
1154 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.400.000,00                     23.267.426,00                     88,13     
1155 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.029.417.500,00                1.029.021.498,00                99,96     
1156 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
214.517.706,00                   194.389.805,00                   90,62     

1157 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

188.998.960,00                   136.205.594,00                   72,07     

1158 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 364.400.000,00                   364.400.000,00                   100,00   
1159 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 687.750.000,00                   683.803.194,00                   99,43     
1160 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 200.749.000,00                   200.049.000,00                   99,65     
1161 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 275.034.500,00                   272.879.500,00                   99,22     
1162 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.030.000,00                       8.030.000,00                       100,00   
1163 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 24.455.000,00                     24.455.000,00                     100,00   
1164 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.252.000,00                     11.252.000,00                     100,00   
1165 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 34.837.000,00                     34.837.000,00                     100,00   
1166 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
75.397.000,00                     75.223.000,00                     99,77     

1167 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.572.000,00                     45.572.000,00                     100,00   
1168 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.564.000,00                     10.564.000,00                     100,00   

1169 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

7.286.000,00                       7.286.000,00                       100,00   

1170 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.190.000,00                       2.190.000,00                       100,00   
1171 6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 

SKPD
4.380.000,00                       4.380.000,00                       100,00   

1172 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.020.000,00                       5.020.000,00                       100,00   
1173 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.412.633.000,00                1.335.763.274,00                94,56     
1174 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 126.513.900,00                   124.352.400,00                   98,29     
1175 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 284.032.100,00                   278.800.000,00                   98,16     
1176 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 154.580.000,00                   151.967.000,00                   98,31     
1177 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.284.000,00                       9.180.000,00                       98,88     
1178 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 698.729.680,00                   680.825.001,00                   97,44     
1179 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 964.480.030,00                   873.586.000,00                   90,58     
1180 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 582.287.700,00                   560.022.000,00                   96,18     
1181 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
240.635.198,00                   215.770.882,00                   89,67     

1182 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

688.871.930,00                   613.816.917,00                   89,10     

1183 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 7.000.000,00                       7.000.000,00                       100,00   
1184 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 266.400.000,00                   265.695.000,00                   99,74     
1185 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 867.765.000,00                   695.142.399,00                   80,11     
1186 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
300.173.475,00                   299.399.040,00                   99,74     

1187 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 68.270.000,00                     68.270.000,00                     100,00   
1188 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
37.016.000,00                     37.016.000,00                     100,00   

1189 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.160.000,00                     60.160.000,00                     100,00   
1190 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
36.604.000,00                     36.604.000,00                     100,00   

1191 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60.563.000,00                     59.821.000,00                     98,77     
1192 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.863.000,00                     77.076.200,00                     98,99     
1193 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.930.900,00                     27.570.200,00                     98,71     
1194 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.525.200,00                     51.617.000,00                     98,27     
1195 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 79.943.000,00                     77.851.448,00                     97,38     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1196 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00                     60.000.000,00                     100,00   
1197 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 235.894.606,00                   222.405.254,00                   94,28     
1198 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.150.803.568,00                1.146.748.000,00                99,65     
1199 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
114.054.976,00                   112.393.000,00                   98,54     

1200 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

330.333.304,00                   278.114.086,00                   84,19     

1201 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000,00                     17.000.000,00                     100,00   
1202 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 992.842.900,00                   983.039.400,00                   99,01     
1203 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
24.466.554.056,00              24.440.722.341,00              99,89     

1204 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

20.918.000,00                     20.918.000,00                     100,00   

1205 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum 
yang Melibatkan Pihak Swasta

651.477.358,00                   650.523.000,00                   99,85     

1206 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum 
yang Melibatkan Pihak Swasta

647.210.624,00                   646.364.150,00                   99,87     

1207 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 148.441.400,00                   148.441.400,00                   100,00   
1208 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
92.761.000,00                     92.761.000,00                     100,00   

1209 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 129.370.000,00                   129.370.000,00                   100,00   
1210 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
115.393.000,00                   115.393.000,00                   100,00   

1211 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 382.384.184,00                   365.092.328,00                   95,48     
1212 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.463.400,00                     78.966.500,00                     99,37     
1213 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.283.500,00                     28.283.500,00                     100,00   
1214 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.688.000,00                     14.688.000,00                     100,00   
1215 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 238.028.788,00                   233.092.366,00                   97,93     
1216 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 887.928.568,00                   885.463.000,00                   99,72     
1217 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
449.295.520,00                   395.923.570,00                   88,12     

1218 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67.250.000,00                     67.250.000,00                     100,00   
1219 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 182.476.044,00                   180.597.642,00                   98,97     
1220 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
18.780.300.000,00              18.713.205.491,00              99,64     

1221 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 229.318.600,00                   228.850.374,00                   99,80     
1222 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 344.732.480,00                   299.582.580,00                   86,90     
1223 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.436.159.187,00                1.426.610.274,00                99,34     
1224 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 403.758.500,00                   377.302.021,00                   93,45     
1225 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 488.365.400,00                   486.058.496,00                   99,53     
1226 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 43.300.100,00                     43.280.500,00                     99,95     
1227 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
23.424.800,00                     23.423.750,00                     100,00   

1228 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.449.200,00                     28.449.200,00                     100,00   
1229 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
34.712.700,00                     34.712.700,00                     100,00   

1230 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.208.800,00                     24.208.800,00                     100,00   
1231 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 234.819.200,00                   226.776.700,00                   96,58     
1232 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00                     25.000.000,00                     100,00   
1233 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.764.000,00                     76.416.000,00                     99,55     
1234 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.020.935,00                     14.690.429,00                     97,80     
1235 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.505.662,00                   163.440.022,00                   98,75     
1236 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 984.718.000,00                   951.297.000,00                   96,61     
1237 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
79.254.184,00                     79.160.000,00                     99,88     

1238 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

121.289.984,00                   119.323.000,00                   98,38     

1239 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.750.000,00                     52.600.000,00                     99,72     
1240 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 600.000.000,00                   598.390.000,00                   99,73     
1241 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
17.579.957.745,00              17.537.580.000,00              99,76     

1242 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.982.000,00                   125.982.000,00                   100,00   
1243 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 130.808.560,00                   110.295.400,00                   84,32     
1244 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.970.000,00                     35.377.429,00                     69,41     
1245 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 483.426.900,00                   479.807.500,00                   99,25     
1246 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 356.307.188,00                   355.082.000,00                   99,66     
1247 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.522.000,00                     70.522.000,00                     100,00   
1248 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
36.204.000,00                     36.204.000,00                     100,00   

1249 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.384.000,00                     38.384.000,00                     100,00   
1250 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
28.755.000,00                     28.755.000,00                     100,00   

1251 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 57.828.000,00                     57.599.200,00                     99,60     
1252 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 976.733.800,00                   966.588.850,00                   98,96     
1253 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.833.000,00                     50.577.000,00                     99,50     
1254 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 122.293.800,00                   122.077.000,00                   99,82     
1255 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 101.560.000,00                   101.500.000,00                   99,94     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1256 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 117.201.500,00                   96.180.612,00                     82,06     
1257 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 967.250.568,00                   930.060.000,00                   96,16     
1258 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
54.181.192,00                     44.417.000,00                     81,98     

1259 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

318.229.548,00                   242.791.100,00                   76,29     

1260 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.700.000,00                     32.700.000,00                     100,00   
1261 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.092.285.190,00                1.090.336.200,00                99,82     
1262 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
23.905.906.700,00              23.811.125.000,00              99,60     

1263 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 149.797.500,00                   148.364.500,00                   99,04     
1264 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.857.100,00                     16.779.500,00                     99,54     
1265 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.200.800,00                     41.983.200,00                     99,48     
1266 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.172.400,00                     20.171.500,00                     100,00   
1267 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.452.000,00                     53.942.941,00                     73,44     
1268 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 398.016.000,00                   392.824.500,00                   98,70     
1269 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.200.000,00                     25.200.000,00                     89,36     
1270 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.293.700,00                     59.213.600,00                     99,86     
1271 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 116.745.550,00                   116.596.000,00                   99,87     
1272 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92.417.700,00                     92.123.100,00                     99,68     
1273 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.612.500,00                       6.507.000,00                       98,40     
1274 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.693.500,00                     41.654.500,00                     99,91     
1275 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.750.000,00                     7.310.000,00                       68,00     
1276 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.218.500,00                     45.027.300,00                     76,04     
1277 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 344.430.000,00                   317.238.500,00                   92,11     
1278 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.350.000,00                     34.350.000,00                     91,97     
1279 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 115.044.200,00                   114.884.900,00                   99,86     
1280 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.792.000,00                     21.792.000,00                     100,00   
1281 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.043.000,00                     10.964.500,00                     99,29     
1282 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.106.200,00                     22.071.500,00                     99,84     
1283 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.972.000,00                     11.972.000,00                     100,00   
1284 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.380.000,00                     21.850.801,00                     55,49     
1285 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 351.930.000,00                   342.314.999,00                   97,27     
1286 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.150.000,00                     26.150.000,00                     100,00   
1287 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.630.600,00                     80.517.600,00                     99,86     
1288 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 230.682.100,00                   230.220.000,00                   99,80     
1289 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 97.868.000,00                     97.868.000,00                     100,00   
1290 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
29.717.000,00                     29.717.000,00                     100,00   

1291 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.730.000,00                     49.140.000,00                     91,46     
1292 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
25.644.000,00                     25.644.000,00                     100,00   

1293 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

6.854.400,00                       6.854.400,00                       100,00   

1294 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 98.709.000,00                     98.392.000,00                     99,68     
1295 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 281.438.400,00                   281.137.400,00                   99,89     
1296 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.355.200,00                     31.355.200,00                     100,00   
1297 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.506.600,00                     83.384.100,00                     99,85     
1298 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.972.400,00                     77.633.427,00                     95,88     
1299 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00                     39.500.000,00                     98,75     
1300 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 120.733.000,00                   120.573.499,00                   99,87     
1301 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 314.669.160,00                   301.881.317,00                   95,94     
1302 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.009.059.568,00                1.002.358.000,00                99,34     
1303 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
207.623.152,00                   201.633.952,00                   97,12     

1304 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

163.474.976,00                   157.961.240,00                   96,63     

1305 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.000.000,00                     69.000.000,00                     100,00   
1306 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 511.600.000,00                   510.287.000,00                   99,74     
1307 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
14.712.627.000,00              14.459.509.000,00              98,28     

1308 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

18.410.000,00                     18.410.000,00                     100,00   

1309 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.558.500,00                   120.558.500,00                   100,00   
1310 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.197.200,00                     11.913.500,00                     83,91     
1311 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.989.982,00                       7.888.982,00                       98,74     
1312 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.125.200,00                     62.001.785,00                     95,20     
1313 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.624.000,00                   398.975.999,00                   99,84     
1314 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.550.000,00                     15.550.000,00                     100,00   
1315 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 430.281.875,00                   428.812.000,00                   99,66     
1316 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 500.440.000,00                   498.512.000,00                   99,61     
1317 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.124.000,00                     46.124.000,00                     100,00   
1318 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
60.457.000,00                     60.357.000,00                     99,83     

1319 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.117.000,00                     64.687.000,00                     99,34     
1320 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
39.274.880,00                     39.274.880,00                     100,00   



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1321 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.231.000,00                       5.230.300,00                       99,99     
1322 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 900.513.700,00                   888.281.964,00                   98,64     
1323 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 124.895.900,00                   110.280.850,00                   88,30     
1324 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89.778.000,00                     89.721.000,00                     99,94     
1325 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28.800.000,00                     28.800.000,00                     100,00   
1326 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 259.260.060,00                   253.555.407,00                   97,80     
1327 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.400.783.568,00                1.398.073.500,00                99,81     
1328 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
71.699.984,00                     71.520.000,00                     99,75     

1329 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

297.014.952,00                   294.764.000,00                   99,24     

1330 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.950.000,00                   109.950.000,00                   100,00   
1331 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 401.654.481,00                   400.150.000,00                   99,63     
1332 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
29.432.141.193,04              29.286.928.000,00              99,51     

1333 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 29.757.200,00                     29.757.200,00                     100,00   
1334 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa
10.861.000,00                     10.861.000,00                     100,00   

1335 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91.033.300,00                     87.973.842,00                     96,64     
1336 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.461.200,00                     12.461.200,00                     100,00   
1337 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.874.000,00                     15.844.000,00                     83,95     
1338 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.253.400,00                     48.340.208,00                     71,88     
1339 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.058.301.000,00                1.004.797.500,00                94,94     
1340 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.930.000,00                     9.425.000,00                       72,89     

1341 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.200.000,00                     19.000.000,00                     98,96     
1342 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 184.710.000,00                   184.154.000,00                   99,70     
1343 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 552.322.211,10                   540.615.000,00                   97,88     
1344 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.522.500,00                     89.270.000,00                     99,72     
1345 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.990.900,00                     39.581.950,00                     98,98     
1346 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.155.000,00                     27.155.000,00                     100,00   
1347 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.294.653,00                     25.918.464,00                     45,24     
1348 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.169.580.000,00                1.168.162.500,00                99,88     
1349 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.180.000,00                     15.792.000,00                     68,13     

1350 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00                     15.000.000,00                     100,00   
1351 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 98.250.000,00                     97.787.000,00                     99,53     
1352 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.176.720.284,00                1.170.967.000,00                99,51     
1353 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.861.900,00                   139.138.100,00                   98,78     
1354 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.079.700,00                     48.011.000,00                     97,82     
1355 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.150.000,00                     19.720.000,00                     97,87     
1356 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.672.300,00                     32.131.700,00                     67,40     
1357 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 847.228.500,00                   847.228.499,00                   100,00   
1358 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19.143.000,00                     13.422.000,00                     70,11     

1359 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.700.000,00                     32.850.000,00                     92,02     
1360 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.327.321.000,00                1.321.329.000,00                99,55     
1361 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.661.000,00                     72.704.000,00                     98,70     
1362 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.845.900,00                     56.483.900,00                     99,36     
1363 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.666.000,00                     22.746.000,00                     92,22     
1364 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.867.196,00                     24.018.015,00                     77,81     
1365 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.213.095.000,00                1.131.292.498,00                93,26     
1366 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.830.000,00                       2.517.000,00                       88,94     

1367 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.400.000,00                     25.900.000,00                     94,53     
1368 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 78.600.000,00                     78.275.000,00                     99,59     
1369 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.254.108.589,60                1.149.962.000,00                91,70     
1370 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.774.200,00                     48.761.000,00                     99,97     
1371 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
34.005.000,00                     34.005.000,00                     100,00   

1372 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.432.800,00                     18.419.000,00                     99,93     
1373 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
34.593.000,00                     34.593.000,00                     100,00   

1374 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 117.573.000,00                   116.850.000,00                   99,39     
1375 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.603.600,00                     49.603.600,00                     100,00   
1376 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.556.900,00                     71.258.800,00                     96,88     
1377 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.872.000,00                     39.028.000,00                     91,03     
1378 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 306.029.300,00                   270.366.477,00                   88,35     
1379 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.205.931.568,00                1.177.807.000,00                97,67     
1380 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
160.637.628,00                   139.931.000,00                   87,11     

1381 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

152.319.084,00                   125.509.200,00                   82,40     

1382 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 71.500.000,00                     70.300.000,00                     98,32     
1383 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 484.650.900,00                   478.615.500,00                   98,75     
1384 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
13.586.691.448,00              13.441.898.000,00              98,93     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1385 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa
7.875.000,00                       7.875.000,00                       100,00   

1386 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 164.963.300,00                   162.840.000,00                   98,71     
1387 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.765.300,00                     67.396.000,00                     99,46     
1388 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.269.000,00                       6.269.000,00                       100,00   
1389 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.725.100,00                     56.653.000,00                     82,43     
1390 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 344.637.000,00                   318.821.500,00                   92,51     
1391 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 171.361.000,00                   170.539.000,00                   99,52     
1392 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 81.441.720,00                     81.441.720,00                     100,00   
1393 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
108.009.200,00                   108.009.200,00                   100,00   

1394 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.760.000,00                     61.760.000,00                     100,00   
1395 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
76.071.000,00                     75.981.000,00                     99,88     

1396 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 436.500.400,00                   429.197.397,00                   98,33     
1397 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.068.500,00                     62.788.500,00                     99,56     
1398 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.707.000,00                     20.707.000,00                     100,00   
1399 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00                     60.000.000,00                     100,00   
1400 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 303.275.400,00                   206.184.553,00                   67,99     
1401 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 809.953.568,00                   807.926.568,00                   99,75     
1402 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
69.613.184,00                     69.180.984,00                     99,38     

1403 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

107.451.176,00                   105.468.276,00                   98,15     

1404 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.000.000,00                     33.000.000,00                     100,00   
1405 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 240.000.000,00                   238.804.000,00                   99,50     
1406 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
8.739.706.211,00                8.719.435.597,00                99,77     

1407 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 105.765.200,00                   105.765.200,00                   100,00   
1408 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
43.008.000,00                     43.008.000,00                     100,00   

1409 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71.235.500,00                     71.235.500,00                     100,00   
1410 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
44.139.000,00                     44.139.000,00                     100,00   

1411 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 87.216.600,00                     87.216.600,00                     100,00   
1412 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.414.300,00                   199.207.000,00                   99,90     
1413 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.415.000,00                     27.415.000,00                     100,00   
1414 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.301.000,00                     82.151.000,00                     99,82     
1415 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.152.000,00                     59.987.000,00                     99,73     
1416 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00                     60.000.000,00                     100,00   
1417 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.302.000,00                   139.302.000,00                   100,00   
1418 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 983.859.568,00                   980.362.784,00                   99,64     
1419 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
147.420.000,00                   147.370.000,00                   99,97     

1420 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

169.090.000,00                   155.084.000,00                   91,72     

1421 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.400.000,00                     80.400.000,00                     100,00   
1422 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 278.250.000,00                   277.152.000,00                   99,61     
1423 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya
197.919.000,00                   196.994.000,00                   99,53     

1424 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 
Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

8.499.940.645,00                8.458.031.000,00                99,51     

1425 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

22.846.500,00                     22.846.500,00                     100,00   

1426 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.144.070,00                     27.143.930,00                     100,00   
1427 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
26.622.000,00                     26.622.000,00                     100,00   

1428 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.418.000,00                     60.418.000,00                     100,00   
1429 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
29.405.000,00                     29.404.800,00                     100,00   

1430 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.207.000,00                   248.557.300,00                   99,34     
1431 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.941.000,00                     16.532.000,00                     97,59     
1432 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00                     60.000.000,00                     100,00   
1433 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135.927.000,00                   130.822.259,00                   96,24     
1434 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.363.693.568,00                1.310.600.000,00                96,11     
1435 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
130.034.976,00                   124.065.000,00                   95,41     

1436 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

164.061.400,00                   140.689.416,00                   85,75     

1437 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.650.000,00                     16.650.000,00                     100,00   
1438 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 450.000.000,00                   448.140.000,00                   99,59     
1439 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10.657.102.910,00              10.301.034.000,00              96,66     

1440 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 
Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

2.033.697.476,00                1.996.507.203,00                98,17     

1441 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.687.000,00                     52.687.000,00                     100,00   



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1442 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
57.027.000,00                     57.027.000,00                     100,00   

1443 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74.902.000,00                     74.878.870,00                     99,97     
1444 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
25.538.000,00                     25.538.000,00                     100,00   

1445 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.413.000,00                     18.413.000,00                     100,00   
1446 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 491.526.000,00                   481.248.496,00                   97,91     
1447 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.718.300,00                     78.835.271,00                     97,67     
1448 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.344.000,00                     50.253.525,00                     99,82     
1449 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 69.840.000,00                     69.840.000,00                     100,00   
1450 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 157.317.420,00                   147.438.647,00                   93,72     
1451 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 892.348.500,00                   884.294.500,00                   99,10     
1452 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
327.525.960,00                   294.957.050,00                   90,06     

1453 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.250.000,00                     26.440.200,00                     69,12     
1454 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.580.863.600,00                1.575.708.000,00                99,67     
1455 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
22.911.168.000,00              22.836.447.000,00              99,67     

1456 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.564.000,00                     31.000.000,00                     98,21     
1457 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.654.000,00                     46.126.535,00                     98,87     
1458 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.840.000,00                       3.840.000,00                       100,00   
1459 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.436.320,00                     30.988.419,00                     92,68     
1460 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 344.868.000,00                   340.632.000,00                   98,77     
1461 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.050.000,00                       4.047.750,00                       99,94     
1462 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00                     49.850.000,00                     99,70     
1463 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 900.000.000,00                   897.124.000,00                   99,68     
1464 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.382.800,00                     51.346.800,00                     99,93     
1465 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
40.985.000,00                     37.330.000,00                     91,08     

1466 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.088.800,00                     13.088.800,00                     100,00   
1467 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
35.370.400,00                     35.369.400,00                     100,00   

1468 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 49.962.600,00                     49.555.000,00                     99,18     
1469 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 385.614.200,00                   380.336.760,00                   98,63     
1470 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.771.000,00                     14.771.000,00                     100,00   
1471 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.094.300,00                     27.926.000,00                     99,40     
1472 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.591.000,00                     21.161.000,00                     98,01     
1473 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 87.030.000,00                     85.590.000,00                     98,35     
1474 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228.307.736,00                   228.157.736,00                   99,93     
1475 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 888.387.568,00                   885.436.250,00                   99,67     
1476 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
74.199.984,00                     69.430.000,00                     93,57     

1477 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

191.204.136,00                   167.978.000,00                   87,85     

1478 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.950.000,00                     30.950.000,00                     96,87     
1479 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 638.113.075,00                   631.661.100,00                   98,99     
1480 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
19.527.670.000,00              19.419.021.000,00              99,44     

1481 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

17.584.000,00                     17.584.000,00                     100,00   

1482 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.167.700,00                   134.561.000,00                   99,55     
1483 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.461.700,00                     51.237.900,00                     99,57     
1484 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.900.000,00                       9.900.000,00                       100,00   
1485 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.732.200,00                     51.977.769,00                     85,59     
1486 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 290.244.000,00                   288.922.500,00                   99,54     
1487 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 533.940.200,00                   531.222.000,00                   99,49     
1488 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.570.000,00                     54.570.000,00                     100,00   
1489 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
45.038.000,00                     45.038.000,00                     100,00   

1490 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.475.000,00                     14.475.000,00                     100,00   
1491 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
18.240.000,00                     18.240.000,00                     100,00   

1492 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.963.480,00                     30.963.480,00                     100,00   
1493 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 646.372.000,00                   633.726.503,00                   98,04     
1494 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.503.200,00                     29.503.200,00                     100,00   
1495 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 74.246.000,00                     74.246.000,00                     100,00   
1496 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.947.000,00                     27.947.000,00                     100,00   
1497 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.202.000,00                     10.202.000,00                     100,00   
1498 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 203.709.969,00                   180.603.263,00                   88,66     
1499 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.504.936.568,00                1.492.894.500,00                99,20     
1500 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
177.879.960,00                   176.671.000,00                   99,32     

1501 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

243.408.992,00                   224.207.800,00                   92,11     

1502 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 78.200.000,00                     78.200.000,00                     100,00   
1503 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 996.030.000,00                   989.026.000,00                   99,30     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1504 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
17.143.076.000,00              17.071.520.000,00              99,58     

1505 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

16.517.000,00                     16.442.000,00                     99,55     

1506 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.682.000,00                     90.682.000,00                     100,00   
1507 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
41.060.000,00                     41.060.000,00                     100,00   

1508 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.560.000,00                     52.560.000,00                     100,00   
1509 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
55.599.000,00                     55.599.000,00                     100,00   

1510 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

19.765.400,00                     19.765.400,00                     100,00   

1511 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 799.369.100,00                   783.613.448,00                   98,03     
1512 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 88.616.500,00                     84.736.300,00                     95,62     
1513 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 171.158.800,00                   168.780.000,00                   98,61     
1514 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.286.000,00                     47.246.000,00                     97,85     
1515 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00                     60.000.000,00                     100,00   
1516 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 276.917.000,00                   256.767.497,00                   92,72     
1517 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 199.291.084,00                   173.710.162,00                   87,16     
1518 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 918.416.784,00                   858.307.997,00                   93,46     
1519 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
230.776.952,00                   216.436.547,00                   93,79     

1520 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.900.000,00                     62.700.000,00                     98,12     
1521 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 519.847.676,00                   517.720.212,00                   99,59     
1522 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
9.148.531.229,00                9.102.987.416,00                99,50     

1523 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 125.730.000,00                   125.730.000,00                   100,00   
1524 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
50.580.000,00                     50.580.000,00                     100,00   

1525 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 107.870.000,00                   106.286.000,00                   98,53     
1526 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
96.325.000,00                     96.325.000,00                     100,00   

1527 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 272.176.800,00                   258.937.784,00                   95,14     
1528 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.079.900,00                     36.180.300,00                     95,01     
1529 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.873.500,00                     29.223.500,00                     94,66     
1530 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 46.480.000,00                     45.480.000,00                     97,85     
1531 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 255.790.500,00                   165.218.544,00                   64,59     
1532 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.343.491.000,00                1.153.318.000,00                85,84     
1533 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
70.899.984,00                     66.689.984,00                     94,06     

1534 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

203.748.128,00                   117.335.400,00                   57,59     

1535 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 84.400.000,00                     84.400.000,00                     100,00   
1536 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 551.306.925,00                   541.889.000,00                   98,29     
1537 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
15.018.900.734,00              14.864.671.850,00              98,97     

1538 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 89.345.200,00                     79.145.200,00                     88,58     
1539 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 191.407.200,00                   186.224.883,00                   97,29     
1540 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.557.000,00                       9.557.000,00                       100,00   
1541 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.990.000,00                       8.990.000,00                       100,00   
1542 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.400.000,00                     9.920.000,00                       95,38     
1543 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 397.938.568,00                   363.928.000,00                   91,45     
1544 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32.490.000,00                     31.652.000,00                     97,42     
1545 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 806.514.981,00                   785.273.000,00                   97,37     
1546 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.730.000,00                     21.730.000,00                     100,00   
1547 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
23.773.200,00                     23.773.200,00                     100,00   

1548 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.471.200,00                     42.471.200,00                     100,00   
1549 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.105.000,00                       3.105.000,00                       100,00   

1550 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

33.862.000,00                     33.862.000,00                     100,00   

1551 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

9.775.000,00                       9.775.000,00                       100,00   

1552 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 93.466.400,00                     93.466.400,00                     100,00   
1553 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 182.592.000,00                   182.019.000,00                   99,69     
1554 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.368.500,00                     18.368.500,00                     100,00   
1555 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.700,00                     50.000.700,00                     100,00   
1556 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.472.500,00                     37.472.500,00                     100,00   
1557 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.046.228,00                   94.067.328,00                     85,48     
1558 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.494.849.568,00                1.468.451.000,00                98,23     
1559 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
70.678.984,00                     70.678.984,00                     100,00   

1560 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

360.704.548,00                   293.562.968,00                   81,39     

1561 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00                     60.000.000,00                     100,00   
1562 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 452.130.148,00                   450.707.000,00                   99,69     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1563 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
9.761.348.972,00                9.493.076.000,00                97,25     

1564 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.076.600,00                   179.245.000,00                   99,54     
1565 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.329.500,00                     25.329.500,00                     100,00   
1566 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.227.500,00                     13.227.500,00                     100,00   
1567 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.017.800,00                     26.017.800,00                     100,00   
1568 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 545.688.000,00                   543.582.000,00                   99,61     
1569 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 738.690.350,00                   736.647.000,00                   99,72     
1570 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 154.421.700,00                   153.850.000,00                   99,63     
1571 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.052.500,00                     15.052.500,00                     100,00   
1572 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.764.500,00                     10.764.500,00                     100,00   
1573 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.886.300,00                     38.878.400,00                     99,98     
1574 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 509.088.000,00                   508.440.000,00                   99,87     
1575 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 674.675.750,00                   673.415.000,00                   99,81     
1576 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 115.279.700,00                   115.279.700,00                   100,00   
1577 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.070.500,00                     22.070.500,00                     100,00   
1578 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.874.000,00                     19.874.000,00                     100,00   
1579 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.421.220,00                     31.293.677,00                     90,91     
1580 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 388.578.000,00                   388.254.000,00                   99,92     
1581 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 857.177.730,00                   838.572.000,00                   97,83     
1582 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.104.000,00                     55.104.000,00                     100,00   
1583 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
36.054.000,00                     36.054.000,00                     100,00   

1584 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.240.000,00                     72.240.000,00                     100,00   
1585 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
42.063.000,00                     42.063.000,00                     100,00   

1586 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

12.018.000,00                     12.018.000,00                     100,00   

1587 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 73.406.600,00                     73.210.400,00                     99,73     
1588 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 291.367.000,00                   289.043.000,00                   99,20     
1589 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 97.135.200,00                     96.605.000,00                     99,45     
1590 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.141.600,00                     47.741.600,00                     99,17     
1591 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.727.000,00                     32.460.413,00                     99,19     
1592 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28.879.000,00                     28.879.000,00                     100,00   
1593 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 26.263.500,00                     26.240.000,00                     99,91     
1594 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.590.100,00                   110.408.600,00                   99,84     
1595 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 237.786.000,00                   231.006.474,00                   97,15     
1596 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 992.170.000,00                   991.522.000,00                   99,93     
1597 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
107.149.976,00                   106.646.240,00                   99,53     

1598 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

177.592.976,00                   176.811.240,00                   99,56     

1599 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 44.750.000,00                     44.750.000,00                     100,00   
1600 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.060.000.000,00                1.056.980.000,00                99,72     
1601 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
15.619.068.000,00              15.579.067.840,00              99,74     

1602 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

17.534.800,00                     17.534.800,00                     100,00   

1603 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.802.910,00                     95.802.910,00                     100,00   
1604 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.927.000,00                     21.927.000,00                     100,00   
1605 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.545.601,00                     75.151.226,00                     83,00     
1606 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.299.762.000,00                1.226.232.000,00                94,34     
1607 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.500.000,00                     20.500.000,00                     100,00   
1608 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.214.751.100,00                2.210.808.840,00                99,82     
1609 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 139.028.900,00                   139.028.900,00                   100,00   
1610 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
59.407.000,00                     56.852.000,00                     95,70     

1611 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.172.000,00                     54.172.000,00                     100,00   
1612 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
50.945.000,00                     45.105.000,00                     88,54     

1613 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157.777.140,00                   138.073.540,00                   87,51     
1614 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.710.800,00                     42.483.000,00                     99,47     
1615 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.541.000,00                     54.355.000,00                     99,66     
1616 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.395.400,00                       3.395.400,00                       100,00   
1617 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 297.465.108,00                   193.947.757,00                   65,20     
1618 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.127.497.568,00                1.046.077.500,00                92,78     
1619 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
279.987.040,00                   254.741.564,00                   90,98     

1620 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.950.000,00                     41.950.000,00                     100,00   
1621 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 224.010.000,00                   223.257.000,00                   99,66     
1622 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
8.531.956.132,00                8.510.849.781,00                99,75     

1623 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.260.000,00                     12.066.000,00                     98,42     
1624 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
25.196.000,00                     25.104.000,00                     99,63     

1625 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.775.000,00                     24.695.000,00                     99,68     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1626 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
14.430.000,00                     14.381.000,00                     99,66     

1627 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 44.835.200,00                     44.764.000,00                     99,84     
1628 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 277.221.300,00                   273.099.509,00                   98,51     
1629 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.870.500,00                     20.870.500,00                     100,00   
1630 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.577.000,00                     38.375.000,00                     99,48     
1631 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.820.000,00                     25.734.400,00                     99,67     
1632 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 65.742.000,00                     62.155.870,00                     94,55     
1633 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.134.000,00                   97.547.720,00                     86,99     
1634 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 808.749.568,00                   798.538.210,00                   98,74     
1635 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
70.622.884,00                     67.843.228,00                     96,06     

1636 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

186.182.976,00                   172.305.992,00                   92,55     

1637 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.650.000,00                     28.650.000,00                     100,00   
1638 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 230.000.000,00                   229.000.000,00                   99,57     
1639 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
5.888.250.649,00                5.860.256.620,00                99,52     

1640 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

22.776.000,00                     22.776.000,00                     100,00   

1641 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 106.929.500,00                   106.929.500,00                   100,00   
1642 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
120.120.000,00                   120.120.000,00                   100,00   

1643 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 121.400.000,00                   121.400.000,00                   100,00   
1644 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
125.690.784,00                   125.690.000,00                   100,00   

1645 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan -                                       -                                       #DIV/0!
1646 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 483.214.400,00                   480.883.820,00                   99,52     
1647 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.400.000,00                     25.400.000,00                     100,00   
1648 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.836.000,00                   104.800.000,00                   99,97     
1649 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 234.530.800,00                   218.503.422,00                   93,17     
1650 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 971.902.784,00                   969.524.784,00                   99,76     
1651 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
124.641.000,00                   121.000.000,00                   97,08     

1652 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

167.006.400,00                   151.276.580,00                   90,58     

1653 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.950.000,00                     19.950.000,00                     100,00   
1654 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
100.000.000,00                   99.468.000,00                     99,47     

1655 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 
Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

5.825.926.325,00                5.793.278.000,00                99,44     

1656 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.595.000,00                     49.595.000,00                     100,00   
1657 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
22.273.000,00                     22.273.000,00                     100,00   

1658 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.994.000,00                     31.994.000,00                     100,00   
1659 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
23.022.000,00                     23.022.000,00                     100,00   

1660 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 47.331.820,00                     47.331.820,00                     100,00   
1661 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 544.978.400,00                   529.017.400,00                   97,07     
1662 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.192.100,00                     18.192.100,00                     100,00   
1663 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.064.520,00                     24.064.520,00                     100,00   
1664 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57.756.880,00                     57.756.880,00                     100,00   
1665 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 175.593.600,00                   144.769.596,00                   82,45     
1666 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 828.939.568,00                   824.573.500,00                   99,47     
1667 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
72.299.984,00                     70.314.152,00                     97,25     

1668 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

126.339.984,00                   123.692.152,00                   97,90     

1669 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.300.000,00                     39.300.000,00                     100,00   
1670 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 500.000.000,00                   497.347.000,00                   99,47     
1671 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000.000,00                   199.065.000,00                   99,53     

1672 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 
Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

5.344.465.500,00                5.318.048.500,00                99,51     

1673 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.532.000,00                     11.532.000,00                     100,00   
1674 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.310.000,00                     35.310.000,00                     100,00   
1675 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
10.565.000,00                     10.565.000,00                     100,00   

1676 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.803.900,00                     47.791.750,00                     99,97     
1677 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
7.590.000,00                       7.590.000,00                       100,00   

1678 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

13.818.350,00                     13.790.000,00                     99,79     

1679 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 224.682.691,00                   209.898.221,00                   93,42     
1680 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.583.477,00                     50.275.732,00                     99,39     
1681 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.835.700,00                     37.607.000,00                     92,09     
1682 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 255.501.240,00                   204.868.144,00                   80,18     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1683 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.094.805.568,00                974.210.000,00                   88,98     
1684 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
126.491.000,00                   126.451.000,00                   99,97     

1685 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

184.074.000,00                   172.614.000,00                   93,77     

1686 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 127.400.000,00                   127.380.000,00                   99,98     
1687 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.017.673.500,00                1.012.436.803,00                99,49     
1688 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
12.367.373.137,00              12.271.982.068,00              99,23     

1689 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

144.779.200,00                   142.979.200,00                   98,76     

1690 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 228.233.900,00                   221.683.900,00                   97,13     
1691 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.552.900,00                     35.179.900,00                     84,66     
1692 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.739.000,00                     7.690.550,00                       65,51     
1693 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.570.232,00                     60.760.554,00                     79,35     
1694 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 569.491.000,00                   448.716.502,00                   78,79     
1695 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
33.889.000,00                     11.740.000,00                     34,64     

1696 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.850.000,00                     47.850.000,00                     100,00   
1697 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 91.454.250,00                     90.881.000,00                     99,37     
1698 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
-                                       -                                       #DIV/0!

1699 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 513.467.100,00                   509.292.962,00                   99,19     
1700 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 61.323.750,00                     61.323.750,00                     100,00   
1701 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
39.534.500,00                     39.534.500,00                     100,00   

1702 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.651.250,00                     51.651.250,00                     100,00   
1703 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
48.759.850,00                     48.759.850,00                     100,00   

1704 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 59.487.600,00                     59.460.600,00                     99,95     
1705 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 517.777.800,00                   512.310.200,00                   98,94     
1706 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.234.600,00                     30.014.600,00                     99,27     
1707 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.687.600,00                     34.510.800,00                     99,49     
1708 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.215.100,00                     23.215.100,00                     100,00   
1709 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 176.301.120,00                   176.255.000,00                   99,97     
1710 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.104.921.568,00                1.093.500.000,00                98,97     
1711 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
70.300.484,00                     70.190.500,00                     99,84     

1712 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

135.620.984,00                   135.382.000,00                   99,82     

1713 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.100.000,00                     24.100.000,00                     100,00   
1714 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 891.000.000,00                   879.923.000,00                   98,76     
1715 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
19.548.000.000,00              19.451.523.500,00              99,51     

1716 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

40.552.500,00                     40.552.500,00                     100,00   

1717 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.973.000,00                     83.973.000,00                     100,00   
1718 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
73.410.000,00                     73.410.000,00                     100,00   

1719 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.221.000,00                   117.221.000,00                   100,00   
1720 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
26.947.940,00                     26.947.940,00                     100,00   

1721 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 127.583.600,00                   127.465.200,00                   99,91     
1722 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 927.302.100,00                   922.471.998,00                   99,48     
1723 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.402.800,00                     34.402.800,00                     100,00   
1724 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.955.500,00                     76.955.500,00                     100,00   
1725 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.631.700,00                     66.631.700,00                     100,00   
1726 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.360.000,00                     75.360.000,00                     100,00   
1727 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 53.115.032,00                     51.993.000,00                     97,89     
1728 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 326.249.456,00                   266.091.438,00                   81,56     
1729 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.032.026.784,00                984.583.000,00                   95,40     
1730 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
163.522.384,00                   156.670.498,00                   95,81     

1731 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

126.086.322,00                   114.797.746,00                   91,05     

1732 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.250.000,00                     85.250.000,00                     100,00   
1733 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.401.519.980,00                1.396.894.000,00                99,67     
1734 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10.609.981.957,00              10.573.910.000,00              99,66     

1735 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 72.744.000,00                     72.744.000,00                     100,00   
1736 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
39.090.000,00                     39.090.000,00                     100,00   

1737 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.688.000,00                   98.888.000,00                     98,21     
1738 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
32.346.000,00                     32.346.000,00                     100,00   

1739 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 105.534.000,00                   101.034.000,00                   95,74     
1740 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 228.664.000,00                   227.234.011,00                   99,37     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1741 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 97.697.000,00                     97.428.500,00                     99,73     
1742 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.806.800,00                     80.999.800,00                     99,01     
1743 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.291.400,00                     81.291.400,00                     100,00   
1744 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 363.169.560,00                   345.502.084,00                   95,14     
1745 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.118.157.568,00                1.052.711.500,00                94,15     
1746 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
391.573.272,00                   383.189.000,00                   97,86     

1747 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 176.884.000,00                   176.784.000,00                   99,94     
1748 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.320.830.534,00                1.316.247.205,00                99,65     
1749 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
600.000.000,00                   598.244.000,00                   99,71     

1750 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 
Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

18.515.000.000,00              18.446.350.000,00              99,63     

1751 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 128.258.500,00                   128.139.759,00                   99,91     
1752 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.592.700,00                     11.592.700,00                     100,00   
1753 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.629.000,00                     17.629.000,00                     100,00   
1754 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -                                       -                                       #DIV/0!
1755 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.999.317,00                     51.960.159,00                     86,60     
1756 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 283.530.000,00                   281.937.000,00                   99,44     
1757 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00                       3.000.000,00                       100,00   
1758 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
100.000.000,00                   99.700.000,00                     99,70     

1759 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.250.000.000,00                1.245.800.000,00                99,66     
1760 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86.624.700,00                     86.595.659,00                     99,97     
1761 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.279.100,00                     29.765.500,00                     98,30     
1762 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.692.000,00                     21.692.000,00                     100,00   
1763 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.477.000,00                     17.477.000,00                     100,00   
1764 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69.469.560,00                     45.977.748,00                     66,18     
1765 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 190.944.000,00                   190.701.000,00                   99,87     
1766 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8.776.248,00                       2.940.000,00                       33,50     

1767 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.800.000,00                     11.800.000,00                     100,00   
1768 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90.000.000,00                     89.730.000,00                     99,70     
1769 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.665.000.000,00                1.659.195.000,00                99,65     
1770 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 98.142.780,00                     98.090.239,00                     99,95     
1771 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.243.500,00                     21.243.500,00                     100,00   
1772 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.999.500,00                     26.757.000,00                     95,56     
1773 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.665.350,00                     10.665.350,00                     100,00   
1774 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102.297.600,00                   91.540.694,00                     89,48     
1775 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 290.118.000,00                   289.996.500,00                   99,96     
1776 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22.841.664,00                     14.248.000,00                     62,38     

1777 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.000.000,00                     27.000.000,00                     100,00   
1778 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya -                                       -                                       #DIV/0!
1779 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
50.000.000,00                     49.850.000,00                     99,70     

1780 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 875.000.000,00                   871.830.000,00                   99,64     
1781 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.560.170,00                     99.080.959,00                     99,52     
1782 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.391.700,00                     13.391.700,00                     100,00   
1783 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.972.100,00                     39.972.100,00                     100,00   
1784 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.963.900,00                       8.963.900,00                       100,00   
1785 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.641.600,00                     71.600.000,00                     89,90     
1786 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 288.744.000,00                   288.233.800,00                   99,82     
1787 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24.604.896,00                     11.041.800,00                     44,88     

1788 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.800.000,00                     31.800.000,00                     100,00   
1789 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.600.330,00                     59.361.000,00                     99,60     
1790 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
51.000.000,00                     50.796.000,00                     99,60     

1791 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 410.424.000,00                   409.135.000,00                   99,69     
1792 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.653.000,00                     89.511.959,00                     99,84     
1793 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.564.500,00                     13.564.500,00                     100,00   
1794 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.827.000,00                     22.827.000,00                     100,00   
1795 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.160.000,00                       6.300.000,00                       87,99     
1796 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.840.000,00                     44.224.500,00                     90,55     
1797 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 257.368.000,00                   256.031.500,00                   99,48     
1798 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
12.697.848,00                     -                                       -         

1799 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00                       6.000.000,00                       100,00   
1800 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 196.500.000,00                   196.100.000,00                   99,80     
1801 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 664.918.365,00                   662.937.000,00                   99,70     
1802 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.187.750,00                     10.211.750,00                     50,58     
1803 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.944.000,00                     43.944.000,00                     100,00   
1804 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 21.242.000,00                     21.242.000,00                     100,00   

1805 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

23.386.000,00                     23.386.000,00                     100,00   



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1806 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 

SKPD
21.270.000,00                     21.253.000,00                     99,92     

1807 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 284.017.700,00                   284.017.700,00                   100,00   
1808 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 58.696.700,00                     56.695.800,00                     96,59     
1809 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.043.200,00                     30.025.000,00                     99,94     
1810 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 34.960.000,00                     34.960.000,00                     100,00   
1811 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 221.931.600,00                   173.766.963,00                   78,30     
1812 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.018.811.568,00                954.234.000,00                   93,66     
1813 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
189.909.960,00                   168.230.150,00                   88,58     

1814 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

285.310.656,00                   259.111.500,00                   90,82     

1815 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.500.000,00                     29.400.000,00                     96,39     
1816 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 413.475.300,00                   412.988.400,00                   99,88     
1817 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10.710.258.403,00              10.703.906.675,00              99,94     

1818 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum 
yang Melibatkan Pihak Swasta

2.055.455.992,00                2.053.912.499,00                99,92     

1819 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 153.676.590,00                   153.616.590,00                   99,96     
1820 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
54.692.600,00                     54.692.600,00                     100,00   

1821 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.663.300,00                     44.663.300,00                     100,00   
1822 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
50.473.950,00                     50.473.950,00                     100,00   

1823 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 19.466.640,00                     19.466.640,00                     100,00   

1824 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 91.338.500,00                     90.776.100,00                     99,38     
1825 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 750.400.180,00                   696.244.680,00                   92,78     
1826 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 102.474.100,00                   102.474.100,00                   100,00   
1827 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 183.409.000,00                   183.409.000,00                   100,00   
1828 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179.214.710,00                   179.214.710,00                   100,00   
1829 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 288.446.451,00                   285.190.011,00                   98,87     
1830 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.108.373.568,00                1.108.252.068,00                99,99     
1831 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
144.911.968,00                   144.564.000,00                   99,76     

1832 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

151.689.984,00                   151.688.000,00                   100,00   

1833 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 171.600.000,00                   171.600.000,00                   100,00   
1834 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 699.618.885,00                   697.930.385,00                   99,76     
1835 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
6.647.085.127,00                6.608.111.409,00                99,41     

1836 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

31.291.990,00                     31.291.990,00                     100,00   

1837 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.304.110,00                     52.303.900,00                     100,00   
1838 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
60.656.749,00                     60.656.749,00                     100,00   

1839 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.039.875,00                     35.992.000,00                     99,87     
1840 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
31.722.867,00                     31.722.867,00                     100,00   

1841 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 43.196.525,00                     42.816.280,00                     99,12     
1842 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 985.552.240,00                   957.159.502,00                   97,12     
1843 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.166.000,00                     40.166.000,00                     100,00   
1844 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98.204.400,00                     98.204.400,00                     100,00   
1845 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.474.146,00                     49.432.676,00                     99,92     
1846 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 68.640.000,00                     68.640.000,00                     100,00   
1847 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 174.000.000,00                   166.320.331,00                   95,59     
1848 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 849.239.568,00                   833.823.568,00                   98,18     
1849 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
70.441.984,00                     69.372.000,00                     98,48     

1850 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

173.341.976,00                   151.162.000,00                   87,20     

1851 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.900.000,00                     31.900.000,00                     100,00   
1852 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 900.000.000,00                   898.800.000,00                   99,87     
1853 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
6.935.136.000,00                6.921.495.786,00                99,80     

1854 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa

34.987.000,00                     34.949.000,00                     99,89     

1855 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.396.490,00                     63.396.490,00                     100,00   
1856 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
63.656.580,00                     63.631.000,00                     99,96     

1857 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD

62.460.340,00                     62.264.629,00                     99,69     

1858 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 357.234.900,00                   354.699.999,00                   99,29     
1859 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 65.711.000,00                     64.700.000,00                     98,46     
1860 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.866.000,00                     65.565.000,00                     96,61     
1861 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.980.000,00                     24.260.000,00                     97,12     
1862 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.489.708,00                   143.323.566,00                   96,52     



No. Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1863 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.038.199.568,00                1.023.299.500,00                98,56     
1864 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
231.702.460,00                   228.729.200,00                   98,72     

1865 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.600.000,00                     30.600.000,00                     100,00   
1866 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 129.590.775,00                   129.152.000,00                   99,66     
1867 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
9.867.416.997,00                9.764.530.122,00                98,96     

1868 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 387.880.000,00                   385.256.000,00                   99,32     
1869 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD
236.307.000,00                   236.095.000,00                   99,91     

1870 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.191.000,00                   349.751.000,00                   99,87     
1871 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
38.720.000,00                     38.720.000,00                     100,00   

1872 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 118.650.000,00                   116.460.000,00                   98,15     
1873 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 318.860.300,00                   309.374.000,00                   97,02     
1874 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.255.544,00                     49.665.000,00                     98,82     
1875 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.802.000,00                     59.141.000,00                     98,89     
1876 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59.884.500,00                     59.800.000,00                     99,86     
1877 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.000.000,00                     18.000.000,00                     100,00   
1878 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 910.920.000,00                   909.500.000,00                   99,84     
1879 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
185.869.500,00                   177.166.750,00                   95,32     

1880 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

94.112.000,00                     87.112.000,00                     92,56     

1881 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.600.000,00                     39.600.000,00                     100,00   
1882 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 133.250.000,00                   132.758.300,00                   99,63     

3.985.216.345.650,42        3.813.773.629.658,00        95,70     Jumlah



SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.681.265.325.888,00 4.681.265.325.888,00 0,00

4.1.01 Pajak Daerah 3.763.500.000.000,00 3.763.500.000.000,00 0,00

4.1.02 Retribusi Daerah 173.297.291.886,00 173.297.291.886,00 0,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.509.521.940,00 60.509.521.940,00 0,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 683.958.512.062,00 683.958.512.062,00 0,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.548.978.636.887,00 3.543.189.648.887,00 (5.788.988.000,00)

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.190.458.687.000,00 3.184.669.699.000,00 (5.788.988.000,00)

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 358.519.949.887,00 358.519.949.887,00 0,00

Jumlah Pendapatan 8.230.243.962.775,00 8.224.454.974.775,00 (5.788.988.000,00)

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 6.267.103.555.261,03 6.167.620.709.069,03 (99.482.846.192,00)

5.1.01 Belanja Pegawai 2.783.330.402.162,79 2.783.330.402.162,79 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.108.429.484.973,24 2.998.146.638.781,24 (110.282.846.192,00)

5.1.05 Belanja Hibah 356.074.068.125,00 365.574.068.125,00 9.500.000.000,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 19.269.600.000,00 20.569.600.000,00 1.300.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL 1.363.427.081.497,97 1.465.120.939.689,97 101.693.858.192,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 106.598.843.340,00 106.598.843.340,00 0,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 372.609.434.585,00 381.563.279.033,00 8.953.844.448,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 359.108.873.878,40 446.709.482.297,40 87.600.608.419,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 500.918.129.984,57 506.057.535.309,57 5.139.405.325,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.551.895.500,00 23.551.895.500,00 0,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 639.904.210,00 639.904.210,00 0,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000,00 22.000.000.000,00 (8.000.000.000,00)

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 22.000.000.000,00 (8.000.000.000,00)

5.4 BELANJA TRANSFER 939.713.326.016,00 939.713.326.016,00 0,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 388.414.633.516,00 388.414.633.516,00 0,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 551.298.692.500,00 551.298.692.500,00 0,00

Jumlah Belanja 8.600.243.962.775,00 8.594.454.974.775,00 (5.788.988.000,00)

Total Surplus/(Defisit) (370.000.000.000,00) (370.000.000.000,00) 0,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 400.000.000.000,00 400.000.000.000,00 0,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 400.000.000.000,00 400.000.000.000,00 0,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

Pembiayaan Netto 370.000.000.000,00 370.000.000.000,00 0,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

LAMPIRAN 4
RINCIAN PERGESERAN PERTAMA SETELAH APBD 2025

KODE URAIAN
JUMLAH (Rp) BERKURANG/

BERTAMBAH



SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.681.265.325.888,00 5.146.253.269.714,00 464.987.943.826,00

4.1.01 Pajak Daerah 3.763.500.000.000,00 4.123.570.000.000,00 360.070.000.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 173.297.291.886,00 204.203.623.497,00 30.906.331.611,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.509.521.940,00 60.739.592.373,00 230.070.433,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 683.958.512.062,00 757.740.053.844,00 73.781.541.782,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.548.978.636.887,00 3.576.413.266.887,00 27.434.630.000,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.190.458.687.000,00 3.217.893.317.000,00 27.434.630.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 358.519.949.887,00 358.519.949.887,00 0,00

Jumlah Pendapatan 8.230.243.962.775,00 8.722.666.536.601,00 492.422.573.826,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 6.267.103.555.261,03 6.641.538.721.993,94 374.435.166.732,91

5.1.01 Belanja Pegawai 2.783.330.402.162,79 2.787.382.549.736,58 4.052.147.573,79

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.108.429.484.973,24 3.450.265.233.132,36 341.835.748.159,12

5.1.05 Belanja Hibah 356.074.068.125,00 384.480.739.125,00 28.406.671.000,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 19.269.600.000,00 19.410.200.000,00 140.600.000,00

5.2 BELANJA MODAL 1.363.427.081.497,97 1.811.798.115.038,06 448.371.033.540,09

5.2.01 Belanja Modal Tanah 106.598.843.340,00 112.762.628.340,00 6.163.785.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 372.609.434.585,00 443.824.887.006,00 71.215.452.421,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 359.108.873.878,40 471.336.641.662,40 112.227.767.784,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 500.918.129.984,57 733.809.676.416,66 232.891.546.432,09

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.551.895.500,00 49.308.825.363,00 25.756.929.863,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 639.904.210,00 755.456.250,00 115.552.040,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000,00 46.663.368.215,00 16.663.368.215,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 46.663.368.215,00 16.663.368.215,00

5.4 BELANJA TRANSFER 939.713.326.016,00 980.820.189.016,00 41.106.863.000,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 388.414.633.516,00 426.814.057.516,00 38.399.424.000,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 551.298.692.500,00 554.006.131.500,00 2.707.439.000,00

Jumlah Belanja 8.600.243.962.775,00 9.480.820.394.263,00 880.576.431.488,00

Total Surplus/(Defisit) (370.000.000.000,00) (758.153.857.662,00) (388.153.857.662,00)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 400.000.000.000,00 788.153.857.662,00 388.153.857.662,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 400.000.000.000,00 788.153.857.662,00 388.153.857.662,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

Pembiayaan Netto 370.000.000.000,00 758.153.857.662,00 388.153.857.662,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

LAMPIRAN 5

RINCIAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN
JUMLAH (Rp) BERKURANG/

BERTAMBAH



SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.146.253.269.714,00 5.148.718.579.714,00 2.465.310.000,00

4.1.01 Pajak Daerah 4.123.570.000.000,00 4.123.570.000.000,00 0,00

4.1.02 Retribusi Daerah 204.203.623.497,00 204.203.623.497,00 0,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.739.592.373,00 60.739.592.373,00 0,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 757.740.053.844,00 760.205.363.844,00 2.465.310.000,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.576.413.266.887,00 3.576.413.266.887,00 0,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.217.893.317.000,00 3.217.893.317.000,00 0,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 358.519.949.887,00 358.519.949.887,00 0,00

Jumlah Pendapatan 8.722.666.536.601,00 8.725.131.846.601,00 2.465.310.000,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 6.641.538.721.993,94 6.653.307.860.303,94 11.769.138.310,00

5.1.01 Belanja Pegawai 2.787.382.549.736,58 2.787.382.549.736,58 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.265.233.132,36 3.462.034.371.442,36 11.769.138.310,00

5.1.05 Belanja Hibah 384.480.739.125,00 384.480.739.125,00 0,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 19.410.200.000,00 19.410.200.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL 1.811.798.115.038,06 1.814.994.283.488,06 3.196.168.450,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 112.762.628.340,00 112.762.628.340,00 0,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 443.824.887.006,00 443.824.887.006,00 0,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 471.336.641.662,40 471.336.641.662,40 0,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 733.809.676.416,66 737.005.844.866,66 3.196.168.450,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 49.308.825.363,00 49.308.825.363,00 0,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 755.456.250,00 755.456.250,00 0,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 46.663.368.215,00 34.163.371.455,00 (12.499.996.760,00)

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 46.663.368.215,00 34.163.371.455,00 (12.499.996.760,00)

5.4 BELANJA TRANSFER 980.820.189.016,00 980.820.189.016,00 0,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 426.814.057.516,00 426.814.057.516,00 0,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 554.006.131.500,00 554.006.131.500,00 0,00

Jumlah Belanja 9.480.820.394.263,00 9.483.285.704.263,00 2.465.310.000,00

Total Surplus/(Defisit) (758.153.857.662,00) (758.153.857.662,00) 0,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 788.153.857.662,00 788.153.857.662,00 0,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 788.153.857.662,00 788.153.857.662,00 0,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

Pembiayaan Netto 758.153.857.662,00 758.153.857.662,00 0,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

LAMPIRAN 6

RINCIAN PERGESERAN PERTAMA SETELAH APBD PERUBAHAN 2025

KODE URAIAN
JUMLAH (Rp) BERKURANG/

BERTAMBAH



SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.146.253.269.714,00 5.148.718.579.714,00 2.465.310.000,00

4.1.01 Pajak Daerah 4.123.570.000.000,00 4.123.570.000.000,00 0,00

4.1.02 Retribusi Daerah 204.203.623.497,00 204.203.623.497,00 0,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.739.592.373,00 60.739.592.373,00 0,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 757.740.053.844,00 760.205.363.844,00 2.465.310.000,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.576.413.266.887,00 3.583.636.823.887,00 7.223.557.000,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.217.893.317.000,00 3.225.116.874.000,00 7.223.557.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 358.519.949.887,00 358.519.949.887,00 0,00

Jumlah Pendapatan 8.722.666.536.601,00 8.732.355.403.601,00 9.688.867.000,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 6.641.538.721.993,94 6.665.531.577.805,94 23.992.855.812,00

5.1.01 Belanja Pegawai 2.787.382.549.736,58 2.787.382.549.736,58 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.265.233.132,36 3.474.258.088.944,36 23.992.855.812,00

5.1.05 Belanja Hibah 384.480.739.125,00 384.480.739.125,00 0,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 19.410.200.000,00 19.410.200.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL 1.811.798.115.038,06 1.806.583.369.450,06 (5.214.745.588,00)

5.2.01 Belanja Modal Tanah 112.762.628.340,00 112.762.628.340,00 0,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 443.824.887.006,00 434.843.868.776,00 (8.981.018.230,00)

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 471.336.641.662,40 456.753.191.662,40 (14.583.450.000,00)

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 733.809.676.416,66 752.159.399.058,66 18.349.722.642,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 49.308.825.363,00 49.308.825.363,00 0,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 755.456.250,00 755.456.250,00 0,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 46.663.368.215,00 37.574.124.991,00 (9.089.243.224,00)

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 46.663.368.215,00 37.574.124.991,00 (9.089.243.224,00)

5.4 BELANJA TRANSFER 980.820.189.016,00 980.820.189.016,00 0,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 426.814.057.516,00 426.814.057.516,00 0,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 554.006.131.500,00 554.006.131.500,00 0,00

Jumlah Belanja 9.480.820.394.263,00 9.490.509.261.263,00 9.688.867.000,00

Total Surplus/(Defisit) (758.153.857.662,00) (758.153.857.662,00) 0,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 788.153.857.662,00 788.153.857.662,00 0,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 788.153.857.662,00 788.153.857.662,00 0,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

Pembiayaan Netto 758.153.857.662,00 758.153.857.662,00 0,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

LAMPIRAN 7

RINCIAN PERGESERAN KEDUA SETELAH APBD PERUBAHAN 2025

KODE URAIAN
JUMLAH (Rp) BERKURANG/

BERTAMBAH



SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.146.253.269.714,00 5.148.718.579.714,00 2.465.310.000,00

4.1.01 Pajak Daerah 4.123.570.000.000,00 4.123.570.000.000,00 0,00

4.1.02 Retribusi Daerah 204.203.623.497,00 204.203.623.497,00 0,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.739.592.373,00 60.739.592.373,00 0,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 757.740.053.844,00 760.205.363.844,00 2.465.310.000,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.576.413.266.887,00 3.588.735.992.887,00 12.322.726.000,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.217.893.317.000,00 3.230.216.043.000,00 12.322.726.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 358.519.949.887,00 358.519.949.887,00 0,00

Jumlah Pendapatan 8.722.666.536.601,00 8.737.454.572.601,00 14.788.036.000,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 6.641.538.721.993,94 6.670.630.746.805,94 29.092.024.812,00

5.1.01 Belanja Pegawai 2.787.382.549.736,58 2.792.481.718.736,58 5.099.169.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.265.233.132,36 3.474.258.088.944,36 23.992.855.812,00

5.1.05 Belanja Hibah 384.480.739.125,00 384.480.739.125,00 0,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 19.410.200.000,00 19.410.200.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL 1.811.798.115.038,06 1.806.583.369.450,06 (5.214.745.588,00)

5.2.01 Belanja Modal Tanah 112.762.628.340,00 112.762.628.340,00 0,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 443.824.887.006,00 434.843.868.776,00 (8.981.018.230,00)

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 471.336.641.662,40 456.753.191.662,40 (14.583.450.000,00)

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 733.809.676.416,66 752.159.399.058,66 18.349.722.642,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 49.308.825.363,00 49.308.825.363,00 0,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 755.456.250,00 755.456.250,00 0,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 46.663.368.215,00 37.574.124.991,00 (9.089.243.224,00)

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 46.663.368.215,00 37.574.124.991,00 (9.089.243.224,00)

5.4 BELANJA TRANSFER 980.820.189.016,00 980.820.189.016,00 0,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 426.814.057.516,00 426.814.057.516,00 0,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 554.006.131.500,00 554.006.131.500,00 0,00

Jumlah Belanja 9.480.820.394.263,00 9.495.608.430.263,00 14.788.036.000,00

Total Surplus/(Defisit) (758.153.857.662,00) (758.153.857.662,00) 0,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 788.153.857.662,00 788.153.857.662,00 0,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 788.153.857.662,00 788.153.857.662,00 0,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

Pembiayaan Netto 758.153.857.662,00 758.153.857.662,00 0,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

LAMPIRAN 8

RINCIAN PERGESERAN KETIGA SETELAH APBD PERUBAHAN 2025

KODE URAIAN
JUMLAH (Rp) BERKURANG/

BERTAMBAH



1 SD NEGERI PALAHLAR 5.610.000,00                     -                                         -                          5.610.000,00                  
2 SD NEGERI PASIRGADUNG II 1.500.000,00                     -                                         -                          1.500.000,00                  
3 SD NEGERI SUKAMULYA 01 2.000,00                            -                                         -                          2.000,00                         
4 SD NEGERI TALAGA 01 4.000,00                            -                                         -                          4.000,00                         
5 SD N TALAGA 03 200.500,00                        -                                         -                          200.500,00                     
6 SD NEGERI CIKUPA 02 500,00                               -                                         -                          500,00                            
7 SD NEGERI BOJONG 01 96.100,00                          -                                         -                          96.100,00                       
8 SD N PERUMNAS SURADITA 1.074.400,00                     -                                         -                          1.074.400,00                  
9 SD NEGERI SUKATANI II 5.700,00                            -                                         -                          5.700,00                         

10 SD NEGERI CISOKA III 16.075.000,00                   -                                         -                          16.075.000,00                
11 SDN KADU II -                                     -                                         150.000,00             150.000,00                     
12 SDN KADU IV 400.000,00                        -                                         -                          400.000,00                     
13 SD N NAGROG -                                     -                                         814.708,00             814.708,00                     
14 SD NEGERI CUKANGGALIH 2 1.800.000,00                     -                                         -                          1.800.000,00                  
15 SD N CUKANGGALIH III 98.200,00                          -                                         -                          98.200,00                       
16 SD NEGERI CURUG KULON II 934,00                               -                                         -                          934,00                            
18 SD N BINONG III 377.038,00                        -                                         -                          377.038,00                     
19 SD N BINONG I 9.100,00                            -                                         -                          9.100,00                         
20 SDN BINONG II 300.000,00                        -                                         -                          300.000,00                     
21 SDN MEKARSARI 1.635.000,00                     -                                         -                          1.635.000,00                  
22 SD N KUTRUK II 55.400,00                          -                                         -                          55.400,00                       
23 SDN TABAN 253.000,00                        -                                         -                          253.000,00                     
24 SD N SUKAMANAH 250.000,00                        -                                         -                          250.000,00                     
25 SD NEGERI PABUARAN I 1.480.000,00                     -                                         -                          1.480.000,00                  
26 SD NEGERI CIKANDE IV 656.000,00                        -                                         -                          656.000,00                     
27 SD NEGERI PAKULONAN BARAT I 236.300,00                        -                                         -                          236.300,00                     
28 SD NEGERI PAKULONAN BARAT II 5.700.000,00                     -                                         -                          5.700.000,00                  
29 SD NEGERI RUMPAK SINANG 80.000,00                          -                                         -                          80.000,00                       
30 SD NEGERI KELAPADUA I 10.000,00                          -                                         -                          10.000,00                       
31 SD NEGERI KELAPADUA II 46.785,00                          -                                         -                          46.785,00                       
32 SD NEGERI KELAPADUA 3 18.300,00                          -                                         -                          18.300,00                       
33 SD NEGERI CIHUNI I 124.610,00                        -                                         -                          124.610,00                     
34 SD NEGERI CIHUNI II 50.040,00                          -                                         -                          50.040,00                       
35 SD NEGERI GURUBUG 1 4.690.000,00                     -                                         -                          4.690.000,00                  
36 SD NEGERI GURUBUG II 924.000,00                        -                                         -                          924.000,00                     
37 SD NEGERI DANAU BATUR 592.726,00                        -                                         -                          592.726,00                     
38 SD NEGERI CURUGSANGERENG 50.000,00                          -                                         -                          50.000,00                       
39 SD NEGERI BENCONGAN I 1.710.000,00                     -                                         -                          1.710.000,00                  
40 SD NEGERI BENCONGAN VI 13.800,00                          -                                         -                          13.800,00                       
41 SD NEGERI BENCONGAN VII 5.598.000,00                     -                                         -                          5.598.000,00                  
42 SD N RANCALABUH 02 2.174.064,00                     -                                         -                          2.174.064,00                  
43 SD N PEMUKIMAN 15.400,00                          -                                         -                          15.400,00                       
44 SD N RAWARENGAS IV 324.133,00                        -                                         -                          324.133,00                     
45 SD N SALEMBARAN II 510.000,00                        -                                         -                          510.000,00                     
46 SD N RAWARENGAS II 595.900,00                        -                                         -                          595.900,00                     
47 SD NEGERI RAWARENGAS III 549.617,00                        -                                         -                          549.617,00                     
48 SD N RAWARENGAS I 60.000,00                          -                                         -                          60.000,00                       
49 SD NEGERI KOSAMBI II 4.373.500,00                     -                                         -                          4.373.500,00                  
50 SD NEGERI KOSAMBI I 1.788.846,00                     -                                         -                          1.788.846,00                  
51 SD N SUKAMAJU 260.900,00                        -                                         -                          260.900,00                     
52 SDN BOJONGRENGED 1 3.831.524,00                     -                                         -                          3.831.524,00                  
53 SD N BOJONGRENGED III 1.941.344,00                     -                                         -                          1.941.344,00                  
54 SDN CENGKLONG 2 1.639.402,00                     -                                         -                          1.639.402,00                  
55 SD NEGERI DADAP III 677.378,00                        -                                         -                          677.378,00                     
56 SD N DADAP IV 180.000,00                        -                                         -                          180.000,00                     
57 SD NEGERI BLIMBING III 446.519,00                        -                                         -                          446.519,00                     
58 SD NEGERI NAMBO 80.000,00                          -                                         -                          80.000,00                       
59 SD NEGERI GANGSA 113.200,00                        -                                         -                          113.200,00                     
60 SD N KRONJO III 47.000,00                          -                                         -                          47.000,00                       
61 SD NEGERI GAGA ILIR 10.000,00                          -                                         -                          10.000,00                       
62 SD NEGERI PALASARI 1 1.079.716,00                     -                                         -                          1.079.716,00                  
63 SD NEGERI PALASARI 2 4.800.000,00                     -                                         -                          4.800.000,00                  
64 SDN CARINGIN II 633.132,00                        -                                         -                          633.132,00                     
65 SD NEGERI CIRARAB I 200,00                               -                                         -                          200,00                            
66 SD N MAUK III 27.000,00                          -                                         -                          27.000,00                       
67 SD N KETAPANG 80.000,00                          -                                         -                          80.000,00                       
68 SD NEGERI TEGAL KUNIR LOR II 49.650,00                          -                                         -                          49.650,00                       
69 SD NEGERI KOSAMBI DALAM I 10.800,00                          -                                         -                          10.800,00                       
70 SD N MEDANG 763,00                               -                                         -                          763,00                            

LAMPIRAN 9

REKAPITULASI KAS DI BENDAHARA BOS PER SATUAN PENDIDIKAN DASAR
PER 31 DESEMBER 2025

No. SATUAN PENDIDIKAN SISA BOSP SISA KAS BOSP DARI 
SEKOLAH MERGER

UTANG PAJAK 
PUSAT

TOTAL



No. SATUAN PENDIDIKAN SISA BOSP SISA KAS BOSP DARI 
SEKOLAH MERGER

UTANG PAJAK 
PUSAT

TOTAL

71 SD N SITUGADUNG IV 63.500,00                          -                                         -                          63.500,00                       
72 SDN CICAYUR 105.000,00                        -                                         -                          105.000,00                     
73 SD N BOJONGNANGKA 39.000,00                          -                                         48.000,00               87.000,00                       
74 SDN PAKUHAJI I 314.677,00                        -                                         -                          314.677,00                     
75 SDN BUARAN MANGGA I 10.000,00                          -                                         -                          10.000,00                       
76 SD NEGERI SERDANGKULON III -                                     -                                         9.020,00                 9.020,00                         
77 SD NEGERI RANCAIYUH I -                                     -                                         519.500,00             519.500,00                     
78 SD NEGERI RANCAIYUH IV -                                     -                                         2.400,00                 2.400,00                         
79 SD NEGERI TARISI 180.400,00                        -                                         -                          180.400,00                     
80 SD NEGERI CIAKAR 2 1.700.000,00                     -                                         -                          1.700.000,00                  
81 SD NEGERI PANGADEGAN IV 800.000,00                        -                                         -                          800.000,00                     
82 SD NEGERI PASARKEMIS I 349.797,00                        -                                         -                          349.797,00                     
83 SD NEGERI PASARKEMIS II 2.251.200,00                     -                                         -                          2.251.200,00                  
84 SD NEGERI KUTABUMI II 3.620.000,00                     -                                         -                          3.620.000,00                  
85 SD N KUTAJAYA I 700,00                               -                                         -                          700,00                            
86 SD N SINDANGSARI III 50,00                                 -                                         -                          50,00                              
87 SD NEGERI SUKAASIH II 373.400,00                        -                                         490.000,00             863.400,00                     
88 SD NEGERI SUKAASIH III 3.695.050,00                     -                                         -                          3.695.050,00                  
89 SD NEGERI SUKAASIH I 35.884,00                          -                                         18.900,00               54.784,00                       
90 SD NEGERI SUKAMANTRI II 400.000,00                        -                                         -                          400.000,00                     
91 SD NEGERI GELAMJAYA I 902.000,00                        -                                         -                          902.000,00                     
92 SD NEGERI RANCABANGO 03 6.000,00                            -                                         -                          6.000,00                         
93 SD NEGERI MEKARSARI 02 4.410.000,00                     -                                         -                          4.410.000,00                  
94 SD NEGERI SUKATANI 03 555.500,00                        -                                         -                          555.500,00                     
95 SD NEGERI SUKATANI 04 25.000,00                          -                                         -                          25.000,00                       
96 SD NEGERI SUKATANI 02 207.000,00                        -                                         -                          207.000,00                     
97 SD NEGERI TANJAKAN 04 2.180.000,00                     -                                         -                          2.180.000,00                  
98 SD NEGERI SUKAMANAH 01 210.000,00                        -                                         -                          210.000,00                     
99 SD N SARAKAN I 755.000,00                        -                                         -                          755.000,00                     

100 SD N SARAKAN II 295.591,00                        -                                         -                          295.591,00                     
101 SD N SARAKAN IV 149.280,00                        -                                         -                          149.280,00                     
102 SD NEGERI SEPATAN V 869.902,00                        -                                         -                          869.902,00                     
103 SD NEGERI SEPATAN I 755.000,00                        -                                         -                          755.000,00                     
104 SDN SEPATAN 3 1.762.000,00                     -                                         -                          1.762.000,00                  
105 SD NEGERI KARET I 1.454.150,00                     -                                         -                          1.454.150,00                  
106 SD NEGERI KAYU AGUNG 536.000,00                        -                                         -                          536.000,00                     
107 SD N KAYU BONGKOK I 155.721,00                        -                                         -                          155.721,00                     
108 SD NEGERI KAYU BONGKOK 2 1.600.000,00                     -                                         -                          1.600.000,00                  
109 SD N KARET III 250.000,00                        -                                         -                          250.000,00                     
110 SDN SANGIANG III 10.660.000,00                   -                                         -                          10.660.000,00                
111 SD N SANGIANG V 1.920.000,00                     -                                         -                          1.920.000,00                  
112 SD NEGERI PONDOK KELOR 4.999.000,00                     -                                         -                          4.999.000,00                  
113 SD N RAWA GEMPOL 27.200,00                          -                                         -                          27.200,00                       
114 SDN KEDAUNG BARAT 4 30.000,00                          -                                         -                          30.000,00                       
115 SD N KAMPUNG KELOR II 38.000,00                          -                                         -                          38.000,00                       
116 SD N LEBAK WANGI 20.000,00                          -                                         -                          20.000,00                       
117 SDN SINDANGSONO I 500,00                               -                                         -                          500,00                            
118 SDN SINDANGSONO VI 58.500,00                          -                                         -                          58.500,00                       
119 SDN SUKAHARJA II -                                     -                                         60.000,00               60.000,00                       
120 SDN SUKAHARJA I 2.443.100,00                     -                                         -                          2.443.100,00                  
121 SDN WANAKERTA V 250.000,00                        -                                         -                          250.000,00                     
122 SDN WANAKERTA IV 90.000,00                          -                                         -                          90.000,00                       
123 SDN WANAKERTA III 35.000,00                          -                                         -                          35.000,00                       
124 SDN WANAKERTA II 666.700,00                        -                                         -                          666.700,00                     
125 SDN WANAKERTA I -                                     -                                         5.940.850,00          5.940.850,00                  
126 SDN BADAK ANOM 240.000,00                        -                                         -                          240.000,00                     
127 SD N MUNJUL I 100.000,00                        -                                         -                          100.000,00                     
128 SD NEGERI CIKUYA V 1.500.000,00                     -                                         500,00                    1.500.500,00                  
129 SD N CIKUYA IV 2.650.000,00                     -                                         -                          2.650.000,00                  
130 SD N CIKASUNGKA I 500.000,00                        -                                         -                          500.000,00                     
131 SD N CIKASUNGKA II 2.967.000,00                     -                                         -                          2.967.000,00                  
132 SD NEGERI CIKUYA I 386.600,00                        -                                         130.000,00             516.600,00                     
133 SD N CIKUYA II 3.736.000,00                     -                                         -                          3.736.000,00                  
134 SD N CIREUNDEU II 8.000,00                            -                                         -                          8.000,00                         
135 SDN CIKAREO II 500.000,00                        -                                         -                          500.000,00                     
136 SD NEGERI PEKAYON I 1.000,00                            -                                         -                          1.000,00                         
137 SD N MERAK 1 190.000,00                        -                                         -                          190.000,00                     
138 SDN MERAK 3 430.600,00                        -                                         -                          430.600,00                     
139 SD N PANCAR BUDAYA 4.521.573,00                     -                                         -                          4.521.573,00                  
140 SD NEGERI PANGKALAN I 183.100,00                        -                                         -                          183.100,00                     
141 SD NEGERI PANGKALAN 2 137.980,00                        -                                         -                          137.980,00                     
142 SD NEGERI PANGKALAN 3 264.210,00                        -                                         -                          264.210,00                     
143 SD N KEBONCAU 1 5.271.082,00                     -                                         -                          5.271.082,00                  
144 SD N KEBONCAU III 35.400,00                          -                                         -                          35.400,00                       
145 SD NEGERI KEBONCAU IV 26.000,00                          -                                         -                          26.000,00                       
146 SD N KAMPUNG MELAYU VII 772.198,00                        -                                         -                          772.198,00                     



No. SATUAN PENDIDIKAN SISA BOSP SISA KAS BOSP DARI 
SEKOLAH MERGER

UTANG PAJAK 
PUSAT

TOTAL

147 SD N KAMPUNG MELAYU IV 184.616,00                        -                                         -                          184.616,00                     
148 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU 09 234.600,00                        -                                         -                          234.600,00                     
149 SD N KAMPUNG BESAR III 216.200,00                        -                                         -                          216.200,00                     
150 SD NEGERI KAMPUNG BESAR II 5.500,00                            -                                         -                          5.500,00                         
151 SD NEGERI KAMPUNG BESAR I 1.166.900,00                     -                                         -                          1.166.900,00                  
152 SD N MUARA I 636.961,00                        -                                         -                          636.961,00                     
153 SD NEGERI MUARA II 661.240,00                        -                                         -                          661.240,00                     
154 SD NEGERI MUARA III 751.500,00                        -                                         -                          751.500,00                     
155 SD N LEMO I 59.371,00                          -                                         -                          59.371,00                       
156 SD NEGERI LEMO 2 200.890,00                        -                                         -                          200.890,00                     
157 SD NEGERI TEGALANGUS 37.500,00                          -                                         -                          37.500,00                       
158 SD N TELUKNAGA II 1.475.400,00                     -                                         -                          1.475.400,00                  
159 SD NEGERI TANJUNG BURUNG 60.113,00                          -                                         -                          60.113,00                       
160 SD NEGERI HARAPAN 1.148.687,00                     -                                         -                          1.148.687,00                  
161 SD NEGERI MATAGARA -                                     -                                         638.000,00             638.000,00                     
162 SD NEGERI TIGARAKSA 02 -                                     -                                         27.900,00               27.900,00                       
163 SD NEGERI CIGALING -                                     -                                         118.932,00             118.932,00                     
164 SD NEGERI GUDANG -                                     -                                         69.100,00               69.100,00                       
165 SD N GURADOG -                                     -                                         12.500,00               12.500,00                       
166 SD N JALUPANG -                                     -                                         40.000,00               40.000,00                       
167 SD N BANTARPANJANG 150.000,00                        -                                         -                          150.000,00                     
168 SMP NEGERI 5 CIKUPA 1.140.112,00                     -                                         350.000,00             1.490.112,00                  
169 SMP NEGERI 1 CISAUK 20.400,00                          -                                         -                          20.400,00                       
170 SMP N 1 CISOKA 505.000,00                        -                                         -                          505.000,00                     
171 SMP NEGERI 1 CURUG 1.809.544,00                     -                                         -                          1.809.544,00                  
172 SMP NEGERI 2 CURUG 31.300,00                          -                                         -                          31.300,00                       
173 SMPN 4 CURUG 24.178.900,00                   -                                         800,00                    24.179.700,00                
174 SMPN 5 CURUG 969.332,00                        -                                         -                          969.332,00                     
175 SMP NEGERI 1 KELAPA DUA 3.791.860,00                     -                                         -                          3.791.860,00                  
176 SMP NEGERI 2 KELAPA DUA 11.446.900,00                   -                                         -                          11.446.900,00                
177 SMP NEGERI 2 KEMIRI 7.500,00                            -                                         -                          7.500,00                         
178 SMP NEGERI 1 KEMIRI 324.597,00                        -                                         -                          324.597,00                     
179 SMP NEGERI 2 KOSAMBI 23.146.700,00                   -                                         -                          23.146.700,00                
180 SMPN 3 KOSAMBI 8.720.607,00                     -                                         -                          8.720.607,00                  
181 SMPN 2 KRESEK 250.000,00                        -                                         -                          250.000,00                     
182 SMP NEGERI 1 LEGOK 165.698,00                        -                                         -                          165.698,00                     
183 SMP NEGERI 1 MAUK 7.809.196,00                     -                                         -                          7.809.196,00                  
184 SMPN 2 PAGEDANGAN 526.828,00                        -                                         100.000,00             626.828,00                     
185 SMP N 1 PAKUHAJI 700.000,00                        -                                         -                          700.000,00                     
186 SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS 398.000,00                        -                                         -                          398.000,00                     
187 SMP NEGERI 2 PASARKEMIS 1.270.090,00                     -                                         -                          1.270.090,00                  
188 SMP NEGERI 1 RAJEG 1.406.300,00                     -                                         -                          1.406.300,00                  
189 SMPN 3 SEPATAN 8.611.587,00                     -                                         -                          8.611.587,00                  
190 SMPN 4 SEPATAN 902.084,00                        -                                         -                          902.084,00                     
192 SMP NEGERI 3 SEPATAN TIMUR 6.627.100,00                     -                                         -                          6.627.100,00                  
193 SMP NEGERI 1 SINDANG JAYA 1.239.003,00                     -                                         -                          1.239.003,00                  
194 SMPN 4 SOLEAR -                                     -                                         60.000,00               60.000,00                       
195 SMP NEGERI 6 SOLEAR 591.000,00                        -                                         -                          591.000,00                     
196 SMP NEGERI 2 SOLEAR 807.500,00                        -                                         -                          807.500,00                     
197 SMP NEGERI 5 SOLEAR -                                     -                                         218.734,00             218.734,00                     
198 SMP NEGERI 1 SUKADIRI 12.250,00                          -                                         -                          12.250,00                       
199 SMP NEGERI 2 TELUKNAGA TANGERANG 100.000,00                        -                                         -                          100.000,00                     
200 SMP NEGERI 3 TIGARAKSA 12.471.600,00                   -                                         -                          12.471.600,00                
201 TK NEGERI PERTIWI TIGARAKSA 15.000,00                          -                                         -                          15.000,00                       
202 SKB KESETARAAN  NEGERI 182,00                               -                                         -                          182,00                            

281.688.614,00                 -                                         9.819.844,00          291.508.458,00              JUMLAH



LAMPIRAN 10

No Nama BLUD Puskesmas Sisa Dana BOK Jasa Giro Pajak Belum Setor Saldo
1 BLUD Puskesmas Rajeg 931,00                    26.308,00               -                            27.239,00               
2 BLUD Puskesmas Teluknaga 3.126.583,00          24.711,00               -                            3.151.294,00          
3 BLUD Puskesmas Kronjo 1.546.908,00          25.911,00               -                            1.572.819,00          
4 BLUD Puskesmas Sindang Jaya 606.650,00             11.785,00               -                            618.435,00             
5 BLUD Puskesmas Curug 1.571.914,00          32.029,00               -                            1.603.943,00          
6 BLUD Puskesmas Cikupa 2.718.178,00          32.269,00               -                            2.750.447,00          
7 BLUD Puskesmas Mauk 147.379,00             9.816,00                 -                            157.195,00             
8 BLUD Puskesmas Balaraja 921.607,00             14.753,00               -                            936.360,00             
9 BLUD Puskesmas Kutabumi 1.807.695,00          15.219,00               -                            1.822.914,00          
10 BLUD Puskesmas Sepatan 3.498.321,00          2.762,00                 -                            3.501.083,00          
11 BLUD Puskesmas Cikuya 87.421,00               16.158,00               -                            103.579,00             
12 BLUD Puskesmas Cisoka 171.297,00             61.073,00               -                            232.370,00             
13 BLUD Puskesmas Gembong 360.611,00             1.851,00                 -                            362.462,00             
14 BLUD Puskesmas Kelapa Dua 205.821,00             4.716,00                 -                            210.537,00             
15 BLUD Puskesmas Kedaung Barat 24.472.384,00        41.817,00               -                            24.514.201,00        
16 BLUD Puskesmas Jambe 174.016,00             4.952,00                 -                            178.968,00             
17 BLUD Puskesmas Jalan Emas 64.456.535,00        28.376,00               -                            64.484.911,00        
18 BLUD Puskesmas Pagedangan 141.867,00             13.549,00               -                            155.416,00             
19 BLUD Puskesmas Jayanti 1.342.946,00          28.993,00               -                            1.371.939,00          
20 BLUD Puskesmas Pakuhaji 354.509,00             16.565,00               -                            371.074,00             
21 BLUD Puskesmas Pasir Nangka 26.287.731,00        22.500,00               -                            26.310.231,00        
22 BLUD Puskesmas Sukamulya 2.099.125,00          12.720,00               -                            2.111.845,00          
23 BLUD Puskesmas Sukadiri 757.528,00             15.455,00               -                            772.983,00             
24 BLUD Puskesmas Tigaraksa 18.637.900,00        18.083,00               -                            18.655.983,00        
25 BLUD Puskesmas Kresek 235.162,00             4.024,00                 -                            239.186,00             
26 BLUD Puskesmas Binong 121.654,00             10.567,00               -                            132.221,00             
27 BLUD Puskesmas Bojong Kamal 846.657,00             18.719,00               -                            865.376,00             
28 BLUD Puskesmas Bojong Nangka 585.783,00             4.405,00                 -                            590.188,00             
29 BLUD Puskesmas Cisauk 571.678,00             10.498,00               -                            582.176,00             
30 BLUD Puskesmas Gunung Kaler 3.978.652,00          6.331,00                 -                            3.984.983,00          
31 BLUD Puskesmas Jalan Kutai 2.173.662,00          4.462,00                 -                            2.178.124,00          
32 BLUD Puskesmas Kemiri 5.037.165,00          39.994,00               -                            5.077.159,00          
33 BLUD Puskesmas Kosambi 134.697,00             6.362,00                 -                            141.059,00             
34 BLUD Puskesmas Legok 6.228.530,00          7.624,00                 -                            6.236.154,00          
35 BLUD Puskesmas Mekar Baru 111.948,00             6.341,00                 -                            118.289,00             
36 BLUD Puskesmas Panongan 2.328.193,00          13.179,00               -                            2.341.372,00          
37 BLUD Puskesmas Pasir Jaya 409.719,00             19.162,00               -                            428.881,00             
38 BLUD Puskesmas Salembaran Jaya 4.031.242,00          6.064,00                 -                            4.037.306,00          
39 BLUD Puskesmas Sukatani 108.117,00             5.517,00                 -                            113.634,00             
40 BLUD Puskesmas Sukawali 1.569.726,00          5.419,00                 -                            1.575.145,00          
41 BLUD Puskesmas Suradita 421.818,00             17.622,00               -                            439.440,00             
42 BLUD Puskesmas Tegal Angus 1.658.283,00          41.992,00               -                            1.700.275,00          
43 BLUD Puskesmas Pasar Kemis 947.102,00             16.129,00               -                            963.231,00             
44 BLUD Puskesmas Caringin 144.691,00             6.922,00                 -                            151.613,00             

187.140.336,00      733.704,00             -                            187.874.040,00      

Rincian Saldo Kas Dana BOK per Puskesmas
per 31 Desember 2025

JUMLAH



< 1 BULAN 1 s.d. 3 BULAN 3 s.d. 12 BULAN  > 12 BULAN

          126.701.114.771,00                 72.898.480.463,00           96.936.539.439,00          585.209.713.809,00                   881.745.848.482,00 
Badan Pendapatan Daerah Piutang Pajak Hotel -                                     -                                        -                                  Rp1.336.037.118,00 1.336.037.118,00                     
Badan Pendapatan Daerah Piutang Pajak Restoran -                                     -                                        -                                  Rp8.032.135.697,00 8.032.135.697,00                     
Badan Pendapatan Daerah Piutang Pajak Hiburan -                                     -                                        -                                  Rp962.426.537,00 962.426.537,00                        
Badan Pendapatan Daerah Piutang Pajak Reklame 673.264.707,00                 162.486.727,00                    103.915.089,00               170.959.394,00               1.110.625.917,00                     
Badan Pendapatan Daerah Piutang Pajak Parkir 20.086.155,00                   -                                  449.449.956,00               469.536.111,00                        
Badan Pendapatan Daerah Piutang Pajak Air Tanah 214.347.418,00                 2.144.043,00                        31.174.665,00                 7.643.425,00                   255.309.551,00                        
Badan Pendapatan Daerah Piutang PBB-P2 125.557.677.807,00          72.733.849.693,00               96.801.449.685,00          574.251.061.682,00        869.344.038.867,00                 
Badan Pendapatan Daerah Piutang BPHTB 235.738.684,00                 -                                        -                                  -                                   235.738.684,00                        

              2.444.881.871,00                      258.643.833,00                754.746.228,00              2.108.729.827,00                       5.567.001.759,00 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Izin Mendirikan Bangunan -                                     -                                        -                                  2.108.729.827,00            2.108.729.827,00                     
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Persetujuan Bangunan Gedung 2.444.881.871,00              258.643.833,00                    754.746.228,00               -                                   3.458.271.932,00                     

              6.534.646.671,49                      683.497.077,50                959.118.173,50            17.423.282.794,01                                -                       25.600.544.716,50 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TGR (Tuntutan Ganti Rugi) -                                     -                                        -                                  393.891.240,00               393.891.240,00                        
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TP (Tuntutan Perbendaharaan) -                                     -                                        -                                  356.807.758,01               356.807.758,01                        
Badan Pendapatan Daerah Denda Pajak* -                                     -                                        -                                  1.995.803.725,00            1.995.803.725,00                     
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Angsuran/Cicilan -                                     -                                        -                                  88.863.000,00                 88.863.000,00                          
BLUD Puskesmas Piutang BLUD* 201.630.000,00                 -                                        -                                  -                                   201.630.000,00                        
RSUD Kab Tangerang Piutang BLUD 2.334.692.028,00              94.402.000,00                      396.408.870,00               11.715.851.896,00          14.541.354.794,00                   
RSUD Balaraja Piutang BLUD 63.830.763,00                   579.732.842,50                    557.196.243,50               2.820.366.875,00            4.021.126.724,00                     
RSUD Pakuhaji Piutang BLUD -                                     9.362.235,00                        5.513.060,00                   51.698.300,00                 66.573.595,00                          
SKPKD Piutang dari Pengembalian 3.934.493.880,49 3.934.493.880,49                     

            80.633.219.273,00                                            -                                        -                                        -                       80.633.219.273,00 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Piutang BHP & BHBP -                                     -                                        -                                  -                                   -                                            
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Piutang BHPP 80.633.219.273,00            -                                        -                                  -                                   80.633.219.273,00                   

          216.313.862.586,49                 73.840.621.373,50           98.650.403.840,50          604.741.726.430,01                   993.546.614.230,50 

< 3 BULAN 3 s/d 6 BULAN 6 s/d 9 BULAN 9 s/d 12 BULAN  > 12 BULAN
UPTD Pengelola Dana Bergulir Piutang BLUD 3.597.218,00 22.840.578,00 27.374.992,00 72.982.104,00 1.177.174.287,00 1.303.969.179,00

3.597.218,00 22.840.578,00 27.374.992,00 72.982.104,00 1.177.174.287,00 1.303.969.179,00
994.850.583.409,50                 

KLASIFIKASI UMUR PIUTANG
PIUTANG PER 31 DES 2025

JUMLAH
TOTAL

LAMPIRAN 11

TOTAL PIUTANG PAJAK

TOTAL PIUTANG RETRIBUSI

TOTAL PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

TOTAL PIUTANG DANA TRANSFER

JUMLAH

NAMA SKPD JENIS PIUTANG

KLASIFIKASI PIUTANG BERDASARKAN UMUR PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2025

NAMA SKPD JENIS PIUTANG PIUTANG PER 31 DES 2025
KLASIFIKASI UMUR PIUTANG



LAMPIRAN 12

No SKPD Saldo (Rp)
1 Dinas Pendidikan 2.230.475.488,40             
2 Dinas Kesehatan 27.470.221.003,93           
3 BLUD Puskesmas Rajeg 1.412.299.780,40             
4 BLUD Puskesmas Teluknaga 1.422.959.722,66             
5 BLUD Puskesmas Kronjo 642.518.246,48                
6 BLUD Puskesmas Sindang Jaya 1.162.486.324,18             
7 BLUD Puskesmas Curug 1.577.314.557,30             
8 BLUD Puskesmas Cikupa 1.308.390.696,80             
9 BLUD Puskesmas Mauk 1.470.224.095,50             

10 BLUD Puskesmas Balaraja 1.122.492.789,68             
11 BLUD Puskesmas Kutabumi 1.676.540.251,54             
12 BLUD Puskesmas Sepatan 1.624.721.001,69             
13 BLUD Puskesmas Cikuya 1.414.166.122,85             
14 BLUD Puskesmas Cisoka 1.080.642.484,26             
15 BLUD Puskesmas Gembong 833.944.012,19                
16 BLUD Puskesmas Kelapa Dua 1.678.426.260,87             
17 BLUD Puskesmas Kedaung Barat 1.033.287.274,92             
18 BLUD Puskesmas Jambe 899.709.676,27                
19 BLUD Puskesmas Jalan Emas 624.448.056,07                
20 BLUD Puskesmas Pagedangan 741.973.465,66                
21 BLUD Puskesmas Jayanti 825.933.391,42                
22 BLUD Puskesmas Pakuhaji 1.012.228.500,82             
23 BLUD Puskesmas Pasir Nangka 783.214.912,54                
24 BLUD Puskesmas Sukamulya 563.563.222,37                
25 BLUD Puskesmas Sukadiri 774.790.920,33                
26 BLUD Puskesmas Tigaraksa 1.017.332.886,85             
27 BLUD Puskesmas Kresek 768.350.694,92                
28 BLUD Puskesmas Binong 858.057.617,49                
29 BLUD Puskesmas Bojong Kamal 680.163.410,56                
30 BLUD Puskesmas Bojong Nangka 733.648.457,70                
31 BLUD Puskesmas Cisauk 904.465.737,69                
32 BLUD Puskesmas Gunung Kaler 736.976.088,92                
33 BLUD Puskesmas Jalan Kutai 578.355.917,79                
34 BLUD Puskesmas Kemiri 626.355.136,64                
35 BLUD Puskesmas Kosambi 757.795.187,33                
36 BLUD Puskesmas Legok 807.043.111,90                
37 BLUD Puskesmas Mekar Baru 389.131.156,44                
38 BLUD Puskesmas Panongan 1.123.109.002,70             
39 BLUD Puskesmas Pasir Jaya 547.447.650,35                
40 BLUD Puskesmas Salembaran Jaya 602.867.585,25                
41 BLUD Puskesmas Sukatani 757.761.723,87                
42 BLUD Puskesmas Sukawali 810.307.108,02                
43 BLUD Puskesmas Suradita 858.985.244,76                
44 BLUD Puskesmas Tegal Angus 747.660.396,64                
45 BLUD Puskesmas Pasar Kemis 587.910.108,27                
46 RSUD Pakuhaji 8.376.287.017,42             
47 BLUD Puskesmas Caringin 461.357.797,63                
48 RSUD Balaraja 9.144.883.045,40             
49 RSUD Kabupaten Tangerang 24.149.222.662,53           

SALDO PERSEDIAAN PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2025



No SKPD Saldo (Rp)
50 BLUD Labkesda 672.841.824,21                
51 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1.090.399.300,00             
52 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 22.143.825.247,70           
53 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 466.022.709,88                
54 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 93.005.187,86                  
55 Satuan Polisi Pamong Praja 29.759.410,00                  
56 Dinas Sosial 759.920.129,00                
57 Dinas Tenaga Kerja 13.516.000,00                  
58 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14.108.000,00                  
59 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 6.238.200,00                    
60 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.310.574.378,50           
61 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3.852.900,00                    
62 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 701.502.135,00                
63 Dinas Perhubungan 13.858.463.176,00           
64 Dinas Komunikasi dan Informatika 235.986.150,00                
65 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 20.567.050,00                  
66 UPTD Pengelola Dana Bergulir 16.197.700,00                  
67 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 154.120.525,00                
68 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.739.600,00                    
69 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2.166.600,00                    
70 Dinas Perikanan 94.789.892,00                  
71 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5.365.545.795,04             
72 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9.099.425,00                    
73 Sekretariat Daerah 3.857.014.642,40             
74 Sekretariat DPRD 505.431.045,00                
75 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 138.293.700,00                
76 Badan Pendapatan Daerah 599.312.601,98                
77 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 153.745.304,00                
78 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.875.000,00                    
79 Inspektorat Kabupaten 45.646.200,00                  
80 Kecamatan Tigaraksa 2.302.700,00                    
81 Kecamatan Cikupa 2.635.600,00                    
82 Kecamatan Panongan 17.275.400,00                  
83 Kecamatan Curug 14.516.450,00                  
84 Kecamatan Legok 9.350.100,00                    
85 Kecamatan Pasar Kemis 1.412.425,00                    
86 Kecamatan Balaraja 2.437.200,00                    
87 Kecamatan Kresek 17.944.667,00                  
88 Kecamatan Kronjo 615.500,00                       
89 Kecamatan Mauk 7.120.000,00                    
90 Kecamatan Rajeg 3.857.139,00                    
91 Kecamatan Sepatan 633.500,00                       
92 Kecamatan Teluknaga 2.802.400,00                    
93 Kecamatan Cisoka 2.360.000,00                    
94 Kecamatan Pakuhaji 4.116.900,00                    
95 Kecamatan Kosambi 825.900,00                       
96 Kecamatan Pagedangan 843.000,00                       
97 Kecamatan Jambe 6.979.500,00                    
98 Kecamatan Jayanti 2.256.500,00                    
99 Kecamatan Kemiri 1.635.200,00                    

100 Kecamatan Sukadiri 1.129.400,00                    
101 Kecamatan Cisauk 14.475.256,00                  
102 Kecamatan Sepatan Timur 1.454.650,00                    
103 Kecamatan Sindang Jaya 2.539.200,00                    



No SKPD Saldo (Rp)
104 Kecamatan Kelapa Dua 2.184.000,00                    
105 Kecamatan Solear 11.720.900,00                  
106 Kecamatan Mekar Baru 1.345.000,00                    
107 Kecamatan Sukamulya 2.389.600,00                    
108 Kecamatan Gunung Kaler 727.000,00                       
109 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 26.988.700,00                  

TOTAL 173.949.880.621,77        



LAMPIRAN 13

NO SKPD KADALUARSA/USANG/ 
RUSAK

 RETUR (TARIK 
IJIN EDAR) JUMLAH

1  Dinas Kesehatan 999.279.049,00                  999.279.049                     
2  BLUD Puskesmas Rajeg 4.267.575,00                      4.267.575                         
3  BLUD Puskesmas Teluknaga 7.436.500,00                      7.436.500                         
4  BLUD Puskesmas Kronjo 3.718.836,00                      3.718.836                         
5  BLUD Puskesmas Sindang Jaya 17.264.692,00                    17.264.692                       
6  BLUD Puskesmas Curug 4.455.631,25                      4.455.631                         
7  BLUD Puskesmas Cikupa 6.458.460,00                      6.458.460                         
8  BLUD Puskesmas Mauk 15.951.783,00                    15.951.783                       
9  BLUD Puskesmas Balaraja 4.400.968,00                      4.400.968                         

10  BLUD Puskesmas Kutabumi 186.361,00                         186.361                            
11  BLUD Puskesmas Sepatan 12.150.385,00                    12.150.385                       
12  BLUD Puskesmas Cikuya 22.724.683,00                    22.724.683                       
13  BLUD Puskesmas Cisoka 21.965.835,00                    21.965.835                       
14  BLUD Puskesmas Gembong 18.785.379,00                    18.785.379                       
15  BLUD Puskesmas Kelapa Dua 2.194.690,00                      2.194.690                         
16  BLUD Puskesmas Kedaung Barat 60.474.506,65                    60.474.507                       
17  BLUD Puskesmas Jambe 6.526.255,00                      6.526.255                         
18  BLUD Puskesmas Jalan Emas 2.138.600,00                      2.138.600                         
19  BLUD Puskesmas Jayanti 80.513.405,00                    80.513.405                       
20  BLUD Puskesmas Pakuhaji 8.464.178,00                      8.464.178                         
21  BLUD Puskesmas Pasir Nangka 5.355.004,00                      5.355.004                         
22  BLUD Puskesmas Sukamulya 1.393.200,00                      1.393.200                         
23  BLUD Puskesmas Sukadiri 18.377.689,00                    18.377.689                       
24  BLUD Puskesmas Tigaraksa 1.519.710,00                      1.519.710                         
25  BLUD Puskesmas Kresek 10.696.888,00                    10.696.888                       
26  BLUD Puskesmas Binong 13.097.661,24                    13.097.661                       
27  BLUD Puskesmas Bojong Kamal 1.232.306,56                      1.232.307                         
28  BLUD Puskesmas Bojong Nangka 14.819.638,68                    14.819.639                       
29  BLUD Puskesmas Cisauk 122.105.049,00                  122.105.049                     
30  BLUD Puskesmas Gunung Kaler 1.224.600,00                      1.224.600                         
31  BLUD Puskesmas Jalan Kutai 3.273.346,56                      3.273.347                         
32  BLUD Puskesmas Kemiri 6.403.640,00                      6.403.640                         
33  BLUD Puskesmas Kosambi 855.015,00                         855.015                            
34  BLUD Puskesmas Legok 1.379.550,00                      1.379.550                         
35  BLUD Puskesmas Mekar Baru 18.388.915,11                    18.388.915                       
36  BLUD Puskesmas Panongan 20.517.964,00                    20.517.964                       
37  BLUD Puskesmas Pasir Jaya 2.080.944,00                      2.080.944                         
38  BLUD Puskesmas Salembaran Jaya 1.243.560,00                      1.243.560                         
39  BLUD Puskesmas Sukatani 3.532.323,00                      3.532.323                         
40  BLUD Puskesmas Sukawali 3.796.947,00                      3.796.947                         
41  BLUD Puskesmas Suradita 1.416.588,00                      1.416.588                         

42  BLUD Puskesmas Pasar Kemis 19.596.415,13                    19.596.415                       

43 RSUD Pakuhaji 2.125.312.751,00               2.125.312.751                  
44  BLUD Puskesmas Caringin 1.954.320,00                      1.954.320                         
45  RSUD Kabupaten Tangerang 99.645.596,12                    99.645.596                       
46  Dinas Sosial 135.000,00                         135.000                            
47  Dinas Perhubungan 5.550.000,00                      5.550.000                         
48  Sekretariat Daerah 10.855.000,00                    10.855.000                       

3.815.117.393,30               -                             3.815.117.393,30             

REKAPITULASI PERSEDIAAN USANG/KADALUARSA/RUSAK/RETUR
PER 31 DESEMBER 2025



 Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi dan 
Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi dalam 

Pengerjaan  Total Aset Tetap  Akumulasi Penyusutan  Total Aset Tetap Netto 

1 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan        1.116.417.352.677,10        501.549.628.619,37        2.733.069.382.283,99          101.366.465.676,00        104.646.370.986,07                               -          4.557.049.200.242,53        (1.760.979.501.195,16) 2.796.069.699.047,37      
2 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan             70.785.487.000,00        158.437.210.129,03           194.268.058.564,86            43.178.591.252,13                   2.318.000,00                               -             466.671.664.946,02           (117.105.841.135,79) 349.565.823.810,23         
3 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD Puskesmas Rajeg                    24.515.112,00            5.293.253.583,78               4.743.413.593,00                 283.805.000,00                                     -                                 -               10.344.987.288,78               (6.618.743.508,55) 3.726.243.780,23             
4 1.02.0.00.0.00.01.0002 BLUD Puskesmas Teluknaga                    29.911.850,00            5.317.960.007,82               3.426.423.323,00                 150.664.000,00                                     -                                 -                 8.924.959.180,82               (6.031.978.384,98) 2.892.980.795,84             
5 1.02.0.00.0.00.01.0003 BLUD Puskesmas Kronjo                    20.168.500,00            6.474.597.978,84               6.414.154.240,00                 386.755.000,00                                     -                                 -               13.295.675.718,84               (9.002.844.342,46) 4.292.831.376,38             
6 1.02.0.00.0.00.01.0004 BLUD Puskesmas Sindang Jaya               2.643.057.500,00            4.741.880.646,00               6.487.776.240,00                                       -                                       -                                 -               13.872.714.386,00               (7.376.213.213,26) 6.496.501.172,74             
7 1.02.0.00.0.00.01.0005 BLUD Puskesmas Curug                    80.000.000,00            6.154.340.032,63               5.434.557.537,00                                       -                                       -                                 -               11.668.897.569,63               (7.677.579.955,44) 3.991.317.614,19             
8 1.02.0.00.0.00.01.0006 BLUD Puskesmas Cikupa               7.964.853.603,49            5.474.900.077,55               6.329.089.430,60                 125.342.000,00                                     -                                 -               19.894.185.111,64               (7.349.046.859,28) 12.545.138.252,36           
9 1.02.0.00.0.00.01.0007 BLUD Puskesmas Mauk                  119.847.200,00            6.414.302.230,00             23.899.459.988,00                                       -                   27.500.000,00                               -               30.461.109.418,00             (13.383.243.128,80) 17.077.866.289,20           
10 1.02.0.00.0.00.01.0008 BLUD Puskesmas Balaraja               2.511.443.700,00            5.043.182.174,50               4.058.530.354,00                                       -                   15.451.150,00                               -               11.628.607.378,50               (7.179.740.628,59) 4.448.866.749,91             
11 1.02.0.00.0.00.01.0009 BLUD Puskesmas Kutabumi               1.869.560.000,00            7.343.596.300,00             14.199.220.778,01                                       -                   10.000.000,00                               -               23.422.377.078,01               (9.808.020.240,91) 13.614.356.837,10           
12 1.02.0.00.0.00.01.0010 BLUD Puskesmas Sepatan               3.066.980.700,00            7.404.613.000,65               4.255.920.164,00                                       -                                       -                                 -               14.727.513.864,65               (7.175.605.020,85) 7.551.908.843,80             
13 1.02.0.00.0.00.01.0011 BLUD Puskesmas Cikuya               3.234.000.000,00            7.689.288.512,26             10.250.436.712,00                   13.200.000,00                                     -                                 -               21.186.925.224,26             (10.336.353.569,82) 10.850.571.654,44           
14 1.02.0.00.0.00.01.0012 BLUD Puskesmas Cisoka                  229.154.400,00            7.778.171.500,23               9.032.025.425,00                                       -                                       -                                 -               17.039.351.325,23               (9.307.685.596,95) 7.731.665.728,28             
15 1.02.0.00.0.00.01.0013 BLUD Puskesmas Gembong                  275.000.000,00            4.178.158.613,00               4.914.933.005,00                 136.105.000,00                                     -                                 -                 9.504.196.618,00               (5.740.136.938,33) 3.764.059.679,67             
16 1.02.0.00.0.00.01.0014 BLUD Puskesmas Kelapa Dua                  385.000.000,00            8.892.866.356,14             16.449.561.564,06                 113.000.000,00                                     -                                 -               25.840.427.920,20               (7.129.858.535,72) 18.710.569.384,48           
17 1.02.0.00.0.00.01.0015 BLUD Puskesmas Kedaung Barat               8.354.980.000,00            6.756.948.991,48               3.784.082.225,00                 101.026.000,00                   8.950.000,00                               -               19.005.987.216,48               (8.144.372.450,05) 10.861.614.766,43           
18 1.02.0.00.0.00.01.0016 BLUD Puskesmas Jambe                  660.081.000,00            6.642.145.539,33             12.493.415.460,00                   87.584.000,00                                     -                                 -               19.883.225.999,33               (8.678.693.153,71) 11.204.532.845,62           
19 1.02.0.00.0.00.01.0017 BLUD Puskesmas Jalan Emas                  962.500.000,00            3.572.481.504,08               2.795.442.325,00                 161.700.000,00                                     -                                 -                 7.492.123.829,08               (4.464.353.446,28) 3.027.770.382,80             
20 1.02.0.00.0.00.01.0018 BLUD Puskesmas Pagedangan                    67.200.000,00            5.300.618.654,00               4.513.821.925,00                 138.855.000,00                                     -                                 -               10.020.495.579,00               (8.112.997.190,18) 1.907.498.388,82             
21 1.02.0.00.0.00.01.0019 BLUD Puskesmas Jayanti               1.281.380.000,00            4.439.775.002,00               2.672.376.923,00                                       -                                       -                                 -                 8.393.531.925,00               (5.037.710.056,71) 3.355.821.868,29             
22 1.02.0.00.0.00.01.0020 BLUD Puskesmas Pakuhaji               1.179.892.000,00            6.324.390.829,73               7.205.845.335,00                 197.770.000,00                 19.700.000,00                               -               14.927.598.164,73               (8.763.582.317,59) 6.164.015.847,14             
23 1.02.0.00.0.00.01.0021 BLUD Puskesmas Pasir Nangka               8.745.366.200,00            3.631.113.933,63               3.696.084.707,00                   41.440.000,00                                     -                                 -               16.114.004.840,63               (5.172.837.208,69) 10.941.167.631,94           
24 1.02.0.00.0.00.01.0022 BLUD Puskesmas Sukamulya             31.284.928.541,00            5.092.164.556,00               2.301.048.032,00                 241.165.000,00                                     -                                 -               38.919.306.129,00               (4.859.000.191,39) 34.060.305.937,61           
25 1.02.0.00.0.00.01.0023 BLUD Puskesmas Sukadiri               1.205.948.800,00            4.591.015.509,75               5.072.698.500,00                     8.000.000,00                 12.000.000,00                               -               10.889.662.809,75               (6.921.654.193,97) 3.968.008.615,78             
26 1.02.0.00.0.00.01.0024 BLUD Puskesmas Tigaraksa             12.924.615.000,00            6.536.717.796,73             15.783.279.542,00                                       -                                       -                                 -               35.244.612.338,73               (8.757.456.789,23) 26.487.155.549,50           
27 1.02.0.00.0.00.01.0025 BLUD Puskesmas Kresek                    42.000.000,00            5.845.340.171,50               5.692.157.456,00                                       -                        220.000,00                               -               11.579.717.627,50               (8.477.302.365,91) 3.102.415.261,59             
28 1.02.0.00.0.00.01.0026 BLUD Puskesmas Binong             17.009.793.905,83            6.973.759.124,58             20.281.136.266,15                 113.000.000,00                                     -                                 -               44.377.689.296,56               (6.029.726.022,08) 38.347.963.274,48           
29 1.02.0.00.0.00.01.0027 BLUD Puskesmas Bojong Kamal               1.591.026.669,00            3.643.292.389,06               2.509.711.029,00                   17.385.500,00                                     -                                 -                 7.761.415.587,06               (3.347.830.436,19) 4.413.585.150,87             
30 1.02.0.00.0.00.01.0028 BLUD Puskesmas Bojong Nangka               1.037.500.000,00            3.902.005.415,00               2.253.084.905,00                 121.305.000,00                                     -                                 -                 7.313.895.320,00               (3.635.254.098,15) 3.678.641.221,85             
31 1.02.0.00.0.00.01.0029 BLUD Puskesmas Cisauk                  342.400.000,00            3.993.656.768,63               3.508.016.020,00                 125.950.000,00                                     -                                 -                 7.970.022.788,63               (4.954.439.158,54) 3.015.583.630,09             
32 1.02.0.00.0.00.01.0030 BLUD Puskesmas Gunung Kaler               2.755.139.495,12            6.029.072.622,95             12.503.632.272,00                 124.948.000,00                   4.500.000,00                               -               21.417.292.390,07               (8.487.646.064,07) 12.929.646.326,00           
33 1.02.0.00.0.00.01.0031 BLUD Puskesmas Jalan Kutai                  628.650.000,00            2.873.758.176,00               3.637.351.876,00                                       -                                       -                                 -                 7.139.760.052,00               (4.194.370.594,84) 2.945.389.457,16             
34 1.02.0.00.0.00.01.0032 BLUD Puskesmas Kemiri             13.673.924.439,14            4.398.322.971,52               5.126.646.600,00                 144.455.000,00                                     -                                 -               23.343.349.010,66               (6.604.847.039,76) 16.738.501.970,90           
35 1.02.0.00.0.00.01.0033 BLUD Puskesmas Kosambi             10.028.139.975,00            3.744.240.306,75               2.664.417.070,00                                       -                                       -                                 -               16.436.797.351,75               (4.838.663.751,38) 11.598.133.600,37           
36 1.02.0.00.0.00.01.0034 BLUD Puskesmas Legok               4.852.799.000,00            4.919.331.838,19               9.029.318.000,00                                       -                                       -                                 -               18.801.448.838,19               (6.043.834.637,21) 12.757.614.200,98           
37 1.02.0.00.0.00.01.0035 BLUD Puskesmas Mekar Baru                  166.280.001,00            4.038.886.798,53               5.572.889.575,00                 202.700.000,00                                     -                                 -                 9.980.756.374,53               (5.027.416.153,91) 4.953.340.220,62             
38 1.02.0.00.0.00.01.0036 BLUD Puskesmas Panongan             13.488.330.000,00            6.884.026.872,25             19.235.809.966,00                                       -                                       -                                 -               39.608.166.838,25               (8.084.453.362,35) 31.523.713.475,90           
39 1.02.0.00.0.00.01.0037 BLUD Puskesmas Pasir Jaya               3.020.707.625,00            2.390.779.220,44               2.166.731.000,00                 113.100.000,00                                     -                                 -                 7.691.317.845,44               (2.861.356.460,63) 4.829.961.384,81             
40 1.02.0.00.0.00.01.0038 BLUD Puskesmas Salembaran Jaya                    90.000.000,00            3.938.158.446,00               5.230.773.226,00                     2.500.000,00                                     -                                 -                 9.261.431.672,00               (4.411.431.703,32) 4.849.999.968,68             
41 1.02.0.00.0.00.01.0039 BLUD Puskesmas Sukatani               1.537.420.000,00            5.131.142.452,25               3.171.863.295,00                 195.845.785,00                                     -                                 -               10.036.271.532,25               (5.673.019.030,92) 4.363.252.501,33             
42 1.02.0.00.0.00.01.0040 BLUD Puskesmas Sukawali             10.462.440.000,00            4.663.454.006,75             12.634.621.074,00                   44.861.000,00                                     -                                 -               27.805.376.080,75               (6.501.238.915,06) 21.304.137.165,69           
43 1.02.0.00.0.00.01.0041 BLUD Puskesmas Suradita                  203.808.800,00            4.830.179.500,04             10.876.508.278,00                 372.278.000,00                                     -                                 -               16.282.774.578,04               (7.741.478.112,38) 8.541.296.465,66             
44 1.02.0.00.0.00.01.0042 BLUD Puskesmas Tegal Angus                  180.000.000,00            3.733.166.218,53               2.975.426.200,00                 128.997.550,00                                     -                                 -                 7.017.589.968,53               (4.843.965.217,11) 2.173.624.751,42             
45 1.02.0.00.0.00.01.0043 BLUD Puskesmas Pasar Kemis               1.611.000.000,00            4.142.429.212,26               3.229.443.722,00                 214.231.630,00                                     -                                 -                 9.197.104.564,26               (4.220.705.539,62) 4.976.399.024,64             
46 1.02.0.00.0.00.01.0044 RSUD Pakuhaji                  416.040.000,00        138.920.896.175,96           101.200.979.419,48                   58.000.000,00                                     -                                 -             240.595.915.595,44           (130.082.603.452,72) 110.513.312.142,72         
47 1.02.0.00.0.00.01.0045 BLUD Puskesmas Caringin               2.391.747.000,00            3.174.456.481,00               3.141.783.324,00                                       -                                       -                                 -                 8.707.986.805,00               (3.687.449.043,53) 5.020.537.761,47             
48 1.02.0.00.0.00.01.0046 RSUD Balaraja               7.155.829.000,00        322.701.922.667,55           201.980.839.880,00            11.130.040.058,00                 22.750.000,00                               -             542.991.381.605,55           (330.800.369.322,95) 212.191.012.282,60         
49 1.02.0.00.0.00.01.0047 RSUD Kabupaten Tangerang             64.101.332.800,00        653.218.490.627,29           202.816.105.115,33              1.858.178.797,00                 21.000.000,00                               -             922.015.107.339,62           (547.516.879.415,57) 374.498.227.924,05         
50 1.02.0.00.0.00.01.0048 BLUD Labkesda                    12.350.000,00          10.867.933.104,50               3.097.352.679,00                                       -                                       -                                 -               13.977.635.783,50               (8.868.608.246,53) 5.109.027.536,97             
51 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air           822.586.171.618,05        146.378.782.768,42             14.936.832.830,00       6.309.285.942.811,71                      147.000,00    25.131.425.676,28        7.318.319.302.704,46        (4.095.613.721.393,64) 3.222.705.581.310,82      
52 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan                                        -            12.514.106.829,71               5.032.941.895,68                                       -                     1.397.000,00      1.858.768.234,00             19.407.213.959,39             (10.249.554.307,30) 9.157.659.652,09             
53 1.04.1.05.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah             10.587.195.250,00          48.835.663.012,46             37.646.374.379,02                   54.450.000,00                 17.428.000,00                               -               97.141.110.641,48             (37.938.882.944,97) 59.202.227.696,51           

54 1.04.2.10.1.03.01.0000 Dinas Perumahan, Pemukiman dan 
Pemakaman        8.799.113.032.819,02          31.195.213.828,42             51.207.418.466,00          337.838.867.745,77                 16.347.000,00                               -          9.219.370.879.859,21           (137.960.102.099,79) 9.081.410.777.759,42      

55 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja                                        -            12.752.273.550,75             13.823.673.922,00                                       -                        147.000,00                               -               26.576.094.472,75             (14.133.273.206,46) 12.442.821.266,29           
56 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial               8.628.425.000,00            7.788.259.039,46             25.117.246.194,18                   97.005.000,00                      147.000,00                               -               41.631.082.233,64             (16.663.881.075,00) 24.967.201.158,64           
57 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja             87.386.755.694,00          25.009.709.509,01           122.149.267.175,70                 637.613.188,80                 18.457.500,00                               -             235.201.803.067,51             (40.739.811.523,39) 194.461.991.544,12         

58 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak                                        -              4.506.143.733,44               3.322.636.400,00                                       -                   79.080.000,00                               -                 7.907.860.133,44               (4.756.267.438,03) 3.151.592.695,41             

59 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan             60.938.466.116,34        242.417.362.224,12             76.357.002.038,26            20.084.527.513,00               186.217.262,00      3.376.235.973,00           403.359.811.126,72           (209.216.148.934,01) 194.143.662.192,71         

60 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                        -            26.993.724.848,46                  325.637.000,00                                       -                     2.897.000,00                               -               27.322.258.848,46             (21.416.728.710,45) 5.905.530.138,01             

61 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa                                        -              4.497.693.720,46                                        -                     10.000.000,00                   2.022.000,00                               -                 4.509.715.720,46               (4.011.255.423,19) 498.460.297,27                

 LAMPIRAN 14 

REKAPITULASI SALDO ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025 PER SKPD

No Kode Rekening SKPD Nama SKPD
 Aset Tetap 



 Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi dan 
Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi dalam 

Pengerjaan  Total Aset Tetap  Akumulasi Penyusutan  Total Aset Tetap Netto 
No Kode Rekening SKPD Nama SKPD

 Aset Tetap 

62 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana                  118.600.000,00          10.100.078.485,62             10.986.256.714,00                 112.850.000,00                   5.895.800,00                               -               21.323.680.999,62             (13.151.066.427,18) 8.172.614.572,44             

63 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan               1.956.843.500,00          80.472.973.710,26             61.633.177.916,00 62.318.538.212,00                           44.624.554,00                               -             206.426.157.892,26             (96.403.683.565,64) 110.022.474.326,62         
64 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                        -            81.270.355.171,84             58.302.747.033,91                 692.991.000,00                                     -                                 -             140.266.093.205,75             (47.122.984.060,59) 93.143.109.145,16           
65 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                                        -              5.722.673.073,52               3.583.771.044,00                                       -                        147.000,00                               -                 9.306.591.117,52               (5.210.297.355,21) 4.096.293.762,31             
66 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Dana Bergulir                                        -              2.253.599.733,00                                        -                                         -                                       -                                 -                 2.253.599.733,00               (1.938.426.978,86) 315.172.754,14                

67 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu                                        -            12.944.374.772,32             87.651.701.151,81                                       -                     4.039.000,00                               -             100.600.114.924,13             (21.448.241.143,87) 79.151.873.780,26           

68 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan 
Pariwisata                                        -              7.233.286.625,92             37.492.356.302,32                                       -                 527.115.000,00                               -               45.252.757.928,24             (12.683.194.476,68) 32.569.563.451,56           

69 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip                                        -            19.889.281.902,46             61.003.823.013,38                                       -              4.950.948.320,94                               -               85.844.053.236,78             (44.422.261.848,12) 41.421.791.388,66           
70 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan               7.563.305.000,00            9.319.219.956,46             18.288.227.357,00            10.044.228.673,00                   8.147.000,00                               -               45.223.127.986,46             (16.768.578.012,96) 28.454.549.973,50           
71 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan             17.550.485.529,00          25.589.192.856,46             50.415.529.610,28              1.774.619.275,00                 12.147.000,00                               -               95.341.974.270,74             (35.813.822.657,19) 59.528.151.613,55           
72 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan             22.183.139.000,00          14.451.399.727,48             57.149.773.482,00              1.602.104.500,00                                     -                                 -               95.386.416.709,48             (35.390.322.679,56) 59.996.094.029,92           
73 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah        2.488.363.770.522,00        101.967.927.118,02           547.259.213.706,91                 124.500.000,00               286.382.000,00                               -          3.138.001.793.346,93           (277.165.863.027,93) 2.860.835.930.319,00      
74 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD                                        -            22.340.775.900,46             32.136.295.830,00                 131.800.000,00                 95.716.563,00                               -               54.704.588.293,46             (24.217.615.494,04) 30.486.972.799,42           
75 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                        -            11.312.149.107,80             17.493.710.660,30                                       -                     3.329.000,00                               -               28.809.188.768,10             (11.243.660.283,77) 17.565.528.484,33           
76 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah                                        -            43.450.013.483,35             44.079.164.996,31                 179.481.500,00                 13.017.000,00                               -               87.721.676.979,66             (43.048.483.995,39) 44.673.192.984,27           

77 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah               8.230.380.000,00          16.885.942.339,00             23.838.732.685,00                 158.553.496,00                 11.672.450,00                               -               49.125.280.970,00             (18.596.788.623,42) 30.528.492.346,58           

78 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia               3.165.000.000,00          22.421.740.035,95             85.097.055.773,93                 313.449.000,00                   2.837.000,00                               -             111.000.081.809,88             (48.406.407.337,58) 62.593.674.472,30           

79 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten                                        -            16.916.841.857,47             12.430.586.829,00                                       -                   20.922.000,00                               -               29.368.350.686,47             (16.023.326.797,79) 13.345.023.888,68           
80 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tigaraksa           171.147.039.350,00            8.340.110.134,74             54.659.249.805,00          151.006.695.972,90               438.406.812,93                               -             385.591.502.075,57           (111.306.266.724,76) 274.285.235.350,81         
81 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Cikupa           321.492.456.818,49          11.025.735.795,40             41.967.930.678,00          155.082.557.125,19                 63.459.000,00                               -             529.632.139.417,08           (102.017.501.199,98) 427.614.638.217,10         
82 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Panongan           841.009.875.346,00            6.340.337.748,78             40.420.106.700,00          102.116.492.590,35                 50.181.000,00                               -             989.936.993.385,13             (69.693.342.674,28) 920.243.650.710,85         
83 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Curug           148.304.702.753,57            9.141.007.825,46             61.339.700.217,04          169.299.681.307,99                 47.115.000,00                               -             388.132.207.104,06           (102.272.073.294,55) 285.860.133.809,51         
84 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Legok             23.760.895.200,00            8.871.030.537,46             36.533.458.625,92          113.211.576.213,19               174.199.991,58                               -             182.551.160.568,15             (77.494.279.845,37) 105.056.880.722,78         
85 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Pasar Kemis           519.105.487.925,56          10.220.262.010,13             64.918.890.097,00          259.743.694.017,84                      147.000,00                               -             853.988.481.050,53           (172.363.718.785,45) 681.624.762.265,08         
86 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Balaraja             64.314.961.107,68            7.755.094.600,46             36.275.580.048,00          115.207.901.562,62                      147.000,00                               -             223.553.684.318,76             (80.464.319.863,60) 143.089.364.455,16         
87 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kresek             13.953.968.000,00            5.194.376.799,46             37.910.690.900,00            89.248.919.497,31                 27.947.000,00                               -             146.335.902.196,77             (72.078.706.330,16) 74.257.195.866,61           
88 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kronjo             26.046.226.000,00            2.900.874.914,93             39.300.330.311,98          109.801.480.447,00                                     -                                 -             178.048.911.673,91             (69.671.513.319,10) 108.377.398.354,81         
89 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mauk             24.294.004.000,00            7.656.181.624,46             41.558.817.542,49          101.700.858.534,49                      147.000,00                               -             175.210.008.701,44             (69.863.910.754,91) 105.346.097.946,53         
90 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rajeg           174.249.897.515,00            6.155.269.845,46             40.290.687.916,00          165.407.312.273,30                 17.572.500,00                               -             386.120.740.049,76           (119.197.561.063,95) 266.923.178.985,81         
91 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sepatan             12.741.209.200,00            6.055.850.023,46             48.267.753.612,00          124.930.328.448,00                                     -                                 -             191.995.141.283,46             (84.155.656.746,96) 107.839.484.536,50         
92 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Teluknaga               3.194.303.500,00            7.282.851.666,46             29.066.469.613,64          173.298.924.002,00                 10.349.000,00                               -             212.852.897.782,10           (110.657.950.902,33) 102.194.946.879,77         
93 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cisoka             10.356.577.200,00            6.037.847.697,68             37.036.350.452,00          100.979.694.615,94                 14.645.000,00                               -             154.425.114.965,62             (73.087.926.354,92) 81.337.188.610,70           
94 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pakuhaji             28.585.633.000,00            5.514.498.424,46             37.847.345.013,40          162.068.581.315,20                   3.745.000,00                               -             234.019.802.753,06           (115.829.085.402,65) 118.190.717.350,41         
95 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Kosambi             20.480.539.030,00            9.073.421.292,46             38.727.597.344,66          112.024.935.474,32               138.729.500,00                               -             180.445.222.641,44             (73.378.004.506,91) 107.067.218.134,53         
96 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Pagedangan           179.643.307.000,00            7.606.346.034,46             39.121.200.981,58            89.609.292.113,00                      872.000,00                               -             315.981.018.129,04             (54.706.023.945,94) 261.274.994.183,10         
97 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Jambe               2.793.541.376,05            5.843.013.383,46             29.231.217.942,00            81.556.221.376,48                 21.283.350,00                               -             119.445.277.427,99             (64.498.486.795,69) 54.946.790.632,30           
98 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Jayanti               9.237.459.400,00            4.051.508.720,46             28.082.357.340,00            67.740.511.976,70                                     -                                 -             109.111.837.437,16             (50.048.889.615,10) 59.062.947.822,06           
99 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Kemiri             17.743.449.443,46            4.016.166.635,46             23.943.161.479,31            60.126.041.709,81                      147.000,00                               -             105.828.966.268,04             (44.220.533.297,25) 61.608.432.970,79           

100 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Sukadiri               2.118.406.500,00            3.996.281.862,46             26.174.313.894,00            90.520.578.606,18                      147.000,00                               -             122.809.727.862,64             (61.157.170.639,79) 61.652.557.222,85           
101 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Cisauk           267.491.574.056,00            7.383.058.428,46             39.737.293.322,00          114.302.200.835,63                      147.000,00                               -             428.914.273.642,09             (78.254.588.182,78) 350.659.685.459,31         
102 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Sepatan Timur             17.074.459.465,00            4.959.108.985,03             33.696.174.314,63          123.040.169.067,26               227.265.860,00                               -             178.997.177.691,92             (78.383.742.408,48) 100.613.435.283,44         
103 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Sindang Jaya             61.399.913.500,00            5.957.508.186,12             27.354.692.815,00            91.034.496.963,05                   7.187.000,00                               -             185.753.798.464,17             (71.032.159.331,93) 114.721.639.132,24         
104 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kelapa Dua           530.923.115.720,00          17.520.144.639,46             79.755.984.400,69          133.983.991.832,55               123.239.860,00                               -             762.306.476.452,70           (109.643.429.705,91) 652.663.046.746,79         
105 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Solear             93.820.229.120,00            4.098.894.090,46             29.203.563.025,20            95.468.851.983,69                      147.000,00                               -             222.591.685.219,35             (69.633.471.603,41) 152.958.213.615,94         
106 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Mekar Baru               4.317.156.250,00            4.058.245.050,46             29.134.973.094,00            71.006.421.177,60                                     -                                 -             108.516.795.572,06             (47.140.260.397,99) 61.376.535.174,07           
107 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Sukamulya             33.854.796.296,00            4.176.297.458,46             40.561.805.367,80            96.264.432.807,94                      147.000,00                               -             174.857.478.930,20             (77.757.088.617,37) 97.100.390.312,83           
108 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Gunung Kaler               5.604.621.750,00            3.921.485.995,46             32.619.956.018,00            68.862.480.782,30                      147.000,00                               -             111.008.691.545,76             (53.702.932.540,56) 57.305.759.005,20           
109 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                        -              7.222.017.345,52             29.091.493.764,00                                       -                     2.212.000,00      1.569.731.250,00             37.885.454.359,52               (7.660.157.968,52) 30.225.296.391,00           

     17.400.553.258.364,90     3.285.839.610.325,15        6.484.677.937.466,81  10.295.806.090.793,24        112.471.719.460,52    31.936.161.133,28      37.611.284.777.543,90  (10.921.175.342.040,01) 26.690.109.435.503,89Jumlah



Televisi Laptop Hard disk

1 69801839 TK NEGERI KEMUNING GUNUNG KALER 1 1 1 3 Unit
2 69801766 TK NEGERI MANDIRI SOLEAR 1 1 1 3 Unit
3 70028600 TK NEGERI PERTIWI KOSAMBI 1 1 1 3 Unit
4 69769128 TK NEGERI TUNAS HARAPAN KRONJO 1 1 1 3 Unit
5 69801807 TK NEGERI RAJAWALI RAJEG 1 1 1 3 Unit
6 20623116 TK NEGERI PERTIWI KRESEK 1 1 1 3 Unit
7 20615311 TK NEGERI PERTIWI TIGARAKSA 1 1 1 3 Unit
8 20615452 TK NEGERI PERTIWI CIKUPA 1 1 1 3 Unit
9 69860406 TK NEGERI MEKAR SARI JAMBE 1 1 1 3 Unit

10 20615310 TK NEGERI PERTIWI SEPATAN 1 1 1 3 Unit
11 20615308 TK NEGERI PERTIWI PASAR KEMIS 1 1 1 3 Unit
12 20615451 TK NEGERI PERTIWI CURUG 1 1 1 3 Unit
13 20615453 TK NEGERI PERTIWI MAUK 1 1 1 3 Unit
14 20616423 TK NEGERI PERTIWI JAYANTI 1 1 1 3 Unit
15 69769669 TK NEGERI PEMBINA 1 1 1 3 Unit
16 20604575 SD NEGERI ANAMUI 1 1 1 3 Unit
17 20604580 SD NEGERI BABAKAN 1 1 1 3 Unit
18 20616032 SD NEGERI BABAKAN ASEM 2 1 1 1 3 Unit
19 20604557 SD NEGERI BABAKAN TIGARAKSA 1 1 1 3 Unit
20 20604556 SD NEGERI BABAT 1 1 1 3 Unit
21 70014639 SD NEGERI BABAT II 1 1 1 3 Unit
22 20604543 SD NEGERI BADAK 01 1 1 1 3 Unit
23 20604544 SD NEGERI BADAK 01 1 1 1 3 Unit
24 20604545 SD NEGERI BADAK 3 1 1 1 3 Unit
25 20604542 SD NEGERI BADAK ANOM 1 1 1 3 Unit
26 20604546 SD NEGERI BAKUNG I 1 1 1 3 Unit
27 20604547 SD NEGERI BAKUNG II 1 1 1 3 Unit
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Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

28 20604548 SD NEGERI BAKUNG III 1 1 1 3 Unit
29 20604550 SD NEGERI BALARAJA 02 1 1 1 3 Unit
30 20604551 SD NEGERI BALARAJA 03 1 1 1 3 Unit
31 20604549 SD NEGERI BALARAJA I 1 1 1 3 Unit
32 20604553 SD NEGERI BANTARPANJANG 1 1 1 3 Unit
33 20604554 SD NEGERI BANYUASIH 1 1 1 3 Unit
34 20604582 SD NEGERI BENCONGAN 2 1 1 1 3 Unit
35 20604581 SD NEGERI BENCONGAN I 1 1 1 3 Unit
36 20604583 SD NEGERI BENCONGAN III 1 1 1 3 Unit
37 20604600 SD NEGERI BENCONGAN VI 1 1 1 3 Unit
38 20604601 SD NEGERI BENCONGAN VII 1 1 1 3 Unit
39 20604605 SD NEGERI BENDA 1 1 1 1 3 Unit
40 20604606 SD NEGERI BENDA 2 1 1 1 3 Unit
41 20604607 SD NEGERI BENDUNG 1 1 1 3 Unit
42 20604608 SD NEGERI BENDUNGAN 1 1 1 3 Unit
43 20614390 SD NEGERI BIDARA 1 1 1 3 Unit
44 20604610 SD NEGERI BINONG I 1 1 1 3 Unit
45 20604611 SD NEGERI BINONG II 1 1 1 3 Unit
46 20604598 SD NEGERI BINONG III 1 1 1 3 Unit
47 20604597 SD NEGERI BINONG IV 1 1 1 3 Unit
48 20604584 SD NEGERI BINONG V 1 1 1 3 Unit
49 20604585 SD NEGERI BINONG VI 1 1 1 3 Unit
50 20604587 SD NEGERI BITUNG JAYA 02 1 1 1 3 Unit
51 20604586 SD NEGERI BITUNGJAYA 01 1 1 1 3 Unit
52 20604588 SD NEGERI BLIMBING I 1 1 1 3 Unit
53 20604589 SD NEGERI BLIMBING II 1 1 1 3 Unit
54 20604590 SD NEGERI BLIMBING III 1 1 1 3 Unit
55 20604591 SD NEGERI BLUKBUK I 1 1 1 3 Unit
56 20604592 SD NEGERI BLUKBUK II 1 1 1 3 Unit
57 20604593 SD NEGERI BOJONG 1 1 1 3 Unit
58 20604594 SD NEGERI BOJONG 01 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

59 20604596 SD NEGERI BOJONG 03 1 1 1 3 Unit
60 20604612 SD NEGERI BOJONG 04 1 1 1 3 Unit
61 20604233 SD NEGERI BOJONG 05 1 1 1 3 Unit
62 20604595 SD NEGERI BOJONG 2 1 1 1 3 Unit
63 20604236 SD NEGERI BOJONG LOA I 1 1 1 3 Unit
64 20604235 SD NEGERI BOJONGKAMAL 1 1 1 3 Unit
65 20604237 SD NEGERI BOJONGLOA 2 1 1 1 3 Unit
66 20604238 SD NEGERI BOJONGNANGKA 1 1 1 3 Unit
67 20604239 SD NEGERI BOJONGRENGED 1 1 1 1 3 Unit
68 20604405 SD NEGERI BOJONGRENGED II 1 1 1 3 Unit
69 20604240 SD NEGERI BOJONGRENGED III 1 1 1 3 Unit
70 20604241 SD NEGERI BOJONGRENGED IV 1 1 1 3 Unit
71 20604242 SD NEGERI BOJONGRENGED V 1 1 1 3 Unit
72 20604216 SD NEGERI BOJONGRENGED VI 1 1 1 3 Unit
73 20604243 SD NEGERI BONISARI 1 1 1 3 Unit
74 69969948 SD NEGERI BONISARI 2 1 1 1 3 Unit
75 20604244 SD NEGERI BUARAN ASEM 1 1 1 3 Unit
76 20604245 SD NEGERI BUARAN BAMBU I 1 1 1 3 Unit
77 20604246 SD NEGERI BUARAN BAMBU II 1 1 1 3 Unit
78 20604232 SD NEGERI BUARAN BAMBU III 1 1 1 3 Unit
79 20604231 SD NEGERI BUARAN BAMBU IV 1 1 1 3 Unit
80 20604217 SD NEGERI BUARAN BAMBU V 1 1 1 3 Unit
81 20604223 SD NEGERI BUARAN MANGGA I 1 1 1 3 Unit
82 20604224 SD NEGERI BUARAN MANGGA II 1 1 1 3 Unit
83 20604225 SD NEGERI BUARAN MANGGA III 1 1 1 3 Unit
84 20604226 SD NEGERI BUARAN MANGGA IV 1 1 1 3 Unit
85 20604220 SD NEGERI BUARANJATI I 1 1 1 3 Unit
86 20604221 SD NEGERI BUARANJATI II 1 1 1 3 Unit
87 20604227 SD NEGERI BUDIMULYA 1 1 1 3 Unit
88 20604228 SD NEGERI BUGEL 1 1 1 3 Unit
89 20604229 SD NEGERI BUNAR 1 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

90 20604230 SD NEGERI BUNAR 2 1 1 1 3 Unit
91 20604247 SD NEGERI BUNAR 3 1 1 1 3 Unit
92 20604248 SD NEGERI BUNDER 1 1 1 1 3 Unit
93 20604249 SD NEGERI BUNDER 2 1 1 1 3 Unit
94 20604265 SD NEGERI BUNDER 3 1 1 1 3 Unit
95 20604266 SD NEGERI BUNDER 4 1 1 1 3 Unit
96 20604268 SD NEGERI BUNIAYU 2 1 1 1 3 Unit
97 20604267 SD NEGERI BUNIAYU I 1 1 1 3 Unit
98 69968085 SD NEGERI BURAK 1 1 1 3 Unit
99 20614501 SD NEGERI CAMPAKA I 1 1 1 3 Unit

100 20604254 SD NEGERI CAMPAKA II 1 1 1 3 Unit
101 20604255 SD NEGERI CAMPAKA III 1 1 1 3 Unit
102 20604270 SD NEGERI CANDU I 1 1 1 3 Unit
103 20604273 SD NEGERI CANGKUDU 03 1 1 1 3 Unit
104 20616033 SD NEGERI CANGKUDU 04 1 1 1 3 Unit
105 20604271 SD NEGERI CANGKUDU 1 1 1 1 3 Unit
106 20604272 SD NEGERI CANGKUDU 2 1 1 1 3 Unit
107 20604274 SD NEGERI CARENANG I 1 1 1 3 Unit
108 20604275 SD NEGERI CARENANG II 1 1 1 3 Unit
109 20604276 SD NEGERI CARENANG III 1 1 1 3 Unit
110 20604277 SD NEGERI CARINGIN 1 1 1 1 3 Unit
111 20604250 SD NEGERI CARINGIN 2 1 1 1 3 Unit
112 20604264 SD NEGERI CARINGIN I 1 1 1 3 Unit
113 20604263 SD NEGERI CARINGIN II 1 1 1 3 Unit
114 20613644 SD NEGERI CARINGIN III 1 1 1 3 Unit
115 20604252 SD NEGERI CARINGIN III 1 1 1 3 Unit
116 20604258 SD NEGERI CENGKLONG 2 1 1 1 3 Unit
117 20604257 SD NEGERI CENGKLONG I 1 1 1 3 Unit
118 20604259 SD NEGERI CENGKLONG III 1 1 1 3 Unit
119 20604261 SD NEGERI CIAKAR 1 1 1 3 Unit
120 20604262 SD NEGERI CIAKAR 1 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

121 20604278 SD NEGERI CIAKAR 2 1 1 1 3 Unit
122 20604215 SD NEGERI CIANGIR I 1 1 1 3 Unit
123 20604154 SD NEGERI CIANGIR II 1 1 1 3 Unit
124 20604170 SD NEGERI CIANGIR III 1 1 1 3 Unit
125 20604173 SD NEGERI CIBADAK 01 1 1 1 3 Unit
126 20604174 SD NEGERI CIBADAK 02 1 1 1 3 Unit
127 20604175 SD NEGERI CIBADAK 03 1 1 1 3 Unit
128 20604176 SD NEGERI CIBADAK 04 1 1 1 3 Unit
129 20604177 SD NEGERI CIBADAK 05 1 1 1 3 Unit
130 20604178 SD NEGERI CIBETOK 1 1 1 1 3 Unit
131 20604179 SD NEGERI CIBETOK II 1 1 1 3 Unit
132 20604180 SD NEGERI CIBODAS PACING 1 1 1 3 Unit
133 20604181 SD NEGERI CIBOGO 1 1 1 3 Unit
134 20604182 SD NEGERI CIBUGEL 1 1 1 1 3 Unit
135 20604169 SD NEGERI CIBUGEL II 1 1 1 3 Unit
136 70031168 SD NEGERI CIBUGEL III 1 1 1 3 Unit
137 20604168 SD NEGERI CICALENGKA 1 1 1 3 Unit
138 20604155 SD NEGERI CICAYUR 1 1 1 3 Unit
139 20604157 SD NEGERI CICAYUR 02 1 1 1 3 Unit
140 20604156 SD NEGERI CICAYUR I 1 1 1 3 Unit
141 20604158 SD NEGERI CIGALING 1 1 1 3 Unit
142 20604159 SD NEGERI CIHUNI I 1 1 1 3 Unit
143 20604160 SD NEGERI CIHUNI II 1 1 1 3 Unit
144 20604161 SD NEGERI CIHUNI III 1 1 1 3 Unit
145 20604162 SD NEGERI CIJANTRA I 1 1 1 3 Unit
146 20604163 SD NEGERI CIJANTRA II 1 1 1 3 Unit
147 20604164 SD NEGERI CIJANTRA III 1 1 1 3 Unit
148 20604165 SD NEGERI CIJERUK I 1 1 1 3 Unit
149 20604166 SD NEGERI CIJERUK II 1 1 1 3 Unit
150 20604183 SD NEGERI CIKANDE I 1 1 1 3 Unit
151 20604184 SD NEGERI CIKANDE II 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

152 20604185 SD NEGERI CIKANDE III 1 1 1 3 Unit
153 20604201 SD NEGERI CIKANDE IV 1 1 1 3 Unit
154 20604202 SD NEGERI CIKAREO I 1 1 1 3 Unit
155 69967584 SD NEGERI CIKAREO II 1 1 1 3 Unit
156 20604203 SD NEGERI CIKASUNGKA I 1 1 1 3 Unit
157 20604204 SD NEGERI CIKASUNGKA II 1 1 1 3 Unit
158 20604205 SD NEGERI CIKASUNGKA III 1 1 1 3 Unit
159 20604206 SD NEGERI CIKASUNGKA IV 1 1 1 3 Unit
160 20604207 SD NEGERI CIKUPA 01 1 1 1 3 Unit
161 20604208 SD NEGERI CIKUPA 02 1 1 1 3 Unit
162 20604209 SD NEGERI CIKUPA 03 1 1 1 3 Unit
163 20604210 SD NEGERI CIKUPA 04 1 1 1 3 Unit
164 20604211 SD NEGERI CIKUPA 06 1 1 1 3 Unit
165 20604212 SD NEGERI CIKUYA I 1 1 1 3 Unit
166 20604213 SD NEGERI CIKUYA II 1 1 1 3 Unit
167 20604200 SD NEGERI CIKUYA III 1 1 1 3 Unit
168 20604199 SD NEGERI CIKUYA IV 1 1 1 3 Unit
169 20604186 SD NEGERI CIKUYA V 1 1 1 3 Unit
170 20604189 SD NEGERI CILELES 1 1 1 3 Unit
171 20604192 SD NEGERI CIPAEH 1 1 1 3 Unit
172 20604195 SD NEGERI CIPARI 2 1 1 1 3 Unit
173 20604194 SD NEGERI CIPARI I 1 1 1 3 Unit
174 20604366 SD NEGERI CIRAKO 1 1 1 3 Unit
175 20604367 SD NEGERI CIRARAB I 1 1 1 3 Unit
176 20604368 SD NEGERI CIRARAB II 1 1 1 3 Unit
177 20604369 SD NEGERI CIREUNDEU I 1 1 1 3 Unit
178 20604372 SD NEGERI CIREUNDEU II 1 1 1 3 Unit
179 20604346 SD NEGERI CIREWED 1 1 1 3 Unit
180 20604347 SD NEGERI CIRUMPAK I 1 1 1 3 Unit
181 20604349 SD NEGERI CISAUK 1 1 1 3 Unit
182 20604350 SD NEGERI CISEREH 01 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

183 20604351 SD NEGERI CISEREH 02 1 1 1 3 Unit
184 20604352 SD NEGERI CISOKA I 1 1 1 3 Unit
185 20604353 SD NEGERI CISOKA II 1 1 1 3 Unit
186 20604354 SD NEGERI CISOKA III 1 1 1 3 Unit
187 20604355 SD NEGERI COGREG 01 1 1 1 3 Unit
188 20604356 SD NEGERI COGREG 02 1 1 1 3 Unit
189 20604373 SD NEGERI CUKANGGALIH 2 1 1 1 3 Unit
190 20604357 SD NEGERI CUKANGGALIH I 1 1 1 3 Unit
191 20604374 SD NEGERI CUKANGGALIH III 1 1 1 3 Unit
192 20604375 SD NEGERI CUKANGGALIH IV 1 1 1 3 Unit
193 20604393 SD NEGERI CURUG 4 1 1 1 3 Unit
194 20614036 SD NEGERI CURUG I 1 1 1 3 Unit
195 20604391 SD NEGERI CURUG II 1 1 1 3 Unit
196 20604392 SD NEGERI CURUG III 1 1 1 3 Unit
197 20604394 SD NEGERI CURUG KULON I 1 1 1 3 Unit
198 20604395 SD NEGERI CURUG KULON II 1 1 1 3 Unit
199 20604396 SD NEGERI CURUG KULON III 1 1 1 3 Unit
200 20604397 SD NEGERI CURUG KULON IV 1 1 1 3 Unit
201 20604399 SD NEGERI CURUG WETAN I 1 1 1 3 Unit
202 20604400 SD NEGERI CURUG WETAN II 1 1 1 3 Unit
203 20604402 SD NEGERI CURUG WETAN IV 1 1 1 3 Unit
204 20604403 SD NEGERI CURUG WETAN V 1 1 1 3 Unit
205 20604390 SD NEGERI CURUG WETAN VI 1 1 1 3 Unit
206 20604398 SD NEGERI CURUGSANGERENG 1 1 1 3 Unit
207 20604376 SD NEGERI DADAP II 1 1 1 3 Unit
208 20604377 SD NEGERI DADAP III 1 1 1 3 Unit
209 20604378 SD NEGERI DADAP IV 1 1 1 3 Unit
210 20604379 SD NEGERI DANAU BATUR 1 1 1 3 Unit
211 20604380 SD NEGERI DANGDANG I 1 1 1 3 Unit
212 20604381 SD NEGERI Dangdang II 1 1 1 3 Unit
213 20604382 SD NEGERI DANGDEUR 1 1 1 1 3 Unit
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Jumlah 
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214 20604383 SD NEGERI DANGDEUR 2 1 1 1 3 Unit
215 20604384 SD NEGERI DAON 1 1 1 3 Unit
216 20604386 SD NEGERI DAON 2 1 1 1 3 Unit
217 20604387 SD NEGERI DAON 3 1 1 1 3 Unit
218 20604385 SD NEGERI DAON I 1 1 1 3 Unit
219 20604388 SD NEGERI DARU I 1 1 1 3 Unit
220 20604404 SD NEGERI DARU II 1 1 1 3 Unit
221 20604342 SD NEGERI DARU III 1 1 1 3 Unit
222 20604280 SD NEGERI DIRGANTARA 1 1 1 3 Unit
223 20604296 SD NEGERI DUKUH 01 1 1 1 3 Unit
224 20604297 SD NEGERI DUKUH 03 1 1 1 3 Unit
225 20604298 SD NEGERI DUKUH 05 1 1 1 3 Unit
226 20604300 SD NEGERI GABRAL 1 1 1 3 Unit
227 20604301 SD NEGERI GADOG 1 1 1 3 Unit
228 20604302 SD NEGERI GAGA I 1 1 1 3 Unit
229 20604303 SD NEGERI GAGA II 1 1 1 3 Unit
230 20604304 SD NEGERI GAGA III 1 1 1 3 Unit
231 20604305 SD NEGERI GAGA ILIR 1 1 1 3 Unit
232 20604306 SD NEGERI GAGA JENGGOT 1 1 1 3 Unit
233 20604307 SD NEGERI GANDARIA I 1 1 1 3 Unit
234 20604294 SD NEGERI GANGSA 1 1 1 3 Unit
235 20604281 SD NEGERI GELAMJAYA I 1 1 1 3 Unit
236 20604282 SD NEGERI GELAMJAYA II 1 1 1 3 Unit
237 20604283 SD NEGERI GEMBONG 01 1 1 1 3 Unit
238 20604284 SD NEGERI GEMBONG 02 1 1 1 3 Unit
239 20604285 SD NEGERI GEMBONG 03 1 1 1 3 Unit
240 20604286 SD NEGERI GEMPOL SARI 1 1 1 3 Unit
241 20604287 SD NEGERI GINTUNG I 1 1 1 3 Unit
242 20604288 SD NEGERI GINTUNG II 1 1 1 3 Unit
243 20604290 SD NEGERI GUDANG 1 1 1 3 Unit
244 20604291 SD NEGERI GUNUNG KALER 1 1 1 1 3 Unit
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Jumlah Barang
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245 20604292 SD NEGERI GUNUNG KALER 2 1 1 1 3 Unit
246 20604293 SD NEGERI GUNUNGSARI 1 1 1 3 Unit
247 20604309 SD NEGERI GURADOG 1 1 1 3 Unit
248 20604310 SD NEGERI GURUBUG 1 1 1 1 3 Unit
249 20604311 SD NEGERI GURUBUG II 1 1 1 3 Unit
250 20604327 SD NEGERI HARAPAN 1 1 1 3 Unit
251 20604329 SD NEGERI JALUPANG 1 1 1 3 Unit
252 20604330 SD NEGERI JAMBE I 1 1 1 3 Unit
253 20604331 SD NEGERI JAMBE II 1 1 1 3 Unit
254 20604332 SD NEGERI JAMBE III 1 1 1 3 Unit
255 20604334 SD NEGERI JATAKE 1 1 1 3 Unit
256 69787063 SD NEGERI JATI MULYA 1 1 1 3 Unit
257 20604335 SD NEGERI JATIGINTUNG I 1 1 1 3 Unit
258 20604336 SD NEGERI JATIGINTUNG II 1 1 1 3 Unit
259 20604337 SD NEGERI JATIGINTUNG III 1 1 1 3 Unit
260 20604338 SD NEGERI JATIGINTUNG IV 1 1 1 3 Unit
261 20604339 SD NEGERI JATIMULYA I 1 1 1 3 Unit
262 20604340 SD NEGERI JATIMULYA II 1 1 1 3 Unit
263 20604326 SD NEGERI JAYANTI I 1 1 1 3 Unit
264 20604325 SD NEGERI JAYANTI II 1 1 1 3 Unit
265 20604314 SD NEGERI JENGGATI 1 1 1 3 Unit
266 20604315 SD NEGERI JENGGOT 01 1 1 1 3 Unit
267 20604317 SD NEGERI JENGKOL 1 1 1 1 3 Unit
268 20604318 SD NEGERI JENGKOL 2 1 1 1 3 Unit
269 20604319 SD NEGERI JENGKOL 3 1 1 1 3 Unit
270 20604320 SD NEGERI JEUNGJING I 2 2 2 6 Unit
271 20604321 SD NEGERI JEUNGJING II 1 1 1 3 Unit
272 20604322 SD NEGERI JEUNGJING III 1 1 1 3 Unit
273 20602936 SD NEGERI KADEPER 1 1 1 3 Unit
274 20602937 SD NEGERI KADONGDONG 1 1 1 3 Unit
275 20602939 SD NEGERI KADU 1 1 1 3 Unit
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Jumlah Barang
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276 20602940 SD NEGERI KADU I 1 1 1 3 Unit
277 20602941 SD NEGERI KADU II 1 1 1 3 Unit
278 20602942 SD NEGERI KADU III 1 1 1 3 Unit
279 20602943 SD NEGERI KADU IV 1 1 1 3 Unit
280 20602944 SD NEGERI KADU JAYA 1 1 1 3 Unit
281 20602945 SD NEGERI KADU SEMPUR 1 1 1 3 Unit
282 20602938 SD NEGERI KADU TIGARAKSA 1 1 1 3 Unit
283 20602963 SD NEGERI KADUAGUNG 01 1 1 1 3 Unit
284 20602964 SD NEGERI KADUAGUNG 2 1 1 1 3 Unit
285 20602946 SD NEGERI KADUSIRUNG I 1 1 1 3 Unit
286 20602947 SD NEGERI KADUSIRUNG II 1 1 1 3 Unit
287 20602965 SD NEGERI KALAPADUA 01 1 1 1 3 Unit
288 20602981 SD NEGERI KALAPADUA 02 1 1 1 3 Unit
289 20602982 SD NEGERI KALIASIN 1 1 1 1 3 Unit
290 20602983 SD NEGERI KALIASIN 2 1 1 1 3 Unit
291 20602984 SD NEGERI KALIASIN III 1 1 1 3 Unit
292 20602985 SD NEGERI KAMPUNG BAMBU I 2 2 2 6 Unit
293 20602986 SD NEGERI KAMPUNG BAMBU II 1 1 1 3 Unit
294 20602987 SD NEGERI KAMPUNG BAMBU III 1 1 1 3 Unit
295 20602990 SD NEGERI KAMPUNG BARU 3 1 1 1 3 Unit
296 20602992 SD NEGERI KAMPUNG BAYUR 1 1 1 3 Unit
297 20602993 SD NEGERI KAMPUNG BESAR I 1 1 1 3 Unit
298 20602980 SD NEGERI KAMPUNG BESAR II 1 1 1 3 Unit
299 20602979 SD NEGERI KAMPUNG BESAR III 1 1 1 3 Unit
300 20602972 SD NEGERI KAMPUNG KELOR 3 1 1 1 3 Unit
301 20602970 SD NEGERI KAMPUNG KELOR I 1 1 1 3 Unit
302 20602971 SD NEGERI KAMPUNG KELOR II 1 1 1 3 Unit
303 20602977 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU 09 1 1 1 3 Unit
304 20602973 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU I 1 1 1 3 Unit
305 20602974 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU II 1 1 1 3 Unit
306 20602975 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU III 1 1 1 3 Unit
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Jumlah Barang
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307 20602976 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU IV 1 1 1 3 Unit
308 20602978 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU V 1 1 1 3 Unit
309 20602994 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU VI 1 1 1 3 Unit
310 20602933 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU VII 1 1 1 3 Unit
311 20602991 SD NEGERI KAMPUNGBARU 04 1 1 1 3 Unit
312 20602988 SD NEGERI KAMPUNGBARU I 1 1 1 3 Unit
313 20602989 SD NEGERI KAMPUNGBARU II 1 1 1 3 Unit
314 20614378 SD NEGERI KAMUNING 1 1 1 3 Unit
315 20602892 SD NEGERI KAMUNING 1 1 1 1 3 Unit
316 20602893 SD NEGERI KAMUNING 2 1 1 1 3 Unit
317 20602894 SD NEGERI KAMUNING 3 1 1 1 3 Unit
318 20602896 SD NEGERI KANDAWATI 1 1 1 1 3 Unit
319 20602897 SD NEGERI KANDAWATI 2 1 1 1 3 Unit
320 20602898 SD NEGERI KANDAWATI 3 1 1 1 3 Unit
321 20602899 SD NEGERI KAPUK JAYA 1 1 1 3 Unit
322 20602900 SD NEGERI KARANG ANYAR 1 1 1 3 Unit
323 20602885 SD NEGERI KARANG SERANG I 1 1 1 3 Unit
324 20602884 SD NEGERI KARANG SERANG II 1 1 1 3 Unit
325 20602871 SD NEGERI KARANG SERANG III 1 1 1 3 Unit
326 20602872 SD NEGERI KARANGHARJA I 1 1 1 3 Unit
327 20602873 SD NEGERI KARANGHARJA II 1 1 1 3 Unit
328 20602874 SD NEGERI KARET I 1 1 1 3 Unit
329 20602875 SD NEGERI KARET II 1 1 1 3 Unit
330 20614366 SD NEGERI KARET III 1 1 1 3 Unit
331 20613560 SD NEGERI KAROLINA 1 1 1 3 Unit
332 20602882 SD NEGERI KAYU AGUNG 1 1 1 3 Unit
333 20602901 SD NEGERI KAYU BONGKOK 2 1 1 1 3 Unit
334 20602883 SD NEGERI KAYU BONGKOK I 1 1 1 3 Unit
335 20602902 SD NEGERI KAYU BONGKOK III 1 1 1 3 Unit
336 20602903 SD NEGERI KEBON BARU 1 1 1 3 Unit
337 20602919 SD NEGERI KEBONCAU 1 1 1 1 3 Unit
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338 20602920 SD NEGERI KEBONCAU II 1 1 1 3 Unit
339 20602921 SD NEGERI KEBONCAU III 1 1 1 3 Unit
340 20602922 SD NEGERI KEBONCAU IV 1 1 1 3 Unit
341 20602929 SD NEGERI KEDAUNG 1 1 1 1 3 Unit
342 20602926 SD NEGERI KEDAUNG BARAT 2 1 1 1 3 Unit
343 20602928 SD NEGERI KEDAUNG BARAT 4 1 1 1 3 Unit
344 20602925 SD NEGERI KEDAUNG BARAT I 1 1 1 3 Unit
345 20602927 SD NEGERI KEDAUNG BARAT III 1 1 1 3 Unit
346 20602918 SD NEGERI KEDOKAN 1 1 1 3 Unit
347 20602917 SD NEGERI KEDUNG 1 1 1 3 Unit
348 20602907 SD NEGERI KEDUNG 1 1 1 1 3 Unit
349 20602908 SD NEGERI KEDUNG 2 1 1 1 3 Unit
350 20602909 SD NEGERI KEDUNG 3 1 1 1 3 Unit
351 20602904 SD NEGERI KEDUNG DALAM I 1 1 1 3 Unit
352 20602905 SD NEGERI KEDUNG DALAM II 1 1 1 3 Unit
353 20602906 SD NEGERI KEDUNG DALAM III 1 1 1 3 Unit
354 20602910 SD NEGERI KEDUNG JAYA 1 1 1 3 Unit
355 20602913 SD NEGERI KELAPADUA 3 1 1 1 3 Unit
356 20602911 SD NEGERI KELAPADUA I 1 1 1 3 Unit
357 20602912 SD NEGERI KELAPADUA II 1 1 1 3 Unit
358 20602914 SD NEGERI KELAPADUA IV 1 1 1 3 Unit
359 20602915 SD NEGERI KELEBET 01 1 1 1 3 Unit
360 20602916 SD NEGERI KELEBET 02 1 1 1 3 Unit
361 20602932 SD NEGERI KEMIRI 01 1 1 1 3 Unit
362 20602995 SD NEGERI KEMIRI 02 1 1 1 3 Unit
363 20603061 SD NEGERI KEMIRI 03 1 1 1 3 Unit
364 20603077 SD NEGERI KEMIRI 04 1 1 1 3 Unit
365 20603078 SD NEGERI KETAPANG 1 1 1 3 Unit
366 20603079 SD NEGERI KIANSANTANG JAYA 1 1 1 3 Unit
367 20603080 SD NEGERI KIARAPAYUNG 2 2 2 6 Unit
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368 20603081 SD NEGERI KOHOD I 1 1 1 3 Unit
369 20603082 SD NEGERI KOHOD II 1 1 1 3 Unit
370 20603083 SD NEGERI KOHOD III 1 1 1 3 Unit
371 20603084 SD NEGERI KOHOD IV 1 1 1 3 Unit
372 20603085 SD NEGERI KOMPLEK API 1 1 1 3 Unit
373 20603086 SD NEGERI KOPER 1 1 1 1 3 Unit
374 20603087 SD NEGERI KOPER 2 1 1 1 3 Unit
375 20603088 SD NEGERI KOSAMBI DALAM I 1 1 1 3 Unit
376 20603089 SD NEGERI KOSAMBI DALAM II 1 1 1 3 Unit
377 20603076 SD NEGERI KOSAMBI I 1 1 1 3 Unit
378 20603075 SD NEGERI KOSAMBI I SUKADIRI 1 1 1 3 Unit
379 20603062 SD NEGERI KOSAMBI II 1 1 1 3 Unit
380 20603063 SD NEGERI KOSAMBI II SUKADIRI 1 1 1 3 Unit
381 20603065 SD NEGERI KOSAMBI III 1 1 1 3 Unit
382 20603064 SD NEGERI KOSAMBI III SUKADIRI 1 1 1 3 Unit
383 20603067 SD NEGERI KRAMAT 1 1 1 3 Unit
384 20603066 SD NEGERI KRAMAT I 1 1 1 3 Unit
385 20603068 SD NEGERI KRAMAT II 1 1 1 3 Unit
386 20603069 SD NEGERI KRAMAT III 1 1 1 3 Unit
387 20603070 SD NEGERI KRAMAT IV 1 1 1 3 Unit
388 20603071 SD NEGERI KRAMAT V 1 1 1 3 Unit
389 20603072 SD NEGERI KRESEK 1 2 2 2 6 Unit
390 20603073 SD NEGERI KRESEK 2 1 1 1 3 Unit
391 20603074 SD NEGERI KRESEK 3 1 1 1 3 Unit
392 20603090 SD NEGERI KRONJO I 1 1 1 3 Unit
393 20603092 SD NEGERI KRONJO III 1 1 1 3 Unit
394 20603108 SD NEGERI KUBANG I 1 1 1 3 Unit
395 20603109 SD NEGERI KUBANG II 1 1 1 3 Unit
396 20603112 SD NEGERI KUTABARU I 1 1 1 3 Unit
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397 20603113 SD NEGERI KUTABUMI I 1 1 1 3 Unit
398 20603114 SD NEGERI KUTABUMI II 1 1 1 3 Unit
399 20603115 SD NEGERI KUTABUMI III 1 1 1 3 Unit
400 20603116 SD NEGERI KUTABUMI IV 1 1 1 3 Unit
401 20603117 SD NEGERI KUTAJAYA I 1 1 1 3 Unit
402 20603118 SD NEGERI KUTAJAYA II 1 1 1 3 Unit
403 20603119 SD NEGERI KUTRUK I 1 1 1 3 Unit
404 20603120 SD NEGERI KUTRUK II 1 1 1 3 Unit
405 20603121 SD NEGERI KUTRUK III 1 1 1 3 Unit
406 20603107 SD NEGERI LEBAK WANGI 1 1 1 3 Unit
407 20614368 SD NEGERI LEGOK 1 1 1 3 Unit
408 20603093 SD NEGERI LEGOK I 1 1 1 3 Unit
409 20603094 SD NEGERI LEGOK II 1 1 1 3 Unit
410 20603095 SD NEGERI LEGOK III 1 1 1 3 Unit
411 20603099 SD NEGERI LEMO 2 1 1 1 3 Unit
412 20603098 SD NEGERI LEMO I 1 1 1 3 Unit
413 20603100 SD NEGERI LEMO III 1 1 1 3 Unit
414 20603104 SD NEGERI LENGKONG KULON I 1 1 1 3 Unit
415 20603105 SD NEGERI LENGKONG KULON II 1 1 1 3 Unit
416 20603017 SD NEGERI LINDUK 1 1 1 3 Unit
417 20603018 SD NEGERI LONTAR 01 1 1 1 3 Unit
418 20603019 SD NEGERI LONTAR 02 1 1 1 3 Unit
419 20603020 SD NEGERI MALANG NENGAH 1 1 1 1 3 Unit
420 20603021 SD NEGERI MALANGNENGAH II 1 1 1 3 Unit
421 20614549 SD NEGERI MALANGNENGAH III 2 2 2 6 Unit
422 20603023 SD NEGERI MARGAHAYU 1 1 1 3 Unit
423 20603025 SD NEGERI MARGAMULYA 1 1 1 3 Unit
424 20603014 SD NEGERI MATAGARA 1 1 1 3 Unit
425 20603013 SD NEGERI MAUK BARAT 1 1 1 3 Unit
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426 20602997 SD NEGERI MAUK I 1 1 1 3 Unit
427 20602998 SD NEGERI MAUK II 1 1 1 3 Unit
428 20603001 SD NEGERI MAUK III 1 1 1 3 Unit
429 20603002 SD NEGERI MAUK IV 1 1 1 3 Unit
430 20603003 SD NEGERI MEDANG 1 1 1 3 Unit
431 20613712 SD NEGERI MEKAR BAKTI 1 1 1 3 Unit
432 20603004 SD NEGERI MEKAR JAYA 1 1 1 3 Unit
433 20603005 SD NEGERI MEKAR KONDANG 1 1 1 3 Unit
434 20603006 SD NEGERI MEKARJAYA 1 1 1 3 Unit
435 20603007 SD NEGERI MEKARSARI 1 1 1 3 Unit
436 20603008 SD NEGERI MEKARSARI 01 1 1 1 3 Unit
437 20603009 SD NEGERI MEKARSARI 02 1 1 1 3 Unit
438 69816354 SD NEGERI MEKARWANGI 1 1 1 3 Unit
439 20603010 SD NEGERI MERAK 1 1 1 1 3 Unit
440 20603011 SD NEGERI MERAK 2 1 1 1 3 Unit
441 20603028 SD NEGERI MERAK 3 1 1 1 3 Unit
442 20603029 SD NEGERI MUARA I 1 1 1 3 Unit
443 20603030 SD NEGERI MUARA II 1 1 1 3 Unit
444 20603046 SD NEGERI MUARA III 1 1 1 3 Unit
445 20603047 SD NEGERI MUNCUNG I 1 1 1 3 Unit
446 20603048 SD NEGERI MUNCUNG II 1 1 1 3 Unit
447 20614556 SD NEGERI MUNJUL 2 1 1 1 3 Unit
448 20603050 SD NEGERI MUNJUL I 1 1 1 3 Unit
449 20603051 SD NEGERI NAGRAK 1 1 1 3 Unit
450 20603052 SD NEGERI NAGROG 1 1 1 3 Unit
451 20603053 SD NEGERI NALAGATI 1 1 1 3 Unit
452 20603054 SD NEGERI NAMBO 1 1 1 3 Unit
453 20603055 SD NEGERI ONOM 1 1 1 3 Unit
454 20603056 SD NEGERI ONYAM 1 1 1 1 3 Unit
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455 20603057 SD NEGERI ONYAM 2 1 1 1 3 Unit
456 20603058 SD NEGERI ONYAM III 1 1 1 3 Unit
457 20603045 SD NEGERI PABUARAN 1 1 1 3 Unit
458 20603031 SD NEGERI PABUARAN 2 1 1 1 3 Unit
459 20603044 SD NEGERI PABUARAN I 1 1 1 3 Unit
460 20603032 SD NEGERI PAGEDANGAN I 1 1 1 3 Unit
461 20603033 SD NEGERI PAGEDANGAN II 1 1 1 3 Unit
462 20603034 SD NEGERI PAGEDANGAN III 1 1 1 3 Unit
463 20603035 SD NEGERI PAGEDANGAN ILIR I 1 1 1 3 Unit
464 20603037 SD NEGERI PAGEDANGAN UDIK 01 1 1 1 3 Unit
465 20603039 SD NEGERI PAGENJAHAN 1 1 1 3 Unit
466 20603040 SD NEGERI PAJAJARAN 1 1 1 3 Unit
467 20603042 SD NEGERI PAKUALAM 1 1 1 3 Unit
468 20603043 SD NEGERI PAKUHAJI I 1 1 1 3 Unit
469 20614512 SD NEGERI PAKUHAJI II 1 1 1 3 Unit
470 20603059 SD NEGERI PAKUHAJI III 1 1 1 3 Unit
471 20602869 SD NEGERI PAKUHAJI IV 1 1 1 3 Unit
472 20602682 SD NEGERI PAKUHAJI V 1 1 1 3 Unit
473 20602699 SD NEGERI PAKULONAN BARAT I 1 1 1 3 Unit
474 20602700 SD NEGERI PAKULONAN BARAT II 1 1 1 3 Unit
475 20602704 SD NEGERI PALAHLAR 1 1 1 3 Unit
476 20602705 SD NEGERI PALASARI 1 1 1 1 3 Unit
477 20602706 SD NEGERI PALASARI 2 1 1 1 3 Unit
478 20602707 SD NEGERI PALASARI 3 1 1 1 3 Unit
479 20602708 SD NEGERI PALASARI 4 1 1 1 3 Unit
480 20602686 SD NEGERI PANCAR BUDAYA 1 1 1 3 Unit
481 20602687 SD NEGERI PANGADEGAN I 1 1 1 3 Unit
482 20602688 SD NEGERI PANGADEGAN II 1 1 1 3 Unit
483 20602689 SD NEGERI PANGADEGAN III 1 1 1 3 Unit
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484 20602690 SD NEGERI PANGADEGAN IV 1 1 1 3 Unit
485 20602692 SD NEGERI PANGKALAN 2 1 1 1 3 Unit
486 20602693 SD NEGERI PANGKALAN 3 1 1 1 3 Unit
487 20602691 SD NEGERI PANGKALAN I 1 1 1 3 Unit
488 20602694 SD NEGERI PANGKALAN IV 1 1 1 3 Unit
489 20602695 SD NEGERI PANGKAT I 1 1 1 3 Unit
490 20602711 SD NEGERI PANGKAT II 1 1 1 3 Unit
491 20602712 SD NEGERI PANONGAN I 1 1 1 3 Unit
492 20602713 SD NEGERI PANONGAN II 1 1 1 3 Unit
493 20602729 SD NEGERI PANONGAN III 1 1 1 3 Unit
494 20602730 SD NEGERI PARAHU 1 1 1 1 3 Unit
495 20602731 SD NEGERI PARAHU 2 1 1 1 3 Unit
496 20614514 SD NEGERI PARAHU 3 1 1 1 3 Unit
497 20602734 SD NEGERI PARUNG JAHE 1 1 1 3 Unit
498 20602735 SD NEGERI PASANGGRAHAN I 2 2 2 6 Unit
499 20602736 SD NEGERI PASANGGRAHAN II 1 1 1 3 Unit
500 20602737 SD NEGERI PASANGGRAHAN III 1 1 1 3 Unit
501 20602738 SD NEGERI PASANGGRAHAN IV 1 1 1 3 Unit
502 20602739 SD NEGERI PASARKEMIS I 1 1 1 3 Unit
503 20602740 SD NEGERI PASARKEMIS II 1 1 1 3 Unit
504 20602741 SD NEGERI PASARKEMIS III 1 1 1 3 Unit
505 20616421 SD NEGERI PASARKEMIS IV 1 1 1 3 Unit
506 20602728 SD NEGERI PASILIAN 1 1 1 1 3 Unit
507 69967798 SD NEGERI PASILIAN III 1 1 1 3 Unit
508 20602714 SD NEGERI PASIR AMPO 1 1 1 3 Unit
509 20602724 SD NEGERI PASIR AWI 1 1 1 3 Unit
510 20602716 SD NEGERI PASIR BUAH 1 1 1 3 Unit
511 20602725 SD NEGERI PASIR GADUNG 01 1 1 1 3 Unit
512 20602742 SD NEGERI PASIR GADUNG 03 1 1 1 3 Unit
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513 20602718 SD NEGERI PASIR I 1 1 1 3 Unit
514 20602681 SD NEGERI PASIR JAYA 1 1 1 3 Unit
515 20602720 SD NEGERI PASIR MUNCANG I 1 1 1 3 Unit
516 20602721 SD NEGERI PASIR MUNCANG II 1 1 1 3 Unit
517 20602723 SD NEGERI PASIR SUSUKAN 1 1 1 3 Unit
518 20602715 SD NEGERI PASIRBOLANG 1 1 1 3 Unit
519 20602726 SD NEGERI PASIRGADUNG II 1 1 1 3 Unit
520 20602717 SD NEGERI PASIRGINTUNG 1 1 1 3 Unit
521 20602722 SD NEGERI PASIRNANGKA 1 1 1 3 Unit
522 20602647 SD NEGERI PATRAMANGGALA 01 1 1 1 3 Unit
523 20602634 SD NEGERI PATRAMANGGALA 02 1 1 1 3 Unit
524 20602635 SD NEGERI PATRASANA 1 1 1 1 3 Unit
525 20602636 SD NEGERI PATRASANA 2 1 1 1 3 Unit
526 20602637 SD NEGERI PATRASANA 3 1 1 1 3 Unit
527 20602638 SD NEGERI PEKAYON I 1 1 1 3 Unit
528 20602639 SD NEGERI PEKAYON II 1 1 1 3 Unit
529 20602640 SD NEGERI PEKAYON III 1 1 1 3 Unit
530 20602643 SD NEGERI PEMUKIMAN 1 1 1 3 Unit
531 69787020 SD NEGERI PERUM MUSTIKA 1 1 1 3 Unit
532 20602620 SD NEGERI PERUMNAS BUMI KELAPA DUA 1 1 1 3 Unit
533 20602622 SD NEGERI PERUMNAS BUMI KELAPADUA I 1 1 1 3 Unit
534 20602621 SD NEGERI PERUMNAS SURADITA 1 1 1 3 Unit
535 20602619 SD NEGERI PETE 1 1 1 3 Unit
536 20602618 SD NEGERI PEUSAR 1 1 1 3 Unit
537 20602624 SD NEGERI PEUSAR I 1 1 1 3 Unit
538 20602625 SD NEGERI PEUSAR II 1 1 1 3 Unit
539 20602626 SD NEGERI PEUSAR III 1 1 1 3 Unit
540 20602627 SD NEGERI PINANG 1 1 1 3 Unit
541 20602661 SD NEGERI PONDOK JAYA 1 1 1 3 Unit
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542 20602662 SD NEGERI PONDOK JENGKOL 1 1 1 3 Unit
543 20602831 SD NEGERI PONDOK KELOR 1 1 1 3 Unit
544 20602813 SD NEGERI PUSPITEK 1 1 1 3 Unit
545 20602814 SD NEGERI RAHAYU 1 1 1 3 Unit
546 20602815 SD NEGERI RAJEG 01 1 1 1 3 Unit
547 20602816 SD NEGERI RAJEG 02 1 1 1 3 Unit
548 20602817 SD NEGERI RAJEG 03 1 1 1 3 Unit
549 20602818 SD NEGERI RAJEG 04 1 1 1 3 Unit
550 20602819 SD NEGERI RAJEG V 1 1 1 3 Unit
551 20602865 SD NEGERI RANCA GEDE 3 1 1 1 3 Unit
552 20602858 SD NEGERI RANCABANGO 01 1 1 1 3 Unit
553 20602860 SD NEGERI RANCABANGO 03 1 1 1 3 Unit
554 20602859 SD NEGERI RANCABANGO II 1 1 1 3 Unit
555 20602861 SD NEGERI RANCABANGO IV 1 1 1 3 Unit
556 20602862 SD NEGERI RANCABUAYA I 1 1 1 3 Unit
557 20602820 SD NEGERI RANCABUAYA II 1 1 1 3 Unit
558 20602863 SD NEGERI RANCAGEDE 1 1 1 1 3 Unit
559 20602864 SD NEGERI RANCAGEDE 2 1 1 1 3 Unit
560 20602866 SD NEGERI RANCAGONG I 1 1 1 3 Unit
561 20602867 SD NEGERI RANCAGONG II 1 1 1 3 Unit
562 20602854 SD NEGERI RANCAGONG III 1 1 1 3 Unit
563 20602840 SD NEGERI RANCAILAT 1 1 1 1 3 Unit
564 20602841 SD NEGERI RANCAILAT 2 1 1 1 3 Unit
565 20602842 SD NEGERI RANCAILAT 3 1 1 1 3 Unit
566 20602821 SD NEGERI RANCAIYUH I 1 1 1 3 Unit
567 20602837 SD NEGERI RANCAIYUH II 1 1 1 3 Unit
568 20602838 SD NEGERI RANCAIYUH III 1 1 1 3 Unit
569 20602839 SD NEGERI RANCAIYUH IV 1 1 1 3 Unit
570 20602855 SD NEGERI RANCAKALAPA I 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

571 20602856 SD NEGERI RANCAKALAPA II 1 1 1 3 Unit
572 20602857 SD NEGERI RANCAKALAPA III 1 1 1 3 Unit
573 20602843 SD NEGERI RANCALABUH 01 1 1 1 3 Unit
574 20602844 SD NEGERI RANCALABUH 02 1 1 1 3 Unit
575 20602848 SD NEGERI RAWA BONI I 1 1 1 3 Unit
576 20602849 SD NEGERI RAWA BONI II 1 1 1 3 Unit
577 20602850 SD NEGERI RAWA BONI III 1 1 1 3 Unit
578 20602851 SD NEGERI RAWA BONI IV 1 1 1 3 Unit
579 20602847 SD NEGERI RAWA GEMPOL 1 1 1 3 Unit
580 20602852 SD NEGERI RAWAKIDANG 1 1 1 3 Unit
581 20602868 SD NEGERI RAWARENGAS I 1 1 1 3 Unit
582 20602760 SD NEGERI RAWARENGAS II 1 1 1 3 Unit
583 20602807 SD NEGERI RAWARENGAS III 1 1 1 3 Unit
584 20602744 SD NEGERI RAWARENGAS IV 1 1 1 3 Unit
585 20602763 SD NEGERI RENGED 1 1 1 1 3 Unit
586 20602764 SD NEGERI RENGED 2 1 1 1 3 Unit
587 20602765 SD NEGERI RENGED 3 1 1 1 3 Unit
588 20602766 SD NEGERI RUMPAK SINANG 1 1 1 3 Unit
589 20602767 SD NEGERI SAGA 01 1 1 1 3 Unit
590 20602769 SD NEGERI SAGA 03 1 1 1 3 Unit
591 20602770 SD NEGERI SAGA 04 1 1 1 3 Unit
592 20602771 SD NEGERI SAGA 05 1 1 1 3 Unit
593 20602772 SD NEGERI SAGA 06 1 1 1 3 Unit
594 20602768 SD NEGERI SAGA 2 1 1 1 3 Unit
595 20602759 SD NEGERI SALEMBARAN I 1 1 1 3 Unit
596 20602758 SD NEGERI SALEMBARAN II 1 1 1 3 Unit
597 20602745 SD NEGERI SALEMBARAN III 1 1 1 3 Unit
598 20602746 SD NEGERI SALEMBARAN IV 1 1 1 3 Unit
599 20602747 SD NEGERI SAMPORA 1 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

600 20614420 SD NEGERI SAMPORA 2 1 1 1 3 Unit
601 20603750 SD NEGERI SANGIANG 2 1 1 1 3 Unit
602 20602749 SD NEGERI SANGIANG I 1 1 1 3 Unit
603 20602751 SD NEGERI SANGIANG III 1 1 1 3 Unit
604 20602752 SD NEGERI SANGIANG IV 1 1 1 3 Unit
605 20602753 SD NEGERI SANGIANG V 1 1 1 3 Unit
606 20602754 SD NEGERI SARAKAN I 1 1 1 3 Unit
607 20602755 SD NEGERI SARAKAN II 1 1 1 3 Unit
608 20602756 SD NEGERI SARAKAN III 1 1 1 3 Unit
609 20602757 SD NEGERI SARAKAN IV 1 1 1 3 Unit
610 20602773 SD NEGERI SASAK I 1 1 1 3 Unit
611 20602774 SD NEGERI SASAK II 1 1 1 3 Unit
612 20602796 SD NEGERI SEGLOG 1 1 1 3 Unit
613 20602797 SD NEGERI SELATIP 1 1 1 3 Unit
614 20602798 SD NEGERI SEMPUR 1 1 1 3 Unit
615 20615075 SD NEGERI SENTUL 02 1 1 1 3 Unit
616 20602799 SD NEGERI SENTUL 1 1 1 1 3 Unit
617 20602801 SD NEGERI SENTUL JAYA 02 1 1 1 3 Unit
618 20602800 SD NEGERI SENTUL JAYA 1 1 1 1 3 Unit
619 20602804 SD NEGERI SEPATAN 3 1 1 1 3 Unit
620 20602802 SD NEGERI SEPATAN I 1 1 1 3 Unit
621 20602803 SD NEGERI SEPATAN II 1 1 1 3 Unit
622 20602805 SD NEGERI SEPATAN IV 1 1 1 3 Unit
623 20602792 SD NEGERI SEPATAN V 1 1 1 3 Unit
624 20602780 SD NEGERI SERDANG WETAN 1 1 1 3 Unit
625 20602791 SD NEGERI SERDANGKULON I 1 1 1 3 Unit
626 20602776 SD NEGERI SERDANGKULON II 1 1 1 3 Unit
627 20602778 SD NEGERI SERDANGKULON III 1 1 1 3 Unit
628 20602779 SD NEGERI SERDANGKULON IV 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

629 20603480 SD NEGERI SETIA BHAKTI 1 1 1 3 Unit
630 20603484 SD NEGERI SIDOKO 1 1 1 1 3 Unit
631 69971887 SD NEGERI SINDANG PANON III 1 1 1 3 Unit
632 20603486 SD NEGERI SINDANGASIH I 1 1 1 3 Unit
633 20603487 SD NEGERI SINDANGASIH II 1 1 1 3 Unit
634 20603474 SD NEGERI SINDANGASIH III 1 1 1 3 Unit
635 20603473 SD NEGERI SINDANGJAYA I 1 1 1 3 Unit
636 20603460 SD NEGERI SINDANGJAYA II 1 1 1 3 Unit
637 20603461 SD NEGERI SINDANGJAYA III 1 1 1 3 Unit
638 20603462 SD NEGERI SINDANGJAYA IV 1 1 1 3 Unit
639 20603463 SD NEGERI SINDANGPANON I 1 1 1 3 Unit
640 20603464 SD NEGERI SINDANGPANON II 1 1 1 3 Unit
641 20603465 SD NEGERI SINDANGSARI I 1 1 1 3 Unit
642 20603466 SD NEGERI SINDANGSARI II 1 1 1 3 Unit
643 20603467 SD NEGERI SINDANGSARI III 1 1 1 3 Unit
644 20603468 SD NEGERI SINDANGSARI IV 1 1 1 3 Unit
645 20603469 SD NEGERI SINDANGSONO I 1 1 1 3 Unit
646 20603470 SD NEGERI SINDANGSONO II 1 1 1 3 Unit
647 20603471 SD NEGERI SINDANGSONO III 1 1 1 3 Unit
648 20603472 SD NEGERI SINDANGSONO IV 1 1 1 3 Unit
649 20603488 SD NEGERI SINDANGSONO V 1 1 1 3 Unit
650 20603489 SD NEGERI SINDANGSONO VI 1 1 1 3 Unit
651 20603506 SD NEGERI SITUGADUNG I 1 1 1 3 Unit
652 20603507 SD NEGERI SITUGADUNG II 1 1 1 3 Unit
653 20603508 SD NEGERI SITUGADUNG III 1 1 1 3 Unit
654 20603509 SD NEGERI SITUGADUNG IV 1 1 1 3 Unit
655 20603510 SD NEGERI SLAPAJANG I 1 1 1 3 Unit
656 20613985 SD NEGERI SLAPAJANG II 1 1 1 3 Unit
657 20603511 SD NEGERI SLAPAJANG III 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

658 20603512 SD NEGERI SLAPAJANG IV 1 1 1 3 Unit
659 20603513 SD NEGERI SODONG 01 1 1 1 3 Unit
660 20603514 SD NEGERI SODONG 02 1 1 1 3 Unit
661 20603515 SD NEGERI SOLEAR 1 1 1 1 3 Unit
662 20603516 SD NEGERI SOLEAR II 1 1 1 3 Unit
663 20603517 SD NEGERI SOLEAR III 1 1 1 3 Unit
664 20603518 SD NEGERI SONDOL 1 1 1 3 Unit
665 20603504 SD NEGERI SUKAASIH I 1 1 1 3 Unit
666 20603491 SD NEGERI SUKAASIH II 1 1 1 3 Unit
667 20603492 SD NEGERI SUKAASIH III 1 1 1 3 Unit
668 20603494 SD NEGERI SUKABAKTI 1 1 1 3 Unit
669 20603495 SD NEGERI SUKADIRI 1 1 1 3 Unit
670 20603496 SD NEGERI SUKAHARJA I 1 1 1 3 Unit
671 20603497 SD NEGERI SUKAHARJA II 2 2 2 6 Unit
672 20603498 SD NEGERI SUKAHARJA III 1 1 1 3 Unit
673 20603505 SD NEGERI SUKAMAJU 1 1 1 3 Unit
674 20603499 SD NEGERI SUKAMANAH 1 1 1 3 Unit
675 20603500 SD NEGERI SUKAMANAH 01 1 1 1 3 Unit
676 20603502 SD NEGERI SUKAMANAH 03 1 1 1 3 Unit
677 20603501 SD NEGERI SUKAMANAH 2 1 1 1 3 Unit
678 20603503 SD NEGERI SUKAMANTRI 1 1 1 1 3 Unit
679 20603519 SD NEGERI SUKAMANTRI II 1 1 1 3 Unit
680 20603386 SD NEGERI SUKAMULYA 01 1 1 1 3 Unit
681 20603403 SD NEGERI SUKAMULYA 02 1 1 1 3 Unit
682 20603448 SD NEGERI SUKAMULYA 1 1 1 1 3 Unit
683 20603402 SD NEGERI SUKAMULYA 2 1 1 1 3 Unit
684 20603405 SD NEGERI SUKAMURNI 02 1 1 1 3 Unit
685 20603404 SD NEGERI SUKAMURNI 1 1 1 1 3 Unit
686 20603407 SD NEGERI SUKANAGARA 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

687 20603408 SD NEGERI SUKASARI 01 1 1 1 3 Unit
688 20603409 SD NEGERI SUKASARI 02 1 1 1 3 Unit
689 20603410 SD NEGERI SUKASARI 03 1 1 1 3 Unit
690 20603411 SD NEGERI SUKASARI 4 1 1 1 3 Unit
691 20603412 SD NEGERI SUKATANI 01 1 1 1 3 Unit
692 20603414 SD NEGERI SUKATANI 02 1 1 1 3 Unit
693 20603387 SD NEGERI SUKATANI 03 1 1 1 3 Unit
694 20603388 SD NEGERI SUKATANI 04 1 1 1 3 Unit
695 20603389 SD NEGERI SUKATANI 05 1 1 1 3 Unit
696 20603390 SD NEGERI SUKATANI 06 1 1 1 3 Unit
697 20603391 SD NEGERI SUKATANI 07 1 1 1 3 Unit
698 20603413 SD NEGERI SUKATANI I 1 1 1 3 Unit
699 20603401 SD NEGERI SUKATANI II 1 1 1 3 Unit
700 20603400 SD NEGERI SUKATANI III 1 1 1 3 Unit
701 20603392 SD NEGERI SUKAWALI 1 1 1 3 Unit
702 20603394 SD NEGERI SUMURBANDUNG I 1 1 1 3 Unit
703 20603393 SD NEGERI SUMURBANDUNG II 1 1 1 3 Unit
704 20616268 SD NEGERI SUMURBANDUNG III 1 1 1 3 Unit
705 20603395 SD NEGERI SURADITA 1 1 1 3 Unit
706 20603396 SD NEGERI SURYABAHARI 1 1 1 3 Unit
707 20603397 SD NEGERI TABAN 1 1 1 3 Unit
708 20603398 SD NEGERI TALAGA 01 1 1 1 3 Unit
709 20603399 SD NEGERI TALAGA 02 1 1 1 3 Unit
710 20603415 SD NEGERI TALAGA 03 1 1 1 3 Unit
711 20603416 SD NEGERI TALAGASARI 1 1 1 3 Unit
712 20603417 SD NEGERI TALAGASARI 01 1 1 1 3 Unit
713 20603433 SD NEGERI TALAGASARI 02 1 1 1 3 Unit
714 20603434 SD NEGERI TALOK 1 1 1 1 3 Unit
715 20603435 SD NEGERI TALOK II 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

716 20603436 SD NEGERI TAMIANG 1 1 1 1 3 Unit
717 20603437 SD NEGERI TAMIANG 2 1 1 1 3 Unit
718 20603438 SD NEGERI TAMIANG 3 1 1 1 3 Unit
719 20603439 SD NEGERI TANAH MERAH I 1 1 1 3 Unit
720 20603441 SD NEGERI TANJAKAN 01 1 1 1 3 Unit
721 20603442 SD NEGERI TANJAKAN 02 1 1 1 3 Unit
722 20603443 SD NEGERI TANJAKAN 03 1 1 1 3 Unit
723 20603444 SD NEGERI TANJAKAN 04 1 1 1 3 Unit
724 20603446 SD NEGERI TANJUNG ANOM 1 1 1 3 Unit
725 20603432 SD NEGERI TANJUNG BURUNG 1 1 1 3 Unit
726 20603431 SD NEGERI TANJUNG PASIR I 1 1 1 3 Unit
727 20603418 SD NEGERI TANJUNG PASIR II 1 1 1 3 Unit
728 20603419 SD NEGERI TAPOS 1 1 1 3 Unit
729 20603420 SD NEGERI TAPOS WETAN 1 1 1 3 Unit
730 20603421 SD NEGERI TARISI 1 1 1 3 Unit
731 20603422 SD NEGERI TEGAL 1 1 1 3 Unit
732 20603423 SD NEGERI TEGAL KUNIR KIDUL I 1 1 1 3 Unit
733 20603424 SD NEGERI TEGAL KUNIR KIDUL II 1 1 1 3 Unit
734 20603425 SD NEGERI TEGAL KUNIR LOR I 1 1 1 3 Unit
735 20603426 SD NEGERI TEGAL KUNIR LOR II 1 1 1 3 Unit
736 20603427 SD NEGERI TEGAL SARI 1 1 1 3 Unit
737 20603428 SD NEGERI TEGALANGUS 1 1 1 3 Unit
738 20603429 SD NEGERI TELUKNAGA I 1 1 1 3 Unit
739 20603430 SD NEGERI TELUKNAGA II 1 1 1 3 Unit
740 20603447 SD NEGERI TELUKNAGA III 1 1 1 3 Unit
741 20603520 SD NEGERI TIGARAKSA 01 1 1 1 3 Unit
742 20603585 SD NEGERI TIGARAKSA 02 1 1 1 3 Unit
743 20603602 SD NEGERI TIGARAKSA 04 1 1 1 3 Unit
744 69979671 SD NEGERI TIGARAKSA 5 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

745 20603601 SD NEGERI TIGARAKSA III 1 1 1 3 Unit
746 20603603 SD NEGERI TOBAT 01 1 1 1 3 Unit
747 20603605 SD NEGERI TOBAT 03 1 1 1 3 Unit
748 20603606 SD NEGERI TOBAT 04 1 1 1 3 Unit
749 20603604 SD NEGERI TOBAT 2 1 1 1 3 Unit
750 20603607 SD NEGERI TUIS I 1 1 1 3 Unit
751 20603608 SD NEGERI TUIS II 1 1 1 3 Unit
752 20603610 SD NEGERI WALIWIS I 1 1 1 3 Unit
753 20603611 SD NEGERI WALIWIS II 1 1 1 3 Unit
754 20603612 SD NEGERI WANAKERTA I 1 1 1 3 Unit
755 20603613 SD NEGERI WANAKERTA II 1 1 1 3 Unit
756 20603600 SD NEGERI WANAKERTA III 1 1 1 3 Unit
757 20603599 SD NEGERI WANAKERTA IV 1 1 1 3 Unit
758 20603586 SD NEGERI WANAKERTA V 1 1 1 3 Unit
759 20603249 SMP NEGERI 1 BALARAJA 2 2 2 6 Unit
760 20603131 SMP NEGERI 2 BALARAJA 2 2 2 6 Unit
761 20603156 SMP NEGERI 3 BALARAJA 1 1 1 3 Unit
762 69981209 SMP NEGERI 4 BALARAJA 1 1 1 3 Unit
763 20603186 SMP NEGERI 1 CIKUPA 1 1 1 3 Unit
764 20613564 SMP NEGERI 2 CIKUPA 2 2 2 6 Unit
765 20613582 SMP NEGERI 3 CIKUPA 1 1 1 3 Unit
766 69888552 SMP NEGERI 4 CIKUPA 1 1 1 3 Unit
767 70043246 SMP NEGERI 5 CIKUPA 1 1 1 3 Unit
768 20603141 SMP NEGERI 1 CISAUK 2 2 2 6 Unit
769 20603173 SMP NEGERI 2 CISAUK 1 1 1 3 Unit
770 20613951 SMP NEGERI 3 CISAUK 1 1 1 3 Unit
771 20603142 SMP NEGERI 1 CISOKA 2 2 2 6 Unit
772 20613597 SMP NEGERI 2 CISOKA 1 1 1 3 Unit
773 69979677 SMP NEGERI 3 CISOKA 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

774 20603143 SMP NEGERI 1 CURUG 1 1 1 3 Unit
775 20613871 SMP NEGERI 2 CURUG 1 1 1 3 Unit
776 69966265 SMP NEGERI 3 CURUG 1 1 1 3 Unit
777 69979675 SMP NEGERI 4 CURUG 1 1 1 3 Unit
778 69990682 SMP NEGERI 5 CURUG 1 1 1 3 Unit
779 20613507 SMP NEGERI 1 GUNUNG KALER 1 1 1 3 Unit
780 20613612 SMP NEGERI 2 GUNUNG KALER 1 1 1 3 Unit
781 20603144 SMP NEGERI 1 JAMBE 1 1 1 3 Unit
782 20613503 SMP NEGERI 1 JAYANTI 2 2 2 6 Unit
783 20613583 SMP NEGERI 2 JAYANTI 1 1 1 3 Unit
784 20613504 SMP NEGERI 1 KELAPA DUA 2 2 2 6 Unit
785 20613787 SMP NEGERI 2 KELAPA DUA 1 1 1 3 Unit
786 20603145 SMP NEGERI 1 KEMIRI 1 1 1 3 Unit
787 20614494 SMP NEGERI 2 KEMIRI 1 1 1 3 Unit
788 20614495 SMP NEGERI 3 KEMIRI 1 1 1 3 Unit
789 20603146 SMP NEGERI 1 KOSAMBI 2 2 2 6 Unit
790 20613587 SMP NEGERI 2 KOSAMBI 1 1 1 3 Unit
791 69979673 SMP NEGERI 3 KOSAMBI 1 1 1 3 Unit
792 20603147 SMP NEGERI 1 KRESEK 1 1 1 3 Unit
793 69966264 SMP NEGERI 2 KRESEK 1 1 1 3 Unit
794 69774720 SMP NEGERI 3 KRESEK 1 1 1 3 Unit
795 20603148 SMP NEGERI 1 KRONJO 1 1 1 3 Unit
796 69981212 SMP NEGERI 2 KRONJO 1 1 1 3 Unit
797 20603149 SMP NEGERI 1 LEGOK 2 2 2 6 Unit
798 20613764 SMP NEGERI 2 LEGOK 1 1 1 3 Unit
799 70042692 SMP NEGERI 3 LEGOK 1 1 1 3 Unit
800 20603150 SMP NEGERI 1 MAUK 2 2 2 6 Unit
801 20603134 SMP NEGERI 2 MAUK 1 1 1 3 Unit
802 20614226 SMP NEGERI 2 MEKAR BARU 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

803 20622277 SMP NEGERI 3 MEKAR BARU 1 1 1 3 Unit
804 20614347 SMP NEGERI 1 MEKAR BARU 1 1 1 3 Unit
805 20603151 SMP NEGERI 1 PAGEDANGAN 2 2 2 6 Unit
806 20615182 SMP NEGERI 2 PAGEDANGAN 1 1 1 3 Unit
807 69888830 SMP NEGERI 3 PAGEDANGAN 1 1 1 3 Unit
808 20603152 SMP NEGERI 1 PAKUHAJI 2 2 2 6 Unit
809 20603135 SMP NEGERI 2 PAKUHAJI 2 2 2 6 Unit
810 20613847 SMP NEGERI 3 PAKUHAJI 1 1 1 3 Unit
811 70012341 SMP NEGERI 4 PAKUHAJI 1 1 1 3 Unit
812 20603140 SMP NEGERI 1 PANONGAN 1 1 1 3 Unit
813 69894147 SMP NEGERI 2 PANONGAN 1 1 1 3 Unit
814 70043450 SMP NEGERI 3 PANONGAN 1 1 1 3 Unit
815 20613668 SMP NEGERI 3 PASARKEMIS 1 1 1 3 Unit
816 20613842 SMP NEGERI 4 PASARKEMIS 2 2 2 6 Unit
817 20603139 SMP NEGERI 1 PASARKEMIS 2 2 2 6 Unit
818 20603137 SMP NEGERI 2 PASARKEMIS 2 2 2 6 Unit
819 20613843 SMP NEGERI 5 PASARKEMIS 1 1 1 3 Unit
820 69980297 SMP NEGERI 6 PASARKEMIS 1 1 1 3 Unit
821 69979676 SMP NEGERI 7 PASARKEMIS 1 1 1 3 Unit
822 20603127 SMP NEGERI 1 RAJEG 2 2 2 6 Unit
823 20613508 SMP NEGERI 2 RAJEG 1 1 1 3 Unit
824 69979674 SMP NEGERI 3 RAJEG 1 1 1 3 Unit
825 20603128 SMP NEGERI 1 SEPATAN 2 2 2 6 Unit
826 20603154 SMP NEGERI 2 SEPATAN 1 1 1 3 Unit
827 69966880 SMP NEGERI 3 SEPATAN 1 1 1 3 Unit
828 69990684 SMP NEGERI 4 SEPATAN 1 1 1 3 Unit
829 20613980 SMP NEGERI 1 SEPATAN TIMUR 2 2 2 6 Unit
830 69889096 SMP NEGERI 2 SEPATAN TIMUR 1 1 1 3 Unit
831 69858831 SMP NEGERI 3 SEPATAN TIMUR 1 1 1 3 Unit



Televisi Laptop Hard disk
No NPSN Nama Sekolah

Jumlah Barang
Jumlah 
Barang Satuan

832 20603175 SMP NEGERI 1 SINDANG JAYA 1 1 1 3 Unit
833 69979672 SMP NEGERI 2 SINDANG JAYA 1 1 1 3 Unit
834 20603133 SMP NEGERI 1 SOLEAR 1 1 1 3 Unit
835 20603174 SMP NEGERI 2 SOLEAR 2 2 2 6 Unit
836 20615927 SMP NEGERI 3 SOLEAR 2 2 2 6 Unit
837 69842624 SMP NEGERI 4 SOLEAR 1 1 1 3 Unit
838 20614081 SMP NEGERI 5 SOLEAR 1 1 1 3 Unit
839 20622282 SMP NEGERI 6 SOLEAR 1 1 1 3 Unit
840 20623120 SMP NEGERI 7 SOLEAR 1 1 1 3 Unit
841 20613513 SMP NEGERI 1 SUKADIRI 1 1 1 3 Unit
842 20603177 SMP NEGERI 1 SUKAMULYA 1 1 1 3 Unit
843 69756296 SMP NEGERI 2 SUKAMULYA 1 1 1 3 Unit
844 70023463 SMP NEGERI 3 SUKAMULYA 1 1 1 3 Unit
845 20613778 SMP NEGERI 1 TELUKNAGA 2 2 2 6 Unit
846 20613844 SMP NEGERI 2 TELUKNAGA 1 1 1 3 Unit
847 20613918 SMP NEGERI 3 TELUKNAGA 1 1 1 3 Unit
848 70039904 SMP NEGERI 4 TELUKNAGA 1 1 1 3 Unit
849 20603130 SMP NEGERI 1 TIGARAKSA 1 1 1 3 Unit
850 20603155 SMP NEGERI 2 TIGARAKSA 2 2 2 6 Unit
851 20613554 SMP NEGERI 3 TIGARAKSA 1 1 1 3 Unit
852 20613622 SMP NEGERI 4 TIGARAKSA 1 1 1 3 Unit
853 69990683 SMP NEGERI 5 TIGARAKSA 1 1 1 3 Unit

883 883 883 2649JUMLAH



NO NAMA ASET OPD 
PENANGGUNGJAWAB

 Nilai Aset (Rupiah) 
(berdasarkan NJOP) LOKASI LUAS (M2) ALAS HAK/DASAR 

KEPEMILIKAN
KRONOLOGIS DAN 

URAIAN PERMASALAHAN

PROGRES 
PENYELESAIAN  

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT 
PENYELESAIAN KETERANGAN KETERANGAN

1 Tanah SKB
Sodong Tigaraksa

Dinas Pendidikan  Rp. 4.000.000.000,- Kp. Sodong Ds. Sodong
Kecamatan Tigaraksa

20.000 Hadiah/Hibah
/-
/Inventaris
/Baik

Tanah di depan/huk lokasi
tanah SKB secara fisik
dikuasai masyarakat dibuat
Ruko

Telah menandatangani
Surat Pernyataan untuk
melakukan 
pembongkaran secara
mandiri setelah
dilakukan audiensi
bersama dengan
kejaksaan negeri
Kabupaten Tangerang

diberi waktu untuk membongkar
secara mandiri sampai dengan
tanggal 30 Juni 2025

sudah selesai dan telah dilaporkan 
hasil penyelesaian aset
bermasalah oleh pihak kejaksaan
negeri kabupaten tangerang
kepada pihak BPKAD Kabupaten
Tangerang

pada bulan oktober 2025 telah
dibuatkan BAST dari BPKAD
Kabupaten Tangerang kepada
pengguna aset / dinas terkait

2 Tanah SDN
Pangadegan II

Dinas Pendidikan  Rp. 379.555.000,- kp. dadap desa pangadegan
kec.pasarkemis

3.685 Pembelian
/-
/Inventaris
/Baik

Istri mantan Kades
Pangadegan menempati RD

Telah menandatangani
Surat Pernyataan untuk
melakukan pengosongan
secepatnya setelah
dilakukan audiensi
bersama dengan
kejaksaan negeri
Kabupaten Tangerang

diberi waktu hingga tanggal 11
Juli 2025 untuk mengkosongkan
bangunan tersebut

sudah selesai dan telah dilaporkan 
hasil penyelesaian aset
bermasalah oleh pihak kejaksaan
negeri kabupaten tangerang
kepada pihak BPKAD Kabupaten
Tangerang

pada bulan oktober 2025 telah
dibuatkan BAST dari BPKAD
Kabupaten Tangerang kepada
pengguna aset / dinas terkait

3 Tanah PSU
Perumahan Global
Living

Sekretariat Daerah  Rp. 787.416.000,- Perumahan Global Living
Desa Karet Kecamatan
Sepatan

763 Hadiah/Hibah
/-
/Inventaris
/Baik

lahan parkir yang digunakan
untuk menempatkan kanopi
ruko (salon)

Telah menandatangani
Surat Pernyataan untuk
melakukan 
pembongkaran secara
mandiri setelah
dilakukan audiensi
bersama dengan
kejaksaan negeri
Kabupaten Tangerang

diberi waktu 7 hari setelah
penandatanganan surat
pernyataan

sudah selesai dan telah dilaporkan 
hasil penyelesaian aset
bermasalah oleh pihak kejaksaan
negeri kabupaten tangerang
kepada pihak BPKAD Kabupaten
Tangerang

telah kososng dan kembali
digunakan sesuai dengan
peruntukan yaitu lahan parkir

4 Tanah PSU
Perumaahan 
Global Living

Sekretariat Daerah  Rp. 725.496.000,- Perumahan Global Living
Desa Karet Kecamatan
Sepatan

703 Hadiah/Hibah
/-
/Inventaris
/Baik

lahan parkir yang digunakan
untuk kepentingan pribadi
dengan menggunakan kanopi
dan tralis (bengkel las)

Telah menandatangani
Surat Pernyataan untuk
melakukan 
pembongkaran secara
mandiri setelah
dilakukan audiensi
bersama dengan
kejaksaan negeri
Kabupaten Tangerang
untuk selanjutnya
pemilik akan mencoba
menempuh proses ijin
pemanfaatan

diberi waktu 7 hari setelah
penandatanganan surat
pernyataan

sudah selesai dan telah dilaporkan 
hasil penyelesaian aset
bermasalah oleh pihak kejaksaan
negeri kabupaten tangerang
kepada pihak BPKAD Kabupaten
Tangerang

sudah selesai dan sudah
mengajukan ijin pemanfaatan
melalui UPT. BMD

5 Tanah PSU
Perumahan 
Medang Lestari

Sekretariat Daerah  Rp. 8.704.000.000,- PR. MEDANG LESTARI
KEL. MEDANG

4.000 Hadiah/Hibah
/-
/Inventaris
/Baik

Samping SMPN 2 Pagedangan
digunakan warung, jual bunga,
dll tanpa izin

Pembongkaran Sudah dikerjasamakan oleh
UPT. BMD pada BPKAD
Kabupaten Tangerang

Proses permohonan Ijin
Pemanfaatan

Surat Permohonan Perijinan
sudah naik ke Kepala UPT.
BMD (update per 02/6/25)

6 Tanah TPU
Suradita

Sekretariat Daerah  Rp. 12.021.200.000,- Desa Suradita Kecamatan
Cisauk

60.106 Hadiah/Hibah
/-
/Inventaris
/Baik

Digunakan Pabrik Batako,
Penampungan Pasir, Warung
oleh Masyarakat seluas ±
5.000 m2

Proses Pendataan untuk
pemanggilan oleh
Kejaksaan

diberikan Surat
Somasi/Peringatan 1 s/d 3 oleh
Kejaksaan Negeri Kabupaten
Tangerang

Proses bongkar secara mandiri
sampai dengan akhir bulan
September 2025

pada bulan januari 2026 telah
dibuatkan BAST dari BPKAD
Kabupaten Tangerang kepada
pengguna aset / dinas terkait
agar dapat dilakukan
pemagaran serta dapat segera
digunakan sesuai peruntukan
yaitu sebagai TPU

LAMPIRAN 16
Daftar Bidang Tanah Yang Dimanfaatkan/Digunakan Oleh Pihak Lain/Masyarakat 



NO NAMA ASET OPD 
PENANGGUNGJAWAB

 Nilai Aset (Rupiah) 
(berdasarkan NJOP) LOKASI LUAS (M2) ALAS HAK/DASAR 

KEPEMILIKAN
KRONOLOGIS DAN 

URAIAN PERMASALAHAN

PROGRES 
PENYELESAIAN  

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT 
PENYELESAIAN KETERANGAN KETERANGAN

7 Tanah Stadion
Mini Kecamatan
Teluknaga

Kec.Teluknaga  Rp. 217.330.000,- Kec. Teluk Naga 2.110 Reclass
/-
/Inventaris
/Baik

dibangun 5 ruko di atas tanah
studion mini yang Tidak ada
Izin Pemanfaatan Lahan

setelah dilakukan
pemanggilan dan
audiensi bermasa dengan
Kejaksaan Negeri
Kabupaten Tangerang
maka pemilik ruko
bersedia untuk
mengosongkan dan
membongkar ruko
tersebut secara mandiri

diberikan waktu 1 bulan setelah
penandatanganan surat
pernyataan untuk
mengosongkan dan
membongkar ruko tersebut

sudah selesai dan telah dilaporkan 
hasil penyelesaian aset
bermasalah oleh pihak kejaksaan
negeri kabupaten tangerang
kepada pihak BPKAD Kabupaten
Tangerang

pada bulan oktober 2025 telah
dibuatkan BAST dari BPKAD
Kabupaten Tangerang kepada
pengguna aset / dinas terkait

 Rp. 1.019.200.000,- 

9 GSG Kelurahan
Mekarbakti, 
kecamatan 
Panongan

Kecamatan Panongan  Rp. 1.110.770.000,- Kelurahan Mekarbakti,
Kecamatan Panongan

1.685 Pembelian
/-
/Inventaris
/Baik

Sebagian Tanah digunakan
oleh Yayasan Darussalam

Telah menandatangani
Surat Pernyataan untuk
melakukan 
pembongkaran secara
mandiri

telah dibongkar pagar yang
sebelum menjadikan antara
Yayasan dengan aset milik
daerah menjadi 1 (satu) tempat
dan telah dipasang patok serta
plang baru

untuk selanjutnya agar segera
dipagar oleh Pihak Kelurahan dan
Kecamatan

pada bulan oktober 2025 telah
dibuatkan BAST dari BPKAD
Kabupaten Tangerang kepada
pengguna aset / dinas terkait

10 SDN Pemukiman Dinas Pendidikan  Rp. 3.822.000.000,- Jl. Salembaran Jaya 3.000 Pembelian
/-
/Inventaris
/Baik

Sebagian Tanah SDN
ditempati masyarakat
dijadikan rumah tinggal

Proses Pendataan untuk
pemanggilan oleh
Kejaksaan telah
dilaksanakan, begitupun
usaha untuk audiensi.
Namun warga melakukan
gugatan melalui kuasa
hukum

setelah dibantu oleh Pihak
Kelurahan Salembaran Jaya dan
Kecamatan Kosambi untuk
audiensi dengan warga terkait
proses gugatan yang diajukan
warga kepada pihak BPKAD
Kabupaten Tangerang, maka
warga setuju untuk mencabut
gugatan tersebut dan siap untuk
mengosongkan lahan tersebut

setelah pencabutan gugatan dari
PN Tangerang, Kejaksaan Negeri
Kabupaten Tangerang
melaporkan hasil penyelesaian
aset bermasalah kepada BPKAD
Kabupaten Tangerang sebagai
bukti bahwa aset tersebut telah
selesai

pada bulan januari 2026 telah
dibuatkan BAST dari BPKAD
Kabupaten Tangerang kepada
pengguna aset / dinas terkait
agar dapat dilakukan
pemagaran serta dapat segera
digunakan sesuai peruntukan
yaitu sebagai TPU

11 Tanah PSU
Perumnas Suradita

Sekretariat Daerah  Rp. 2.750.400.000,- Jalan Cendana VIII Perumnas
Suradita Desa Suradita
Kecamatan Cisauk

2.292 Hadiah/Hibah
/-
/Inventaris
/Baik

Digunakan Pabrik Limbah telah dilakukan
pemanggilan dan
audiensi dengan warga
yang menempati lahan
tersebut di kantor
Kejaksaan Negeri
Kabupaten Tangerang
dan warga siap untuk
mengosongkan lahan
tersebut secara mandiri
dengan waktu 3 minggu
sejak penandatanganan
surat pernyataan

telah dibongkar dan dipasang
Plang Aset sebagai penanda

sudah selesai dan telah dilaporkan 
hasil penyelesaian aset
bermasalah oleh pihak kejaksaan
negeri kabupaten tangerang
kepada pihak BPKAD Kabupaten
Tangerang

pada bulan oktober 2025 telah
dibuatkan BAST dari BPKAD
Kabupaten Tangerang kepada
pengguna aset / dinas terkait

pada bulan oktober 2025 telah
dibuatkan BAST dari BPKAD 

Hadiah/Hibah
/-

Sebagian Tanah SDN
ditempati masyarakat 

Telah menandatangani
Surat Pernyataan untuk 

diberi waktu untuk membongkar
atau mengkosongkan tanah 

sudah dipasang Plang Aset dan
akan kosong pada hari Kamis 

8 Tanah SDN
Salembaran

Dinas Pendidikan Jl. Cendana Kel. Salembaran
Jaya Kec. Kosambi Kab. 

800



1 YAYASAN PEMBINAAN DAN 
PENDIDIKAN GENERASI INDONESIA

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 900.1.13.4-/Kep.887-
Huk/2023, Tanggal 28 oktober 2023

Jl. Perumahan Dasana Indah Blok UF 3 
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

3.050 M² 5 Tahun  Rp       73.566.000,00 per tahun

2 YAYASAN PANDU PERTIWI (PERMATA 
INSANI ISLAMIC SCHOOL)

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 900.1.13.4/Kep.1207-
Huk/2023 Tanggal 29 Desember 2023

Jl. Perumahan Villa Permata Blok G1 Desa 
Sindangsari Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten 
Tangerang

Luas tanah822 M² 
dan Luas bangunan 

5.180M²
5 Tahun  Rp       84.720.000,00 per tahun

3 YAYASAN HAYATUNNUFUS Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 032/Kep.330-Huk/2023,  
Tanggal 02 Mei 2023

Jl. Perumahan Rajeg Terrace Desa Sukamanah 
Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

1.754 M² 5 Tahun  Rp       21.233.000,00 per tahun

4 PT. MITRA KERTA RAHARJA Sarana Parkir Nomor : 900.1.13.4/Kep.164-
Huk/2024, Tanggal 18 maret 2024

Ruko Sektor 1-F Batavia (AA.2), Ruko Rodeo Drive, 
Ruko Fifth Avenue, dan Ruko Graha Boulevard

11.497,41 M² 5 Tahun  Rp       28.440.000,00 per bulan

5 PT. MITRA KERTA RAHARJA Sarana Parkir Nomor : 900.1.13.4/Kep.1003-
Huk/2024, Tanggal 12 November 2024

Ruko PDA, IPOD I, IPOD II, Ruko Diamond, dan 
Ruko Glaze (A,B,C)

22.187,64 M² 5 Tahun  Rp       75.595.800,00 per bulan

6 PT. MITRA KERTA RAHARJA Sarana Parkir Nomor : 032/Kep.707-Huk/2019, 
Tanggal  27 Agustus 2019

Ruko Beryl, Ruko New Jasmin, dan Ruko The 
Springs

7.598,23  M² 5 Tahun  Rp       14.850.000,00 per bulan

7 PT. MITRA KERTA RAHARJA Sarana Parkir Nomor : 032/Kep.164-Huk/2020,    
tanggal 18 Februari 2020

Ruko Golden 8, Ruko Newton, dan Ruko Gading 
Boulevard Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua 

12.155 M² 5 Tahun  Rp       44.310.000,00 per bulan

8 PT. MITRA KERTA RAHARJA Sarana Parkir Nomor : 032/Kep.901-Huk/2022    
tanggal 28 November 2022

Ruko Darwin, Ruko Dalton  Kel. Pakulonan Barat 
Kec. Kelapa Dua 

3.903 m2 5 Tahun  Rp       16.821.000,00 per bulan

9 YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL ISLAM 
(YAPENSI) AL- IJTIHAD TANGERANG

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 032/Kep.329-Huk/2023    
tanggal 2 MEI 2023

Perumahan Pondok Indah Makmur Desa 
Kutabaru Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten 
Tangerang.

3.775 M² 5 Tahun  Rp       89.100.000,00 per tahun

10 CV. KREASI PUTRA TANGERANG Sarana Parkir Nomor : 032/Kep.896-Huk/2022, 
Tanggal 28 November 2022

Ruko Flourite Kawasan KSO 4.098 M2 5 Tahun  Rp         7.350.000,00 per bulan

11 CV. KREASI PUTRA TANGERANG Sarana Parkir  Nomor : 900.1.13.4/Kep.243-
Huk/2024, Tanggal 28 Maret 2024 

Ruko Finansial, Ruko Sektor 1B, dan Ruko 
Alexandrite.

13.962 M² 3 Tahun  Rp       23.625.000,00 per bulan

12
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH 
BUMI INDAH PASAR KEMIS(pondok 
rezeki)

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 032/Kep.413-Huk/2020, 
Tanggal 13 april 2020

Jl. Cendana Raya, Pondok Rejeki Kelurahan 
Kutabaru Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten 
Tangerang.

2.755 M² 5 Tahun  Rp       27.959.000,00 per tahun

13
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN 
MENENGAH MUHAMMADIYAH 35 
SOLEAR

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 593/Kep.681-Huk/2013, 
Tanggal 05 Oktober 2023

PESANGGRAHAN KECAMATAN SOLEAR 6.208 M² 5 Tahun  Rp       45.861.600,00 per tahun

14 PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH 
BUMI INDAH PASAR KEMIS

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 032/Kep.713-Huk/2020, 
Tanggal 25 Agustus 2020

Perumahan Bumi Indah III Desa Sukamantri 
Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

2.394 M² 5 Tahun  Rp       18.762.000,00 per tahun

15 KOPERASI BENTENG MUAMALAH 
INDONESIA

KOMERSIL ( material ) Nomor : 900.1.13.4/Kep.885-
Huk/2023, Tanggal 28 oktober 2023

Desa Suradita,Kecamatan Cisauk Tanah 600 M2 
Bangunan 350 m2

5 Tahun  Rp       44.169.000,00 per tahun

16 YAYASAN SATYA DHARMA SURYA 
INDONESIA

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 900.1.13.4/Kep.283-
Huk/2024, Tanggal 8 mei 2024

Perumahan Villa Permata Kelurahan Binong 
Kecamatan Curug

5.010,43M² 5 Tahun  Rp     112.735.000,00 per tahun

17 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl. Raya Tigaraksa Cisoka Kel.Cisoka Keca.cisoka 
Kabupaten Tangerang

4 x 6 M x 1 muka 5 Tahun  Rp         3.000.000,00 per tahun

18 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl. Raya Salembaran Jati Kecamatan Kosambi 
Kabupaten Tangerang.

1 x 2 M x 2 muka 3 Tahun  Rp         2.000.000,00 per tahun

19 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK
Jln. Raya Kresek ( Gerbang Perumahan Villa 
Belaraja ) Kel. Saga Kec. Belaraja, Kabupaten 
Tangerang

3 M x 3 M x 1 Muka 
( 1 lokasi )

5 Tahun  Rp         1.000.000,00 per tahun

20 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl.Jatake Jatake Pagedangan 2 Tahun  Rp         2.000.000,00 per tahun

21 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl.Raya Pinang Tigaraksa 2 Tahun  Rp         2.000.000,00 per tahun

22 SDR. IIS SOLIHAH Sarana Olahraga Tidak dibutuhkan SK Jl. Rose Raya Blok E RT 02/07 Pondok Indah 
Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis

486 M² 5 Tahun  Rp       17.738.000,00 per tahun

23 YAYASAN BINA INSAN SEJAHTERA Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 032/Kep.729-Huk/2020, 
Tanggal 4 September 2020

Komplek Graha Gardenia Perumahan Citra Raya 
Desa Mekar Bakti Kecamatan Panongan 
Kabupaten Tangerang

2.985 M² 5 Tahun  Rp       59.259.000,00 per tahun

24 YAYASAN PENDIDIKAN INSAN 
MADANI

Sarana Pendidikan Non Negeri 028/Kep.1062-Huk/2020, Tanggal 11 
Desember 2020

Jl. Perumahan Telaga Bestari Blok F Desa 
Wanakerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten 
Tangerang

5.300 M² 5 Tahun  Rp       69.761.250,00 per tahun

25 YAYASAN ISLAMIC Village Sarana Pendidikan Non Negeri 028/Kep.1162-Huk/2022,      Tanggal 
30 Desember 2022

Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan 
Kabupaten Tangerang

19,851 m2 1 Tahun  Rp            89.330.000 per tahun

JANGKA WAKTU RETRIBUSI

PER 31 DESEMBER 2025

LAMPIRAN 17
DATA BMD YANG DIKERJASAMAKAN SECARA KOMERSIL

NO MITRA KERJASAMA/PERUSAHAAN PERUNTUKAN NO. SK BUPATI TANGERANG LOKASI LUAS TANAH



JANGKA WAKTU RETRIBUSINO MITRA KERJASAMA/PERUSAHAAN PERUNTUKAN NO. SK BUPATI TANGERANG LOKASI LUAS TANAH

26 DEWAN PENGURUS YPUI AL-JABAR          
(Tk&Sd)

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor:593/Kep.726-Huk/2021,             
Tanggal 3 Juni 2021

Komplek Perumahan Nasional III Kelurahan 
Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten 
Tangerang

926 M² 5 Tahun  Rp       26.404.000,00 per tahun

27 SDR. SURYANTO Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK KP.JAWARINGAN RT.004/003 KEL.MEKAR BAKTI 
PANONGAN

42 M² 3 Tahun  Rp         2.295.000,00 per tahun

28 SDR. SITI WARO'AH Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK KP.TEGAL BAJU RT.004/005 34 M² 3 Tahun  Rp         1.855.000,00 per tahun

29 SDR. DANGI Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK KP.MINDI RT.003/003 KEL.BUDI MULYA 27 M² 3 Tahun  Rp         1.475.000,00 per tahun

30 SDR. SYAHRONI Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK KP.TEGAL BAJU RT.002/005 149 M² 3 Tahun  Rp         8.125.000,00 per tahun

31 SDR. ALITA SARI Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK KP.BUGEL RT.04/04 KEL.KADU AGUNG 29 M² 3 Tahun  Rp         1.585.000,00 per tahun

32 SDR. GUNAWAN Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK KP.TEGAL BAJU RT.002/005 103 M² 3 Tahun  Rp         5.620.000,00 per tahun

33 PT. LIRAINDO MEDIATAMA MANDIRI Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl. Raya Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten 
Tangerang, Perempatan Cariu dkt Samsat Balaraja

1,5 M X 2,13 M2 x 1 
1,5 M X 2 M2 X 1 

M2(satu unit)
1 tahun 2.000.000,00Rp          per tahun

34 PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA,Tbk Komersil (Pipa Gas) Nomor : 032/Kep.1712-Huk/2021, 
tanggal 3 Desember 2021

Jl. Raya Serang Desa Talagasari Kecamatan 
Balaraja Kabupaten Tangerang

114 M² 5 Tahun  Rp         6.982.500,00 per tahun

35 PT. MULA SENDANG SEJAHTERA Komersil Nomor : 032/Kep.439-Huk/2020,        
tanggal 05 Mei 2020

Kp. Bojong Nangka RT 001/RW 29 Kelurahan 
Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten 
Tangerang

260 M² 5 Tahun  Rp       19.786.650,00 per tahun

36 PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK Gedung BPKAD, Gedung Bupati, dan Gedung 
Usaha Daerah

1,60 m2 3 Tahun  Rp         3.600.000,00 per tahun

37 PT. BANK Pembanguan Daerah Jawa 
Barat dan Banten

Nomor :000.2.3.2/Kep.1205-
Huk/2023, tanggal 28 Desember 2023

Gedung BPKAD, Gedung Bupati, dan Gedung 
Usaha Daerah,Gedung Perhubungan ,UPT Pajak 
Daerah

13580 M2 3 Tahun  Rp       83.850.000,00 per tahun

38 PT.LKM Komersil Nomor : 032/Kep.477-Huk/2022, 
Tanggal 8 juli 2022

 ruko cikupa niaga mas cikupa jl,raya tgr-serang, 
kampung Melayu timur  teluknaga

Tanah 106 M2 
Bangunan 330 m2

5 Tahun  Rp       17.219.000,00 per tahun

39 YAYASAN BINONG PERMAI Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 032/Kep.653-Huk/2021, 
Tanggal 26 April 2021

Komplek Perumahan Binong Permai Kel.Binong 
Kec.Curug

3.000 M2 5 Tahun  Rp       58.545.000,00 per tahun

40 YAYASAN FIRMAN UTINA Sarana Olahraga Nomor : 032/Kep.178-Huk/2021, 
Tanggal 1Februari 2021

Perumahan Bumi Indah III Ds.Sukamantri 
Kecamatan Pasar Kemis

14.700 M2 5 Tahun  Rp     268.826.250,00 per tahun

41
PENGELOLA KANTIN DI LINGKUP 
SETDA PEMERINTAH KABUPATEN 
TANGERANG ( 10 PENGELOLA )

Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK Dilingkup Setda Kabupaten Tangerang 8 M² 1 Tahun  Rp         4.540.000,00 per bulan

42
PENGELOLA KANTIN DI LINGKUP PU 
PEMERINTAH KABUPATEN 
TANGERANG ( 4 PENGELOLA )

Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK Dilingku pu Kabupaten Tangerang 12 M2 1 Tahun  Rp            760.000,00 per bulan

43
PENGELOLA KANTIN DI LINGKUP PU 
PEMERINTAH KABUPATEN 
TANGERANG ( 2 PENGELOLA )

Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK Dilingku pu Kabupaten Tangerang 9 M2 1 Tahun  Rp            570.000,00 per bulan

44 YAYASAN PENDIDIKAN PERMATA 
HATI

Sarana Pendidikan Non Negeri Tidak dibutuhkan SK Wijaya Kusuma Raya NO.1 Perum Dasana Indah 60 M2 5 Tahun  Rp         7.010.000,00 per tahun

45 PT.PARAMOUNT  ENTERPRISE 
INTERNATIONAL

REKLAME Tidak dibutuhkan SK 2 x 3 m2(20 titik) 5 Tahun  Rp       20.000.000,00 per tahun

46 PT.INTI BANGUNAN SEJAHTERA Tiang Micro Seluler Nomor : 032/Kep.999-Huk/2021 
Tanggal 14 Juli 2021

Jl.Riau No.23 Rt.009/005 Kel.Gondanglia 
Kec.Menteng Jakarta Pusat

112,5 m2 5 Tahun  Rp     125.000.000,00 per tahun

47 SUKARJAT Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK Kp.Pabuaran Rt.001/Rw.002 Kel.Tigaraksa 
Kec.Tigaraksa

114 M2 3 Tahun  Rp         1.995.000,00 per tahun

48 PT.BUMI SERPONG DAMAI,Tbk KOMERSIL Tidak dibutuhkan SK Desa Kadu Sirung dan Desa Situ Gadung 
Kec.Pagedangan 

1.146 m2 5 Tahun  Rp       44.983.000,00 Lima tahun

49 CV.KEN MEDIA REKLAME Tidak dibutuhkan SK Jl.Kota Bumi depan palza. Jl.raya kota bumi dekat 
citi palza,putaran arah balik Jl.mauk Cadas

2M X3 M X1 Muka,2 
M X2 M X1 

Muka,2m x3m x1 
muka

3 Tahun  Rp         9.000.000,00 per tahun

50 PT.BARDIE PURITAMA SEMESTA REKLAME Tidak dibutuhkan SK Perumahan BSD CITY pada kawasan BSD 
Ds.Sampora Kec.Cisauk

10M X20 M X1 
Muka,(2 titik)

5 Tahun  Rp         7.000.000,00 per tahun

51 SUPARMAN/DKM MASJID AT-TAQWA 
II TELUKNAGA

KOMERSIL Tidak dibutuhkan SK Perumahan Mutiara Garuda Kp.Melayu timur 
Kec.Teluknaga

590 M2 5 Tahun  Rp         8.390.000,00 per tahun

52 YUSPRIHANTO Sarana Parkir Tidak dibutuhkan SK JL.Raya Arya wangsakara kel.Tigaraksa 
KecTigaraksaKav.Pinang 

100 m2 1 Tahun  Rp         2.340.000,00 per tahun

53 ABDULAH AKBARBIN UBAID 
BAHANAN

KOMERSIL Tidak dibutuhkan SK JL.RAYA KUKUN-CADA KEC.PASAR KEMIS 2MX4MX1 M 3 Tahun  Rp         1.000.000,00 per tahun

54 PT.REKSO NASIONAL FOOD REKLAME Tidak dibutuhkan SK Jl.Raya Gank H.Mansur Kp.Matagara.jl.Kh.Syech 
Nawawi Prapatan Bugel

1MX1MX1 MUKA (2 
titik )

5 Tahun  Rp         2.000.000,00 per tahun

55 PT.EKA BOGAINTI REKLAME Tidak dibutuhkan SK Ruko Dasana Indah Blok SAI-22 Kel.Bojong 
Nangka Kec.Kelapa dua

15,75 M 5 Tahun  Rp         1.218.000,00 per tahun



JANGKA WAKTU RETRIBUSINO MITRA KERJASAMA/PERUSAHAAN PERUNTUKAN NO. SK BUPATI TANGERANG LOKASI LUAS TANAH

56 PRAYOGO(KARANG TARUNA 
Kec.TELUKNAGA)

KOMERSIL Tidak dibutuhkan SK Kawasan Alun-Alun Kec.Teluk naga 200 M2 5 Tahun  Rp       14.700.000,00 per tahun

57 RAMSES PARDOMUAN KOMERSIL Tidak dibutuhkan SK JL.Perum Grand Sutera Ruko Blok R RT.001/023 
Kel.Kutabumi Kec.Pasar Kemis

30 M2 3 Tahun  Rp            965.000,00 per tahun

58  YAYASAN GENIUS INSAN CENDIKIA 
CISAUK

Sarana Pendidikan Non Negeri Tidak dibutuhkan SK
Komplek Perumaham Griya Suradita Indah 
Kp.Ranca moyan Ds.Cibogo Ri.011/003 No.70Kel 
Cisauk

200 M2 5 Tahun  Rp         4.548.000,00 per tahun

59 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl. Raya PLP Curug Kabupaten Tangerang 2 x 4 M x 1 sisi 2 Tahun  Rp         1.000.000,00 per tahun

60 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl. Raya Borobudur samping Factory Outlet 
Springs Perum 2 Kabupaten Tangerang

4 x 6 M x 1sisi 2 Tahun  Rp         3.000.000,00 per tahun

61 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl. Raya Mauk-Sepatan Kabupaten Tangerang 4 x 6 M x 1sisi 2 Tahun  Rp         3.000.000,00 per tahun

62 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl. Raya Pajajaran Perumnas 3 Kabupaten 
Kel.Bencongan Indah Kec.Kelapa dua Tangerang

4 x 6 M x 1sisi 2 Tahun  Rp         3.000.000,00 per tahun

63 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl.Jatake Jatake Pagedangan 4 x 2 M x 1sisi 2 Tahun  Rp         2.000.000,00 per tahun

64 PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA Reklame Tidak dibutuhkan SK Jl.Raya Pinang Tigaraksa 3 x 6 M x 1sisi 2 Tahun  Rp         4.000.000,00 per tahun

65 PT.PETRACO PRIMA UTAMA KOMERSIL Tidak dibutuhkan SK JL.KP.PONDOK SINDANG JAYA KEC.SINDANG 
JAYA 

4MX6MX1 M 3 Tahun  Rp         9.000.000,00 per tahun

66 YAYASAN AKSARA INSAN CENDEKIA 
RAJEG

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 032/Kep.1204-Huk/2023, 
tanggal 28 Desember 2023

RAYA PASAR KEMIS - CIKUPA NO.60 KAMPUNG 
TEUREUP ( DS.SUKAHARJA KEC.SINDANG JAYA 
KAB.TANGERANG

820 M2 5 Tahun  Rp       30.650.000,00 per tahun

67 UNIVERSITAS MUHAMADIYAH 
TANGERANG

Sarana Pendidikan Non Negeri Nomor : 900.1.13.4/Kep.282-
Huk/2024, Tanggal 8 mei 2024

RAYA SERANG KM 13,5 KEL/DS.SUKADAMAI 
KEC.CIKUPA

5 Tahun  Rp     134.410.000,00 per tahun

68 PT.RAGAM LINTAS NUSANTARA Sarana Parkir
Nomor : 900.1.13.4/Kep.992-
Huk/2024                           tanggal 29 
Oktober 2024

Ruko Financial Kawasan KSO Sumarecon Gading 
Serpong 

1 Tahun  Rp       17.581.200,00 per bulan

69 CV.SURYA JAYA UTAMA REKLAME Tidak dibutuhkan SK Jl. Raya kuta bumi Kel.Kuta Bumi Kec.Pasar 
Kemis

5 Tahun  Rp         4.000.000,00 per tahun

70

PENGELOLA KANTIN DILINGKUP 
KANTIN BPKAD, BAPPEDA 
PEMERINTAH KABUPATEN 
TANGERAN

Area Tempat Usaha Tidak dibutuhkan SK Lingkup BPKAD, BAPPEDA 1 Tahun  Rp         1.690.000,00 per bulan

71 PT.PARAMOUNT  ENTERPRISE 
INTERNATIONAL(TERBARU)

REKLAME Tidak dibutuhkan SK
Jl.Gading Serpong Boulevard Kel.Pakulonan Barat
Kec.Kelapa dua,Jl.Gading Serpong Boulevard
Kel.Pakulonan Barat Kec.Kelapa dua

1 Tahun  Rp       20.000.000,00 per tahun

72 YAYASAN PENDIDIKAN TRIWIJAYA 
KUSUMA

Sarana Pendidikan Non Negeri sedang proses Jl. Aster IV Bumi Tahap I Kecamatan Pasar Kemis 
Kabupaten Tangerang.

5 Tahun  Rp       36.517.500,00 per tahun



No. PEMOHON LOKASI
LUAS TANAH

(m²)

1 DKM AN-NUR Perum Perumnas Ds.Bencongan Curug 1.042
2 DKM AL - ITTIHAD Komplek  Perumahan  Dasana  Indah  01/Dusun  V Kelurahan Bojong Nangka Legok 664
3 DKM AL - HASANAH Jl. Empu Barada II dan III Perumnas II Bencongan Curug 800
4 DKM NURUL IMAN Perumnas II Kel Bencongan 1.440
5 DKM AL- HIDAYAH Perum Dasanah Indah Kec. Legok 48.656
6 DKM-AL JIHAD Perumahan Dasana Indah Legok 1.500
7 DKM DAARUTH THOYYIBAH Perumahan  Duta  Bandara  Permai  Ds.Jati  Mulya Kosambi 654
8 DKM AT - TAQWA Perumahan Duta Bandara Kosambi 493
9 DKM JAMI AL-FALAH Jl. Layar II,IV dan VI Perum Bumi Kelapa Dua 1.628,5
10 DKM   MASJID/MUSHOLA   AL- IKHLAS Perum Dasanah Indah RW. 19 Kel. Bojong Nangka Kelapa Dua 493
11 DKM MASJID AL-ABRAAR Blok  CB  Perum  Permata  Tangerang  Desa  Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis 2.147
12 DKM AL-BAROKAH JL.  Merican  II  perumnas  II  Kel.  Bencongan  Kec. Kelapa Dua 1.158

13 DKM AL- HIDAYAH
Blok UB 9 No.1-2 RT/RW  06/07 Dusun  IV Perum Dasana Indah Kel. Bojongnangka 
Kec. Legok 142

14 DKM MUSHOLA AL-IKHWAN Perumahan Bukit Cikasungka RT/RW 01/06 Desa Cikasungka Cisoka 317,5
15 DKM   MUSHOLA   MIFTACHUL ULUM Komplek  Perumahan  Taman  Adiyasa  RT/RW  07 Desa Cikasungka Cisoka 288

16 DKM AL HIKMAH
Perumahan  Dasana  Indah  Blok  UA  1  RT/RW  : 001/05 Kelurahan Bojong Nangka 
Legok 567

17 DKM MASJID UMAMMAH Komplek  Perum  Medang  Lestari  RW.04/06  Desa Medang Pagedangan 4.082
18 DKM BAITUR RABBI Perumahan Bukit Cikasungka Blok EF 10 RT/RW. 03/11 Desa Cikasungka Cisoka 218
19 DKM JAMI HAYAATUL ISLAM Perumahan      Dasana      Indah      RT/RW.010/04 Kelurahan Bojong Nangka Legok 326
20 DKM AL - FATH Perum      Binong      Permai      Kelurahan      Binong Kecamatan Curug 1.000
21 DKM AL- UKHUWAH Perumahan   Palem   Semi   Kelurahan   Bencongan Kecamatan Curug 775
22 DKM  JAMI' NURUL ISLAM Perumahan  Vila  Balaraja  Desa  Saga  Kec.  Balaraja Tangerang 1.000
23 MUSHOLA AL-BAROKAH Perumahan Bukit Cikasungka Kecamatan Cisoka 500
24 PENGURUS  MUSHOLA  BAITUL MU'MININ Perum  Perumnas  II  RW.014  Kelurahan  Bencongan Kelapa Dua 727
25 YPUI AL-JABAR Bumi    Karawaci    II    Perumnas    kel.    Bencongan Kecamatan Curug 5.778

26 PANITIA            PEMBANGUNAN MUSHOLA 
DARUSSALAM

Perumnas  Karawaci  II  Desa  Cibodas  Kecamatan Jatiuwung 341

27 PANITIA            PEMBANGUNAN MASJID AL-
UKHUWAH

Perumahan  Graha  Pesona  Citra  Raya   RW.01/016 Desa Mekar Bakti Panongan 750

28 MASJID AL-HIDAYAH
Jl.Bidar    XI     Perumahan    Bumi    Kelapa    Dua Kelurahan Kelapa Dua-Kecamatan 
Kelapa Dua 1.000

29 MASJID AL-IKHLAS
Jl.Kano    15    Perumahan    Bumi    Kelapa    Dua Kelurahan Kelapa Dua-Kecamatan 
Kelapa Dua 400

30 MUSHOLA AL-ABRAR
Blok   DC   Perumahan   Permata   Tangerang   Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasarkemis 462

31 AR-RIDWAN Perumnas Karawaci III 520
32 YAYASAN   MUSLIM  SINARMAS LAND Jl. BSD Raya Utama, BSD City. 22.600

33 DKM AN NUUR
Jl.   Palem   Ratu   Raya   Perumahan   Palem   Semi, Kelurahan Bencongan Kecamatan 
Kelapa Dua. 300

34 DKM AL - IKHLAS
Blok  C.  03  Perumahan  Triraksa  Village  Kelurahan
Tigaraksa – Kecamatan Tigaraksa 329

35 DKM AT - TAQWA
Blok   FE   Perumahan   Permata   Tangerang   Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasarkemis 4.911

36 DKM BABUSSALAAM
Blok  B.  01  Perumahan  Triraksa  Village  Kelurahan Tigaraksa - Kecamatan Tigaraksa 404

37 DKM NURUL FALAH
Jl. Ternate IV Perumnas III Tangerang Bencongan –
Kelapa Dua 757

38 JABAL NUR Perum Talaga Bestari Cluster The Hills Rt. 006/008 375
39 AN NUR Jalan Kutai Raya Perumnas III 1.108

40 ISLAMIC          CENTER          AL UKHUWAH AL 
ISLAMIYAH Jl. Raya Cisauk - BSD The Icon 4.000

41 AL UKHUWAH Jl. Palem Merah Raya No. 1 Palem Semi 2.674
42 AL MU'MINUN Perumahan Legok Permai Blok Angsana 453,08
43 AL MUHAJIRIN Graha Raflesia - Citra Raya 184
44 RAUDHATUL JANNAH Jl. Raya BSD Barat 7.000
45 NURUL HIDAYAH Graha Lestari - Citra Raya 1.240

46 GEREJA       PROTESTAN       DI INDONESIA    
BAGIAN    BARAT (GPIB) JEMAAT PATMOS Jl. Pinus V  No. 1 Pondok Rejeki 455

47 BAITUL JANNAH Perum Permata Tangerang Blok CA RW. 022 1.897
48 AL MUHAJIRIN Perumahan Puri Permai 3 2.400
49 AL-MUHAJIRIN Graha Indira - Citra Raya 544
50 BAITUL FITRI Jl. Dayung V Perumnas Kelapa Dua 940
51 AL IMAM AL BUKHARI Graha Gardenia Extension - Citra Raya 606,7
52 AL BAROKAH Perum Bumi Indah Tahap IV 1.145
53 BAITUL HIKMAH Perum Bumi Indah Tahap V 3.351

DATA BMD YANG DIKERJASAMAKAN SECARA NON KOMERSIL
PER 31 DESEMBER 2025
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Pemanfaatan Lahan Non Komersil (Peruntukan sarana Ibadah) sampai dengan tahun 2024



No. PEMOHON LOKASI
LUAS TANAH

(m²)
54 MOSHOLLA JABAL NUUR Green Vista Citra Raya -
55 INSANUL IHSAN Graha Pratama - Citra Raya 350

56 RUKUN  WARGA  08  CLUSTER RE TALAGA 
BESTARI Cluster RE - Talaga Bestari 3.680

57 ASH-SHOMAD Jalan Citra raya Boulevard Timur No 4 863
58 AT - TAQWA Perumahan Mutiara Garuda 2.532
59 AT - TA'AWUN Green Savana - Citra Raya 322
60 AL - MUBAROKAH Jl. Lestari segar V, Perumahan Medang Lestari 730
61 AL - IKHLAS Perumahan Mulya Asri 2 - Citra Raya 673
62 AL - HIDAYAH Jl. Rebana Raya - Taman Telaga Mediterania 2.600
63 NUR ASMAA ULHUSNA Jl. Suvarna Utama Kav. 33C Suvarna Sutera 11.210
64 AL IKHLAS Jl. Serdang Asri I 2.090
65 NURUL HUDA Taman Adiyasa Blok L 744
66 DKM AL-MUHAJIRIN Jl. Dayung I-II Perum Kelapa Dua - Tangerang 1.200

67 DKM AL-JIHAD
Jalan   Sunan   Gunung   Jati   IV    /Blok    SL   -1 Perumahan Dasana Indah Kel. Bojong 
Nangka Kec. Kelapa Dua 1.520

68 DKM AL-MUTTAQIN Perum    Griya    Curug    RT    04    RW    011    Desa Rancagong, Kecamatan Legok 491

69 DKM AL-HUSNA
Jl.   Cilamaya   Perumahan   Korpri   Suradita   Indah Desa Suradita, Kecamatan Cisauk 1.567

70 DKM AL-MUHAJIRIN Jl. Hosta IV No. 01 RT/RW 26/09 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa 3.181
71 KETUA YAYASAN SHALAHUDDIN AL- AYYUBI Jl. Sempor VIII, Perumnas II RW 011, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua 915
72 DKM AR-RIDWAN Jalan Goa Raya RW 024 Perumnas III Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua 520
73 DKM AL-IKHLAS Perumahan Citra Raya Cluster Graha Pratama, Kecamatan Cikupa 230

74 DKM AL-IHSAN Perumahan Perumnas III, Kecamatan Kelapa Dua 347
75 DKM AL-BAROKAH Perumahan Perumnas II, Kecamatan Kelapa Dua 1.148
76 DKM AL-HIDAYAH Perumahan    Dasana    Indah,    Kelurahan    Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua 142
77 DKM JAMI HAMAD BIN IBRAHIM Perumahan Citra Raya, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan 767
78 DKM AL-IKHLAS Jl. Kano 15 Perumnas Kelapa Dua 400
79 DKM AL-FALAH Perumahan Perumnas Kelapa Dua, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa 1.628
80 YAYASAN BINA INSAN MADINAH RT 06 RW 06 Cluster Catalina, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan 2556
81 DKM AT - TAQWA Perumahan Villa Regensi II Permata Tangerang Blok FE dan Blok FD 2318
82 DKM AL-MUNAWAROH Perumahan Taman Kirana Surya, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear 1046
83 DKM AL-WUSTHO Perumahan Taman Raya Rajeg, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg 550
84 DKM UMAAMAH Perumahan Medang Lestari, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan 3912
85 YAYASAN MUSLIM SINAR MAS LAND Kawasan BSD Barat Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan 22662
86 DKM NURUL FALAH Perumnas Karawaci III 757
87 BADAN TA'MIR NURUL HAYAT Perumnas Karawaci III 2000
88 DKM AS-SAJIDIN Perumahan Citra Raya Pada Kawasan Garden Ville 2715

Pemanfaatan Lahan Non Komersil (Peruntukan sarana Ibadah) di tahun 2025



I. TANAH                116.592.876.000,00                                        - 
1 1.3.1.01.01.02.002/

1348/
1348

2 Tanah Bangunan 
Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi

JL. Kamp. Melayu Timur,Wates - 
Tlknaga 

2016                       140.000.000,00  0,00 

2 1.3.1.01.01.04.001/
1921/
21527613

1 Tanah Bangunan Kantor 
Pemerintah

Desa Suradita 2003                         16.000.000,00  0,00 

3 1.3.1.01.01.04.002/
70/
70

44 Tanah Bangunan Pendidikan Dan 
Latihan

Desa Ciakar Kec. Panongan 
Perumahan Citra Raya (Yayasan 
Islamic Village)

2011                    1.280.000.000,00  0,00 

4 1.3.1.01.01.05.001/
1346/
1346

15 Tanah Untuk Bangunan Sarana 
Olah Raga Tertutup

Perumahan Bumi Indah III Desa 
Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis 

2016                  12.763.953.000,00  0,00 

5 1.3.1.01.01.05.002/
723/
723

13 Tanah Untuk Bangunan Gedung 
Sarana Olah Raga Terbuka

Lapangan & Kantor RW (Jalan 
Kelapa Gading raya /blok RF - 2) 
Perumahan Dasana Indah Kel. 
Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua 

2000                       202.560.000,00  0,00 

6 1.3.1.01.02.02.002/
1345/
1345

33 Tanah Kosong Yang Sudah 
Diperuntukkan

Perumahan Bumi Indah III Desa 
Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis 

2016                    1.915.479.000,00  0,00 

7 1.3.1.01.02.02.002/
21293483/
21293483

43 Tanah Kosong Yang Sudah 
Diperuntukkan

Jalan Aster Raya Perumahan Bumi 
Indah Tahap 1 Kelurahan Kuta Jaya 
Kecamatan Pasarkemis

2019                    1.691.448.000,00  0,00 

8 1.3.1.01.02.02.002/
435/
435

38 Tanah Kosong Yang Sudah 
Diperuntukkan

Perum Telaga Bestari 2004                       132.614.000,00  0,00 

9 1.3.1.01.02.04.008/
1380/
1380

768 Tanah Hutan Taman Nasional Blok H3 Perumahan Rajeg Terrace 
Green Residence Desa Sukamanah 
Kecamatan Rajeg

2017                       426.465.000,00  0,00 

Nilai Perolehan
(Rp.)

Akumulasi Penyusutan
(Rp.)

RINCIAN ASET PROPERTI INVESTASI PER 31 DESEMBER 2025
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No
Kode Barang/

Id Awal/
Id Barang

Reg. Nama Barang Merk/ Tipe Tahun
Perolehan



Nilai Perolehan
(Rp.)

Akumulasi Penyusutan
(Rp.)No

Kode Barang/
Id Awal/

Id Barang
Reg. Nama Barang Merk/ Tipe Tahun

Perolehan

10 1.3.1.01.02.04.008/
21268199/
21268199

184 Tanah Hutan Taman Nasional Jl. Bougenvil VI Perumahan Bumi 
Indah Tahap 2 Desa Sukamantri 
Kecamatan Pasarkemis

2019                         61.372.000,00  0,00 

11 1.3.1.01.03.02.001/
3965417/
3965417

39 Tanah Lapangan Parkir 
Konstruksi Beton

Kawasan KSO Summarecon 
Serpong Ruko Finansial ( Sektor 1 
E) Desa/Kel. Pakulonan Barat Kec. 
Kelapa Dua 

2018                    8.138.780.000,00  0,00 

12 1.3.1.01.03.02.001/
3965425/
3965425

47 Tanah Lapangan Parkir 
Konstruksi Beton

Kawasan KSO Summarecon 
Serpong Ruko Sektor 1 B Desa/Kel. 
Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua 

2018                  59.604.995.000,00  0,00 

13 1.3.1.01.03.02.002/
674/
674

10 Tanah Lapangan Parkir 
Konstruksi Aspal

RUKO ALEXANDRITE PERUM 
SUMMARECON

2015                  30.219.210.000,00  0,00 

               116.592.876.000,00                                        - Jumlah



2015 S.D. 2020 2021 S.D. 2025 TRIWULAN I 2026 TRIWULAN II 2026 TOTAL

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 20.746.363,00 0,00 20.746.363,00
Badan Pendapatan Daerah Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 7.063.000,00 0,00 7.063.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 15.461.107,00 0,00 15.461.107,00
BLUD Puskesmas Balaraja Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 12.916.051,00 0,00 12.916.051,00
BLUD Puskesmas Balaraja Utang Jasa Medis 0,00 0,00 55.131.586,00 0,00 55.131.586,00
BLUD Puskesmas Binong Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 11.045.098,00 0,00 11.045.098,00
BLUD Puskesmas Binong Utang Jasa Medis 0,00 0,00 13.689.523,00 0,00 13.689.523,00
BLUD Puskesmas Bojong Kamal Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 4.471.360,00 0,00 4.471.360,00
BLUD Puskesmas Bojong Kamal Utang Jasa Medis 0,00 0,00 15.830.000,00 0,00 15.830.000,00
BLUD Puskesmas Bojong Nangka Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 4.684.287,00 0,00 4.684.287,00
BLUD Puskesmas Bojong Nangka Utang Jasa Medis 0,00 0,00 3.645.711,00 0,00 3.645.711,00
BLUD Puskesmas Caringin Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 5.051.342,00 0,00 5.051.342,00
BLUD Puskesmas Caringin Utang Jasa Medis 0,00 0,00 7.410.766,00 0,00 7.410.766,00
BLUD Puskesmas Cikupa Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 8.926.534,00 0,00 8.926.534,00
BLUD Puskesmas Cikupa Utang Jasa Medis 0,00 0,00 55.044.339,00 0,00 55.044.339,00
BLUD Puskesmas Cikuya Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 8.915.154,00 0,00 8.915.154,00
BLUD Puskesmas Cikuya Utang Jasa Medis 0,00 0,00 197.948.011,00 0,00 197.948.011,00
BLUD Puskesmas Cisauk Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 5.917.227,00 0,00 5.917.227,00
BLUD Puskesmas Cisauk Utang Jasa Medis 0,00 0,00 30.493.660,00 0,00 30.493.660,00
BLUD Puskesmas Cisoka Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 11.836.454,00 0,00 11.836.454,00
BLUD Puskesmas Cisoka Utang Jasa Medis 0,00 0,00 27.519.146,00 0,00 27.519.146,00
BLUD Puskesmas Curug Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 210.604,00 0,00 210.604,00
BLUD Puskesmas Curug Utang Jasa Medis 0,00 0,00 6.515.250,00 0,00 6.515.250,00
BLUD Puskesmas Gembong Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 6.614.831,00 0,00 6.614.831,00
BLUD Puskesmas Gembong Utang Jasa Medis 0,00 0,00 52.240.586,00 0,00 52.240.586,00
BLUD Puskesmas Gunung Kaler Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 8.218.108,00 0,00 8.218.108,00
BLUD Puskesmas Gunung Kaler Utang Jasa Medis 0,00 0,00 30.755.480,00 0,00 30.755.480,00
BLUD Puskesmas Jalan Emas Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 5.220.047,00 0,00 5.220.047,00
BLUD Puskesmas Jalan Emas Utang Jasa Medis 0,00 0,00 11.968.947,00 0,00 11.968.947,00
BLUD Puskesmas Jalan Kutai Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 3.432.714,00 0,00 3.432.714,00
BLUD Puskesmas Jalan Kutai Utang Jasa Medis 0,00 0,00 1.736.924,00 0,00 1.736.924,00
BLUD Puskesmas Jambe Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 9.239.897,00 0,00 9.239.897,00
BLUD Puskesmas Jambe Utang Jasa Medis 0,00 0,00 26.925.179,28 0,00 26.925.179,28
BLUD Puskesmas Jayanti Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 5.612.034,00 0,00 5.612.034,00
BLUD Puskesmas Jayanti Utang Jasa Medis 0,00 0,00 27.386.978,00 0,00 27.386.978,00
BLUD Puskesmas Kedaung Barat Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 9.545.701,00 0,00 9.545.701,00
BLUD Puskesmas Kedaung Barat Utang Jasa Medis 0,00 0,00 54.127.656,00 0,00 54.127.656,00
BLUD Puskesmas Kelapa Dua Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 11.972.547,00 0,00 11.972.547,00
BLUD Puskesmas Kelapa Dua Utang Jasa Medis 0,00 0,00 16.433.612,00 0,00 16.433.612,00
BLUD Puskesmas Kemiri Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 6.553.010,00 0,00 6.553.010,00
BLUD Puskesmas Kosambi Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 2.609.497,00 0,00 2.609.497,00
BLUD Puskesmas Kosambi Utang Jasa Medis 0,00 0,00 4.096.000,00 0,00 4.096.000,00
BLUD Puskesmas Kresek Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 7.281.693,00 0,00 7.281.693,00
BLUD Puskesmas Kresek Utang Jasa Medis 0,00 0,00 58.260.102,00 0,00 58.260.102,00
BLUD Puskesmas Kronjo Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 7.769.699,00 0,00 7.769.699,00
BLUD Puskesmas Kronjo Utang Jasa Medis 0,00 0,00 72.737.339,00 0,00 72.737.339,00
BLUD Puskesmas Kutabumi Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 14.631.989,00 0,00 14.631.989,00
BLUD Puskesmas Kutabumi Utang Jasa Medis 0,00 0,00 90.480.571,00 0,00 90.480.571,00
BLUD Puskesmas Legok Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 7.471.586,00 0,00 7.471.586,00
BLUD Puskesmas Legok Utang Jasa Medis 0,00 0,00 8.684.620,00 0,00 8.684.620,00
BLUD Puskesmas Mauk Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 16.987.979,00 0,00 16.987.979,00
BLUD Puskesmas Mauk Utang Jasa Medis 0,00 0,00 51.439.159,00 0,00 51.439.159,00

LAMPIRAN 20

Nama OPD Jenis Utang JATUH TEMPO PEMBAYARAN UTANG BELANJA

REKAPITULASI SKEDUL PEMBAYARAN UTANG BELANJA PER SKPD
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BLUD Puskesmas Mekar Baru Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 4.933.342,00 0,00 4.933.342,00
BLUD Puskesmas Mekar Baru Utang Jasa Medis 0,00 0,00 21.927.380,00 0,00 21.927.380,00
BLUD Puskesmas Pagedangan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 9.981.159,00 0,00 9.981.159,00
BLUD Puskesmas Pagedangan Utang Jasa Medis 0,00 0,00 52.138.609,00 0,00 52.138.609,00
BLUD Puskesmas Pakuhaji Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 1.868.570,00 0,00 1.868.570,00
BLUD Puskesmas Pakuhaji Utang Jasa Medis 0,00 0,00 14.231.221,00 0,00 14.231.221,00
BLUD Puskesmas Panongan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 8.932.875,00 0,00 8.932.875,00
BLUD Puskesmas Panongan Utang Jasa Medis 0,00 0,00 38.109.187,00 0,00 38.109.187,00
BLUD Puskesmas Pasar Kemis Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 6.919.017,00 0,00 6.919.017,00
BLUD Puskesmas Pasar Kemis Utang Jasa Medis 0,00 0,00 31.985.781,00 0,00 31.985.781,00
BLUD Puskesmas Pasir Jaya Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 4.133.338,00 0,00 4.133.338,00
BLUD Puskesmas Pasir Jaya Utang Jasa Medis 0,00 0,00 24.497.272,00 0,00 24.497.272,00
BLUD Puskesmas Pasir Nangka Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 4.440.194,00 0,00 4.440.194,00
BLUD Puskesmas Pasir Nangka Utang Jasa Medis 0,00 0,00 33.489.600,00 0,00 33.489.600,00
BLUD Puskesmas Rajeg Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 8.755.120,00 0,00 8.755.120,00
BLUD Puskesmas Rajeg Utang Jasa Medis 0,00 0,00 5.758.320,00 0,00 5.758.320,00
BLUD Puskesmas Salembaran Jaya Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 5.653.977,00 0,00 5.653.977,00
BLUD Puskesmas Salembaran Jaya Utang Jasa Medis 0,00 0,00 24.926.880,00 0,00 24.926.880,00
BLUD Puskesmas Sepatan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 15.377.876,00 0,00 15.377.876,00
BLUD Puskesmas Sepatan Utang Jasa Medis 0,00 0,00 80.890.281,00 0,00 80.890.281,00
BLUD Puskesmas Sindang Jaya Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 5.242.651,00 0,00 5.242.651,00
BLUD Puskesmas Sindang Jaya Utang Jasa Medis 0,00 0,00 17.366.480,00 0,00 17.366.480,00
BLUD Puskesmas Sukadiri Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 3.377.664,00 0,00 3.377.664,00
BLUD Puskesmas Sukadiri Utang Jasa Medis 0,00 0,00 29.673.695,00 0,00 29.673.695,00
BLUD Puskesmas Sukamulya Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 6.607.158,00 0,00 6.607.158,00
BLUD Puskesmas Sukamulya Utang Jasa Medis 0,00 0,00 29.542.029,00 0,00 29.542.029,00
BLUD Puskesmas Sukatani Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 7.048.328,00 0,00 7.048.328,00
BLUD Puskesmas Sukatani Utang Jasa Medis 0,00 0,00 39.538.506,00 0,00 39.538.506,00
BLUD Puskesmas Sukawali Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 9.537.180,00 0,00 9.537.180,00
BLUD Puskesmas Sukawali Utang Jasa Medis 0,00 0,00 21.892.152,00 0,00 21.892.152,00
BLUD Puskesmas Suradita Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 7.645.553,00 0,00 7.645.553,00
BLUD Puskesmas Suradita Utang Jasa Medis 0,00 0,00 11.463.388,00 0,00 11.463.388,00
BLUD Puskesmas Tegal Angus Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 4.288.117,00 0,00 4.288.117,00
BLUD Puskesmas Tegal Angus Utang Jasa Medis 0,00 0,00 28.966.463,00 0,00 28.966.463,00
BLUD Puskesmas Teluknaga Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 7.407.943,00 0,00 7.407.943,00
BLUD Puskesmas Teluknaga Utang Jasa Medis 0,00 0,00 70.858.659,00 0,00 70.858.659,00
BLUD Puskesmas Tigaraksa Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 13.566.969,00 0,00 13.566.969,00
BLUD Puskesmas Tigaraksa Utang Jasa Medis 0,00 0,00 18.793.512,00 0,00 18.793.512,00
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Utang Retensi 1.545.539.908,70 0,00 0,00 0,00 1.545.539.908,70
Dinas Kesehatan Utang Pengadaan Barang & Jasa 0,00 0,00 57.518.900,00 0,00 57.518.900,00
Dinas Kesehatan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 21.729.185,00 0,00 21.729.185,00
Dinas Komunikasi dan Informatika Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 86.543.203,00 0,00 86.543.203,00
Dinas Pendidikan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 4.988.173,00 0,00 4.988.173,00
Dinas Perhubungan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 59.397.600,00 0,00 59.397.600,00
Dinas Perikanan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 3.508.705,00 0,00 3.508.705,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 13.946.989,00 0,00 13.946.989,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 16.386.775,00 0,00 16.386.775,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 2.441.529,00 0,00 2.441.529,00
Dinas Sosial Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 3.489.930,00 0,00 3.489.930,00
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Utang Retensi 60.651.650,00 75.941.650,00 1.653.591.860,00 13.307.963.367,78 15.098.148.527,78
Dinas Tenaga Kerja Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 51.843.661,00 0,00 51.843.661,00
Kecamatan Balaraja Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 17.681.681,00 0,00 17.681.681,00
Kecamatan Cikupa Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 22.870.762,00 0,00 22.870.762,00
Kecamatan Cisauk Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 16.299.618,00 0,00 16.299.618,00
Kecamatan Cisoka Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 12.816.893,00 0,00 12.816.893,00
Kecamatan Curug Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 5.589.270,00 0,00 5.589.270,00
Kecamatan Gunung Kaler Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 13.983.390,00 0,00 13.983.390,00
Kecamatan Jambe Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 12.308.565,00 0,00 12.308.565,00
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Kecamatan Jayanti Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 9.293.767,00 0,00 9.293.767,00
Kecamatan kelapa Dua Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 21.965.748,00 0,00 21.965.748,00
Kecamatan Kemiri Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 9.422.561,00 0,00 9.422.561,00
Kecamatan Kosambi Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 8.494.242,00 0,00 8.494.242,00
Kecamatan Kresek Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 14.045.725,00 0,00 14.045.725,00
Kecamatan Kronjo Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 10.281.000,00 0,00 10.281.000,00
Kecamatan Legok Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 23.959.284,00 0,00 23.959.284,00
Kecamatan Mauk Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 25.807.300,00 0,00 25.807.300,00
Kecamatan Mekar Baru Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 8.301.439,00 0,00 8.301.439,00
Kecamatan Pagedangan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 20.037.769,00 0,00 20.037.769,00
Kecamatan Pakuhaji Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 16.514.959,00 0,00 16.514.959,00
Kecamatan Panongan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 17.024.271,00 0,00 17.024.271,00
Kecamatan Pasar Kemis Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 13.994.105,00 0,00 13.994.105,00
Kecamatan Rajeg Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 15.751.303,00 0,00 15.751.303,00
Kecamatan Sepatan Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 19.585.140,00 0,00 19.585.140,00
Kecamatan Sepatan Timur Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 14.175.330,00 0,00 14.175.330,00
Kecamatan Solear Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 9.598.437,00 0,00 9.598.437,00
Kecamatan Sukadiri Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 9.656.780,00 0,00 9.656.780,00
Kecamatan Teluknaga Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 12.219.124,00 0,00 12.219.124,00
Kecamatan Tigaraksa Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 17.718.155,00 0,00 17.718.155,00
RSUD Balaraja Utang Pengadaan Barang & Jasa 0,00 0,00 542.648.365,00 0,00 542.648.365,00
RSUD Balaraja Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 254.542.610,00 0,00 254.542.610,00
RSUD Balaraja Utang Jasa Medis 0,00 0,00 9.235.921.714,00 0,00 9.235.921.714,00
RSUD Kabupaten Tangerang Utang Pengadaan Barang & Jasa 0,00 0,00 71.598.408,00 0,00 71.598.408,00
RSUD Kabupaten Tangerang Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 603.315.584,00 0,00 603.315.584,00
RSUD Kabupaten Tangerang Utang Jasa Medis 0,00 0,00 11.948.609.767,00 0,00 11.948.609.767,00
RSUD Pakuhaji Utang Pengadaan Barang & Jasa 0,00 0,00 193.020.762,00 0,00 193.020.762,00
RSUD Pakuhaji Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 121.411.237,00 0,00 121.411.237,00
RSUD Pakuhaji Utang Jasa Medis 0,00 0,00 1.412.991.200,00 0,00 1.412.991.200,00
Sekretariat Daerah Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 881.595.953,00 0,00 881.595.953,00
UPT Labkesda Utang Belanja Utilitas 0,00 0,00 8.358.999,00 0,00 8.358.999,00
UPT Labkesda Utang Jasa Medis 0,00 0,00 296.776.170,00 0,00 296.776.170,00

1.606.191.558,70 75.941.650,00 29.838.247.401,28 13.307.963.367,78 44.828.343.977,76TOTAL
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